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Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gam  bar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  —  tiadanya  sikap  a  priori  —  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa 
untuk  menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus 
mengemukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu. 
Nalar  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan 
Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971, 
tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan 
hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh 
kreativitas  individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan 
hanya  menganalisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bemalar,  belajar 
serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  di- 
tuangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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GLOBALISASI  sebagai  suatu  proses  yang  tidak  terhentikan  telah  mendatangkan  dampak 
yang  beragam  pada  masing-masing  negara.  Perbedaan  derajad  perubahan  yang  ditim- 
bulkan  oleh  globalisasi  tersebut  dipengaruhi  oleh  daya  tahan  masing-masing  negara 
dalamkancah  interaksi  global  yang  menyangkut  aspek  ekonomi,  politik,  sosial  maupun  teknologi. 

Analisis  terbitan  kali  ini  mengambil  tema  Krisis  Ekonomi  di  Era  Globalisasi:  Implikasi 
Domestik  dan  Regional  memuat  berbagai  tulisan  tentang  perubahan  yang  terjadi  di  masya- 
rakat  akibat  globalisasi  dan  krisis  ekonomi.  Perjalanan  Sebuah  Dialog  Nasional  yang  men- 
jadi  fokus  dalam  Analisis  Peristiwa  kali  ini  dilihat  sebagai  bagian  dari  pergolakan  politik  di 
dalam  negeri  yang  tidak  kunjung  berakhir.  Pergolakan  politik  ini  jika  ditelusuri  tidak  terlepas  dari 
tunbulnya  krisis  ekonomi  yang  untuk  beberapa  alasan  diyakini  merupakan  akibat  dari  globalisasi. 

Artikel  pertama  yang  berjudul  Korporatisme,  Patrimonialisme  dan  Internasionalisasi 
Kapital:  Isu  Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme  membahas  tentang  penyebab  semakin  berkem- 
bangnya  korporatisme  dan  patrimonialisme  di  dalam  membangun  jaringan  ekonomi  dan  bisnis 
pada  negara-negara  berkembang.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  bahwa  internasionalisasi 
kapital  yang  dipacu  oleh  liberalisme  ekonomi  tidak  mampu  memberikan  tekanan  efektif  da- 
lam mewujudkan  transparansi  penyelenggaraan  ekonomi.  Adanya  crony  capitalism,  ko- 
rupsi dan  kekeliruan  di  dalam  merespons  krisis  telah  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara 
yang  mengalami  krisis  terparah  di  Asia  Pasifik.  Pemburukan  keadaan  ekonomi  hidonesia  be- 
serta  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  negara-negara  di  Asia  Pasifik  untuk  mengatasi 
krisis  dibahas  dalam  tuUsan  yang  berjudul:  Krisis  Ekonomi  di  Tengah  Gelombang  Globalisasi: 
Implikasinya  Bagi  Kerja  Soma  Ekonomi  di  Asia  Pasifik.  Gimcangan  krisis  ekonomi  yang 
berkepanjangan  akhimya  menjadi  pemicu  timbulnya  keresahan  sosial  dan  kerusuhan  massa 
di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Dalam  tuhsan  yang  berjudul  Krisis,  Kerusuhan  Massa  dan 
Keseimbangan  Sistem  Sosial  di  Indonesia,  dengan  menggunakan  analisis  sosiologis  dikemu- 
kakan  bahwa  di  dalam  konteks  masyarakat  yang  memiliki  kemajemukan,  kimci  masalahnya 
terletak  pada  terjaganya  keseimbangan  sosial  dalam  masyarakat. 

Bentuk  lain  dari  perubahan  yang  ditunbulkan  oleh  krisis  ekonomi  adalah  semakin  me- 
nguatnya  isu  keadilan  yang  di  antaranya  harus  tercermin  dalam  pemerataan  sumber  daya  eko- 
nomi. Usaha  mewujudkan  keadilan  ekonomi  melalui  Redistribusi  dan  Pelestarian  Matxfaat 
Sumber  Daya  Hutan  adalah  dengan  memperbaiki  kebijakan  pengelolaan  dalam  transaksi  pem- 
berian  hak  pengusahaan  hutan  (HPH).  Dibahas  pula  bahwa  upaya  pelestarian  manfaat 
sumber  daya  hutan  perlu  disertai  dengan  upaya  memperbaiki  masalah  institusi  dan  ekonomi  politik. 

Selanjutnya,  krisis  ekonomi  juga  memberikan  pelajaran  penting,  yaitu  bahwa  temyata 
Indonesia  merupakan  net  importer  di  pasar  teknologi.  Tulisan  yang  berjudul  Tehtologi  Bagi 
Daya  Saing  Ekonomi:  Masalah  Indonesia  menyoroti  bahwa  peningkatan  daya  saing  ekonomi 
dengan  hanya  menyerap  teknologi  dari  luar  tidaklah  memadai.  Untuk  itu  diperlukan  pengem- 
bangan  teknologi  yang  praktis  namun  relevan  bagi  kebutuhan  pasar. 

Akhimya,  kelangsungan  hidup  industri-industri  kecil  di  pedesaan  merupakan  faktor 
penting  bagi  pembentukan  daya  tahan  ekonomi  tcrhadap  guncangan  krisis.  Sebuah  studi  tentang 
Perilaku  Tabungan  Rumah  Tangga:  Kasus  Industri  Pedesaan  di  Bantul,  menunjukkan  bahwa 
sumber  modal  yang  penting  bagi  industri  pedesaan  di  tengah  terbatasnya  akses  kredit  dari 
institusi  keuangan  formal  adalah  tabungan  rumah  tangga  pedesaan. 
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Pendahuluan 

PERKEMBANGAN  politik  di  tanah 
air  pada  catur  wulan  ketiga  tahun 
1998  dan  Januari  1999-masih  dise- 
limuti  awan  kelabu.  Berbagai  persoalan  te- 
tap  menggantung,  dan  oleh  karena  itu, 
menghasilkan  berbagai  ketidakpastian.  Se- 
lain  masih  menghadapi  masalah  legitimasi, 
pemerintahan  B.J.  Habibie  secara  terus-me- 
nerus  digerogoti  oleh  berbagai  isu  yang  se- 
makin  menggoyang  kredibilitasnya  di  mata 
masyarakat  baik  di  dalam  negeri  maupun  in- 
temasional.  Keputusan  untuk  menyelengga- 
rakan  Sidang  Istimewa  (SI)  MPR  sebagai 
upaya  mengatasi  berbagai  persoalan  dan 
kondisi  yang  serba  tidak  pasti  juga  tidak  se- 
penuhnya  berhasil.  Bahkan,  beberapa  bagian 
dari  proses  dan  hasil  SI-MPR  cenderung  me- 
nimbulkan  kontroversi  dan  permasalahan  ba- 
rn. Keadaan  yang  demikian  membuat  perja- 
lanan bangsa  ini  menjadi  semakin  sulit  un- 
tuk melepaskan  diri  dari  krisis  yang  berke- 
panjangan.  Masyarakat  pun  sudah  tidak  sa- 
bar  menantikan  upaya-upaya  kongkret  dari 
pemerintah  yang  dapat  meringankan  beban 


hidup  yang  menghimpitnya,  sehingga  se- 
ringkali  mudah  terjebak  melakukan  tindakan 
anarki.  Dalam  keadaan  kalut  yang  berlarut- 
larut  muncul  gagasan  imtuk  menyelenggara- 
kan  suatu  forum  informal,  yaitu  dialog  na- 
sional sebagai  upaya  mencari  jalan  untuk 
mengatasi  berbagai  persoalan  dan  masalah 
itu.  Tulisan  ini  akan  menelaah  persoalan- 
persoalan  di  seputar  gagasan  tersebut,  se- 
perti  mengapa  dialog  nasional  dianggap  per- 
lu,  bagaimana  dilakukan,  dan  bagaimana 
prospeknya. 

Ketidakpastian  dan  Kerusuhan  Sosial 

Munculnya  gagasan  dialog  nasional  ti- 
dak terlepas  dari  kondisi  dan  situasi  Indo- 
nesia akhir-akhir  ini.  Berbagai  kejadian  yang 
telah  dan  sedang  berlangsung  selama  B.J. 
Habibie  menjadi  orang  nomor  satu  di  Indo- 
nesia seolah-olah  ingin  membuktikan  kebe- 
naran  ucapan  (mantan)  Presiden  Soeharto.' 


Seusai  mcngadalcan  pcrtemuan  dcngan  scjum- 
lah  tokoh  masyarakat  di  Istana  Mcrdeka,  19  Mei 
1998,  Pak  Harto  (kctika  itu  masih  presiden)  menga- 
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Tidak  diketahui  pasti,  apakah  ucapan  Pak 
Harto  dan  berbagai  kejadian  yang  diramal- 
kannya  itu  memang  didasarkan  pada  anali- 
sis  yang  akurat  sehingga  menjadi  tepat. 
Ataukah  berbagai  kejadian  itu  direkayasa 
sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan 
apa  yang  diramalkannya.  Mundurnya  Soe- 
harto  dari  jabatan  presiden  terbukti  tidak 
serta-merta  menyelesaikan  masalah,  bahkan 
menimbulkan  paling  tidak  dua  persoalan 
bam.  Pertama,  pengalihan  jabatan  presiden 
kepadia  B.J.  Habibie  telah  menimbulkan  pro 
dan  kontra  yang  hingga  kini  tetap  menjadi 
polemik  yang  tidak  tuntas.  Pemerintahan  Ha- 
bibie pun  diragukan  legitimasinya,  bahkan  se- 
bagian  masyarakat  tetap  menghendaki  agar 
Habibie  mengundurkan  diri.  Kedua,  krisis 
legitimasi  telah  mengakibatkan  krisis  kepe- 
mimpinan.  Dalam  suasana  krisis  ekonomi 
yang  berlanit-larut,  krisis  kepemimpinan  me- 
nyebabkan  kehidupan  berbangsa,  bernega- 
ra,  dan  bermasyarakat  cenderung  semakin  ti- 
dak terkendali,  dan  mengarah  kepada  situasi 
atau  suasana  chaos. 

Merespons  keadaan  seperti  itu,  pemerin- 
tah  Habibie  dengan  persetujuan  DPR  mela- 
kukan  inisiatif  untuk  mengundang  SI-MPR. 


takan  bahwa  kcdudukan  presiden  bukanlah  hal  yang 
mutlak  baginya,  maka  mundur  atau  tidak,  bukan  ma- 
salah. Mencrima  jabatan  (presiden)  lebih  karcna 
rasa  tanggung  jawab,  lebih-lebih  pada  saat  bangsa 
mcnghadapi  kesulitan  akibat  berbagai  krisis.  Jika 
meninggalkan  (jabatan)  bcgitu  saja,  dapat  dikatakan 
linggal  gelanggang  colong  playu,  artinya  mening- 
galkan keadaan  yang  sebcnarnya  masih  menjadi 
tanggung  jawabnya.  Jika  tuntutan  mundur  dipcnuhi, 
apakah  dengan  kemundurannya  kcmudian  keadaan 
akan  scgera  dapat  diatasi.  Lalu  secara  konstitusional 
dirinya  harus  menyerahkan  jabatan  kepada  Wapres, 
apakah  cara  pcnyelcsaian  ini  tidak  akan  menimbul- 
kan masalah  lagi.  Nanti  Wakil  Presiden  juga  harus 
mundur  Jika  demikian  tcrus.  akan  menjadi  preseden 
yang  tidak  baik  bagi  kehidupan  berbangsa.  bemega- 
ra,  dan  bermasyarakat  {Repuhllka,  20  Mci  1998). 


Namun  keputusan  untuk  menggelar  SI-MPR 
tersebut  mendapat  tanggapan  pro  dan  kon- 
tra dari  publik,  senada  dengan  tanggapan 
terhadap  pengantian  pimpinan  nasional  dari 
Soeharto  ke  B.J.  Habibie  yang  juga  diwar- 
nai  pro  dan  kontra.  Pada  umumnya  mereka 
yang  menolak  SI-MPR  memberikan  alasan 
bahwa  berdasarkan  konstitusi,  kedudukan 
Presiden  Habibie  adalah  sah,  dan  oleh  kare- 
na  itu  masa  jabatannya  akan  berlangsung 
sampai  tahim  2003.  Mereka  juga  menilai  tun- 
tutan pelaksanaan  SI-MPR  dan  percepatan 
pemilu  tidak  konstitusional,  dan  hanya  di- 
landasi  sikap  emosional  pihak-pihak  terten- 
tu  terhadap  Presiden  B.J.  Habibie  imtuk  ke- 
pentingan  politiknya.  Pihak  yang  memaksa- 
kan  kehendak  itu  mengabiukan  makna  Pa- 
sal  8  UUD  1945  dan  TAP  MPR  No.  VH/MPR/ 
1973  {Media  Indonesia,  22  Mei  dan  18  Juni 
1998  serta  Republika,  23  Mei  1998).  Pada 
hakikatnya  kelompok  ini  merupakan  pendu- 
kung  Presiden  B.J.  Habibie.  Oleh  karena  itu, 
meski  pada  awalnya  menentang,  tetapi  be- 
gitu  B.J.  Habibie  setuju  diselenggarakannya 
SI-MPR,  kelompok  ini  pun  berbalik  mendu- 
kung  SI-MPR. 

Sebaliknya,  dalam  kelompok  yang  setu- 
ju dan  mendukung  diselenggarakannya  SI- 
MPR,  terdapat  perbcdaan  pcndapat  mcnge- 
nai  agenda  sidang.  Sebagian  dari  kelompok 
ini  yang  menamakan  diri  kelompok  rcfor- 
masi  total,'  menghendaki  agar  agenda  SI- 
MPR  meliputi  pcrtanggungjawaban  Man- 
dataris  yang  discrtai  pcncabutan  mandat 
yang  iclah  diberikan  kepada  Presiden  Soe- 
harto dan  Wakil  Presiden  (Waprcs)  B.J.  Ha- 
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Kelompok  ini  bcrinlikan  para  mahasiswa  sc- 
bagai  gerakan  moral  yang  berusaha  mendesakkan 
aspirasinya  mclalui  aksi-aksi  demonstrasi  damai, 
meski  di  lapangan  scring  terjadi  bcntrokan  kctika 
berhadapan  dengan  aparat  kcamanan. 


ANALISIS  PERISTIWA 


5 


bibie,  memilih  presiden  dan  wapres  bam 
atau  membentuk  presidium,  menetapkan  lan- 
dasan  konstitusional  bagi  proses  reformasi, 
dan  melaksanakan  pemilu  secepatnya.  Sebe- 
lum  SI-MPR  dilangsungkan  juga  diusulkan 
agar  dilakukan  perombakan  total  terhadap 
anggota  MPR,  terutama  dari  unsur  Utusan 
Daerah  dan  Golongan.  Sedangkan  sebagian 
lain  dari  kelompok  ini  menginginkan  agar 
SI-MPR  mengukuhkan  status  pemerintahan 
B.J.  Habibie,  dan  membicarakan  TAP  MPR 
terutama  yang  berkaitan  dengan  pelaksana- 
an  pemilu  (lihat  antara  lain,  Suara  Pemba- 
ruan,  21  Mei  1998  dan  ^edi a  Indonesia,  22 
Mei  1998). 

Menjelang  SI-MPR  berlangsung,  kelom- 
pok reformasi  total  nampaknya  sudah  da- 
pat  menduga  bahwa  apa  yang  diperjuang- 
kannya  tidak  akan  berhasil,  artinya  aspira- 
si  yang  mereka  sampaikan  bakal  tidak  di- 
akomodasikan  dalam  agenda  SI-MPR.  Me- 
reka juga  menilai  bahwa  SI-MPR  hanya  akan 
mempertahankan  status  quo  sehingga  refor- 
masi total  tidak  akan  pernah  teijadi.  Oleh 
karena  itu,  mereka  yang  sejak  semula  juga 
tidak  menyetujui  B.J.  Habibie  sebagai  pre- 
siden menjadi  berbalik  menolak  dilaksa- 
nakannya  SI-MPR.  Bahkan  kelompok  ini 
semakin  meningkatkan  tekanan-tekanannya 
melalui  aksi-aksi  demonstrasi  secara  besar- 
besaran.  Perseteruan  antara  kelompok  pro  dan 
kontra  pelaksanaan  SI-MPR  pun  terns  ber- 
langsung, bahkan  dengan  menggunakan  ca- 
ra-cara  kekerasan  sehingga  bentrok  fisik  ti- 
dak dapat  dielakkan.  Korban  jiwa  berjatuh- 
an,  baik  di  kalangan  mahasiswa  seperti  ter- 
jadi  dalam  tragedi  Semanggi  13  November 
1998,  maupun  di  kalangan  anggota  penga- 
man  swakarsa  yang  dikeroyok  masyarakat. 
Selama  pelaksanaan  SI-MPR  ini,  tidak  ku- 
rang  16  orang  meninggal  dunia  akibat  "po- 


litik  kekerasan"  {Gatra  No.  20  Tahun  VII,' 
11  Januari  1999:  74). 

Selain  diwamai  oleh  pro  dan  kontra,  SI- 
MPR  1998  ternyata  mengandung  kontro- 
versi  konstitusional,  baik  dari  segi  proses 
maupun  hasil-hasilnya.  Dari  segi  proses,  ter- 
dapat  multi-interpretasi  konstitusi  menge- 
nai  siapa  yang  dapat  meminta,  dan  denga^i 
alasan  serta  tujuan  apa  mengundang  SI^ 
MPR.  Pertama,  interpretasi  yang  mengata- 
kan  bahwa  hanya  presiden  dan/atau  DPR 
yang  dapat  mengundang  SI-MPR  berdasar- 
kan  alasan  wakil  presiden  berhalangan  te- 
tap,  dan  dengan  tujuan  memilih  wakil  presi- 
den baru  (Tap  MPR  No.  III/MPR/1978  ten- 
tang  Kedudukan  dan  Hubungan  Tata  Kerja 
Lembaga  Tertinggi  Negara  dengan/atau  An- 
tar-Lembaga  Tinggi  Negara,  Pasal  6).  Kedua^ 
interpretasi  yang  mengatakan  bahwa  hanya 
DPR  yang  berhak  mengimdang  SI-MPR,  ber- 
dasarkan  alasan  Presiden  dinilai  telah  sung- 
guh-sungguh  melanggar  Garis-garis  Besar 
Hainan  Negara  (GBHN),  dan  dengan  tujuan 
meminta  pertanggungjawaban  Presiden/Man- 
dataris  MPR.  Sebelum  meminta  sidang  isti- 
mewa,  DPR  wajib  menyampaikan  memoran- 
dum sebanyak  dua  kali  untuk  mengingatkan' 
presiden  (Pasal  7).  • -/! 

Dari  proses  SI-MPR  terlihat  bahwa  pada 
akhirnya  DPR  mengundang  SI-MPR  yang 
diputuskan  dalam  Sidang  Paripurna  DPR-RI 
tanggal  29  Mei  1998.  Keempat  fraksi  DPR-RI 
sepakat  bagi  diadakannya  SI-MPR,  dan  me- 
ngenai  jadwal  pelaksanaan  serta  agenda  si- 
dang diserahkan  sepenuhnya  kepada  MPR, 
dengan  syarat  agenda  tersebut  benar-benar 
reformatif  (Kompas,  30  Mei  1998).  Tetapi 
masalahnya  adalah  bahwa  dalam  kesepakat- 
an  keempat  fraksi,  dan  agenda  SI-MPR  1998, 
ternyata  tidak  terungkap  dengan  jelas  alasan 
serta  tujuan  diselenggarakannya  SI-MPR  se- 
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perti  yang  diatur  dalam  TAP  MPR  No.  Ill/ 
MPR/1978.  Pada  proses  inilah  barangkali 
awal  dari  kontroversi  SI-MPR  1998. 

-  i  r  .1 

Proses  SI-MPR  yang  kontroversial  mem- 
bawa  potensi  untuk  kecenderungan  meng- 
hasilkan  produk  yang  kontroversial  pula. 
Pertama,  SI-MPR  tidak  pernah  mencabut 
TAP  MPR  No.  IV/MPR/1998  yang  menetap- 
kan  Soeharto  sebagai  presiden,  dan  TAP 
MPR  No.  VI/MPR/1998  yang  menetapkan 
B.J.  Habibie  sebagai  wakil  presiden.  Demi- 
kian  pula,  SI-MPR  tidak  secara  eksplisit  me- 
ngukuhkan  jabatan  kepresidenan  B.J.  Habi- 
bie. Dengan  demikian,  orang  bisa  berdalih 
atas  adanya  dualisme  kepemimpinan  nasio- 
nal  saat  ini.  Secara  hukum,  Soeharto  adalah 
Presiden  Republik  Indonesia,  tetapi  secara 
faktual  B.J!'  Habibie  adalah  Presiden  Indo- 
liesia.  SI-MPR  1998  seharusnya  merupakan 
momentum  yang  tepat  untuk  mengeluarkan 
putusan-putusan  seperti  itu  sehingga  peme- 
rintahan  Habibie  mempunyai  legitimasi  yang 
kuat. 

Kedua,  SI-MPR  juga  membawa  kelemah- 
an-kelemahan  bawaan,  dalam  arti  SI-MPR  ini 
dilakukan  oleh  anggota-anggota  MPR  Orde 
Baru.  Dengan  demikian,  baik  secara  kuali- 
tas  maupun  vested  interest,  produk  yang 
dihasilkan  nampak  mengandung  nuansa  kuat 
untuk  memelihara  status  quo.  Meski  terli- 
hal  ada  usaha-usaha  mengakomodasi  aspi- 
rasi  reformasi,  SI-MPR  justru  menghindarkan 
diri  dari  aspirasi  dasar  reformasi.  Misalnya, 
aspirasi  untuk  menghapuskan  dwifungsi 
ABRI  secara  total  ternyata  hanya  ditampung 
dalam  putusan  untuk  mengurangi  peran  sos- 
pol  ABRI  secara  bertahap.^  Aspirasi  dan  tun- 


^TAP  MPR  No.  X/MPR/1998  tentang  Pokok- 
pokok  Reformasi  Pcmbangunan  dalam  Rangka  Pc- 
nyelamatan  dan  Normalisasi  Kchidupan  Nasional 


tutan  untuk  mengadili  mantan  Presiden  Soe- 
harto dan  kroni-kroninya  serta  pemberantas- 
an  KKN  hanya  ditampung  dalam  rumusan 
yang  kurang  jelas.'*  Akibatnya  muncul  rasa 
tidak  puas  dari  berbagai  kalangan,  khusus- 
nya  kelompok  reformasi  total  yang  secara 
konsisten  memperjuangkan  pembaruan  me- 
nyeluruh  dan  serentak  di  berbagai  bidang 
kehidupan.  Mereka  menolak  semua  hasil  SI- 
MPR,  termasuk  penolakan  terhadap  pelak- 
sanaan  Pemilu  1999. 

Seiring  dengan  proses  SI-MPR  yang  kon- 
troversial, di  masyarakat  muncul  fenomena 
baru.  Setelah  32  tahun  berada  dalam  tekan- 
an  rezim  Orde  Baru,  masyarakat  kini  nam- 
pak berada  dalam  suasana  euforia  kebebas- 
an  di  mana  setiap  orang  seolah-olah  dapat 
berbuat  sesukanya  tanpa  sanksi.  Hukmn  (pe- 
rangkat  dan  aparatnya)  tidak  berfungsi  se- 
bagaimana  mestinya.  Orang  seolah-olah  da- 
pat  melakukan  apa  saja  yang  ingin  dilaku- 
kannya  tanpa  rasa  takut  atas  sanksi  hukmn. 
SI-MPR  pun  tidak  mampu  menghasilkan 
"kepatuhan  publik",  sehingga  berbagai  tin- 

sebagai  Haluan  Negara,  Bab  IV  (Kebijakan  Refor- 
masi Pembangunan)  huruf  B  (Politik)  angka  2  hu- 
ruf  d,  hanya  disebutkan:  "Menyesuaikan  implemen- 
tasi  Dwifungsi  ABRI  dengan  paradigma  baru  peran 
ABRI  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  bcrbangsa, 
dan  bemegara".  Selanjutnya  dalam  TAP  MPR  No. 
XIV/MPR/1998  tentang  Pemilu  dalam  Pasal  I  angka 
7  ayat  (2)  disebutkan;  "Pengangkatan  anggota  Ang- 
katan  Bcrsenjata  Republik  Indonesia  dalam  Dcwan 
Pcrwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Dcwan 
Pcrwakilan  Rakyat  Daerah  dilakukan  pcngurangan 
jumlahnya  secara  bertahap  dan  selanjutnya  diatur 
olch  undang-undang". 

■"lap  MPR  No.  XI/MPR/1998  tcntang  Penyc- 
lenggaraan  Negara  yang  Bcrsih  dan  Bcbas  KKN  tcr- 
kcsan  mcngulur-ulur  waktu  karena  dalam  Pasal  5 
disebutkan  bahwa  upaya  pemberantasan  KKN  ter- 
hadap siapa  pun  pcrlu  diatur  Icbih  lanjut  dengan 
undang-undang.  Seperti  diketahui.  proses  pcmbuatan 
sebuah  undang-undang  memerlukan  waktu  cukup 
lama. 
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dakan  anarki,  seperti  penculikan,  kerusuhan, 
pemsakan  dan  pembakaran,  yang  sering  di- 
sertai  dengan  penjarahan,  perampokan,  pem- 
bunuhan,  hingga  perkosaan,  praktis  tak  ter- 
cegah.  Situasi  seperti  itu  diperparah  lagi 
oleh  isu  SARA  (suku,  agama,  ras,  dan  an- 
targolongan).  Meski  pemerintah  tidak  me- 
ngakuinya,  kenyataan  di  lapangan  membuk- 
tikan  lain.  Misalnya,  pertama,  tempat-tem- 
pat  ibadah  seperti  gereja,  mesjid,  dan  ke- 
lenteng  menjadi  sasaran  pemsakan  dan  pem- 
bakaran. Ini  menyangkut  persoalan  agama. 
Kedua,  sasaran  penjarahan  adalah  sentra- 
sentra  ekonomi,  gedimg,  toko-toko,  dan  ru- 
mah-mmah  orang  kaya.  Ini  menjadi  bukti 
persoalan  antargolongan  (kaya  dan  miskin). 
Ketiga,  tindakan  pemerkosaan  diarahkan  ke- 
pada  etnis  tertentu,  yakni  etnis  Cina.  Ini  men- 
jadi pertanda  persoalan  ras.  Keempat,  ter- 
imgkap  bahwa  pihak-pihak  yang  bertikai  di 
berbagai  tempat  kerusuhan  adalah  antara 
kaum  pendatang  dan  penduduk  asli.  Ini  je- 
las  merupakan  persoalan  suku.  Masalah-ma- 
salah  seperti  ini  yang  gagal  diatasi  dengan 
segera  hanya  akan  mengembangkan  rasa 
saling  mencurigai  antarsesama  komponen 
bangsa,  dan  oleh  karena  itu,  selain  meng- 
ganggu  keamanan  dan  ketentraman  masya- 
rakat,  sangat  berpotensi  merangsang  disin- 
tegrasi  bangsa. 

Persoalan-persoalan  di  atas  sebenarnya 
hanya  menunjukkan  bahwa  otoritas  politik 
sipil  maupun  militer  nampaknya  tidak  lagi 
mempunyai  kemampuan  untuk  secara  bijak- 
sana  mengarahkan  proses  tranformasi  de- 
mokrasi  melalui  cara  atau  jalan  yang  lancar 
dan  damai.  Sebaliknya,  kecenderungan  yang 
berkembang  justni  mengancam  integrasi  ma- 
syarakat.  Oleh  karena  itu,  muncul  gagasan 
untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan 
itu  melalui  jalur  informal,  yang  lebih  flek- 


sibel,  praktis,  dan  sederhana,  dalam  bentuk 
dialog  nasional. 

Dari  Rembug  Nasional  ke  Dialog 
Nasional 

Salah  satu  tujuan  dari  gagasan  diseleng- 
garakannya  dialog  nasional  adalah  untuk 
menyamakan  visi  dan  pola  pikir  dalam  me^ 
nyikapi  berbagai  persoalan  yang  munculj 
akhir-akhir  ini.  Meski  bukan  orang  yang 
pertama,  Gubermu-  Lemharmas  Letjen  TNI 
Agum  Gumelar  merupakan  salah  satu  peng- 
gagas  dialog  nasional  dengan  istilah  rem-; 
bug  nasional.^,  Rembug  nasional  tidak  di- 
artikan  sebagai  rekonsiliasi  atau  rujuk  na- 
sional, yang  bermakna  sebagai  tindakan  per- 
damaian  atau  berdamai  karena  ada  permu- 
suhan  atau  perseteruan  di  antara  sesama 
unsur  bangsa  sebelumnya.  Bahwa  dewasa 
ini  terjadi  konflik  di  kalangan  masyarakat 
pada  kenyataannya  merupakan  cerminan  dari 
berbagai  aspirasi  yang  bebas  seiring  de- 
ngan makna  keterbukaan  yang  hams  dite- 
rima.  Rembug  nasional  mempakan  wahana 
berkumpulnya  selurah  komponen  bangsa 
yang  diwakili  oleh  para  tokoh  masyarakat 
yang  merasa  terpanggil  untuk  merefleksi- 
kan  diri  dengan  pikiran  jemih  untuk  saling 
memberi  dan  menerima,  didasarkan  kepada 
suatu  kepentingan  yang  lebih  besar  yaitu 
menyelamatkan  bangsa  {Media  Indonesia, 
30  November  1998). 


Menanggapi  kerusuhan  di  Jakarta  yang  makin 
memperpanjang  daftar  persoalan  yang  dihadapi 
bangsa  Indonesia,  Gubemur  Lemhannas  Letjen  TNI 
Agum  Gumelar  mengajak  seluruh  komponen  bang- 
sa untuk  berkumpul  dan  membicarakan  bagaimana 
menyikapi  keadaan  sekarang  ini.  Apa  pun  namanya, 
bisa  rembug  nasional  atau  dialog  nasional  (Kompas, 
24  November  1998). 
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Gagasan  rembug  nasional  tersebut  men- 
dapat  respons  yang  baik  dan  dukungan  da- 
ri  berbagai  pihak.  Salah  satu  di  antaranya 
adalah  Nurcholish  Madjid,  yang  berpenda- 
pat  bahwa  yang  paling  baik  menyelengga- 
rakan  dialog  nasional  itu  sebetulnya  peme- 
rintah;  oleh  karena  itu,  gagasan  dan  inisia- 
tif  Guberaur  Lemhannas  Letjen  TNI  Agum 
Gumelar  perlu  didukung,  karena  orang  se- 
perti  dialah  yang  memiliki  kapasitas  untuk 
menyelenggarakan  dialog  nasional  {Merde- 
ka,  26  Desember  1998).  Namun,  gagasan  rem- 
bug nasional  ini  kandas,  selain  karena  per- 
soalan  teknis  yang  rumit  seperti  penentuan 
siapa  yang  pantas  menjadi  peserta  dan  me- 
wakili  kelompok  masyarakat  apa,  terutama 
karena  tidak  direspons  secara  positif  oleh 
Presiden  B.J.  Habibie. 

Sebelum  Agum  Gumelar  menyampaikan 
gagasannya,  para  mahasiswa  yang  terga- 
bung  dalam  Forum  Komimikasi  Senat  Maha- 
siswa Jakarta  (FKSMJ),  ITB  Bandung,  dan 
Universitas  Siliwangi  telah  memprakarsai 
sebuah  dialog  yang  dilaksanakan  di  ke- 
diaman  K.H.  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur) 
di  Ciganjur,  Jakarta  Selatan  pada  10  Novem- 
ber 1998.  Hadir  dalam  dialog  tersebut  empat 
tokoh  reformis,  yaitu  Megawati  Soekamo- 
putri,  Amien  Rais,  Sri  Sultan  Hamengku 
Buwono  X,  dan  Gus  Dur  sendiri.  Dialog  Ci- 
ganjur menghasilkan  delapan  butir  kesepa- 
katan  yang  kemudian  dikenal  dengan  Ke- 
sepakatan  Ciganjur.  Delapan  butir  kesepa- 
katan  tersebut  adalah:  (1)  menghimbau  ke- 
pada  semua  pihak  agar  tetap  menjunjung 
tinggi  terciptanya  kesatuan  dan  persatuan 
bangsa  secara  utuh  dengan  semangat  Bhin- 
neka  Tunggal  Ika  dalam  Negara  Kebangsa- 
an  dan  Kesatuan  RI  yang  berdasarkan  Pan- 
casila  dan  UUD  '45.  Para  pemimpin  formal 
maupun  informal  haruslah  konsisten  dengan 
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semangat  ini;  (2)  mengembalikan  kedaulat- 
an  rakyat  dan  memperdayakan  lembaga  per- 
wakilan  sebagai  penjelmaan  aspirasi  rakyat, 
yang  mencerminkan  kepentingan  rakyat,  bu- 
kan  kepentingan  penguasa;  (3)  mengemba- 
likan kedaulatan  ke  tangan  rakyat  sebagai 
asas  perjuangan  dalam  proses  pembangun- 
an  bangsa,  ke  arah  masyarakat  yang  adil  dan 
sejahtera  melalui  cara-cara  yang  demokra- 
tis.  Dalam  rangka  itu,  haruslah  dilakukan 
desentralisasi  pemerintahan  sesuai  dengan 
kemampuan  daerah  dan  ditetapkan  refund 
sharing  (perimbangan  keuangan)  yang  adil 
antara  pemerintah  pusat  dan  daerah;  (4)  agar 
pelaksanaan  reformasi  diletakkan  dalam  per- 
spektif  kepentingan  generasi  baru  bangsa 
Indonesia  dalam  menghadapi  tantangan 
bangsa  di  masa  yang  akan  datang;  (5)  sege- 
ra  dilaksanakarmya  pemilu  yang  jurdil  dan 
dilaksanakan  oleh  pelaksana  independen,  di 
mana  panitia  pelaksana  (Panpel)  terdiri  dari 
peserta  pemilu  dan  diawasi  oleh  tim  inde- 
penden. Pemilu  mempakan  jalan  demokratis 
untuk  mengakhiri  pemerintahan  transisi  yang 
dipimpin  oleh  B.J.  Habibie,  sekaligus  men- 
jadi cara  imtuk  menetapkan  pemerintahan 
yang  baru  secara  legitimate,  selambat-lambat- 
nya  dalam  tiga  bulan  setelah  Pemilu  Mei 
1999  berlangsung  pemerintahan  bam  sudah 
hams  terbentuk  melalui  SU  MPR;  (6)  peng- 
hapusan  Dwifungsi  ABRI  secara  bertahap 
paling  lama  enam  tahun  dari  tanggal  per- 
nyataan  ini  dibacakan,  dalam  rangka  me\\-u- 
judkan  masyarakat  madani;  (7)  dilakukan 
usaha  yang  sungguh-sungguh  dan  tidak 
bisa  ditawar-tawar  lagi  untuk  menghapus 
dan  mengusut  pelaku  KKN.  diawali  dengan 
pengusutan  harta  kekayaan  Soeharto.  sesuai 
ketentuan  hukum  yang  berlaku;  (8)  mende- 
sak  scluruh  pengamanan  swakarsa  Sl-MPR 
untuk  segera  membubarkan  diri  dan  kembali 
ke  rumah  masing-masing  agar  tidak  mem- 
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perkeruh  keadaan  {Kompas,  11  November 
1998). 

Meski  dilakukan  secara  informal,  artinya 
hasilnya  tidak  mengikat  warga  negara  se- 
cara langsimg,  pertemuan  itu  secara  moral 
mempunyai  pengaruh  yang  besar.  Perta- 
ma,  ketokohan  para  peserta  pertemuan  dapat 
mengundang  atau  menarik  dukimgan  yang 
luas  terhadap  hasil-hasil  pertemuan.  Kedua, 
dari  segi  substansi,  Kesepakatan  Ciganjur 
dapat  menjadi  acuan  dialog  formal.  Oleh  ka- 
rena  itu,  tidak  kurang  dari  para  pimpinan 
fraksi  di  MPR  dan  Presiden  Habibie  sendiri 
ingin  mengadakan  pertemuan  dengan  ke- 
lompok  empat  tersebut.  Meskipun,  realisasi 
keinginan  ini  diragukan  banyak  pihak. 

Selanjutnya  Gus  Dur  terns  melakukan  te- 
robosan  dengan  melakukan  pertemuan-per- 
temuan  secara  parsial.  Kali  ini  secara  ber- 
turut-tunit  Gus  Dur  bertemu  dengan  Men- 
hankam/Pangab  Jenderal  TNI  Wiranto,  Pre- 
siden B.J.  Habibie,  dan  mantan  Presiden 
Soeharto.  Gus  Dur  memilih  ketiga  orang  ter- 
sebut karena  dinilai  sebagai  orang-orang 
yang  saat  ini  secara  riil  mempunyai  kekuat- 
an  besar.  Pertemuan  Gus  Dur  dengan  dua 
orang  terdahulu  tidak  menjadi  masalah.  Te- 
tapi,  pertemuan  Gus  Dur  dengan  Pak  Harto 
ternyata  mengundang  perdebatan.  Sebagai 
salah  satu  tokoh  reformis,  Gus  Dur  dinilai 
tidak  layak  melibatkan  Soeharto  yang  tidak 
reformatif  dalam  dialog  nasional. 

Gus  Dur  kemudian  mengadakan  perte- 
muan dengan  tokoh-tokoh  yang  "bersebe- 


Seusai  bertemu  dengan  Pak  Harto,  Gur  Dur  le- 
bih  lanjut  menjelaskan  bahwa  Pak  Habibie  mewa- 
kili  birokrasi  sipil,  Pak  Wiranto  mewakili  birokrasi 
ABRI,  Pak  Harto  orang  yang  banyak  pengikutnya, 
dan  dirinya  dianggap  banyak  rakyatnya  di  NU  {Kom- 
pas, 20  Desember  1998). 


rangan"  dengan  dirinya  untuk  menjelaskan 
manuvernya.  Dua  di  antaranya  adalah  Nur- 
cholish  Madjid  dan  Amien  Rais.  Kedua 
orang  ini  semula  tidak  sependapat  dengan 
langkah  yang  diambil  Gus  Dur,  tetapi  se- 
telah  bertemu  keduanya  dapat  memahami 
langkah  Gus  Dur  tersebut.  Bahkan  Nurcho- 
lish  Madjid  juga  menyetujui  langkah  Gus 
Dur  tersebut  akan  dijadikan  starter  untuk 
dialog  selanjutnya.  Sebelumnya  Nurcholish 
Madjid  sempat  menuduh  langkah  Gus  Dur 
tersebut  merupakan  upaya  untuk  mempero- 
leh  simpati  demi  keuntungan  NU.  Setelah 
bertemu,  di  antara  keduanya  ternyata  hanya 
salah  paham  saja  mengenai  dialog  nasional. 
Keduanya  juga  sepakat  akan  memprakarsai 
prolog  dialog  nasional  guna  mencari  masuk- 
an  dari  berbagai  kalangan  untuk  mengatasi 
krisis  yang  berkepanjangan  {Bisnis  Indone- 
sia, 2  Januari  1999). 

Gagasan  dan  usaha-usaha  dialog  infor- 
mal antara  tokoh-tokoh  nasional  terus  ber- 
gulir.  Menhankam/Pangab  Jenderal  TNI  Wi- 
ranto yang  didampingi  Kaster  ABRI  Letjen' 
TNI  Susilo  Bambang  Yudhoyono  mengada- 
kan pertemuan  silaturahmi  di  Wisma  Yani 
Jakarta,  24  Januari  1999,  dengan  tokoh-tokoh 
masyarakat  seperti  K.H.  Abdurrahman  Wa- 
hid, Megawati  Soekarnoputri,  Sri  Sultan  Ha- 
mengku  Buwono  X,  Amien  Rais,  Nurchohsh 
Madjid,  Setiawan  Djodi,  Sugeng  Sarjadi, 
Said  Aqiel  Siradj,  dan  Rozy  Munir.  Karena 
pertemuan  tersebut  juga  dihadiri  oleh  to- 
koh-tokoh Deklarasi  Ciganjur  tetapi  peserta- 
nya  diperluas  maka  dialog  ini  disebut  de- 
ngan Dialog  Ciganjur  Plus.  Pertemuan  ini  an- 
tara lain:  (1)  membicarakan  masalah  kebang- 
saan  yang  signifikan  saat  ini,  di  mana  ter- 
jadi  berbagai  kerusuhan,  kekcrasan,  dan  pe- 
rusakan  di  berbagai  tempat  serta  berupaya 
menempatkannya  dalam  satu  pola  pikir  yang 
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sama.  Disepakati  bahwa  bangsa  ini  hams  di- 
selamatkan  dari  kehancuran;  (2)  mendengar- 
kan  permintaan  maaf  dari  Jenderal  Wiranto 
tentang  kesalahan-kesalahan  ABRI  di  masa 
lalu  dan  tekad  ABRI  untuk  mendukung  re- 
formasi  (termasuk  mereformasi  ABRI  sendi- 
ri),  pemilu  yang  benar-benar  jurdil  dan  lu- 
ber  dengan  menempatkan  posisi  ABRI  se- 
bagai  kekuatan  yang  netral  {Kompas,  25  Ja- 
nuari  1999). 

Pro  dan  Kontra  Dialog  Nasional 

Meski  telah  menggelinding  dan  mulai 
berkembang  semakin  luas,  namun  dialog 
nasional  tidak  luput  dari  masalah  pro  dan 
kontra.  Pertama,  dialog  nasional  yang  telah 
dan  sedang  berlangsung  terkesan  elitis,  da- 
lam  pengertian  hanya  melibatkan  beberapa 
tokoh  elite,  baik  di  pemerintahan  maupun  di 
masyarakat.  Pertanyaannya  adalah,  sejauh 
mana  imbas  dialog  tingkat  elite  tersebut  da- 
lam  mendorong  terjadinya  dialog  yang  le- 
bih  masif.  Dialog  sebaiknya  tidak  hanya  ter- 
jadi  di  tingkat  elite  saja  tetapi  juga  perlu 
melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  ke- 
selumhan  dan  pada  tingkat  grass  root.  De- 
ngan demikian  dialog  tidak  saja  menghasil- 
kan  keputusan-keputusan  yang  penting  dan 
komprehensif,  melainkan  juga  mengikat  war- 
ga  masyarakat  sebagai  keputusan  bersama. 

Kedua,  di  tengah  mendesaknya  persoal- 
an  bangsa  yang  harus  diselesaikan,  masih 
ada  pihak  yang  mempersoalkan  dan  tidak 
menyetujui  diselenggarakannya  dialog  na- 
sional. Presiden  B.J.  Habibie  sendiri,  misal- 
nya,  mempersoalkan  keabsahan  atau  legiti- 
masi  peserta  yang  akan  mengikuti  dialog  na- 
sional. Respons  seperti  ini  bisa  dipahami  da- 
lam  kapasitas  Habibie  sebagai  presiden.  Se- 
bab,  menyetujui  dialog  nasional  dapat  ber- 
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arti  "mengakui"  kegagalan  usaha-usahanya 
sebagai  pemimpin  pemerintahan  dalam  me- 
ngatasi  berbagai  persoalan  bangsa  dan  ma- 
syarakat. Tetapi  justru  respons  seperti  ini 
mengundang  reaksi  keras.  Nurcholish  Ma- 
djid  misalnya,  mengatakan  bahwa  "sikap 
yang  dipilih  Habibie  untuk  menghadapi 
masalah  ini  sungguh  ironis,  karena  saat  ini 
orang  masih  mempersoalkan  legitimasi  Ha- 
bibie, sementara  Habibie  membalas  orang 
dengan  persoalan  legitimasi.  Tidak  pantas 
Habibie  bilang  kamu  itu  mewakili  siapa  ka- 
rena jika  dikejar  begitu  bisa-bisa  Habibie 
juga  dipersoalkan  lagi  legitimasinya"  {Mer- 
deka,  26  Desember  1998). 

Ketiga,  melibatkan  Soeharto  dalam  dia- 
log nasional  dipandang  oleh  banyak  kalang- 
an  sebagai  hal  yang  mustahil.  Sebab,  bagai- 
mana  mungkin  seseorang  yang  dianggap  se- 
bagai penghambat  pembaruan  bisa  diajak 
berdialog  untuk  melakukan  pembaruan.  Te- 
tapi, Gus  Dm"  nampak  menilainya  dari  sisi 
lain,  yakni  Soeharto  masih  mempunyai  ke- 
kuatan riil  yang  besar.  Bila  dia  (Soeharto) 
diabaikan,  Gus  Dur  khawatir  justru  akan 
mengundang  kekuatan-kekuatan  pendukung 
Soeharto  untuk  mengacaukan  keadaan.  Oleh 
karena  itu,  pelibatan  Soeharto  dalam  dialog 
nasional  ibarat  "buah  simalakama".  Pilihan 
mana  pun  yang  diambil  yang  rugi  tetap  rak- 
yat.  Bila  Soeharto  dilibatkan,  itu  berarti  ke- 
pentingan  status  quo  akan  sangat  kuat  se- 
hingga  proses  reformasi  akan  tersendat.  Se- 
baliknya  bila  tidak  dilibatkan,  mungkin  saja 
kekhawatiran  Gus  Dur  menjadi  kenyataan. 

Keempat,  dialog  nasional  merupakan  fo- 
rum informal  sehingga  sebaik  apa  pun  hasil- 
nya  tidak  akan  mengikat  seluruh  warga  ne- 
gara.  Oleh  karena  itu,  efeknya  terhadap  pe- 
mulihan  kondisi  masyarakat  dan  bangsa  ti- 
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dak  akan  secara  langsung  dan  segera  dapat 
dilihat.  Dia  hanya  bisa  menjadi  kekuatan 
moral,  dengan  daya  paksa  yang  sangat  rela- 
tif  sifatnya. 

Pemilu  1999:  Akhir  Dialog  Nasional? 

Diakui  atau  tidak,  nampaknya  beberapa 
substansi  hasil  dari  rangkaian  dialog  nasio- 
nal telah  membawa  pengaruh  terhadap  per- 
kembangan  kehidupan  politik  di  negeri  ini. 
Sebagian  Kesepakatan  Ciganjur  misalnya, 
nampak  diakomodasikan  dalam  beberapa  ba- 
gian  ketetapan-ketetapan  yang  dihasilkan  SI- 
MPR  1998,  termasuk  ketetapan  tentang  pe- 
milu. Beberapa  hal  penting  yang  diusulkan 
Kelompok  Ciganjur  bagi  pelaksanaan  pemi- 
lu yang  Luber  dan  Jurdil,  dan  yang  nampak- 
nya terserap  dalam  TAP  tentang  pemilu  itu, 
adalah  bahwa  pelaksana  pemilu  hams  inde- 
penden,  dan  pengawasan  atas  pelaksanaan- 
nya  juga  dimungkinkan  oleh  suatu  institu- 
si  yang  independen.  Dan  tepat  pada  per- 
soalan  ini,  pembahasan  RUU  bidang  Politik 
yang  akan  menjadi  landasan  pelaksanaan 
pemilu  mendapat  perhatian  besar  dari  selu- 
ruh  masyarakat  pada  umumnya  dan  anggota 
DPR  pada  khususnya. 

Salah  satu  jaminan  utama  atau  penting 
bagi  pemilu  yang  Luber  dan  Jurdil  nampak- 
nya hanya  bisa  diberikan  jika  institusi  pe- 
merintahan  negara,  yaitu  birokrasi  sipil  ber- 
sikap  netral  terhadap  kekuatan-kekuatan  po- 
litik peserta  pemilu.  Nampaknya,  pembahas- 
an RUU  Politik  oleh  DPR  mengenai  perma- 
salahan  ini  telah  menghabiskan  banyak  wak- 
tu.  Tentang  netralitas  birokrasi  sipil  ini,  ter- 
ungkap  dalam  perdebatan  yang  panjang  me- 
ngenai boleh  tidaknya  pegawai  negeri  sipil 
(PNS)  menjadi  anggota/pengurus  partai  po- 
litik. Masalah  pokoknya  adalah  bagaimana 


menempatkan  posisi  PNS  agar  benar-benar 
dapat  bersikap  netral  dalam  Pemilu  1999.^ 
F-PP  dan  F-PDI  menilai  jika  PNS  menjadi 
anggota/pengurus  partai,  yang  bersangkut- 
an  akan  tunduk  kepada  kepentingan-kepen- 
tingan  partainya  sehingga  sulit  diharapkan 
bersikap  netral.  Oleh  karena  itu,  F-PP  dan 
F-PDI  menginginkan  agar  PNS  tidak  menja- 
di anggota/pengurus  partai.  Sementara  itu, 
Golkar  bersikeras  agar  PNS  boleh  menjadi 
anggota/pengurus  partai,  sebab  pelarangan 
PNS  menjadi  anggota/pengurus  partai  meru- 
pakan  pelanggaran  terhadap  hak  politik  se- 
seorang,  yang  juga  berarti  pelanggaran  ter- 
hadap hak  asasi  manusia  (HAM).  Sedang- 
kan  F-ABRI  hanya  menyatakan  bahwa  PNS 
memang  hams  netral.  Setelah  melalui  perde- 
batan panjang,  akhirnya  masalah  ini  dike- 
luarkan  dari  pembahasan  RUU  Parpol  dan  di- 
atur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  5/ 
1999  tertanggal  26  Januari  1999,  yang  mela- 
rang  PNS  menjadi  anggota/pengums  par- 
pol. PP  ini  pun  sempat  diprotes  FPP  dan 
F-PDI,  temtama  yang  berkaitan  dengan  ma- 
salah hak  cuti  PNS  yang  memilih  tetap  men- 
jadi anggota/pengums  parpol.  Akhirnya,  PP 
tersebut  diperbaiki  dengan  PP  No.  12/1999 
tertanggal  29  Januari  1999. 

Dalam  tradisi  politik  Indonesia,  anggota 
ABRI  memang  tidak  mempunyai  hak  pilih 
dalam  pemilu,  dan  oleh  karena  itu,  diharap- 
kan bisa  bersikap  netral  sebagai  ekspresi  da- 
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Di  masa  lalu,  PPP  dan  PDI  selalu  merasa  men- 
dapat perlalcukan  yang  tidak  adil,  baik  dalam  mela- 
kukan  kcgiatan  (seperti  kongres  dan  penggalangan) 
maupun  dalam  setiap  proses  pemilu  (seperti  mengu- 
rus  surat-surat  yang  diperlukan,  pendaftaran  pcmilih, 
dan  kccurangan  dalam  penghitungan  suara).  Sikap 
diskriminasi  yang  dilakukan  birokrasi  terhadap  PPP 
dan  PDI  diakibatkan  adanya  prinsip  monoloyalitas, 
di  mana  Korpri  sebagai  wadah  PNS  diharuskan  men- 
jadi anggota,  memilih,  dan  memenangkan  Golkar. 
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ri  concern  ABRI  yang  tertuju  hanya  untiik 
kepentingan  nasional.  Sebagai  konsekuensi, 
ABRI  memperoleh  sejumlah  kursi  di  DPR, 
yang  saat  ini  adalah  sebanyak  100  kursi.  Te- 
tapi  sejak  sepuluh  tahun  terakhir,  sikap  ne- 
tral  ABRI  telah  mengalami  banyak  persoalan, 
yang  secara  langsung  maupun  tidak  lang- 
sung  berpengaruh  terhadap  peran  yang  se- 
harusnya  dimainkan  ABRI  di  DPR.  Reaksi 
terhadap  ekses  penyimpangan  peran  politik 
ABRI  ini  terungkap  dalam  tuntutan  refor- 
masi  yang  menghendaki  penghapusan  Dwi- 
fungsi  ABRI,  yang  oleh  Kesepakatan  Ci- 
ganjur  dimmuskan  bahwa  pengunduran  di- 
ri  ABRI  dari  peran  politik  dilakukan  secara 
bertahap  selama  kumn  waktu  6  tahun.  Persis 
pada  persoalan  ini  juga,  pembahasan  RUU 
Politik  di  DPR  berlangsung  alot.  Apalagi  se- 
jak semula  tiap  fraksi  mempunyai  usulan 
perubahan  jumlah  anggota  ABRI  di  DPR 
yang  berbeda-beda.  FKP  mematok  angka  25 
kursi  tetapi  dalam  perkembangan  selanjut- 
nya  memberi  toleransi  hingga  40  kursi.  FPP 
konsisten  dengan  usulan  hanya  10  kursi  de- 
ngan  alasan  angka  tersebut  sesuai  dengan 
jumlah  komisi  yang  ada  di  DPR.  Jadi  setiap 
komisi  DPR  cukup  diwakili  oleh  satu  orang 
anggota  ABRI.  F-ABRI  setuju  dengan  usul- 
an pemerintah  yakni  55  kursi.  Sementara 
F-PDI  akan  menerima  berapa  pun  jumlah 
yang  disepakati  bersama.  Pada  saat-saat  ter- 
akhir barulah  persoalan  ini  mencair  setelah 
Kaster  ABRI  Letjen  TNI  Susilo  Bambang 
Yudhoyono  menyatakan  bahwa  jumlah  ang- 
gota ABRI  di  DPR  adalah  separo  dari  jum- 
lah anggota  ABRI  di  DPR  saat  ini  (75  kur- 
si),  yakni  38  kursi.  Usulan  ini  pada  akhir- 
nya  disepakati. 


Menurut  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  bagi  ABRI 
sebenamya  tak  Jadi  soal  berapa  pun  jumlah  anggota 
ABRI  di  DPR,  sepanjang  dengan  jumlah  itu  dapat 


Secara  umum  dapat  dikatakan,  proses 
pembahasan  RUU  Politik  di  DPR  selalu  ber- 
langsung relatif  demokratis,  dan  telah  meng- 
hasilkan  landasan-landasan  hukum  bagi  pe- 
laksanaan  Pemilu  1999  yang  lebih  baik  dari- 
pada  pemilu-pemilu  sebelumnya  pada  masa 
Orde  Baru.  Melihat  substansi  dalam  UU  Poli- 
tik yang  diakui  atau  tidak  telah  memasuk- 
kan  gagasan-gagasan  yang  berkembang  da- 
lam dialog  nasional,  orang  boleh  mengatakan 
bahwa  pada  akhirnya  dialog  nasional  pun 
telah  menguak  cakrawala  baru  bagi  terbuka- 
nya  institusi-institusi  formal  terhadap  pe- 
mikiran-pemikiran  yang  berkembang  di  fo- 
rum-forum informal  yang  menjadi  wahana 
berkembangnya  aspirasi  rakyat  yang  se- 
sungguhnya. 

Dengan  telah  tersedianya  UU  Bidang  Po- 
litik itu,  kini  masyarakat  boleh  berharap  bah- 
wa pelaksanaan  pemilu  dapat  dilaksanakan 
secara  tepat  waktu  pada  tanggal-7  Juni  1999. 
Pemilu  yang  berlangsung  lancar,  adil,  dan 
damai,  akan  menjadi  awal  yang  signifikan 
bagi  perkembangan  Indonesia  selanjutnya. 
Pemilu  yang  demikian  bisa  berarti  sebagai 
"Dialog  Nasional"  yang  riil  karena  melibat- 
kan  sebagian  besar  warga  negara  untuk  me- 
nentukan  nasibnya  sendiri  pada  masa-masa 
mendatang.  Tetapi  mengharapkan  Pemilu 
1999  berlangsung  secara  benar-benar  Luber 
dan  Jiu-dil,  transparan  dan  demokratis,  serta 
mampu  memberikan  hasil-hasil  yang  dite- 
rima  dan  dihormati  oleh  semua  pihak,  nam- 
paknya  harus  mempertimbangkan  banyak 
hal.  Perkembangan  ekonomi  yang  tidak  juga 


bcrfiingsi  dengan  balk.  Jumlah  38  kursi  itu  sudah  di- 
pertimbangkan  dengan  matang,  sebab  untuk  dapat 
berfiingsi  dengan  baik  di  DPR,  dibutuhkan  jumlah 
anggota  (ABRI)  sekitar  40  orang  (Republika,  29  Ja- 
nuari  1999). 
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membaik,  kondisi  sosial-ekonomi  masyarakat 
yang  terhimpit  oleh  berbagai  persoalan  ke- 
butuhan  hidup  dan  konflik-konflik  sosial, 
dan  masalah-masalah  teknis  yang  kompleks 
dalam  persiapan  pemilu  sendiri,  akan  men- 
jadi  kendala  besar  bagi  keberhasilan  Pemilu 
1999.  Oleh  karena  itu,  pekerjaan  berat  dalam 
kerangka  Dialog  Nasional  tetap  hams  teras 
dilakukan,  baik  menyongsong  maupun  se- 
sudah  Pemilu  1999. 

Dialog  nasional  dapat  ditemskan  seba- 
gai  upaya  mengkaji  semua  permasalahan 
yang  berkembang  secara  berkesinambungan. 
Jika  pada  saat  tertentu  proses  politik  yang 
sedang  berlangsung  tidak  berjalan  sesuai 
dengan  kesepakatan  yang  telah  ditentukan 
sebelumnya,  maka  dialog  nasional  dapat 
menjadi  lembaga  kontrol  informal  yang  me- 
wakili  masyarakat.  Sebab,  menarik  pelajaran 
dari  masa  Orde  Bam,  semua  proses  politik 
dapat  diatur  atau  direkayasa  sedemikian 
mpa  bahkan  seringkali  inkonstitusional  di 
mana  tak  satu  (orang,  kelompok,  atau  insti- 
tusi)  pun  dapat  memberikan  koreksi  atas 
proses-proses  politik  yang  menyimpang  ini. 
Dialog  nasional  dapat  menjadi  semacam  ke- 
kuatan  pengimbang  dan  salah  satu  alat 
kontrol  masyarakat  terhadap  sebuah  rezim 
yang  sedang  berkuasa. 


Penutup 

Salah  sata  tujuan  reformasi  adalah  me- 
wujudkan  negara  yang  demokratis.  Tidak 
ada  cara  lain  dalam  mewujudkan  demokrasi 
kecuali  melalui  cara-cara  demokratis.  Demo- 
krasi diciptakan  melalui  perundingan  yang 
menghasilkan  kompromi  atau  perjanjian,  pe- 
milihan  umum,  serta  penyelesaian  perbeda- 
an  tanpa  kekerasan  (Huntington,  1995:  212). 
Melalui  dialog  diharapkan  dapat  dihasilkan 
gagasan-gagasan  besar  yang  bermanfaat 
untuk  menyelesaikan  krisis  yang  melanda 
bangsa  dan  negara  ini.  Kini  satu-satunya 
jalur  formal  yang  menjadi  harapan  bangsa 
untuk  memperoleh  suatu  pemerintahan  le- 
gitimate dalam  usaha  mengatasi  krisis  ber- 
tumpu  pada  Pemilu  1999.  Namun,  jika  Pd- 
milu  1999  gagal,  bencana  mungkin  saja  akan 
kembali  menimpa  Indonesia,  kecuali  jika  se- 
luruh  komponen  bangsa  sepakat  untuk  me- 
milih  dialog  nasional  sebagai  cara  menga- 
tasi persoalan,  menyelesaikan  konflik,  dan 
menentukan  pilihan-pilihan  terbaik  bagi  masa 
depan  bangsa. 
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Korporatisme,  Patrimonialisme  dan 
Internasionalisasi  Kapital 

Isu  Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme 

Ignasius  Ismanto 

Pembangunan  kapital  di  negara  berkembang  merupakan  salah  satu  aspek  yang  menarik 
dalam  mengkaji  fenomena  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme.  Pengalaman  Indonesia  menunjukkan 
bahwa  strategi  industrialisasi  substitusi  impor  yang  didukung  oleh  kebijakan  protektif  men- 
dorong  tumbuhnya  kegiatan  memburu  rente  ("rent  seeking  activities^  yang  memang  tipikal 
dalam  pembangunan  ekonomi  di  Asia.  Pembangunan  ekonomi  memungkinkan  bagi  pemburu 
rente  untuk  melakukan  proses  akumulasi  kapital  secara  primitif.  Namun  perubahan  ekonomi 
selama  ini  tidak  diikuti  oleh  perubahan  politik  yang  responsif  terhadap  tuntutan  dinamika 
masyarakat.  Internasionalisasi  kapital  yang  dipacu  oleh  liberalisasi  ekonomi  tidak  mampu 
memberikan  tekanan  efektif  terutama  dalam  mewujudkan  transparansi  penyelenggaraan 
kegiatan  ekonomi.  Akibatnya,  korporatisme  dan  patrimonialisme  semakin  berkembang  men- 
jadi  intermediasi  kepentingan  yang  saling  menguntungkan  dalam  membangun  jaringan  eko- 
nomi dan  bisnis  —  yang  semua  itu  merupakan  lahan  subur  bagi  berkembangnya  praktek-prak- 
tek  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme. 


INDONESIA  pernah  mengalami  per- 
tumbuhan  ekonomi  yang  relatif  ting- 
gi  selama  beberapa  dasawarsa.  Per- 
tumbuhan  ekonomi  yang  mengesankan  itu 
dan  diikuti  oleh  menunmnya  jumlah  pen- 
duduk  yang  hidup  di  bawah  garis  kemis- 
kinan  menempatkan  Indonesia  sebagai  sa- 
lah satu  keajaiban  ekonomi  di  kawasan 
Asia  (World  Bank,  1993:  27-32).  Kebijakan 
restrukturisasi  ekonomi  yang  ditempuh  se- 
jak  pertengahan  1980-an  telah  memacu  in- 
ternasionalisasi kapital  yang  semakin  men- 
dorong  proses  integrasi  ekonomi  Indone- 
sia ke  dalam  wilayah  ekonomi  yang  lebih 
luas.  Perubahan  ekonomi  itu  memang  te- 
lah mendorong  transformasi  sosial-ekonomi 
yang  sangat  berarti,  yaitu  tumbuhnya  ke- 
kuatan  ekonomi  nasional,  tetapi  belum  mam- 
pu membawa  transformasi  sosial-politik  se- 


cara berarti.  Krisis  moneter  yang  melanda 
Indonesia  sejak  1997  telah  membawa  penga- 
nih  yang  besar  terhadap  memburuknya  si- 
tuasi  ekonomi  dan  politik.  Di  tengah  pera-^ 
bahan  ekonomi  dan  politik  itu,  Indonesia 
semakin  dihadapkan  pada  tantangan  me- 
wujudkan pemerintahan  yang  bersih  dari 
praktek-praktek  kolusi,  korupsi  dan  nepotis- 
me yang  akhir-akhir  ini  lebih  dikenal  de- 
ngan  akronim  KKN.  Tulisan  ini  dimaksud- 
kan  untuk  mengkaji  masalah  KKN  dari  fe- 
nomena korporatisme,  patrimonialisme  dan 
internasionalisasi  kapital. 

Perspektif  Pembangunan  Ekonomi 
dan  Politik 

Pertumbuhan  ekonomi  kawasan  Asia 
Tenggara,  khususnya  Indonesia,  Malaysia 
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dan  Thailand  meningkatkan  keyakinan  ka- 
langan  ekonomi  dan  politik  akan  muncul- 
nya  negara  industri  bam  di  kawasan  Asia 
Tenggara  mengikuti  pendahulu  mereka, 
four  Asian  economies'  tigers,  yaitu  Korea 
Selatan,  Taiwan,  Hong  Kong  dan  Singapura. 
Pertumbuhan  ekonomi  Asia  yang  menge- 
sankan  itu  sering  dikaitkan  dengan  sifat 
intervensi  pemerintah  dalam  mendorong 
pembangunan  ekonomi  dan  industrialisasi- 
nya.  Bahkan  kehadiran  suatu  negara  yang 
"kuat"  ( strong  state)  dipandang  sebagai 
kondisi  yang  diperlukan  bagi  negara-ne- 
gara  berkembang  untuk  memacu  pertum- 
buhan ekonomi  mereka.  Konsekuensi  dari 
pentingnya  peran  pemerintah  dalam  kehi- 
dupan  ekonomi  itu  dapat  membawa  penga- 
ruh  yang  luas  pula  terhadap  intervensi  pe- 
merintah dalam  kehidupan  politik  (Deyo, 
1987:  182-202).  Namun  apakah  keberhasil- 
an  pembangunan  ekonomi  itu  berdampak 
pada  kehidupan  politik  yang  demokratis 
merupakan  arena  yang  penuh  perdebatan. 


Wade  (1993:  345),  misalnya,  menjelaskan  bah- 
wa  kebijakan  pemerintah  dalam  menentukan  "in- 
dustri strategis"  yang  didukung  oleh  intervensi  pe- 
merintah dalam  memacu  ekspor,  pengembangan  tek- 
nologi  serta  meningkatkan  daya  saing  di  pasar  inter- 
nasional  merupakan  variabel  yang  mendorong  per- 
tumbuhan ekonomi  Asia  Timur.  Kebijakan  proteksi 
yang  ditempuh  pemerintah  pada  tahap  awal  pemba- 
ngunan industrialisasi  itu  tidak  hanya  semata-mata 
untuk  melindungi  industri  iokal  tetapi  dimaksudkan 
untuk  membangun  peningkatan  daya  saing  interna- 
sional.  Demikian  pula  beberapa  studi  menjelaskan 
bahwa  peran  pemerintah  dalam  pembangunan  eko- 
nomi, yang  dikenal  dengan  konsep  negara  pemba- 
ngunan (developmenlalist  state)  dipandang  sebagai 
fenomena  yang  menjelaskan  keajaiban  ekonomi 
Asia  Timur  itu.  Lihat  misalnya,  Onis  (1991)  dan  John- 
son (1987). 

^egara  yang  "kuat"  adalah  negara  yang  me- 
miliki  otonomi  yang  relatif  bebas  dari  tckanan-te- 
kanan  masyarakat  baik  dalam  merumuskan  maupun 
mengimplementasikan  kcbijakan-kebijakannya. 


Setidaknya  ada  dua  pendekatan  yang 
memiliki  logika  yang  berbeda  dalam  meman- 
dang  peran  negara,  dan  sifat  otoritarian- 
isme  dikaitkan  dengan  pembangunan  eko- 
nomi dan  politik  di  negara  berkembang. 
Pertama,  pendekatan  yang  berkembang  da- 
ri pemikiran  stniktural-fiingsionalisme  yang 
memandang  bahwa  keterbelakangan,  kemis- 
kinan,  dan  ketergantungan  yang  dihadapi 
negara-negara  dunia  ketiga^  merupakan  kon- 
sekuensi dari  proses  integrasi  kapitalisme 
internasional.  Pemikiran  yang  melahirkan 
teori  dependensia  ini  menolak  asumsi  bah- 
wa intern asionalisasi  kapital  (pembangun- 
an ekonomi  kapitalis)  dapat  mengatasi  pro- 
ses keterbelakangan  yang  dihadapi  oleh 
dunia  ketiga.  Pendekatan  ini  memandang 
kehadiran  suatu  rezim  otoritarian  di  dunia 
ketiga  hanya  diperlukan  untuk  menjamin 
kepentingan  pengalihan  surplus  (transfer 
of  surplus),  sehingga  pembangunan  ekono- 
mi kapitalis  hanya  akan  membuat  dunia  ke- 
tiga semakin  terbelakang,  bodoh  dan  mis- 
kin  (underdeveloped).  Peran  negara  yang 
kuat  diperlukan  untuk  membendung  (de- 
linking) pengaruh  kapitalisme  global  dan 
pembangunan  ekonomi  sosialis  dipandang 
sebagai  pilihan  yang  tepat.  Kedua,  pende- 
katan yang  berkembang  dari  pemikiran  fiing- 
sionalisme  yang  memandang  bahwa  otori- 
tarianisme  merupakan  tahapan  yang  diper- 
lukan, bahkan  tidak  mungkin  dihindari,  ba- 
gi negara-negara  berkembang  untuk  mema- 
cu kemajuan  ekonomi  dan  politik.  Pendekat- 
an itu  semakin  berkembang  oleh  pengaruh 
teori  modernisasi  yang  memandang  bahwa 


Penggunaan  istilah  negara  ketiga  dipakai  se- 
cara  silih  berganti  dengan  istilah  negara  berkem- 
bang dalam  tulisan  ini.  Pembedaan  istilah  itu  hanya 
untuk  menunjukkan  label  yang  lazim  digunakan  oleh 
masing-masing  pendekatan. 
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transformasi  dari  suatu  masyarakat  tradi- 
sional  menuju  masyarakat  modern  dipan- 
dang  sebagai  proses  yang  bersifat  linear 
yang  dapat  dipacu  oleh  kemajuan  sosial- 
ekonomi.  Masyarakat  tradisional  identik  de- 
ngan  otoritarian  sedangkan  masyarakat  mo- 
dem identik  dengan  demokrasi.  Proses  tran- 
sisi  dari  masyarakat  tradisional  menuju  ma- 
syarakat modern  bukannya  tanpa  konflik. 
Oleh  sebab  itu,  pandangan  ini  menekan- 
kan  pentingnya  stabilitas  politik  dalam  pro- 
ses transisi.  Pemikiran  yang  melahirkan  pen- 
dekatan  stabilitas  politik  ini  memandang 
bahwa  peran  negara  sangat  diperlukan  un- 
tuk  menjaga  stabilitas  politik  sebagai  pra,- 
syarat  dalam  memacu  proses  pembangun- 
an  ekonomi  dan  politik. 

Kedua  pendekatan  itu  bukannya  tanpa 
kelemahan  dalam  menjelaskan  fenomena 
perubahan  ekonomi-politik  yang  tengah  di- 
hadapi  ekonomi  Asia.  Pendekatan  depen- 
densia  tidak  mampu  menjelaskan  fenome- 
na keberhasilan  pembangunan  ekonomi  ka- 
pitalis  negara-negara  di  kawasan  Asia.  Per^ 
tumbuhan  ekonomi  negara-negara  Asia  te- 
lah  diikuti  oleh  peningkatan  kesejahtera- 
an  masyarakat  mereka.  Bahkan  four  Asian 
economies'  tigers  telah  berhasil  melaku- 
kan  diversifikasi  investasi  mereka  menuju 
negara  Asia  Tenggara  menjelang  1990-an. 
Demikian  pula  pendekatan  stabilitas  poli- 
tik tidak  mampu  menjelaskan  variasi  ke- 
berhasilan masing-masing  negara  di  Asia. 
Pendekatan  ini  juga  dipandang  terlalu 
mengabaikan  faktor  geopolitik  dan  dina- 
mika  regional  dalam  menjelaskan  kekhusus- 
an  industrialisasi  Asia  Timur  (So  and  Chiu, 
1995:  15).  Mengapa  four  Asian  economies' 
tigers  memiliki  otonomi  yang  rclatif  lebih 
besar  dalam  memacu  tahap  awal  pemba- 
ngunan ekonomi  mereka  dibandingkan  de- 


ngan negara-negara  Asia  Tenggara?  Perta- 
nyaan  spesifik  yang  lebih  relevan  dalam 
pembahasan  ini  adalah  mengapa  resistensi 
sifat  otoritarian  bagi  Indonesia  lebih  meru- 
pakan  faktor  endemik,  sedangkan  bagi  ne- 
gara-negara Asia  lainnya  lebih  merupakan 
secondary  factor.  Perubahan  ekonomi  po- 
litik global  menjelang  I980-an  dipandang 
sebagai  tantangan  bagi  negara-negara  Asia 
Tenggara,  seperti  Indonesia,  Malaysia  dan 
Thailand  untuk  mengulang  strategi  pemba- 
ngunan ekonomi  dan  industrialisasi  yang 
ditempuh  oleh  negara-negara  industri  Asia 
pendahulu  mereka  (lihat  misalnya,  Stubbs, 
1994:  366-377).  Perubahan  ekonomi  politik 
global  yang  membawa  tekanan  terhadap 
tuntutan  demokratisasi  serta  pemerintahan 
yang  baik  (good  governance)  dipandang 
merupakan  faktor  yang  tidak  dapat  diabai- 
kan  pengaruhnya  terhadap  dinamika  peru- 
bahan ekonomi  dan  politik  negara  berkem- 
bang,  termasuk  Indonesia. 

Korporatisme  dan  Pembangunan 
Kapital 

Salah  satu  pendekatan  yang  menarik  da- 
lam memahami  fenomena  intervensi  peme- 
rintah  dalam  mendorong  perubahan  ekono- 

4 

mi  dan  politik  negara  berkembang  adalah 
model  pembangunan  birokrasi  otoriter  (bur- 
eaucratic authoritarian,  BA  model).  Kon- 
sep  ini  semula  dikembangkan  oleh  Guillcr- 
mo  O'Donnell  untuk  mengamati  perubah- 
an ekonomi  dan  politik  di  negara-negara 
Amcrika  Latin.  Gagasan  pokok  dari  model 
pembangunan  BA  adalah  pentingnya  pe- 
ran pemerintah  dalam  mendorong  proses 

''Kajian  tcntang  ekonomi  politik  Indonesia  dari 
perspoktif  birokratik  otoritarian  ini  dapat  dibaca 
dalam  Mas'ocd  (1989)  dan  Budiman  (1991). 


KORPORATISME,  PATRIMONIAUSME  DAN  INTERNASIONAL  KAPITAL 


17 


pembangunan  ekonomi  dan  politik  pada 
negara-negara  yang  mengalami  keterlam- 
batan  industrialisasi.  Dalam  perspektif  ini, 
perdebatan  politik  tentang  "pembangun- 
an" sedapat  mimgkin  dihindari.  Sehubung- 
an  dengan  itu,  (a)  teknokrat  berperan  pen- 
ting  dalam  perumusan  kebijakan  ekonomi, 
(b)  kepentingan-kepentingan  yang  berkem- 
bang  dalam  masyarakat  diupayakan  tidak 
mengganggu  implementasi  kebijakan  ne- 
gara,  (c)  mobilisasi  dukungan  jwlitik  massa 
dikendalikan  oleh  pemerintah  untuk  meng- 
hindari  perdebatan  politik  yang  berkepan- 
jangan. 

Salah  satu  aspek  krusial  untuk  menja- 
ga  kestabilan  rezim  birokrasi  otoriter  ada- 
lah  kemampuannya  untuk  mengendalikan 
kepentingan-kepentingan  yang  berkembang 
dalam  masyarakat,  yaitu  melalui  mekanis- 
me  korporatisme.  Korporatisme  sendiri  bu- 
kan  merupakan  fenomena  baru  dalam  ke- 
hidupan  politik.  Konsep  yang  pertama  kali 
diperkenalkan  oleh  Phillip  Schmitter  itu  te- 
lah  dikembangkan  oleh  kalangan  akademik 
untuk  menjelaskan  fenomena  ekonomi  dan 
politik  yang  saling  berkaitan.  Secara  umum 
konsep  itu  diartikan  sebagai  suatu  mekan- 
isme  pengaturan  terhadap  kepentingan- 
kepentingan  yang  berkembang  di  masya- 
rakat. Korporatisme  dapat  diterapkan  pada 
berbagai  bentuk  sistem  politik,  dari  yang 
bercorak  demokratis  hingga  otoriter,  dengan 
segala  konsekuensi  yang  dapat  menyertai- 
nya.  Dalam  suatu  sistem  politik  yang  re- 
latif  demokratis,  mekanisme  pengaturan  ke- 
pentingan  yang  berkembang  dalam  masya- 
rakat umumnya  diartikulasikan  melalui  or- 
ganisasi  masyarakat  yang  tumbuh  secara 
otonom.  Dalam  sistem  politik  semacam  ini, 
masyarakat  relatif  sulit  untuk  dijadikan 
subjek  dari  hegemoni  kepentingan  negara 


(pemerintah).  Keberadaan  organisasi  itu  se- 
mata-mata  mewakili  kepentingan  yang  ber- 
kembang dalam  masyarakat.  Mekanisme  pe- 
ngaturan kepentingan  itu  dikenal  dengan 
societal  corporatism.  Sebaliknya,  dalam  sis- 
tem politik  yang  otoriter,  keberadaan  or- 
ganisasi masyarakat  sering  diatur,  ditentu- 
kan,  bahkan  bila  perlu  diciptakan  oleh  pe- 
merintah sendiri.  Aspek  pengendalian  (baca: 
represi)  merupakan  ciri  yang  menonjol  da- 
lam kelangsungan  perkembangan  organisa- 
si masyarakat  itu.  Pengendalian  dan  inter- 
vensi  pemerintah  umumnya  bersifat  ex- 
clusionary, yaitu  mengucilkan  atau  tidak 
mengakui  keberadaan  organisasi  masyara- 
kat yang  kepentingarmya  dianggap  berten- 
tangan  atau  membahayakan  kepentingan 
pemerintah.  Dengan  demikian,  keberadaan 
organisasi  itu  dapat  merupakan  instrumen 
pemerintah  untuk  mengendalikan  masyara- 
kat. Mekanisme  pengaturan  itu  dikenal  de- 
ngan state  corporatism.  Korporatisme  arah- 
an  negara  {state  corporatism)  yang  ber- 
kembang dari  perpaduan  pemikiran  Marx- 
isme  dan  Liberalisme  itu  dianggap  sebagai 
strategi  altematif  bagi  negara  berkembang 
dalam  mengatasi  keterbelakangan  ekonomi 
serta  mengejar  keterlambatan  industrialisa- 
sinya  (Bell  and  Head,  1994:  26). 

Pembangunan  ekonomi  politik  Indone- 
sia sejak  awal  1970-an  menarik  untuk  di- 
kaji  dari  pendekatan  birokrasi  otoriter.  Pe- 
merintah Orde  Baru  sangat  memahami  pen- 
tingnya  aspek  stabilitas  politik  dalam  men- 
dorong  proses  pembangiman  ekonomi.  Sta- 
bilitas politik  juga  dipandang  sebagai  fak- 
tor  yang  sangat  menentukan  dalam  mena- 
rik bantuan  modal  asing  yang  diperlukan 
bagi  pembangunan  ekonomi.  Sehubungan 
dengan  itu,  militer  tidak  dalam  artian  pri- 
badi  tetapi  sebagai  suatu  institusi  sosial  po- 
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litik  telah  memainkan  peran  penting  dalam 
kehidupan  politik  nasional.  Pemerintah  se- 
cara  aktif  melakukan  intervensi  dalam  kehi- 
dupan ekonomi  dan  politik.  Berbagai  sektor 
kegiatan  ekonomi  dan  politik  yang  diang- 
gap  penting  dikendalikan  pemerintah  me- 
lalui  mekanisme  korporatis,  yang  umumnya 
bersifat  exclusionary  (Maclntyre,  1994:  7). 
Pembangunan  ekonomi,  yang  ditopang  oleh 
stabilitas  politik,  tidak  saja  mendorong  per- 
tumbuhan  ekonomi  yang  mengesankan  te- 
tapi  juga  diikuti  oleh  capital  formation 
yang  sangat  berarti.  Proses  akumulasi  ka- 
pital  di  Indonesia  selama  dasawarsa  1970- 
an  ditempuh  melalui  cara  yang  berbeda  de- 
ngan  proses  akumulasi  kapital  di  negara  in- 
dustri  maju.  Pada  negara  industri  maju,  pe- 
ran pemerintah  dalam  melayani  kepenting- 
an  pemilik  modal  umumnya  hanya  sebatas 
melalui  kebijakan  fiskal  dan  moneter.  Seba- 
liknya,  proses  akumulasi  kapital  di  Indone- 
sia pada  tingkat  tertentu  dipengaruhi  oleh 
akses  hubungan  politik  dengan  pemegang 
kekuasaan  yaitu  melalui  patrimonialisme  (li- 
hat  misalnya,  Robison,  1985:  316).  Proses 
inilah  yang  dikenal  dengan  istilah  primit- 
ive capital  development.  Pemberian  konse^ 
si,  lisensi,  dan  monopoli  oleh  pemerintah  se- 
iring  dengan  kebijakan  ekonomi  untuk  me- 
lindungi  kepentingan  industri  yang  bam 
berkembang  (infant  industries)  telah  men- 
dorong tumbuhnya  kalangan  "pengusaha" 
baik  di  kalangan  pemerintah  maupun  swas- 
ta.  -Tumbuhnya  kalangan  pengusaha  itu, 
khususnya  selama  periode  1970-an  dimung- 
kinkan  karena  kemampuan  fmansial  peme- 
rintah untuk  membiayai  kebijakan  indus- 
trialisasi  yang  saat  itu  lebih  berorientasi 
pada  substitusi  impor.  Aspek  penting  dari 
kemampuan  fmansial  pemerintah  itu  teru- 
tama  adalah  karena  peningkatan  sumber  pe- 
nerimaan  negara  yang  berasal  dari  migas 


selama  periode  boom  minyak  (1973/1974- 
1982/1983). 

Perubahan  Ekonomi  dan  Interna- 
sionalisasi  Kapital 

Pemberian  konsesi,  lisensi  dan  mono- 
poli oleh  pemerintah  seiring  dengan  kebi- 
jakan industrialisasi  yang  bersifat  protektif 
telah  mendorong  tumbuhnya  rent  seeking 
activities  (kegiatan  memburu  rente).  Kegiat- 
an itu  bukan  fenomena  spesifik  yang  diha- 
dapi  Indonesia,  tetapi  juga  dijumpai  di  ne- 
gara-negara  Asia  Tenggara  lainnya  (Kunio, 
1988).  Tekanan  untuk  mengakhiri  praktek- 
praktek  perburuan  rente  ini  semakin  me- 
nguat  seiring  dengan  krisis  ekonomi  dunia 
pada  1980-an.  Bagi  Indonesia,  krisis  eko- 
nomi dunia  yang  berdampak  pada  penu- 
runan  devisa  negara  ~  terutama  dari  ekspor 
migas  ~  telah  mendorong  ditempuhnya  re- 
strukturisasi  ekonomi.  Perubahan  kebijakan 
industrialisasi  yang  semula  lebih  diarahkan 
pada  substitusi  impor  menjadi  kebijakan  ber- 
orientasi ekspor  mendorong  ditempuhnya 
liberalisasi  ekonomi.  Kesulitan  ekonomi  itu 
dipandang  sebagai  blessing  in  disguise  un- 
tuk menghilangkan  praktek-praktek  perbu- 
ruan rente  yang  dapat  menjadi  salah  satu 
sumber  ekonomi  biaya  tinggi  di  tengah 
perubahan  ekonomi  yang  sedang  berlang- 
sung. 

Liberalisasi  ekonomi  yang  ditempuh  pe- 
merintah sejak  1983  membawa  peluang  te- 
tapi sekaligus  juga  tantangan.  Di  sektor  in- 
vestasi,  liberalisasi  ekonomi  telah  mendo- 
rong internasionalisasi  kapital  yang  ber- 
pengaruh  terhadap  pola  hubungan  negara 
dan  ekonomi  dalam  pembangunan  ekono- 
mi dan  politik.  Studi  yang  dilakukan  oleh 
Chalmers  (1994)  menunjukkan  bahwa  pengu- 
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saha  (di  sektor  industri  otomotif)  yang  ber- 
hasil  menjalin  hubungan  dengan  kapital  in- 
temasional  tidak  lagi  terlalu  mengandalkan 
pada  pola  lama,  yaitu  patronase  politik  de- 
ngan pemegang  kekuasaan.  Studi  ini  me- 
nunjukkan  bahwa  pola  hubungan  negara 
dan  ekonomi  yang  berlangsung  pada  1970- 
an  tidak  dapat  digunakan  untuk  menjelas- 
kan  seluruh  perubahan  ekonomi  yang  di- 
alami  Indonesia  sejak'  pertengahan  1980- 
an.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  patrimonial- 
isme  telah  hilang  sama  sekali  dengan  se- 
makin  terintegrasinya  ekonomi  Indonesia 
ke  dalam  wilayah  ekonomi  yang  lebih  luas. 
Meskipun  liberalisasi  ekonomi  telah  dilaku- 
kan  di  sektor  perdagangan,  keuangan  dan 
investasi,  liberalisasi  ekonomi  belmn  mam- 
pu  menyentuh  sektor  riil  secara  berarti 
yaitu  menghilangkan  praktek-praktek  mo- 
nopoli  dan  oligopoli.  Keberhasilan  liberali- 
sasi ekonomi  tidak  semata-mata  persoalan 
ekonomi  teknis  per  se,  tetapi  juga  sangat 
dipengaruhi  oleh  dukungan  politik.  Vested 
interest  dari  pembum  rente  yang  terancam 
kepentingannya  merupakan  potensi  konflik 
yang  berpengaruh  terhadap  implementasi 
proses  liberalisasi  ekonomi.^ 

Pengalaman  beberapa  negara  Asia  lain 
menunjukkan  bahwa  kegiatan  pembum  ren- 
te relatif  berhasil  dikendalikan  seiring  de- 
ngan perubahan  ekonomi  mereka.  Gejala  ke- 
giatan pembum  rente  hanya  mempakan  ta- 
hapan  awal  dalam  proses  pembangunan 
ekonomi  yang  segera  dapat  dikendalikan 
seiring  dengan  kemampuan  negara  tersebut 
untuk  membangun  kelembagaan  ekonomi 
politik  yang  transparan.  Sebaliknya,  kegiat- 
an pembum  rente  di  Indonesia  masih  me- 


Analisis  terhadap  konflilc-konflik  kepentingan 
dalam  liberalisasi  ekonomi  dapat  dibaca  dalam  Ro- 
bison  (1993:39-74). 


mpakan  fenomena  yang  dapat  bertahan  di 
tengah  pembahan  ekonomi  itu.  Resistensi 
kegiatan  pembum  rente  itu,  yang  didukung 
oleh  sistem  politik  yang  tidak  responsif 
dalam  menanggapi  dinamika  tuntutan  pem- 
bahan ekonomi  politik,  telah  memungkin- 
kan  revitalisasi  patrimonialisme.  Pembahan 
ekonomi  tidak  mampu  membawa  pembah- 
an politik  secara  berarti.  Akibatnya  struk- 
tur  politik  korporatis  dan  revitalisasi  patri- 
monialisme semakin  berkembang  menjadi 
intermediasi  kepentingan  yang  saling  me- 
nguntungkan  (simbiosis  mutualistis)  dalam 
membangun  jaringan  ekonomi  dan  bisnis 
di  tengah  perubahan  ekonomi  yang  me- 
nuntut  transparansi  dalam  kebijakan  eko- 
nomi dan  politik  (Maclntyre,  1994:  253). 
Berkembangnya  konsentrasi  kekuatan  eko- 
nomi menjelang  awal  1990-an,  tanpa  didu- 
kung oleh  adanya  transparansi  dalam  pro- 
ses ekonomi  dan  politik,  sering  dihubung- 
kan  dengan  simbiosis  mutualistis  antara 
patrimonialisme  dan  korporatisme. 

Semakin  terintegrasinya  ekonomi  Indo- 
nesia ke  dalam  wilayah  ekonomi  yang  lebih 
luas  yang  dipacu  oleh  liberalisasi  ekonomi 
akan  semakin  menghilangkan  "batas-batas 
pemisah"  {separation  fencesf  antarnegara, 
Pembahan  ekonomi  itu  membawa  tekanan 
terhadap  pentingnya  transparansi  kebijak- 
an pemerintah  dalam  mengatur  kegiatan 
ekonomi.  Berbagai  kebijakan  ekonomi  yang 
dinilai  hanya  melindungi  vested  interest 
pembum  rente  semakin  tidak  memperoleh 
mang  di  tengah  pembahan  ekonomi.  Oleh 
sebab  itu,  kebijakan  mobil  nasional  (mob- 
nas)  yang  memberikan  "perlakuan  khu- 

Separation  fences  adalah  istilah  yang  dipinjam 
dari  Haggard  (1995:  xv)  untuk  menunjukkan  ber- 
bagai kebijakan  ekonomi  suatu  negara  yang  bersifat 
protektif. 


20 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXVIII/1999,  No.  1 


sus"^  kepada  pelaku  ekonomi  tertentu  de- 
ngan  pertimbangan  infant  industry  sema- 
kin  dihadapkan  pada  tekanan  masyarakat 
ekonomi  nasional  dan  intemasional.  Kebi- 
jakan  mobnas  hanya  merupakan  salah  satu 
contoh  kebijakan  ekonomi  yang  kontrover- 
sial  di  tengah  perubahan  ekonomi  yang  di- 
hadapi  Indonesia. 

Tantangan  Perubahan  Ekonomi 
Politik  Indonesia 

Krisis  moneter  di  kawasan  Asia,  yang 
bermula  dari  menunmnya  nilai  mata  uang 
baht,  Thailand  dan  menyebar  ke  berbagai 
negara  Asia  lainnya,  seperti  Korea  Selatan, 
Malaysia  dan  Indonesia,  membawa  dampak 
yang  berbeda  pada  masing-masing  negara. 
Bagi  Indonesia,  penurunan  nilai  mata  uang 
rupiah  terhadap  dolar  AS  pada  Juli  1997 
membawa  dampak  yang  lebih  serius  di- 
bandingkan  negara-negara  Asia  lainnya. 
Penurunan  nilai  mata  uang  rupiah  yang 
semakin  tidak  terkendali  menjelang  awal 

7 

Untuk  mendukung  kebijakan  mobnas  ini,  pe- 
merintah  memberikan  insentif  kepada  PT  Timor 
Putra  Nasional,  sebagai  perusahaan  yang  ditunjuk 
pemerintah  untuk  memproduksi  mobil  nasional, 
berupa  pembebasan  tarif  impor  dan  pajak  penjual- 
an  selama  3  tahun  {Indonesian  Commercial  Letter, 
No.  192,  25  Maret  1996). 

8 

Reaksi  yang  kuat  itu  terutama  berasal  dari  ka- 
langan  industri  mobil  di  dalam  negeri,  seperti  Astra, 
Salim  Group  dan  Krama  Yudha  Group,  maupun  ka- 
langan  industri  mobil  Jepang,  Eropa  dan  Amerika 
Serikat  (Kompas,  6  Juni  1996).  Mcreka  menilai  kebi- 
jakan pemerintah  itu  bersifat  diskriminatif. 

9 

Menurunnya  nilai  mata  uang  rupiah  terhadap 
dolar  AS  pada  bulan  Januari  1998  mengakibatkan  200 
dari  228  perusahaan  yang  tercatat  di  bursa  saham 
Jakarta  dihadapkan  pada  kesulitan  finansial,  bahkan 
secara  teknis  mereka  telah  dapat  dikatakan  bangkrut 
(Newsweek,  19  Januari  1998;  Far  Eastern  Economic 
Review,  22  Januari  1998). 


1998  dipandang  lebih  merupakan  gejala  ke- 
tidakpercayaan  masyarakat  terhadap  peme- 
rintah (Soesastro  and  Basri,  1998:  6).  Kesu- 
litan ekonomi  yang  berkembang  di  tengah 
lemahnya  transparansi  pengelolaan  ekono- 
mi nasional  semakin  menyulitkan  Indone- 
sia untuk  memperoleh  dukungan  masyara- 
kat intemasional.  Bahkan  pembentukan  ka- 
binet  bam  yang  penuh  kontroversi  sema- 
kin menghilangkan  kepercayaan  masyarakat 
terhadap  keseriusan  pemerintah  dalam  me- 
ngatasi  kesulitan  ekonomi  yang  tengah  di- 
hadapi  bangsa  Indonesia.  Memburuknya 
situasi  sosial-ekonomi  itu  semakin  mengun- 
dang  reaksi  yang  luas  dari  masyarakat.  Ge- 
lombang  aksi  demonstrasi  mahasiswa  yang 
didukung  oleh  elemen-elemen  kekuatan  ma- 
syarakat menuntut  pengunduran  diri  Pre- 
siden  Soeharto. 

Kesulitan  ekonomi  itu  akhimya  berkem- 
bang menjadi  krisis  nasional  yang  amat  se- 
rius. Aspek  politik  yang  sangat  dalam  dari 
krisis  nasional  itu  adalah  hilangnya  keper- 
cayaan masyarakat  terhadap  pemerintahan. 
Menurunnya  kepercayaan  masyarakat  terha- 
dap pemerintah  itu  oleh  Djojohadikusumo 
(1998)  dipandang  sebagai  institutional  dis- 
ease yang  tercermin  dari  serangkaian  feno- 
mena  yang  telah  "melembaga"  seperti  ma- 
raknya  praktek-praktek  korupsi,  kolusi  an- 
tara  pejabat  pemerintah  dan  pengusaha, 
lemahnya  sistem  peradilan  dan  ketidakpas- 
tian  hukum.  Pergantian  kekuasan  dari  Soe- 


Beberapa  hari  setelah  pengangkatannya  seba- 
gai Presiden  yang  ketujuh  kalinya,  Soeharto  mem- 
bentuk  kabinet  yang  dinamakan  sebagai  Kabinet 
Pembangunan  VII.  Kabinet  yang  melibatkan  puteri 
sulung  Soeharto,  Siti  Hardianti  Rukmana  dan  pengu- 
saha Bob  Hasan  dinilai  tidak  hanya  akan  menyulit- 
kan upaya  mengatasi  masalah  cotrflict  of  interest 
tctapi  juga  dapat  menjadi  kendala  dalam  mcwujud- 
kan  transparansi  pengelolaan  ekonomi  nasional. 
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harto  ke  Habibie  tidak  serta-merta  meng- 
akhiri  krisis  ekonomi  dan  politik  yang  di- 
hadapi  bangsa  Indonesia.  Selain  dihadap- 
kan  pada  pro  dan  kontra  terhadap  pergan- 
tian  kekuasaan  itu,  tekanan  masyarakat  un- 
tuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih 
merapakan  isu  politik  yang  semakin  kuat. 
Sidang  Istimewa  MPR  pada  November 
1998  telah  menghasilkan  agenda  politik 
untuk  memberantas  praktek-praktek  kolusi, 
korupsi  dan  nepotisme,  termasuk  pengu- 
sutan  terhadap  kekayaan  mantan  Presiden 
Soeharto.  Pemerintahan  Habibie  kini  diha- 
dapkan  pada  agenda  politik  itu. 

Tekanan  politik  untuk  mewujudkan  pe- 
merintahan yang  bersih  telah  pula  mendo- 
rong  keterlibatan  masyarakat  dalam  men- 
jalankan  per  an  penyuluhan  hukum,  teru- 
tama  dalam  menanggapi  berkembangnya 
isu  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  yang 
akhir-akhir  ini  mendapat  kecaman  publik. 
Masyarakat  Transparansi  Indonesia  (MTI), 
misalnya,  mensinyalir  bahwa  79  dari  528 
Keputusan  Presiden  (Keppres)  yang  dike- 
luarkan  oleh  Presiden  Soeharto  selama  pe- 
riode  1993-1998  telah  menyimpang  dari  asas 
legalitas  dan  materi  serta  berdampak  me- 
rugikan  bagi  masyarakat.  Koesnadi  Hardja- 
soemantri  menilai  bahwa  "keppres  telah  di- 
jadikan  alat  legitimasi  dalam  penyalahguna- 
an  kekuasaan"  {Republika,  17  Oktober  1998; 
Suara  Karya,  17  Oktober  1998;  Merdeka,  17 
Oktober  1998;  Bisnis  Indonesia,  17  Oktober 
1998;  Kompas,  17  Oktober  1998).  Hal  senada 
juga  dikemukakan  oleh  Indonesian  Corrup- 
tion Watch  (ICW)."  Kalangan  praktisi  hukum 

"Seperti  halnya  MTI,  ICW,  lembaga  indepen- 
den  yang  dipimpin  oleh  praktisi  hukum  Todung 
Mulya  Lubis,  mensinyalir  berbagai  kasus  pcnyalah- 
gunaan  kekuasaan  yaitu  melalui  kebijakan-kebijak- 
an  yang  ditempuh  oleh  mantan  Presiden  Soeharto 


berpendapat  bahwa  hasil  temuan  kedua 
lembaga,  MTI  dan  ICW,  dapat  menjadi  da- 
sar  untuk  mengusut  kebijakan  Soeharto. 
Mereka  juga  mendesak  agar  Mahkamah 
Agung  (MA)  dapat  menggunakan  wewe- 
nangnya  untuk  melakukan  uji  material  {ju- 
dicial review)  terhadap  Keppres  yang  di- 
sinyalir  "bermasalah"  itu  {Kompas,  27  Ok- 
tober 1998).  Gerakan  Masyarakat  Peduli 
Harta  Negara  (Gempita)  tidak  hanya  mem- 
perkarakan  13  Keppres  yang  dinilai  meru- 
gikan  negara  kepada  Pengadilan  Usaha  Ta- 
ta Negara  (PUTN)^^  tetapi  juga  mendesak 
pentingnya  kehadiran  suatu  lembaga  inde- 
penden  dalam  mengusut  praktek-praktek 
KKN  selama  ini. 

Sejauh  ini  kebijakan  yang  ditempuh  pe- 
merintahan Habibie  dalam  menyelesaikan 
persoalan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  be- 
lum  banyak  membawa  pembahan  yang  ber- 
arti.  Bahkan  sikap  Kejaksaan  Agung  oleh 
masyarakat  dinilai  lamban  dalam  mengu- 
sut dugaan  praktek-praktek  kolusi,  korupsi 
dan  nepotisme.  Meskipun  MTI  dan  ICW 


selama  1980-1998  yang  hanya  memberi  keuntungan 
kepada  kepentingan  Keluarga  Cendana.  Lihat  Mer- 
deka, 22  Oktober  1998;  Bisnis  Indonesia,  22  Ok- 
tober 1998. 

12 

Beberapa  Keppres  yang  diperkirakan  telah  me- 
rugikan  negara  itu  antara  lain:  Keppres  No.  93/1996 
tentang  Bantuan  Pinjaman  kepada  PT  Kiani  Kertas 
(Rp  250  milyar),  Keppres  no.  42/1996  tentang  Mo- 
bil Nasional  (Rp  7,1  trilyun),  Keppres  No.  82/1995 
tentang  Pengembangan  Lahan  Gambut  1  juta  ha 
(Rp  527  milyar),  Keppres  No.  42/1994  tentang  Pe- 
ngembangan Pesawat  N250  (Rp  400  milyar),  Kep- 
pres No.  20/1992  tentang  Pelaksanaan  Tata  Niaga 
Cengkeh  (data  tidak  tersedia),  Keppres  No.  18/1991 
tentang  Penyelesaian  Tagihan  Pajak  Penghasilan 
atas  nama  PT  PAL  (Rp  166  milyar),  Keppres  No.  34/ 
1988  tentang  Pita  Cukai  (Rp  1/pita  cukai),  Keppres 
No.  14/1981  tentang  Pungutan  Resmi  Jalan  Tol 
Taman  Mini-Cibubur  (Rp  50/karcis  tol).  Kompas,  13 
Oktober  1998. 
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telah  mengungkapkan  hasil  penelitian  ten- 
tang  berbagai  kebijakan  (melalui  keppres) 
yang  diduga  bermuatan  penyalahgunaan 
kekuasan,  Kejaksaan  Agung  menganggap 
bahwa  keppres  itu  tidak  dapat  digunakan 
untuk  memperlakukan  mantan  Presiden  Soe- 

13 

harto  sebagai  tersangka.  Pemerintahan  Ha- 
bibie juga  telah  membatalkan  tiga  keppres 
dari  berbagai  keppres  yang  selama  ini  men- 

14 

jadi  kontroversi,  tetapi  kebijakan  itu  jus- 
tru  rnenimbulkan  keraguan  di  kalangan  ma- 
syarakat  terhadap  keseriusan  pemerintah 
untuk  tidak  bersikap  diskriminatif.  Kega- 
galan  pemerintah  untuk  memperoleh  du- 
kungan  masyarakat  dalam  pembentukah 
tim  independen  dalam  penanganan  prak- 
tek-praktek  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme 
mengindikasikan  hal  itu. 

Kegagalan  pemerintah  dalam  membentuk 
tim  independen  telah  mendorong  pemerin- 
tah Habibie  untuk  mengeluarkan  Instruksi 
Presiden  (Inpres)  no.  30  yang  memberi  ke- 
mungkinan  bagi  Jaksa  Agung  untuk  me- 
ngambil  tindakan  hukum  terhadap  Soe- 
harto.  Rumusan  Inpres  ini  secara  substan- 
sial  tidak  berbeda  dengan  rumusan  Tap  SI 
MPR  No.  XI/1998  yang  menegaskan  bahwa 
pemeriksaan  terhadap  pejabat  negara  atau 
mantan  pejabat  negara  termasuk  mantan 
Presiden  Soeharto  dapat  ditempuh  dengan 


Terhadap  kebijakan  mantan  Presiden  Soehar- 
to melalui  keppres-keppres  yang  dianggap  berma- 
salah  itu,  Jaksa  Agung  Andi  M.  Ghalib  mcnilai  bah- 
wa "keppres  yang  dikeluarkan  olch  Soeharto  ada- 

lah  bcnar  secara  hukum         bila  ada  yang  salah,  bu- 

kan  pada  yang  mengeluarkan". 
14 

Ketiga  keppres  yang  dibatalkan  olch  pemerin- 
tahan Presiden  Habibie  yaitu:  (1)  Keppres  No.  1/ 
1997  tentang  proyck  kota  mandiri  Jonggol;  (2)  Kep- 
pres No.  73/1995  tentang  proyck  reklamasi  Kapuk 
Naga;  dan  (3)  Keppres  No.  52/1995  tentang  proyck 
reklamasi  pantai  utara  Jakarta. 


"asas  praduga  tak  bersalah  dan  menghor- 
mati  hak  asasi  manusia".  Hanya  saja,  se- 
lama pemberantasan  terhadap  praktek-prak- 
tek  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  masih 
sebatas  retorika  politik,  upaya  mewujudkan 
pemerintah  yang  bersih  tidak  akan  efek- 
tif.  Selama  itu  pula,  negara  dan  bangsa  In- 
donesia akan  dihadapkan  pada  krisis  yang 
semakin  berkepanjangan. 

Kesimpulan 

Proses  pertumbuhan  kapital  merupakan 
salah  satu  aspek  yang  menarik  untuk  mema- 
hami  fenomena  kolusi,  korupsi  dan  nepotis- 
me di  negara  berkembang.  Kegiatan  perbu- 
ruan  rente  yang  umumnya  menyertai  tahap 
awal  pembangunan  ekonomi  dan  industriali- 
sasi  dapat  berkembang  menjadi  fenomena 
kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  yang  akhir- 
akhir  ini  menjadi  kecaman  publik.  Strategi 
industrialisasi  substitusi  impor  yang  didu- 
kung  oleh  kebijakan  protektif  yang  umum- 
nya ditempuh  pada  tahap  awal  negara  ber- 
kembang sangat  rentan  terhadap  berkem- 
bangnya  kegiatan  perburuan  rente  itu.  Pe- 
ngalaman  Indonesia  selama  1970-an  menun- 
jukkan  bahwa  strategi  industrialisasi  impor 
mendorong  tumbuhnya  legiatan  perburuan 


Fenomena  nepotisme,  korupsi  dan  penyalah- 
gunaan kekuasaan  di  negara-negara  berkembang  te- 
lah lama  menjadi  perhatian  kalangan  akademik. 
Myrdal  (1968:  947-951),  misalnya,  menggunakan 
istilah  soft  state  untuk  menggambarkan  suatu  biro- 
krasi  pemerintahan  yang  dihadapkan  pada  persoal- 
an  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme.  Praktek-praktek 
kolusi,  korupsi  dan  nepotisme,  menurut  Myrdal,  sc- 
lain  discbabkan  olch  faktor  kompcnsasi  yang  tidak 
memadai  dan  kelcluasaan  kewenangan  {discretionary 
of  controls)  pada  kalangan  birokrasi  pemerintahan, 
juga  dapat  disebabkan  olch  adanya  fragmentasi  ma- 
syarakat pluralistik  yang  Icbih  menekankan  pada  ke- 
sctiaan  primordial  (suku  dan  agama). 
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rente.  Bagi  para  pemburu  rente,  patronase 
politik  merupakan  akses  pasar  yang  sangat 
berarti  dalam  struktur  politik  yang  korpo- 
ratis.  Kemampuan  finansial  pemerintah  se- 
lama  masa  boom  minyak  (1973/1974-1982/ 
1983)  dalam  membiayai  strategi  industriali- 
sasi  impor  memungkinkan  para  pemburu 
rente  untuk  melakukan  akumulasi  kapital  se- 
cara  primitif. 

Liberalisasi  ekonomi  yang  ditempuh  pe- 
merintah sejak  pertengahan  1980-an  telah 
membawa  tantangan  untuk  mendorong  peru- 
bahan  ekonomi  dan  politik  yang  kondusif 
dengan  semakin  terintegrasinya  ekonomi 
Indonesia  ke  dalam  ekonomi  yang  lebih  luas. 
Internasionalisasi  kapital  yang  dipacu  oleh 
liberalisasi  ekonomi  tidak  lagi  melihat  pa- 
tronase politik  sebagai  akses  pasar  yang 
utama.  Integrasi  ekonomi  Indonesia  ke  da- 
lam wilayah  ekonomi  yang  lebih  luas  menun- 
tut  semakin  pentingnya  transparansi  pe- 
ngaturan  kegiatan  ekonomi  menggantikan 
pola  lama,  yaitu  patronase  politik.  Transpa- 
ransi penyelenggaraan  kegiatan  ekonomi 
dan  politik  juga  dipandang  sebagai  aspek 
yang  sangat  diperlukan  bagi  tegaknya  prin- 
sip  aturan  hukum  (rule  of  law)  dalam  pe- 
nyelenggaraan pemerintahan  serta  tanggung 
jawab  (accountability)  pemerintah  terhadap 
berbagai  kebijakan  ekonomi  dan  politik  ser- 
ta tindakan  discretionary  of  power  yang 
ditempuhnya.  Bagi  Indonesia,  perubahan 
ekonomi  itu  tidak  didukung  oleh  perubah- 
an politik  yang  responsif  terhadap  tantang- 
an dinamika  perubahan  ekonomi  dan  politik 
itu.  Struktur  politik  korporatis  yang  sema- 
kin tidak  responsif  justru  semakin  mendo- 
rong resistensi  hubungan  kekuasaan-ekono- 
mi  yang  mengeksploitasi  patrimonialisme, 
Patrimonialisme  baru  yang  didukung  oleh 
struktur  politik  yang  tidak  responsif  di  te- 


ngah  tantangan  perubahan  ekonomi  dan 
politik  itu  dipandang  sebagai  intermediasi 
kepentingan  yang  hanya  akan  semakin  me- 
nyuburkan  praktek-praktek  kolusi,  korupsi 
dan  nepotisme. 

Mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang 
bersih  guna  membebaskan  negara  dari  prak- 
tek-praktek kolusi,  korupsi  dan  nepotisme 
tidak  akan  efektif  melalui  retorika  politik. 
Membangun  suatu  pemerintahan  yang  ber- 
sih dari  praktek-praktek  kolusi,  korupsi  dan 
nepotisme  tidaklah  pula  semudah  memba- 
lik  telapak  tangan.  Mengatasi  masalah  in- 
stitutional disease  memerlukan  tindakan 
kongkret  untuk  menegakkan  kembali  supre- 
masi  hukum,  yaitu  membebaskan  kekuasa- 
an  peradilan  dari  intervensi  pemerintah.  Di 
samping  itu,  efektivitas  fungsi  kontrol  so- 
sial  ~  terutama  oleh  lembaga  perwakilan  rak- 
yat  dan  lembaga  pers  ~  merupakan  aspek 
yang  sangat  menentukan.  Pemilihan  umum 
pada  bulan  Juni  1999  mendatang,  bila  di- 
laksanakan  secara  jujur  dan  demokratis,  di- 
harapkan  dapat  menjadi  platform  politik 
yang  efektif  untuk  mewujudkan  perubahan 
ke  arah  suatu  pemerintahan  yang  bersih. 
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Krisis  Ekonomi  di  Tengah 
Gelombang  Globalisasi: 
Implikasinya  Bagi  Kerja  Sama 
Ekonomi  di  Asia  Pasifik 

Faisal  H.  Bash 


Globalisasi  beserta  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  merupakan  suatu  proses  yang  tak 
terhentikan  di  tengah  perekonomian  dunia  yang  terus  berubah  dengan  intensitas  yang  sema- 
kin  tinggi.  Salah  satu  dampak  positif  globalisasi  yang  dirasakan  oleh  berbagai  negara  adalah 
semakin  terbukanya  kesempatan  kerja  sebagai  hasil  peningkatan  perdagangan  dan  investasi. 
Di  sisi  lain  globalisasi  juga  telah  mendatangkan  badai  krisis  ekonomi,  termasuk  di  kawasan 
Asia  Pasifik  yang  berakibat  pada  bertambahnya  jumlah  pengangguran  maupun  mening- 
katnya  jumlah  penduduk  miskin.  Dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  di  kawasan  ini, 
Indonesia  adalah  negara  yang  mengalami  krisis  terparah,  di  mana  crony  capitalism,  korupsi 
dan  kekeliruan  di  dalam  merespons  krisis  telah  semakin  memperburuk  keadaan. 

Paket  pemulihan  IMF  yang  ditujukan  untuk  melepaskan  negara-negara  Asia  Pasifik  dari 
krisis  secara  tak  langsung  telah  memaksa  negara-negara  tersebut  untuk  mempercepat  lang- 
kah-langkah  liberalisasinya.  Selain  itu,  upaya-upaya  untuk  memperkuat  landasan  ekonomi 
baik  secara  individu  maupun  secara  bersama-sama  di  kawasan  Asia  ini  semakin  diperlukan 
tanpa  harus  kehilangan  kendali  atas  arah  dan  cakupan  dalam  menata  perekonomiannya. 


GLOBALISASI  bukanlah  fenomena 
baru  dalam  sejarah  peradaban  du- 
nia. Sebelum  kemunculan  nation- 
state  perdagangan  dan  migrasi  lintas  be- 
nua  telah  sejak  lama  berlangsung.  Jauh  se- 
belumnya  perdagangan  regional  telah  mem- 
buat  interaksi  antarsuku  bangsa  teijadi  se- 
cara alamiah.  Sejak  masa  sejarah  modern, 
khususnya  sebelum  memasuki  abad  ke-20, 
globalisasi  dipandang  sebagai  gelombang 
masa  depan.  Dua  dekade  sebelum  Perang 
Dunia,  arus  uang  internasional  telah  mengi- 
katkan  Eropa  lebih  erat  dengan  Amerika  Se- 
rikat,  Asia,  Afrika,  dan  Timur  Tengah.  Pasar 
modal  mengalami  booming  di  kedua  sisi 


Atlantik,  sementara  itu  bank  dan  investor- 
investor  swasta  sibuk  mendiversifikasikan 
investasinya  dari  Argentina  hingga  Singa- 
pura  (Garten,  1998:  9). 'Namunsejalan  dengan 
siklus  ekonomi  dan  politik  dunia,  gelombang 
globalisasi  juga  mengalami  pasang  surut.  Sa- 
lah satu  kekuatan  yang  melatarbelakanginya 


Salah  satu  uraian  tentang  globalisasi  pada  pc- 
riodc  sebelum  Perang  Dunia,  yang  merupakan  kul- 
minasi  dari  expansionist  imperialism,  dapat  dijum- 
pai  pada  Clark  (1997:  36-51).  Pada  masa  itu  paling 
tidak  bcbcrapa  kawasan  dunia,  dengan  naungan  su- 
prcmasi  Eropa,  melakukan  kontak  satu  sama  Iain 
dalam  bidang  militer,  politik,  ekonomi,  dan  budaya. 
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Sumber:  Kreasi  Dr.  Dorodjatun  Kuntjoro-Jakti. 


adalah  tarik-menarik  antara  paham  intemasio- 

2 

nalis  dengan  nasionalis  atau  isolasionis. 

Gelombang  globalisasi  yang  melanda  se- 
antero  dunia  sejak  dekade  1980-an  jauh  ber- 
beda  dari  segi  intensitas  dan  cakupannya. 
Proses  konvergensi  yang  kita  saksikan  aki- 
bat  dari  globalisasi  dewasa  ini  praktis  lelah 
menyentuh  hampir  seluruh  sendi  kehidup- 
an,  yang  tak  saja  di  segala  bidang  (ekono- 
mi,  bisnis,  budaya,  politik,  ideologi),  melain- 

Pcngclompokan  kc  dalam  dua  paham  di  atas 
bisa  dipandang  scbagai  suatu  pcnycderhanaan  se- 
mata.  Lihat  Lindscy  (1998:  32). 


kan  juga  telah  menjamah  ke  tataran  sis- 
tem  (systems),  proses  (processes),  pelaku 
(actors),  dan  peristiwa  (events)  (lihat  Dia- 
gram 1).  Sekalipun  demikian  tidak  berarti 
bahwa  prosesnya  berjalan  mulus.  Kecende- 
rungan  globalisasi  disertai  dengan  fragmen- 
tasi.  Gambarannya  akan  lebih  kentara  de- 
ngan mengkontraskan  elemen-elemen  dari 
setiap  kecenderungan.  Pada  satu  sisi,  globali- 
sasi mengandung  elemen-elemen:  integrasi 
(integration),  saling  kelergantungan  (inter- 
dependence), multilateralisme  (multilateral- 
ism), keterbukaan  (openness),  dan  penetrasi 
satu  sama  lain  (interpenetration).  Di  sisi  lain, 
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elemen-elemen  dari  fragmentasi  {fragmenta- 
tion) ialah:  disintegrasi  {disintegration),  autar- 
ki  {autarchy),  unilateralisme  {unilateralism), 
menutup  diri  {closure),  dan  isolasi  {isolation). 
Sementara  itu,  globalisasi  mengarah  pada  glo- 
bal! sme  {globalism),  penyempitan  wilayah 
{spatial  compression),  universalisme  {uni- 
versalism),  homogenitas  {homogenity),  dan 
konvergensi  {convergency);  sebaliknya  frag- 
mentasi mengarah  pada  nasionalisme  {na- 
tionalism) atau  regionalisme  {regionalism), 
pelebaran  wilayah  {spatial  distension),  sepa- 
ratisme  {separatism),  heterogenitas  {heteroge- 
neity), dan  divergensi  {divergency)  (Clark, 
1997:  1-2). 

Apakah  Globalisasi  Suatu  Proses 
yang  Tak  Terhentikan? 

Banyak  kalangan  memandang  bahwa  glo- 
balisasi mempakan  keniscayaan  sejarah  dan 
oleh  karena  itu  tak  dapat  dihentikan.  Pan- 
dangan  ini  muncul  sebagai  reaksi  dari  pen- 
dapat  sementara  kalangan  yang  sangat  pri- 
hatin  terhadap  kecenderungan  perkembangan 
ekonomi  dunia  yang  kian  tak  menentu  dan 
rentan  gejolak,  temtama  sebagai  akibat  da- 
ri arus  finansial  global  yang  semakin  "liar." 
Padahal  tak  semua  negara  memiliki  daya  ta- 
han  yang  tangguh  untuk  terlibat  di  dalam 
kancah  lalu  lintas  finansial  global  yang  tak 
lagi  mengenal  batas-batas  negara  dan  sema- 
kin sulit  dikontrol  oleh  pemerintah  negara 
yang  berdaulat,  termasuk  negara-negara  ma- 
ju,  dan  terlebih  lagi  negara-negara  berkem- 
bang. 

Yang  dikhawatirkan  adalah  suatu  bentuk 
eksploitasi  baru,  yaitu  oleh  financial-driven 
economies  terhadap  good-producing  eco- 
nomies. Kelompok  pertama  -  dimotori  oleh 
Amerika  Serikat  ~  memiliki  keleluasaan  yang 


sangat  besar  dalam  merekayasa  bentuk-ben- 
tuk  transaksi  keuangan  yang  sifatnya  semu, 
dalam  arti  tidak  memberikan  kontribusi  pro- 
duktif  bagi  peningkatan  kesejahteraan  riil 
masyarakat.  Hal  ini  terjadi,  karena  uang  dan 
aset-aset  finansial  lainnya  saling  diperda- 
gangkan  sebagai  halnya  komoditas. 

Bagaimanapim  sektor  finansial  tak  per- 
nah  dan  tak  akan  pemah  lepas  kaitan  de- 
ngan  sektor  riil.  Karena,  keberadaan  sektor 
finansial  dengan  segala  bentuk  instrumen 
dan  berbagai  lembaga  keuangan  yang  me- 
nopangnya  tidak  bisa  berdiri  sendiri.  Sehe- 
bat  dan  secanggih  apa  pun  sektor  ini,  ia  pa- 
da galibnya  mempakan  fasilitator  bagi  sek- 
tor riil.  Jika  dalam  kenyataannya  memang  ke- 
dua  sektor  ini  telah  mengalami  lepas  kaitan, 
maka  umat  manusia  tinggal  menunggu  ke- 
hancuran  peradaban  atau  paling  tidak  hi- 
dup  dalam  kegemerlapan  artifisial  dengan 
segala  konsekuensinya.  Maka  dari  itu,  jika 
umat  manusia  ingin  terhindar  dari  malape- 
taka  yang  maha  dahsyat  itu,  maka  mau  tak 
mau  kita  sudah  mulai  harus  semakin  sung- 
guh-sungguh  mengupayakan  suatu  tatanan 
baru  yang  kembali  menempatkan  sektor  fi- 
nansial pada  fungsi  hakikinya. 

Namun  kini  kita  hidup  di  dalam  alam 
realitas  yang  sudah  terlanjur  menempatkan 
uang  dan  perangkat-perangkat  finansial  lain- 
nya sebagai  suatu  komoditas  sebagaimana 
halnya  barang,  yang  telah  membuat  banyak 
negara  tersungkur  dan  terseret  arus  permain- 
an  dari  sosok  kapitalisme  finansial  yang 

^Sosok  kapitalisme  telah  bekali-kali  mengalami 
transformasi.  Awalnya  adalah  kapitalisme  pcrtanian 
tatkala  produksi  telah  jauh  melampaui  kcbutuhan 
konsumsi  suatu  masyarakat.  Selanjutnya  muncul  so- 
sok kapitalisme  kemakmuran  (merkantilisme),  ke- 
mudian  diikuti  oleh  kapitalisme  industri  I  (sctclah 
Revolusi  Industri)  dan  kapitalisme  industri  II  (sete- 
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berperilaku  kian  buas,  dan  siap  menerkam 
mangsanya  yang  sedang  terkantiik-kantuk. 
Suatu  perekonomian  yang  menapaki  tahap 
demi  tahap  perkembangan,  yang  ditumbuh- 
kan  oleh  beijuta-juta  rakyatnya,  tiba-tiba  bisa 
diterkam  dalam  sekejap  sehingga  tersangkut 
ke  dalam  jurang  kemimduran  yang  tak  ter- 
perikan. 

Sebetulnya  kesadaran  akan  bahaya  kapi- 
talisme  dalam  sosoknya  yang  sekarang  ini 
sudah  kian  tmnbuh,  justru  dari  kalangan  pe- 
mikir  Barat  sendiri,  lermasuk  para  pemikir 
di  lembaga-lembaga  keuangan  internasional 
seperti  Dana  Moneter  Internasional  (IMF), 
Justru  kesadaran  seperti  itu  kurang  muncul 
di  negara-negara  berkembang,  sehingga  me- 
reka  secara  "sukarela"  menerjunkan  diri  ke 
dalam  ajang  permainan  yang  sedang  ber- 
langsung. 

Pemikiran  altematif  agaknya  perlu  di- 
tawarkan  kepada  masyarakat  dunia  untuk 
benar-benar  menciptakan  tatanan  ekonomi 
yang  lebih  sehat.  Tentu  saja  gagasan  bagi 
terbentuknya  tatanan  baru  itu  butuh  waktu 
dan  memerlukan  pengkajian  saksama.  Yang 
paling  penting  adalah  kesadaran  akan  rapuh- 
nya  sistem  yang  berlaku  sekarang  dan  kita 
bertekad  untuk  mencari  sistem  altematif. 

Sistem  yang  ada  sekarang  nyata-nyata 
mendorong  perilaku  konsumtif  dan  berme- 
wahan  dan  menyeret  perekonomian  untuk 
tumbuh  secara  instant.  Hanya  negara-negara 
yang  cerdik  dengan  perangkat  kelembagaan 
ekonomi  dan  politik  yang  mantaplah  yang 


lah  kemunculan  perusahaan-perusahaan  transnasio- 
nal  dan  multinasional).  Perbedaan  hakiki  dari  ben- 
tuk-bentuk  kapitalisme  hingga  dalam  bentuknya 
yang  terakhir,  yaitu  kapitalisme  finansial  adalah 
pada  intensitas  akumulasi  modal  dan  cara-cara  mem- 
perolehnya. 
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bisa  mengeliminasikan  dampak-dampak  ne- 
gatif  dari  gelombang  pergerakan  finansial 
global.  Negara-negara  yang  kuat  tidak  perlu 
lagi  bergelimangan  peluh  menghasilkan  ba- 
rang  untuk  memenuhi  tuntutan  konsumsi  ma- 
syarakatnya.  Mereka  cukup  melakukan  re- 
kayasa  finansial  imtuk  menghasilkan  keme- 
limpahan  dana  untuk  membeli  berbagai  ma- 
cam  kebutuhan  fisiknya.  Sebaliknya,  negara- 
negara  yang  menghasilkan  produk  riil  (ba- 
rang)  tidak  bisa  menikmati  hasil  yang  layak, 
karena  sebelimi  keringat  mereka  kering  nilai 
uang  riil  yang  dihasilkannya  telah  disedot 
oleh  gejolak  kurs  dan  tingginya  tingkat  su- 
ku  bunga.  Lihat  Grafik  1.  Namun  hidup  di 
alam  dunia  seperti  ini  sungguh  sangat  beri- 
siko  bagi  peradaban  umat  manusia  itu  sen- 
diri. 

Perilaku  bak  lintah  yang  haus  darah  ti- 
dak terbatas  pada  para  aktor  finansial  du- 
nia sekaliber  George  Soros,  tetapi  juga  telah 
menghinggapi  pebisnis  lokal  di  Indonesia. 
Hampir  semua  imperium  bisnis  di  Indonesia 
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telah  melakukan  beragam  rekayasa  finansial 
sehingga  memungkinkan  mereka  menjelma 
dalam  bentuk  konglomerat  yang  sosoknya 
belakangan  ini  kian  digugat  oleh  masyarakat 
luas.  Langkah  mereka  itu  semakin  mulus  ka- 
rena  ditopang  oleh  sistem  politik  yang  oto- 
riter  dan  birokrasi  yang  korup. 

Globalisasi  juga  dihujat  karena,  ditinjau 
dari  pendekatan  struktur  ekonomi  politik 
internasional,  yang  teijadi  sebenamya  tidak- 
lah  global.  Kenyataannya  yang  terjadi  ada- 
lah  ketidakseimbangan  spasial  sebagaimana 
ditunjukkan  oleh  konsentrasi  kegiatan  eko- 
nomi di  dalam  kawasan  triad  (Amerika  Uta- 
ra,  Eropa  Barat,  dan  Asia  Timur),  sedangkan 
kawasan  lainnya  tetap  saja  terbelakang  dan 
bahkan  cenderung  semakin  tersisih  dari  pro- 
ses penciptaan  kemakmm'an.  Konfigurasi  tri- 
polar  telah  berkembang  sejak  1960-an,  dan 
secara  substansial  mengalami  penguatan  se- 
lama  dekade  1980-an.  Dewasa  ini  produksi, 
perdagangan,  dan  investasi  global  terpusat 
di  dalam  dan  di  antara  tiga  kawasan  besar 
tersebut,  sehingga  sementara  kalangan  men- 
julukinya  sebagai  global  triad.  Betapa  tidak, 
global  triad  ini  pada  tahun  1993  menguasai 
tiga  perempat  perdagangan  dunia  dan  mem- 
berikan  kontribusi  sebesar  90  persen  bagi 
arus  investasi  asing  langsung  dunia.  Sudah 
barang  tentu  global  triad  ini  pulalah  yang 
mendominasi  arus  keuangan  global.  Oleh 
karena  itu,  ditinjau  dari  sisi  struktur  ekono- 
mi politik  internasional,  yang  terjadi  bukan- 
lah  globalisasi  melainkan  triadisasi  (Hanggi, 
1998;  9-10). 

Kebrutalan  arus  finansial  global  dan  tri- 
adisasi pada  gilirannya  menimbulkan  perta- 
nyaan:  apakah  globalisasi  merupakan  suatu 
proses  yang  tak  terhentikan  atau  tak  ter- 
bendung?  Apakah  globalisasi  harus  dipan- 


dang  sebagai  sesuatu  yang  harus  diterima 
apa  adanya  (given),  dan  oleh  karena  itu  se- 
mua  negara  tanpa  kecuali  harus  menyesuai- 
kan  diri  dengan  semua  tuntutan  globalisasi? 

Perlu  disadari  bahwa  pelaku-pelaku  di 
alam  globalisasi  bukanlah  manusia  yang  ber- 
sih  dari  motif  buruk  dan  destruktif  terha- 
dap  sesama  manusia.  Mereka  bukanlah  kum- 
pulan  malaikat  yang  bebas  dari  praktik-prak- 
tik  yang  bersifat  eksploitatif.  Faktor-faktor 
yang  memicu  globalisasi  itu  sendiri  adalah 
hasil  dari  proses  pengambilan  keputusan 
yang  bermotif  politik. 

Di  kalangan  akademisi  Barat  sendiri  ma- 
kin  banyak  bermunculan  kritik  terhadap  ta- 
tanan  ekonomi  global,  baik  mekanisme  mau- 
pun  kelembagaannya  yang  turut  mengatur- 
nya.  IMF  merupakan  salah  satu  lembaga 
mululateral  yang  menjadi  salah  satu  sasaran 
kritik."* 

Globalisasi  tidak  bisa  digeneralisasikan 
sebagai  fenomena  yang  memiliki  sisi  baik 
bagi  segala  aspek  kehidupan.  Globalisasi 
tidak  berlaku  bagi  segalanya,  Yang  pasti, 
globalisasi  selalu  menyangkut  ekspansi  ke- 
kayaan  (wealth),  bukan  mengalokasikannya 
(Business  Week,  1998:  1). 

Persoalan  besar  lain  yang  dihadapi  oleh 
negara-negara  berkembang  dalam  mengha- 
dapi  globalisasi  dan  tuntutan  dunia  interna- 
sional untuk  meliberalisasikan  perekonomi- 
annya  adalah  biaya  sosial  dan  politik  yang 
terjadi  akibat  terbukanya  pasar  barang  dan 
pasar  finansial.  Liberalisasi  barang  dan  jasa 


Salah  satunya  bisa  dilihat  pada  tinjauan  kritis 
terhadap  IMF  olch  Prcsiden  dari  lembaga  risct  ter- 
pandang,  National  Bureau  of  Economic  Research, 
dan  sckaligus  profcsor  dari  Harvard  University,  Mar- 
tin Feldstein.  Lihat  Fcldstein  (1998:  20-33). 
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serta  modal  membuat  posisi  pekerja  dan  se- 
rikat  pekerja  kian  lemah.  Di  lain  pihak,  te- 
naga  kerja  tidak  terampil  (unskilled  labor) 
tak  bebas  berpindah  ke  negara-ngara  yang 
tingkat  upah  rata-ratanya  lebih  tinggi.  Jadi 
liberalisasi  yang  terjadi  lebih  bersifat  se- 
arah  yang  menigikan  kepentingan  negara- 
negara  berkembang.  Praktis,  hanya  perge- 
rakan  tenaga  kerja  yang  tak  terakomodasi- 
kan  dalam  proses  liberalisasi  dewasa  ini. 
Hal  ini  membuat  beban  sosial  yang  diemban 
negara-negara  berkembang  semakin  besar, 
padahal  kemampuan  mereka  membentuk  ja- 
ring  pengaman  sosial  {social  safety  nets) 
sangatlah  terbatas. 

Krisis  Ekonomi  dan  Dampaknya: 
Indonesia  sebagai  Kasus  Terburuk 

Di  tengah  lingkimgan  perekonomian  du- 
nia  yang  terus  berubah  dengan  intensitas 
yang  semakin  tinggi  sebagaimana  diutarakan 
di  atas,  sejumlah  negara  di  kawasan  Asia  Ti- 
mur  mengalami  terpaan  badai  krisis  ekonomi 
yang  tak  terperikan.  Betapa  tidak,  sebelmn- 
nya  kawasan  ini  dibanjiri  oleh  pujian,  bah- 
kan  kinerja  ekonomi  yang  cukup  cemerlang 
dipandang  sebagai  mukjizat.  Mengapa  hams 
negara-negara  Asia  Tenggara  yang  terlebih 
dulu  terkena  krisis? 

Pengamatan  yang  lebih  saksama  akan 
membawa  kita  pada  gambaran  yang  lebih 
utuh.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir  pere- 
konomian Amerika  Serikat  menunjukkan  per- 
kembangan  yang  cukup  menakjubkan.  Se- 
baliknya  perekonomian  Eropa  masih  diselu- 
bungi  oleh  ketidakpastian  sosok  mata  uang 
tunggal  Eropa  dan  berbagai  implikasinya, 
sementara  itu  perekonomian  Jepang  sedang 
mengalami  kemerosotan.  Keadaan  ini  ber- 
iringan  dengan  relatif  besarnya  perbedaan 


Tabel  1 

TRANSAKSI  LUAR  NEGERI NETTO  OBLIGASI  AS. 
1993-1997  (dalam  USS  milyar) 


Obligasi 
Pemerintah 

Obligasi 
Swasta 

Total 

1993 

58.980 

30.572 

89.552 

1994 

100.481 

37.992 

138.473 

1995 

162.844 

57.853 

220.697 

1996 

293.685 

77.978 

371.663 

Eropa 

137.148 

56.194 

193.342 

Jerman 

19.297 

3.514 

22.811 

Inggris 

76.323 

43.702 

120.025 

Spanyol 

18.421 

462 

18.883 

Asia 

112.597 

257 

17.466 

Jepang 

48.985 

6.099 

55.084 

Cina 

17.209 

257 

17.466 

Hong  Kong 

15.281 

1.737 

17.018 

1997  Kuartal  I 

77.048 

20.826 

97.874 

Sumber.  US  Department  of  Treasury,  Treasury  Bul- 
letin, dilcutip  dari  IMF,  September  1997. 


tingkat  suku  bunga  di  Amerika  Serikat  de- 
ngan di  Eropa,  khususnya  Jerman  dan  Je- 
pang. Kedua  faktor  yang  saling  terkait  ter- 
sebut  pada  giliraimya  membuat  aset-aset  fi- 
nansial  Amerika  Serikat  menjadi  incaran  pa- 
ra investor  sejagat,  temtama  dari  Eropa  dan 
Jepang.  Salah  satu  buktinya  adalah  volume 
transaksi  obligasi  Amerika  Serikat  yang  di- 
beli  oleh  bukan  warga  (non-resident)  Ame- 
rika Serikat  yang  pada  tahun  1996  mencapai 
rekor  tertinggi,  yaitu  US$372  miliar,  jauh 
melampaui  rekor  tertinggi  tahun  sebelum- 
nya  senilai  US$221  miliar.  Sedemikian  boom- 
ing-nya.  pasar  obligasi  AS  selama  dua  tahun 
terakhir,  sehingga  nilainya  melampaui  nilai 
kumulatif  selama  sepuluh  tahun  sebelumnya 
(1984-94).  Lihat  Tabel  1. 

Keadaan  di  atas  menunjukkan  bah\\'a  per- 
mintaan  terhadap  dolar  AS  meningkat  pesat, 
sehingga  nilai  dolar  AS  mengalami  apresiasi 
terhadap  hampir  seluruh  mata  uang  dunia. 
Tampak  pada  Tabel  2  bahwa  pada  umumnya 
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label  2 

PERKEMBANGAN  NILAI  TUKAR  NOMINAL  MATA  UANG  NEGARA-NEGARA  INDUSTRI 
TERHADAP  DOLAR  AS  (Unit  Mata  Uang  per  Dolar  AS) 


Jenis  Mata  Uang 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Maret 
1997 

Yen  Jepang 

1  jS.UU 

1 AA  sr\ 

1^4,  /U 

IZD,  /U 

111  OA 
1 1 1,ZU 

1  AO  OA 

1U2.ZU 

C\A   1  A 

94,10 

108,80 

122,10 

Mark  Jerman 

1,80 

1  A< 
1,00 

1,J0 

l,o2 

1.43 

1,50 

1,70 

Franc  Perancis 

6,38 

5,45 

5^64 

5,29 

5,66 

5,55 

4,99 

5.12 

5,75 

Lira  Italia 

1.372.09 

1.198,10 

1:240761 

1.232,41 

1.573,67 

1.612,44 

1.628,93 

1.542,95 

1.698,28 

Poundsterling 

1,64 

1,78 

1,76 

1,76 

1,50 

1,53 

1,58 

1.58 

1,60 

Dolar  Canada 

1,18 

1,17 

1,15 

1,21 

1,29 

1.37 

1,37 

1,37 

1,37 

Peseta  Spanyol 

118,40 

101,90 

103,90 

102,40 

127,30 

134.00 

124.70 

124,70 

144,40 

Guilder  Belanda 

2,12 

1,82 

1,87 

1,76 

1,86 

1,82 

1,61 

1,61 

1,92 

Franc  Belgia 

39,40 

33,40 

34,10 

32,10 

34,60 

33,50 

29,50 

29,50 

35,10 

Krone  Swedia 

6,40 

5,92 

6,05 

5,82 

7.78 

7,72 

7,13 

7,13 

7,65 

Schilling  Austria 

13,20 

11,40 

11,70 

11,00 

11,60 

11,40 

10,10 

10,10 

12,00 

Krone  Denmark 

o,iy 

0,40 

£.  r\A 

6,04 

6,48 

6,36 

5,60 

5,60 

6,50 

xviarKKa  rinianuia 

J,OZ 

4,(J4 

A  AO 

4,48 

5,71 

5,22 

4,37 

4,37 

5,09 

Drachma  Yunani 

1  AO  An 

1  ^0 

1  J8,jU 

lo2,30 

190,60 

229,2u 

242.60 

231,70 

231,70 

267,70 

Escudo  Portugal 

1 

1 J  /,jU 

142,60 

144,50 

^5,00 

160,80 

166.00 

151,10 

151,10 

171,10 

Pound  Irlandia 

ATI 

0,71 

0,60 

0,62 

0,59 

0,68 

0.67 

0,62 

0,62 

0,64 

Franc  Swiss 

1,64 

1,39 

1,43 

1.41 

1,48 

1.37 

1,18 

1,18 

1,47 

Krone  Norwegia 

6,90 

6,26 

6,48 

6,21 

7,09 

7,06 

6,34 

6,34 

6,86 

Sheqel  Israel 

1,90 

2,00 

2,30 

2,50 

2,80 

3,00 

3,00 

3,00 

3,40 

Krona  Islandia 

57,00 

58,30 

59,00 

57,50 

67,60 

69,90 

64,70 

64,70 

71,30 

Won  Korea 

671,50 

707,80 

733,40 

780,70 

802,70 

803,40 

771,30 

771,30 

872,60 

Dolar  Australia 

1,26 

1,28 

1,28 

1,36 

1,47 

1,37 

1,35 

1,35 

1,27 

Dolar  Taiwan 

26,41 

26,85 

26.81 

25,16 

26,39 

26,16 

26,49 

26,49 

27,52 

Dolar  Hong  Kong 

7,80 

7,79 

1,11 

7,74 

7,74 

7,73 

7,74 

7,74 

7,74 

Dolar  Singapura 

1,95 

1,81 

1,73 

1,63 

•1.62 

1,53 

1,42 

1,42 

1,43 

Dolar  Selandia 

Baru 

1,67 

1.68 

1,73 

1,86 

1.85 

1.69 

1,52 

1,52 

1,43 

Sumber.  IMF,  Mei  1997. 


nilai  hampir  semua  mata  uang  negara-negara 
industri  mengalami  kemerosotan  terhadap 
dolar  AS.  Nilai  tukar  mata  uang  Jerman  dan 
Jepang  misalnya,  selama  periode  Januari- 
Maret  1997  saja  telah  mengalami  depresiasi 
lebih  dari  10  persen, 

Di  sisi  lain,  pada  periode  yang  sama 
nilai  tukar  mata  uang  negara-negara  Asia 
Tenggara,  termasuk  Indonesia,  menunjuk- 
kan  perkembangan  yang  relatif  stabil  terha- 
dap dolar  AS.  Padahal  jika  dilihat  dari  per- 


kembangan indikator-indikator  makroeko- 
nomi  seperti  pertumbuhan  Produk  Domestik 
Bruto  (PDB)  dan  laju  pertumbuhan  ekspor, 
keadaan  ekonomi  negara-negara  Asia  Teng- 
gara menunjukkan  kecenderungan  yang 
memburuk.  Maka  bisa  dikatakan  bahwa  per- 
kembangan nilai  tukar  negara-negara  Asia 
Tenggara  cenderung  tidak  mengikuti  dina- 
mika  pasar  atau  boleh  dikatakan  dinilai  ter- 
lalu  tinggi  (overvalued).  Sebagai  implikasi 
logisnya,  nilai  tukar  mala  uang  negara-ne- 
gara Asia  Tenggara  praktis  mengalami  apre- 
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label  3 


BOBOT  IMPLISIT  DOLAR  AS  DAN 
YEN  JEPANG  DALAM  NILAI  NOMINAL 
MATA  UANG  NEGARA-NEGARA  ASIA  TERPILIH 


Mata  Uang 

Perkiraan  A  1 ) 

Perkiraan  B  2) 

Dolar 

Yen 

Dolar 

Yen 

AS 

Jepang 

AS 

Jepang 

Won  Korea 

0,96 

-0,01 

0,84 

0,17 

Dolar  Singapura 

0,75 

0,13 

0,75 

0,18 

Ringgit  Malaysia 

0,78 

0,07 

0,87 

0,16 

Rupiah  Indonesia 

0,95 

0,16 

0,97 

0,01 

Peso  Filipina 

1,07 

-0,01 

1,07 

0,03 

Baht  Thailand 

0,91 

0,05 

0,86 

0,09 

Sumber.  IMF,  World  Economic  Outlook,  Oktober 
1997,  berdasarkan  Takagi  (1996). 


1 )  Perkiraan  A  dari  Frankel  and  Wei  (1994). 

2)  Perkiraan  B  dari  Kwan  (1995). 

siasi  terhadap  mata  uang  di  luar  dolar  AS 
pada  umiumiya.  Akar  penyebab  dari  semua 
itu  adalah  kebijakan  pengikatan  nilai  tukar 
mata  uang  negara-negara  Asia  Tenggara 
yang  terlalu  kuat  pada  dolar  AS  sebagai- 
mana  terlihat  pada  Tabel  3. 

Dari  sinilah  pemicu  krisis  mata  uang 
Asia  Tenggara  terjadi.  Para  pelaku  pasar 
uang  global  melihat  celah  untuk  bermain  di 
pasar  uang  Asia  Tenggara,  dan  memang  ter- 
nyata  terbukti  bahwa  nilai  baht,  ringgit, 
peso,  dan  rupiah  tidak  sekuat  sebagaimana 
ditunjukkan  oleh  nilai  nominalnya  yang  ba- 
nyak  diintervensi  oleh  pemerintah  masing- 
masing  negara. 

Kecuali  Singapura,  krisis  mata  uang  ne- 
gara di  Asia  Tenggara  temyata  dengan  rela- 
tif  cepat  menjalar  menjadi  krisis  ekonomi. 
Menjalar  alau  tidaknya  menjadi  krisis  eko- 
nomi sangat  tergantimg  pada  kekuatan  fun- 
damental ekonomi. 

Kebanyakan  negara  di  Asia  Tenggara  se- 
jak  awal  pembangunannya  hingga  seka- 
rang  masih  saja  mengekalkan  diri  sebagai 
perekonomian  yang  "lebih  besar  pasak  da- 


ripada  tiang".  Konsxmisi  bangsa-bangsa  di 
Asia  Tenggara  lebih  tinggi  daripada  kemam- 
puan  produksinya.  Impor  barang  dan  jasa 
lebih  besar  daripada  ekspor  barang  dan  ja- 
sa. Lebih  parah  lagi,  kesenjangan  konsumsi- 
produksi  dan  impor-ekspor  kian  melebar.  Un- 
tuk kasus  Indonesia  kecendenmgan  demi- 
kian  terlihat  dari  peningkatan  kesenjangan 
tabungan-investasi  (saving-investment  gap), 
menggelembungnya  defisit  transaksi  berja- 
lan,  dan  pertumbuhan  impor  barang  konsum- 
si  yang  dalam  tiga  tahun  terakhir  selalu  me- 
lampaui  impor  barang  modal  dan  bahan  ba- 
ku  (Lihat  Tabel  4).  Demikian  pula  jika  dili- 
hat  dari  sumber  utama  pertumbuhan  ekono- 
mi yang  sejak  tahun  1994  berasal  dari  kon- 
sumsi  swasta  (private  consumption). 

Tabel  4 


PERTUMBUHAN  IMPOR  INDONESIA 
MENURUT  KELOMPOK  BARANG,  1994-1996 
(dalam  persen) 


Golongan  Barang  Ekonomi 

1994 

1995 

1996 

Barang  Konsumsi 

24,8 

64,3 

19,4 

Bahan  Baku  dan  Penolong 

15,5 

27,9 

3 

Barang  Modal 

3,8 

17,1 

11.1 

Sumber.  Biro  Pusat  Statistik,  diolah. 

Kebanyakan  negara  berkembang,  terma- 
suk  Indonesia,  tampaknya  masih  mengang- 
gap  remeh  kondisi  kesenjangan  ini.  Alasan- 
nya,  kesenjangan  atau  defisit  transaksi  ber- 
jalan  (current  account)  bisa  ditutup  dengan 
mengundang  arus  modal  masuk  (capital  in- 
flow) dalam  bentuk  pinjaman  luar  negeri  dan 
penanaman  modal  asing  (PMA).  Memang  tak 
ada  salahnya  mengundang  modal  asing  dan 
meminjam  dari  luar  negeri.  Namun,  sudah 
siapkah  kita  menerima  kenyataan  kalau  dana 
yang  masuk  itu  untuk  tujuan  keuntungan 
jangka  pendek?  Sudah  siapkah  perekono- 
mian kita  menerima  konsekuensi  bahwa  kita 
tak  bisa  berbuat  banyak  mengendalikan  lalu 
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lintas  modal  luar  negeri  itu?  Sudah  mema- 
daikah  kebijakan  persaingan  {competition 
policy)  yang  kita  miliki  untuk  menghindar- 
kan  para  pengusaha  ugal-ugalan  melakukan 
utang  luar  negeri  secara  berlebihan? 

Perlu  diingat  bahwa  arus  modal  masuk 
tersebut  justru  harus  bijsa  dijadikan  stimu- 
lan  agar  perekonomian  lebih  produktif  se- 
hingga  lambat  laun  terbebas  dari  kondisi 
lebih  besar  pasak  daripada  tiang.  Inilah  ha- 
kikat  dari  kemandirian.  Bukannya  kemandi- 
rian  dengan  jalan  memenuhi  segala  kebutuh- 
an  dengan  cara  memproduksi  sendiri,  melain- 
kan  meningkatkan  produksi  barang  dan  jasa 
di  mana  kita  bisa  melakukannya  dengan  cara 
yang  terbaik  berdasarkan  keunggulan  kom- 
paratif  yang  kita  miliki  saat  ini  dan  di  masa 
mendatang.  Dengan  begitu  kita  bisa  meng- 
ekspor,  dan  dengan  hasil  ekspor  itu  kita  bi- 
sa mengimpor  segala  kebutuhan  yang  tak 
bisa  kita  produksi  sendiri  secara  efisien. 

Sudah  lebih  30  tahun  rezim  yang  ber- 
kuasa  sekarang  ini  menitikberatkan  pemba- 
ngunan  pada  bidang  ekonomi.  Kalau  kondi- 
si ketekoran  terus  berlangsung,  bahkan  cen- 
derung  semakin  besar,  berarti  ada  yang  salah 
dalam  mengelola  perekonomian.  Pantas  pula 
kita  mempertanyakan  tentang  arah  dan  efek- 
tivitas  pinjaman  luar  negeri  dan  PMA  yang 
masuk  selama  ini.  Mengapa  pinjaman  luar 
negeri  dan  PMA  belum  juga  mampu  mem- 
buat  kita  terbebas  dari  kondisi  lebih  besar 
pasak  daripada  tiang?  Kalau  pemerintah  me- 
ngatakan  bahwa  kita  masih  butuh  waktu, 
sampai  kapan? 

Jika  kita  mendambakan  kurs  yang  stabil, 
maka  landasan  penopang  yang  paling  ha- 
kiki  adalah  kemampuan  perekonomian  yang 
terus  meningkat  untuk  membiayai  dirinya 
sendiri  dan  mampu  memproduksi  lebih  be- 


sar daripada  mengkonsumsi.  Keadaan  inilah 
yang  menjamin  landasan  kokoh  bagi  pere- 
konomian untuk  terus  tumbuh  dan  berkem- 
bang  dengan  sehat. 

Sampai  kapan  kita  mau  mengakui  beta- 
pa  konsumtifhya  pola  hidup  elite  penguasa 
dan  pengusaha,  betapa  investasi  yang  kian 
banyak  ditopang  oleh  pinjaman  luar  negeri 
mengarah  pada  kegiatan-kegiatan  yang  tidak 
produktif  dan  betapa  praktek-praktek  mark- 
up dan  korupsi  telah  merasuki  semua  sendi 
kehidupan,  Praktek-praktek  demikian  sema- 
kin merajalela  di  bawah  naungan  sistem 
dan  mekanisme  politik  yang  tertutup  dan 
otoriter-birokratis. 

Krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  dan 
hingga  kini  belum  kunjung  menunjukkan 
pemulihan  yang  berarti  -  kalau  tak  hendak  di- 
katakan  tak  ada  perbaikan  atau  bahkan  jus- 
tru semakin  memburuk  —  paling  tidak  meng- 
indikasikan  tiga  hal.  Pertama,  kredibilitas  pe- 
merintah telah  sampai  pada  titik  terendah. 
Penyebab  utamanya  adalah  karena  langkah- 
langkah  yang  ditempuh  pemerintah  dalam 
merespons  krisis  selama  ini  bersifat  tambal 
sulam  dan  cenderung  mengambil  jalan  ber- 
putar-putar.  Ketergopohan  juga  tampak  mem- 
berikan  andil  sebagaimana  ditunjukkan  oleh 
kerap  berubah-ubahnya  kebijakan  pemerin- 
tah dalam  kurun  waktu  yang  relatif  sangat 
singkat.  Kecenderungan  demikian  tampak- 
nya  terjadi  karena  pemerintah  belum  mau 
menyadari  secara  jujur  atau  sengaja  menu- 
tup-nutupi  sumber  penyebab  krisis.  Maka 
tak  mengherankan  kalau  pada  sidang  ka- 
binet  lengkap  pertama  17  Maret  1998  Presi- 
den  Soeharto  sendiri  mengakui  bahwa  hing- 
ga saat  ini  pemerintah  belum  menemukan 
cara  ampuh  untuk  mengalasi  krisis  yang 
beriangsung  delapan  bulan  sejak  Juli  1997. 
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Akibatnya  derita  rakyat  Indonesia  lelah  men- 
jalar  ke  hampir  seluruh  relung  kehidupan, 
yang  kalau  dibiarkan  niscaya  akan  menga- 
kibatkan  "pendarahan"  tenis-menenis  se- 
hingga  membuat  tatanan  kehidupan  ber- 
bangsa  dan  bemegara  semakin  goyah.  Ba- 
gaimana  mungkin  memperoleh  obat  yang 
mujarab  seandainya  penyakit  yang  diderita 
tak  dikenali. 

Kedua,  perjalanan  panjang  rezim  Soe- 
harto  yang  selalu  mengedepankan  pertum- 
buhan  ekonomi  menghasilkan  crony  capital- 
ism yang  justm  membuat  struktur  pereko- 
nomian  sangat  rapuh  terhadap  gejolak-ge- 
jolak  ekstemal.  Industxi  manufaktur  sangat 
bergantung  pada  bahan  baku  impor  dan  tak 
memiliki  daya  saing  yang  kuat.  Sementara  itu 
sektor  pertanian  tak  kunjung  mature  seba- 
gai  penopang  laju  industrialisasi.  Yang  ter- 
jadi  adalah  derap  industrialisasi  lewat  se- 
rangkaian  kebijakan  yang  justm  cenderung 
merugikan  sektor  pertanian.  Akibatnya  sek- 
tor pertanian  tak  mampu  berkembang  seca- 
ra  sehat  dalam  merespons  perubahan  pola 
konsumsi  masyarakat  dan  memperkuat  com- 
parative advantage  produk-produk  ekspor 
Indonesia. 

Salah  satu  faktor  terpenting  yang  bisa 
menjelaskan  kecenderungan  di  atas  adalah 
karena  proses  penyesuaian  ekonomi  dan  po- 
litik  {economic  and  political  adjustment)  ti- 
dak  berlangsung  dengan  mulus.  Soeharto- 
style  state-assisted  capitalism  nyata-nyala 
telah  merusak  tatanan  pjcrckonomian.  Me- 
mang  pertumbuhan  ekonomi  yang  telah  di- 
hasilkan  cukup  tinggi,  namun  mengakibat- 
kan  banyak  akses  yang  pada  akhirnya  ber- 
sifat  counter  productive  bagi  pertumbuhan 
yang  berkelanjutan.  Praktis  selama  kckuasa- 
an  rezim  Socharto  tidak  terjadi  penyesuaian 


mendasar  dalam  tatanan  kehidupan  berbang- 
sa  yang  sepatutnya  dilakukan  sejalan  de- 
ngan perubahan-perubahan  pada  lingkung- 
an  ekstemal  maupun  intemal.  Kekakuan  me- 
kanisme  ekonomi  politik  dalam  merespons 
pembahan  lingkungan  ekstemal  dan  intemal 
membuat  distorsi  kian  menjadi-jadi,  struktur 
insentif  menjadi  bias,  dan  kemencengan  arah 
pembangunan  kian  menjauh  dari  jalur  yang 
sehat  {right  track). 

Ketiga,  rezim  dan  birokrasi  yang  sangat 
komp  membuat  sendi-sendi  perekonomian 
mengalami  kerapuhan.  Secara  umum  bisa  di- 
katakan  bahwa  segala  bentuk  kompsi  akan 
mengakibatkan  arah  alokasi  sumber  daya  per- 
ekonomian menjums  pada  kegiatan-kegiatan 
yang  tidak  memberikan  hasil  optimum.  Dalam 
keadaan  demikian  pertumbuhan  ekonomi  bisa 
saja  terns  berlangsung,  bahkan  pada  tingkat 
yang  relatif  tinggi.  Namun,  sampai  batas  ter- 
tentu  pada  akhimya  akan  mengakibatkan  me- 
lemahnya  basis  pertumbuhan,  temtama  kare- 
na praktek-praktek  kompsi  lambat-laun  akan 
menggerogoti  daya  saing  perekonomian. 

Melemahnya  landasan  perekonomian  aki- 
bat  praktek-praktek  kompsi  juga  berakibat 
pada  memburuknya  distribusi  pendapatan 
dan  pergeseran  sumber  pertumbuhan  ditinjau 
dari  komponen-komponen  pemikiran  agregat 
{aggregate  demand).  Secara  hipotetis  sum- 
ber pertumbuhan  cendemng  mengarah  pada 
komponen  konsumsi  swasta  serta  dorongan 


^Korupsi  untuk  sementara  waktu  mcmang  bisa 
menghasilkan  pertumbuhan  tinggi  karena  yang  ter- 
jadi adalah  transfer  keuangan  di  antara  penduduk 
suatu  ncgara.  Sepanjang  dana  atau  asct  fmansial  tcr- 
sebut  tetap  bcrada  di  dalam  suatu  negara  dan  diman- 
faatkan  untuk  tujuan-tujuan  produktif,  dampak  eko- 
nomi dari  korupsi  praktis  tidak  signifikan.  Namun 
akselcrasi  dari  praktek-praktek  korupsi  pada  umum- 
nya  akan  mengakibatkan  akumulasi  dari  distorsi 
yang  kian  membcbani  perekonomian. 
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memperbesar  pengeluaran  pemerintah,  khu- 
susnya  pengeluaran  pembangunan  yang  ber- 
bentuk  fisik. 

Selanjutnya,  lambat  laun  praktek-praktek 
korupsi  akan  merusak  tatanan  ekonomi  dan 
pembusukan  politik  yang  disebabkan  oleh 
perilaku  penguasa  atau  elit  politik  dan  ja- 
jaran  birokrasi.  Keadaan  akan  semakin  pa- 
rah  jika  jajaran  angkatan  bersenjata  (ABRI) 
juga  terseret  ke  dalam  jaringan  praktek-prak- 
tek korupsi,  apalagi  seandainya  ABRI  sema- 
kin terlibat  di  dalam  kegiatan  usaha,  baik  se- 
cara  langsung  maupun  tak' langsung. 

Dampak  Krisis  Ekonomi 

Telah  banyak  uraian  tentang  krisis  eko- 
nomi dan  dampaknya  ditinjau  dari  pende- 
katan  teknis  ekonomi.  Tinjauan  berikut  ini 
hanya  membatasi  pada  aspek-aspek  yang  di- 
pandang  sangat  krusial  dalam  menentukan 
perjalanan  bangsa  Indonesia  dan  nasib  rezim 
yang  sudah  kian  menua. 

Terkikisnya  Kepercayaan 

Hancurnya  kredibilitas  pemerintah  yang 
beriringan  dengan  memburuknya  serba  ketak- 
pastian  menyebabkan  terkikisnya  kepercaya- 
an {trust).  Yang  kini  terjadi  tidak  hanya  pu- 
darnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pe- 
merintah dan  sebaliknya,  melainkan  juga  an- 
tara  kalangan  luar  negeri  dengan  pemerin- 
tah serta  di  antara  scsama  kclompok  masya- 
rakat. Yang  terakhir  tcrccrmin  dari  kcbringas- 
an  masa  terhadap  simbol-simbol  kckuasaan 
serta  kcmewahan  dan  terhadap  kclompok 
etnis  Cina. 

Sementara  itu  krisis  kepercayaan  masya- 
rakat terhadap  pemerintah  tcrlihat  dari  rcs- 
pons  masyarakat  yang  kerap  berlawanan  de- 


ngan tujuan  dari  berbagai  kebijakan  yang 
ditempuh  pemerintah.  Suatu  kebijakan  pe- 
merintah yang  berupaya  menggiring  ekspek- 
tasi  masyarakat  ke  arah  kanan  justru  menim- 
bulkan  reaksi  masyarakat  ke  arah  kiri,  dan 
sebaliknya.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh 
persepsi  yang  mengakumulasi  di  benak  ma- 
syarakat terhadap  berbagai  langkah  peme- 
rintah yang  tak  jelas  arah  dan  tujuaimya,  ke- 
tidakkonsistenan  pemerintah,  dan  langka- 
nya  suri  tauladan  dari  para  pemimpin  bang- 
sa. Faktor  lainnya  adalah  semakin  timpang- 
nya  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan, 
sehingga  mengakibatkan  luntumya  solidari- 
tas  sosial. 

Peningkatan  Pengangguran 

Setiap  fenomena  hampir  selalu  memun- 
culkan  dua  sisi  yang  kontradiktif.  Di  satu 
pihak  globalisasi  membuka  peluang  yang 
lebih  luas  dan  terbuka  bagi  peningkatan  per- 
dagangan  dan  investasi  yang  pada  giliran- 
nya  memperluas  lapangan  kerja.  Di  lain  pi- 
hak, globalisasi  membawa  implikasi  pada 
iklim  persaingan  yang  semakin  tajam  baik 
di  pasar  domestik  maupun  internasional.  Ke- 
adaan ini  memaksa  setiap  perusahaan  me- 
lakukan  langkah-Iangkah  untuk  secara  te- 
rus-menerus  menurunkan  biaya  produksi  se- 
raya  menghasilkan  temuan-temuan  baru. 
Tuntutan  yang  semakin  keras  tersebut  mcn- 
jadi  salah  satu  pemicu  pembaruan-pembani- 
an  di  segala  bidang  usaha  yang  cendcrung 
kian  meninggi  intensitasnya.  Pada  waktu 
yang  bcrsamaan  tuntutan  bagi  peningkat- 
an kcscjahtcraan  dan  pcrlindungan  hak-hak 
pckcrja  juga  tcrus  mcncuat,^  yang  pada  gi- 

Mi.salnya:  pcnctapan  upah  minimum;  liak  mcm- 
pcrolch  fa.silitas  atau  tunjangan  kcschatan,  hari  tua, 
dan  hak-hak  normatif  lainnya;  scrta  pcHindungan 
kcrja.  Bclakangan  ini  juga  scmakin  populcr  pcncrap- 


36 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXVIII/1999,  No.  1 


lirannya  membuat  perusahaan-perusahaan 
mengubah  komposisi  input  primernya  ke 
arah  yang  lebih  sedikit  menggunakan  tena- 
ga  keija.  Ditambah  dengan  semakin  fleksi- 
belnya  perusahaan-perusahaan  multinasional 
merambah  ke  segala  penjuru  dunia,  globali- 
sasi  menyebabkan  posisi  pekerja  dan  seri- 
kat  pekerja  melemah. 

Meskipun  secara  global  bisa  saja  penye- 
rapan  tenaga  kerja  mengalami  peningkatan 
sebagai  akibat  dari  globalisasi,  namun  sudah 
makin  banyak  indikasi  bahwa  di  beberapa 
negara  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin 
tinggi  diiringi  oleh  angka  pengangguran 
yang  meningkat  pula.  Di  Kanada  misalnya, 
tingkat  pengangguran  pasca  Perang  Dunia  n 
menunjukkan  kecendemngan  yang  mening- 
kat (Betcherman,  1996:  251-2).  Hal  sempa 
juga  terjadi  di  Indonesia,  khususnya  sejak 
memasuki  dekade  1990-an. 

Salah  satu  dampak  yang  segera  men- 
cuat  dari  krisis  ekonomi  yang  diderita  bang- 
sa  Indonesia  juga  terlihat  secara  gamblang 
pada  tingkat  pengangguran.  Sebetulnya  da- 
lam  lima  tahun  terakhir  angka  penganggur- 
an di  Indonesia  sudah  tergolong  cukup 
tinggi.  Data  resmi  terbaru  yang  diumumkan 
pemerintah  menunjukkan  bahwa  angka  pe- 
ngangguran terbuka  {open  unemployment) 
pada  tahun  1996  telah  mencapai  5  persen, 
padahal  selama  20  tahun  terakhir  selalu  di 
bawah  3  persen.  Dipandang  cukup  tinggi 
mengingat  definisi  bukan  penganggur  sa- 
ngatlah  longgar,  yaitu  cukup  bekerja  1  jam 
selama  salu  minggu.  Ukuran  jumlah  jam  ker- 
ja per  minggu  yang  sangat  rcndah  ini  tidak 
mencerminkan  keadaan  pengangguran  yang 
sebenarnya.  Hal  ini  karena  praktis  seluruh 


an  code  of  conduct  terhadap  pekerja  yang  diberlakU' 
kan  secara  intcrnasional. 


negara  berkembang  tidak  memiliki  kebijakan 
pengamanan  tenaga  keija  {safety-net  policy), 
sehingga  masyarakat  bawah  terlalu  miskin 
untuk  tidak  bekerja  {too  poor  to  be  unem- 
ployed). Dengan  demikian,  lapisan  bawah 
yang  besar  sekali  jumlahnya  terpaksa  be- 
kerja untuk  makan  dan  mempertahankan  hi- 
dupnya  pada  tingkat  subsisten. 

Krisis  ekonomi  niscaya  secara  otomatis 
menggelembungkan  angka  pengangguran 
terbuka.  Sumber  pertama  berasal  dari  first 
job  seekers,  temtama  mereka  yang  bam  me- 
namatkan  pendidikan  sekolah  menengah  dan 
tinggi.  Jumlah  kelompok  ini  sekitar  2  juta 
orang  setahun,  yang  hampir  bisa  dipastikan 
sebagian  besar  mereka  tak  akan  mempero- 
leh  pekerjaan. 

Sumber  kedua  adalah  dari  para  pekeija 
yang  mengalami  pemutusan  hubungan  ker- 
ja sebagai  akibat  dari  krisis.  Berdasarkan  per- 
hitungan  kasar,  setiap  penimman  laju  per- 
tumbuhan Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  se- 
besar  satu  persen  akan  menyebabkan  seki- 
tar 400  ribu  pekerja  kehilangan  pekeijaaimya. 

Perkiraan  pertumbuhan  ekonomi  1998  te- 
rus-menenis  mengalami  koreksi.  Sebelum 
krisis  pertimibuhan  ekonomi  1998  diperkira- 
kan  7  persen.  Versi  pertama  RAPBN 1998-1999 
(6  Januari)  diturunkan  menjadi  4  persen.  Lalu 
pada  kesepakatan  dengan  I\1F  yang  kedua 
(15  Januari  1998)  dikoreksi  menjadi  nol  per- 
sen. Pada  kesepakatan  kctiga  (9  April  1998) 
dikoreksi  kembali  menjadi  minus  4  persen. 
Sclanjulnya.  pada  awal  Juni  1998  Biro  Pusat 
Slatistik  (BPS)  memperkirakan  pertumbuhan 
ekonomi  1998  mengalami  konlraksi  sebcsar 
10  persen.  Dengan  memperhatikan  perkem- 
bangan  berbagai  indikator  ekonomi  di  ting- 
kat makro  dan  mikro  tampaknya  kemerosot- 
an  ekonomi  jauh  lebih  besar  lagi.  paling  ti- 
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dak  minus  15  persen  atau  bahkan  bisa  minus 
20  persen. 

Dengan  membandingkan  angka  pertum- 
buhan  PDB  1997  sebesar  4  persen  dan  per- 
kiraan  pertumbuhan  PDB  tahun  1998  sebesar 
minus  15  persen  (perkiraan  konvservatif),  ma- 
ka  jimilah  orang  yang  kehilangan  pekeija- 
aimya  selama  1998  akan  mencapai  hampir 
10  juta  pekeija.  Dengan  demikian  jumlah  pe- 
ngangguran  terbuka  pada  tahun  1998  ini 
akan  mendekati  20  juta  orang  atau  lebih 
dari  15  persen  dari  total  angkatan  kerja. 

Gambaran  tentang  situasi  pekerja  agak- 
nya  akan  lebih  komprehensif  dengan  me- 
nampilkan  jumlah  under-employment,  yang 
di  sini  menggunakan  patokan  jumlah  jam 
keija  di  bawah  35  jam  per  minggu.  Angka 
under-employment  pada  tahun  1995  temya- 
ta  telah  mencapai  32  juta  tenaga  kerja  atau 
hampir  40  persen  dari  80  juta  orang  yang 
bekerja. 

Sejak  krisis  pada  bulan  Juli  1997  sudah 
barang  tentu  jumlah  under-employment  me- 
ngalami  peningkatan  yang  sangat  tajam,  ka- 
rena  hampir  seluruh  kegiatan  ekonomi  me- 
ngalami  penurunan  produksi.  Sebagai  con- 
toh,  produksi  industri  otomotif  dewasa  ini 
hanya  10  persen  dari  tingkat  normal.  Di  se- 
jumlah  industri  manufaktur  keadaannya  ham- 
pir serupa,  walaupun  masih  banyak  yang 
keadaannya  lebih  baik  daripada  industri 
otomotif.  Pada  umumnya  yang  paling  men- 
derita  adalah  industri  manufaktur  yang  me- 
ngandalkan  pasar  dalam  negeri.  Mengingat 
bahwa  mayoritas  industri  manufaktur  Indo- 
nesia masih  lebih  banyak  mengandalkan  pa- 
da pasar  dalam  negeri,  maka  hampir  bisa  di- 
pastikan  bahwa  angka  under-employment 
telah  mencapai  lebih  dari  separuh  jumlah 
orang  yang  bekerja. 


Nasib  si  Miskin  di  Ujung  Tanduk 

Salah  satu  kebanggaan  rezim  Soeharto 
yang  kerap  dikedepankan,  termasuk  ketika 
Presiden  Soeharto  menyampaikan  pidato  per- 
tanggungjawaban  kepada  MPR  1  Maret 
1998,  adalah  keberhasilannya  mengurangi 
jumlah  penduduk  miskin.  Pada  tahun  1970 
ada  70  juta  orang  miskin  atau  60  persen  da- 
ri jumlah  penduduk  Indonesia  kala  itu.  Se- 
telah  itu,  jumlah  penduduk  miskin,  baik  se- 
cara  absolut  maupun  persentase,  terns  me- 
ngalami  penurunan.  Pada  tahun  1996  jum- 
lah penduduk  yang  berada  di  bawah  ga- 
ris  kemiskinan  tinggal  22,5  juta  jiwa  atau 
11,2  persen  dari  jumlah  penduduk. 

Keberhasilan  dalam  mengurangi  jum- 
lah penduduk  miskin  selama  30  tahim  ter- 
akhir  kini  terancam  tak  berbekas.  Krisis  eko- 
nomi yang  telah  melanda  hampir  9  bulan 
ini  berpotensi  besar  mengancam  puluhan 
juta  penduduk  Indonesia  kembali  terpuruk 
hidup  di  bawah  garis  kemiskinan.  Pemicu 
utamanya  adalah  meroketnya  harga-harga 
kebutuhan  pokok,  terutama  pangan.  Hal  ini 
karena  ternyata  unsur  pangan  di  dalam  per- 
hitungan  angka  garis  kemiskinan  teramat 
dominan,  yaitu  lebih  dari  80  persen.  Akibat- 
nya  kenaikan  harga  pangan  menjadi  sangat 
peka  terhadap  perubahan  jumlah  orang  mis- 
kin. Meroketnya  harga-harga  berbagai  ba- 
rang dan  jasa  telah  menjadi  kenyataan. 

Selama  lima  bulan  pertama  1998  saja  in- 
flasi  versi  pemerintah  telah  mencapai  lebih 
dari  40  persen.   Dengan  menggunakan  ba- 


Bcrdasarkan  basis  bulanan,  angka  inflasi  Fc- 
bruari  tahun  1998,  misalnya,  didapat  dari  laju  per- 
tumbuhan indcks  harga  konsumcn  Fcbruari  1998 
dibandingkan  dengan  indeks  harga  konsumen  Januari 
1998i 
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sis  tahunan,  inflasi  selama  Januari  hingga 
Mei  telah  mencapai  lebih  dari  100  persen. 
Penghitungan  inflasi  dengan  basis  tahun- 
an lebih  lazim  digunakan  secara  intemasio- 
nal  karena  lebih  banyak  manfaatnya.  Perlu 
dicatat  pula  bahwa  pola  inflasi  yang  selama 
ini  terjadi  di  Indonesia  ditandai  oleh  infla- 
si makanan  yang  hampir  selalu  lebih  ting- 
gi  daripada  inflasi  umum. 

•  >;  Dengan  alasan  di  atas,  kita  mengacu  pa- 
da  inflasi  pangan  saja,  karena  akan  meng- 
hasilkan  perhitungan  lebih  cermat  untuk 
memperkirakan  dampaknya  terhadap  pening- 
katan  jumlah  penduduk  miskin.  Hitungan 
kasarnya  adalah  sebagai  berikut:  Jika  harga 
pangan  naik  25  persen,  maka  jumlah  pendu- 
duk miskin  akan  naik  lebih  dua  kali  lipat 
atau  persisnya  129  persen.  Seandainya  har- 
ga pangan  naik  50  persen,  jumlah  orang 
miskin  naik  dua  setengah  kali  lipat,  yaitu 
dari  22,5  juta  menjadi  78,1  juta  jiwa.  Kedua 
skenario  tersebut  sudah  jauh  dari  kenyata- 
airi.-bewasa  ini  harga  pangan  telah  mening- 
kat  lebih  dua  kali  lipat,  sehingga  tak  berle- 
bihan  untuk  menggunakan  kenaikan  harga 
pangan  sebesar  100  persen  sebagai  basis 
perhitungan.  Kenaikan  harga  pangan  men- 
jadi dua  kali  lipat  ini  mengakibatkan  jum- 
lah orang  miskin  membengkak  menjadi  se- 
kitar  1 14  juta  jiwa  atau  60,4  persen  dari  jum- 
lah penduduk.  Gambaran  tersebut  bukan  la- 
gi  andaian,  melainkan  telah  menjadi  kenya- 
taan.  Dengan  demikian,  gambaran  kasar  ke- 
miskinan  dewasa  ini  sudah  lebih  buruk  di- 
bandingkan  ketika  rezim  Soeharto  mulai  ber- 
kuasa. 


Misalnya  inflasi  untuk  Januari  1998  diperolch 
dari  laju  pcrtumbuhan  indoles  harga  konsumen  Ja- 
nuari 1998  dibandingkan  dengan  bulan  yang  sama 
tahun  sebelumnya. 


Nasib  Kerja  Sama  Ekonomi  dalam 
Kerangka  AFTA  dan  APEC 

Sekalipun  tak  separah  Indonesia,  krisis 
ekonomi  di  negara-negara  Asia  Timur  lain- 
m-a  telah  mengakibatkan  dampak  yang  amat 
buruk.  Krisis  ekonomi  memaksa  negara-ne- 
gara Asia  Tenggara  untuk  merestrukturisa- 
sikan  perekonomiannya.  Proses  ini  akan  te- 
rns berlangsung  dan  sudah  barang  tentu 
menimbulkan  biaya  politik  dan  sosial.  Bah- 
kan  di  Indonesia,  Korea,  dan  Thailand  di- 
iringi  dengan  pergantian  kepala  pemerintah- 
an.  Untuk  sementara  waktu  masing-masing 
negara  lebih  menitikberatkan  pada  upaya 
konsolidasi  dan  penguatan  landasan. 

Untuk  memuhhkan  perekonomian,  keti- 
ga  negara  mengundang  IMF.  Adapun  paket 
penyelamatan  yang  diterapkan  oleh  IMF 
bagi  ketiga  negara  ini  praktis  sama.  Inti- 
nya  paket  penyelamatan  ekonomi  IMF  di- 
arahkan  untuk  membuka  perekonomian  se- 
luas-luasnya,  tidak  hanya  liberalisasi  perda- 
gangan  melainkan  juga  investasi  dan  pemi- 
likan  usaha.  Dengan  resep  generik  dari  IMF 
itu,  bisa  diperkirakan  bahwa  dalam  satu- 
dua  tahun  mendatang  Asia  Timur  akan  men- 
jadi kawasan  yang  tergolong  paling  terbu- 
ka  di  dunia. 

Di  tengah  keterpaksaan  untuk  melibe- 
ralisasikan  perekonomiannya,  praktis  bebe- 
rapa  skema  keija  sama  perdagangan  dan  in- 
vestasi di  antara  sesama  negara  Asia  Teng- 
gara (ASEAN-AFTA)  maupun  Asia  Pasifik 
(APEC)  seketika  menjadi  usang  dan  kehi- 
langan  relevansinya.  Hal  ini  karena  paket 
pemulihan  IMF  secara  langsung  maupun  tak 
langsung  memaksa  negara-negara  peneri- 
ma  bailout  program  untuk  mempercepat 
langkah-langkah  liberalisasinya  beberapa 
tahun  lebih  awal  dari  komitmen  AFTA  mau- 


KRISIS  EKONOMI DI  TENGAH  GELOMBANG  GLOBALISASI 


39 


pun  APEC.  Lebih  dari  itu,  cakupan  libe- 
ralisasinya  pun  lebih  luas.  Itulah  harga  ma- 
hal  yang  hams  dibayar  oleh  negara-negara 
yang  terkena  krisis. 

Sudah  sepatutnya  negara-negara  di  Asia 
Timur  memikirkan  ulang  upaya-upaya  me- 
reka  untuk  memperkuat  landasan  perekono- 
mian  masing-masing  maupun  secara  ber- 
sama-sama  tanpa  kehilangan  kendali  atas 
arah  dan  cakupan  dalam  menata  ulang  per- 
ekonomiannya. 
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Krisis,  Kerusuhan  Massa  dan 
Keseimbangan  Sistem  Sosial 
di  Indonesia 

Doddy  S.  Singgih 

Dari  sudut  pandang  sosiologi,  krisis  ycmg  dialami  Indonesia  saat  ini  sebenamya  telah 
melanda  semua  komponen  sistem  sosial,  baik  komponen  ekonomi,  politik,  hukum  maupun 
budaya.  Persoalan  yang  menarik  untuk  dicermati  adalah,  bagaimana  masyarakat  Indonesia 
sebagai  sistem  sosial  harus  menjaga  keseimbangannya?  Dalam  konteks  masyarakat  yang 
memiliki  kemajemukan  suku  bangsa,  kehidupan  keagamaan,  ras  dan  antargolongan,  analisis 
persoalan  itu  sangat  menarik  dilakukan,  karena  dua  alasan  berikut.  Pertama,  selama  perja- 
lanan  Orba  telah  terjadi  perubahan  struktur  dan  budaya  yang  sangat  dahsyat.  Kedua,  ber- 
samaan  dengan  goncangan  krisis  yang  berkepanjangan  yang  akhimya  memicu  keresahan 
sosial  dan  kerusuhan  massa  di  beberapa  daerah,  masyarakat  Indonesia  tetap  eksis  sebagai 
sistem  sosial 


Pendahuluan 

H'  INGGA  saat  ini,  krisis  yang  me- 
landa masyarakat  Indonesia  masih 
berlangsung,  meskipun  berbagai 
upaya  telah  dilakukan  pemerintah  untuk 
mengatasinya.  Dari  sudut  pandang  sosiolo- 
gi, krisis  tersebut  sebenarnya  telah  melan- 
da semua  komponen  dalam  sistem  sosial  In- 
donesia, baik  komponen  ekonomi,  politik, 
hukum  maupun  budaya.  Persoalan  penting 
yang  menarik  untuk  dicermati  adalah  bagai- 
mana masyarakat  Indonesia  sebagai  sistem 
sosial  harus  menjaga  keseimbangan  dina- 
misnya? 


Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Parsons  (1972), 
keseimbangan  merupakan  syarat  utama  dalam  sis- 
tem sosial  agar  bisa  melaksanakan  berbagai  fungsi- 
nya. 

Fungsi-fungsi  tersebut  adalah:  Pertama,  fungsi 
adaptasi,  yaitu  fungsi  yang  berkaitan  dengan  upaya 
sistem  dalam  mcmanfaatkan  lingkungan  alam,  so- 


Dalam  lingkup  masyarakat  Indonesia 
yang  memiliki  kemajemukan  suku  bang- 
sa, kehidupan  keagamaan,  ras  dan  antar- 
golongan, analisis  persoalan  tersebut  sa- 
ngat menarik  dilakukan  karena  dua  alasan 
berikut  ini.  Pertama,  selama  perjalanan 
Orde  Bam  telah  terjadi  berbagai  perubahan 
struktur  dan  budaya  yang  sangat  dahs>'at, 
terutama  dari  struktur  dan  budaya  agraris 
ke  industri.  Kedua,  bersamaan  dengan  gon- 
cangan krisis  yang  berkepanjangan  -  ka- 
rena berlangsung  sejak  Juli  1997  hingga 
saat  ini,  dan  akhimya  memicu  berbagai 


sial  dan  ekonomi  nya.  Kedua,  fungsi  pencapaian  tu- 
juan,  yaitu  fungsi  yang  berkaitan  dengan  upaya  sis- 
tem dalam  melaksanakan  tujuan  yang  ingin  dica- 
painya.  Ketiga,  fungsi  integrasi,  yaitu  fungsi  yang 
berkaitan  dengan  upaya  sistem  untuk  mcnyatukan 
anggotanya  dalam  suatu  acuan  normatif  Terakhir, 
fungsi  pemcliharaan  pola  latcn.  yaitu  fungsi  yang 
berkaitan  dengan  upaya  sistem  dalam  memelihara 
pola  dasamya.  Lihat  pula  Hoogvelt  (1985). 
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keresahan  sosial  dan  kerusuhan  massa  di 
beberapa  daerah  ~  masyarakat  Indonesia  te- 
tap  eksis  sebagai  sistem  sosial,  meskipun 
banyak  pihak  mencemaskan  adanya  disin- 

2 

tegrasi  nasional.  Tulisan  ini  akan  mencoba 
menganalisis  berbagai  persoalan  tersebut 
dari  sudut  pandang  sosiologi. 

Masyarakat  sebagai  Sistem  Sosial 

Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bah- 
kan  kehidupan  akademis  sekalipun,  orang 
sering  kelihatan  latah  menggunakan  istilah 
sistem.  Namun,  penggunaan  istilah  tersebut 
terkadang  kurang  tepat  atau  menyamarata- 
kan  penggunaannya  untuk  semua  kepen- 
tingan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  ada- 
nya berbagai  bagian  yang  saling  berhu- 
bungan.  Padahal  secara  teoretis,  setidaknya 
ada  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan  da- 
lam menggunakan  istilah  sistem.  Pertama, 
menggunakan  istilah  sistem  untuk  menun- 
juk  suatu  kesatuan  dari  berbagai  bagian 
yang  terpisah.  Kedua,  menggunakan  istilah 
sistem  untuk  menunjuk  suatu  metode  untuk 
menganalisis  suatu  persoalan  tertentu.  Da- 
lam dunia  akademis,  saat  ini  penggunaan  is- 
tilah sistem  sebagai  metode  makin  meluas, 
misalnya  telah  digunakan  juga  di  dunia  tek- 
nik  industri  (lihat,  misalnya,  Simatupang, 
1995). 

Dalam  kaitannya  dengan  penggunaan  is- 
tilah sistem  untuk  menganalisis  masyara- 
kat sebagai  sistem  sosial,  kedua  pengguna- 
^an  istilah  tersebut  perlu  diberi  tckanan  khu- 


Mehurut  pemikiran  Parsons  (1972),  istilah  in- 
tegrasi  menunjuk  pada  intcgrasi  fungsional,  yaitu 
persoalan  yang  berhubungan  dengan  koordinasi  dan 
penyatuan  bagian-bagian  sistem  mcnjadi  suatu  kcsc- 
iuruhan  yang  fungsional. 


sus  karena  pada  dasarnya  masyarakat  bu- 
kanlah  mempakan  sekumpulan  orang  saja, 
atau  suatu  objek  yang  bisa  dianalisis  mela- 
lui  metode  tertentu.  Sebagaimana  dinyata- 
kan  oleh  Parsons  (1972),  masyarakat  mem- 
pakan sistem  sosial  karena  mencakup, 

...a  complex  interdependencies  between  parts, 
components,  and  processes  that  involves  dis- 
cernible regulaties  of  relationship. 

Mengikuti  teori  tersebut,  tampak  bahwa  per- 
soalan saling  ketergantungan  antarkom- 
ponen  (baca:  interdependensi)  menjadi  inti 
persoalan  dalam  analisis  sistem  sosial,  ter- 
utama dari  sudut  pandang  sosiologi.  Dalam 
wacana  teoretis  maupun  empiris,  keadaan 
saling  ketergantungan  tersebut  bisa  menye- 
babkan  munculnya  kesamaan  nilai  (atau 
sebaliknya,  justru  menyebabkan  munculnya 
konflik  nilai)  dalam  suatu  masyarakat. 

Dalam  analisis  sistem  sosial  ~  baik  pa- 
da sistem  masyarakat  yang  belum,  sedang 
maupun  telah  berkembang  ~  persoalan  sa- 
ling ketergantungan  antarkomponen  sis- 
tem tetap  menjadi  bahan  analisis  yang  sa- 
ngat  menarik.  Khususnya  pada  masyarakat 
yang  memiliki  heterogenitas  yang  kental 
~  sebagaimana  masyarakat  Indonesia  me- 
miliki kebhinnekaan  dalam  kesukuan,  kehi- 
dupan keagamaan,  ras  dan  antargolongan 
~  analisis  sistem  sosial  tidak  hanya  mena- 
rik, namun  juga  hams  dilakukan.  Pertimbang- 
annya  adalah:  Pertama,  sebagai  sistem  so- 
sial, masyarakat  Indonesia  sebenarnya  sa- 
ngat  rentan  terhadap  persoalan  saling  ke- 
tergantungan antarkomponennya,  baik  kom- 
ponen  ekonomi,  politik,  hukum  maupun  bu- 
daya.  Merebaknya  beberapa  kasus  keresah- 
an sosial  dan  kemsuhan  massa  misalnya,  me- 
mpakan bukti  dari  sifat  rentan  tersebut.  Ke- 
dua, secara  teoretis,  untuk  mengatasi  sifat 
rentan  tersebut  seyogianya  digunakan  pen- 
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dekatan  sistem  sosial.  agar  proses  pengem- 
balian  keseimbangan  hubimgan  antarkom- 
ponennya  bisa  berjalan  sebagaimana  mesti- 
nya,  alamiah  dan  tanpa  rekayasa. 

Pada  saat  krisis  seperti  yang  terjadi  se- 
karang  ini,  persoalan  saling  ketergantung- 
an  antarkomponen  sistem  sosial  tampak  sa- 
ngat  jelas.  Misalm  a.  adanya  keyakinan  ber- 
bagai  pihak  bahwa  untuk  mengatasi  krisis 
tidak  hanya  perlu  dilakukan  reformasi  eko- 
nomi,  namun  juga  reformasi  politik.  Kedua 
komponen  tersebut  diyakini  memiliki  saling 
ketergantungan  yang  tinggi.  sehingga  me- 
nyebabkan  masyarakat  Indonesia  terpuruk 
ke  dalam  ketidakpastian  ekonomi.  Akibat- 
nya  lebih  lanjut,  berbagai  komponen  hu- 
kmn  dan  budaya  pun  —  secara  mekanistis  ~ 
juga  ikut  mengalami  gangguan." 

Celakanya,  di  saai  sistem  sosial  Indone- 
sia mengalami  gangguan  tidak  ada  upaya 
serius  untuk  membenahi  mekanisme  kerja- 
nya.  Secara  teoretis,  ada  dua  cara  yang  di- 
pandang  sangat  efektif  untuk  mengendali- 
kan  mekanisme  kerja  sistem  sosial.  Perta- 
ma.  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  ni- 
lai  yang  telah  dikonsensuskan  kepada  se- 
mua  anggota  dalam  sistem  sosial.  Kedua ^ 
melakukan  kontrol  sosial  terhadap  perilaku 
anggota  sistem  sosial.  Dalam  kehidupan  ber- 
mas>'arakat,  keduanya  sering  diibaratkan 
"dua  sisi  dari  satu  mata  uang". 


Misalnya,  saat  ini  makin  banN-ak  orang  berani 
melanggar  hukum  dengan  cara  menimbun  semba- 
ko  (sembilan  barang  kebutuhan  pokokX  atau  men- 
jadi  spckulan  dengan  pinsip  mcncari  kesempatan  da- 
lam kesempitan.  dan  merebaknya  budaya  konsu- 
merismc  di  kalangan  masyarakat  lapisan  atas.  se- 
hingga menyebabkan  kclangkaan  barang  tcrtcntu 
di  pasaran.  Merebaknya  kenyataan  seperti  itu  mc- 
nandakan,  adanya  gangguan  dalam  sistem  sosial 
kila  di  mana  orang  tidak  lagi  mempcdulikan  atur- 
an  main  yang  mcstinya  ditaati  bersama. 


Perubahan  Struktur  dan  Budaya 
Masyarakat  Indonesia 

Perubahan  Struktur 

Meskipun  saat  ini  telah  banyak  analisis 
tentang  perubahan  struktm-  dan  budaya  ma- 
syarakat Indonesia  ~  terutama  selama  per- 
jalanan  Orde  Baru  ~  namun  tidak  banyak 
yang  menggunakan  konsep  sosiologi  seca- 
ra tepat.  Perubahan  struktur  adalah  perubah- 
an yang  terjadi  dalam  struktur  sosial,  baik 
di  saat  struktur  sosial  mengalami  proses 

4 

morfogenesis  atau  morfostasis.  Sebagaima- 
na dijelaskan  oleh  Merton  (1961),  struktur 
sosial  mempakan  serangkaian  hubungan  so- 
sial yang  terorganisir,  di  mana  anggota  ma- 
s\'arakat  terlibat  secara  bervariasi.  Oleh  ka- 
rena  itu,  untuk  menjelaskan  tentang  peru- 
bahan struktur  sosial,  maka  yang  seharus- 
nya  dijelaskan  adalah  tentang  perubahan 
hubungan  sosial  yang  terorganisir  dalam 
masyarakat.  Tanpa  menggunakan  konsep 
seperti  itu,  penjelasan  tentang  perubahan 
struktur  sosial  dalam  masyarakat  tidak  bisa 
tepat  sasaran,  terutama  jika  dilihat  dari  segi 
pola,  arah  maupun  dimensi  perubaharmya. 

Sebelum  Indonesia  memasuki  era  indus- 
trialisasi  yang  telah  diprogramkan  pada  Pem- 
bangunan  Jangka  Panjang  (PJP)  II,  struktur 
sosial  masyarakat  Indonesia  masih  menciri- 
kan  struktur  sosial  agraris.    Sebab,  dalam 


^Morfogenesis  dan  morfostasis  adalah  konsep 
sosiologi  yang  dipinjam  dari  konsep  biologi.  Pada 
intinya,  konsep  tersebut  menjelaskan  tentang  peru- 
bahan dalam  struktur  sosial,  baik  penambahan  mau- 
pun pengurangan  struktur. 

^Meskipun  saat  ini  program  industrialisasi  di  In- 
donesia terpuruk  akibat  berbagai  krisis  yang  berke- 
panjangan,  tidak  berarti  bahwa  struktur  dan  budaya 
negara  ini  kembali  ke  sifat  agraris. 
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melakukan  hubungan  sosial,  sebagian  besar 
anggota  masyarakat  masih  menggunakan 
prinsip  hubungan  patron-klien,  di  mana  per- 
hitungan  untung  dan  rugi  ~  baik  dilihat  se- 
cara  intrinsik  maupun  ekstrinsik  ~  tidak  men- 
jadi  prioritas  utama.  Dalam  aktivitas  ekono- 
mi  prodiiktif  misalnya,  struktur  sosial  yang 
agraris  tersebut  biasanya  dimanifestasikan 
ke  dalam  perilaku  ekonomi  yang  didasarkan 
pada  ikatan  moral  yang  sangat  kental  satu 
sama  lain. 

Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Scott 
(1976),  perilaku  ekonomi  moral  tampak  pada 
diberlakukannya  prinsip  "kebenaran"  yang 
tidak  berdasarkan  pada  perhitungan  rasio- 
nalitas  ekonomi,  melainkan  berdasarkan  pa- 
da pertimbangan  keadaan  moral  masyarakat. 
Lebih  lanjut,  menurut  Scott,  moral  merupa- 
kan  satu-satunya  acuan  yang  dianggap  andal 
untuk  memandu  perilaku  anggota  masyara- 
kat dalam  melakukan  hubungan  sosial  de- 
ngan  orang  lain.  Namun  kini,  saat  struktur 
ekonomi  Indonesia  berubah  dan  diarahkan 
ke  sektor  industri,  hubungan  sosial  yang 
bersifat  patron-klien  juga  telah  mengalami 
perubahan.  Hubungan  antara  dua  pihak  da- 
lam aktivitas  industri  misalnya,  meskipun  di- 
lakukan  dengan  dalih  menjalin  hubungan 
kemitraan,  tetap  saja  memiliki  nuansa  domi- 
nasi  dan  bahkan  dalam  beberapa  kasus  ak- 
tual  juga  bersifat  eksploitatif. 

Hal  tersebut  tampak,  misalnya,  dalam  pe- 
nguasaan  akses  sumber  daya  produktif  dan 
distribusi  pendapatan  yang  masih  sangat 
timpang,  dan  tentu  saja  lebih  mengunturig- 
kan  pihak  bapak  angkat.  Penelitian  yang  di- 
lakukan  oleh  Bachriadi  (1995)  pada  lima  ka- 
sus hubungan  contract  farming  di  Indone- 
sia membuktikan  secara  empiris  adanya  hu- 
bungan yang  memiliki  nuansa  eksploitatif 


tersebut.  Menurut  Bachriadi,  model  hubung- 
an contract  farming  —  baik  dalam  bentuk  PIR 
(Perusahaan  Inti  Rakyat),  PIR-Bun  (Perke- 
bunan  Inti  Rakyat),  TIR  (Tambak  Inti  Rak- 
yat) maupun  TRI  (Tebu  Rakyat  Intensifikasi) 
~  justru  menimbulkan  ketergantungan  peta- 
ni  dalam  bentuk  lain.  Ketergantungan  terse- 
but muncul  karena  pihak  inti  (misalnya,  per- 
usahaan perkebunan  dan  pertambakan)  sa- 
ngat dominan  dalam  menumbuhkembangkan 
dan  melanjutkan  usaha  produktifnya,  sehing- 
ga  pihak  plasma  (misalnya,  petani,  pekebun 
dan  petambak)  makin  tidak  berdaya  dalam 
menghadapi  kekuasaan  pihak  inti  yang  ti- 
dak terbatas. 

Dalam  lima  kasus  model  hubungan  seper- 
ti  itu,  sebenarnya  petani,  pekebun  dan  pe- 
tambak tidak  saja  memiliki  ketergantungan 
pada  pemilik  modal  kuat,  namun  juga  pada 
semua  unsur  pemerintah  sebagai  perancang 
dan  pengendali  program.  Padahal  petani  be- 
kerja  di  atas  lahan  produktifnya  sendiri  atau 
lahan  yang  dikuasainya,  yang  mestinya  sa- 
ngat memungkinkan  petani  menjadi  tuan 
di  lahannya  sendiri.  Kasus  perubahan  struk- 
tur di  dunia  pertanian  dalam  arti  luas  itulah 
yang  kemudian  oleh  para  pakar  ilmu-ilmu  so- 
sial di  Indonesia  dituduh  sebagai  salah  satu 
penyebab  merebaknya  kemiskinan  struktural 
di  pedesaan. 

Selain  di  dunia  pertanian  dalam  arti  luas, 
perubahan  struktur  juga  terjadi  di  dunia  in- 
dustri. Saat  ini,  hubungan  industrial  ~  da- 
lam arti  hubungan  antara  pengusaha  dengan 


Menurut  perumusan  HIPIIS  (Hinipunan  Indo- 
nesia untuk  Pengembangan  Ilmu-ilmu  Sosial),  ke- 
miskinan struktural  adalah  kemiskinan  yang  dide- 
rita  oleh  sckclompok  masyarakat,  akibat  dari  struk- 
tur sosial  yang  tidak  bisa  ikut-scrta  menggunakan 
sumber  daya  yang  sebenarnya  tersedia  bagi  mereka 
(Alfian,  et.  al.,  1980). 
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pekeijanya  ~  tampak  makin  bersifat  rasio- 
nal  dan  juga  ekploitatif.  Merebaknya  imjuk 
rasa  pekeija  dalam  berbagai  bentuk  misal- 
nya,  membuktikan  terjadinya  perubahan  struk- 
tur  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  pekeija  me- 
rasa  bahwa  berbagai  tekanan  yang  menim- 
panya  sudah  tidak  bisa  ditahan  lagi,  baik  te- 
kanan yang  berdimensi  sosial,  ekonomi  mau- 
pun  politik  atau  gabungan  dari  ketiganya. 

Tekanan  yang  berdimensi  sosial  biasa- 
nya  berupa  hubungan-hubungan  sosial  an- 
tara  pengusaha  dengan  pekerjanya  yang  ti- 
dak harmonis,  dan  bahkan  tidak  manusiawi. 
Tekanan  yang  berdimensi  ekonomi  biasanya 
bempa  pembagian  penghasilan  yang  sangat 
timpang.  Dan  tekanan  yang  berdimensi  po- 
litis  biasanya  berupa  ketidakberdayaan  pe- 
kerja  dalam  menghadapi  kekuasaan  pengu- 
saha. Jika  ketiga  dimensi  tekanan  tersebut 
secara  kumulatif  menekan  pekerja  ~  cepat 
atau  lambat  ~  akan  menyebabkan  kemung- 
kinan  munculnya  perlawanan  pekerja  dalam 
bentuk  unjuk  rasa  dengan  segala  motif  dan 
modelnya. 

Perubahan  Budaya 

Berbeda  dengan  perubahan  struktur  yang 
menyoroti  masalah  perubahan  hubungan  so- 
sial secara  spesifik,  perubahan  budaya  me- 
nyoroti masalah  perubahan  nilai  sosial.  Dari 
sudut  pandang  sosiologi,  budaya  merupakan 
suatu  nilai  (baca:  tolok  ukur  lentang  sesuatu 
yang  dianggap  baik  atau  buruk  dan  sesuatu 
yang  dianggap  benar  atau  salah)  yang  men- 
jadi  acuan  bagi  sebagian  bcsar  anggota  ma- 
syarakat.  Dengan  acuan  budaya,  diharapkan 
bahwa  dalam  kehidupan  bermasyarakat  bisa 
tercipta  tata  tcrtib  sosial.  Dalam  dunia  pcrta- 
nian  ~  icrulama  sebclum  Indonesia  mema- 
suki  dunia  industri  dalam  PJP  II  ~  sebagian 
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besar  mas^arakat  Indonesia  masih  bangga 
menyebut  negaranya  sebagai  negara  agraris. 

Konsekuensi  sebutan  sebagai  negara 
agraris  bisa  bermacam-macam.  Diantaranya 
adalah:  Pertama,  sebagian  besar  penduduk 
mempunyai  mata  pencaharian  di  sektor  agra- 
ris. Kedua^  pendapatan  nasional  lebih  ba- 
nyak  didukung  oleh  sektor  agraris.  Ketiga, 
struktur  sosial  mas>arakat  masih  menciri- 
kan  struktur  agraris.  Terakhir,  budaya  ma- 
s^  arakat  masih  mencirikan  budaya  agraris. 
NamuTL  kebanggaan  menyebut  sebagai  ne- 
gara agraris  seakan  luntur,  dan  berganti  de- 
ngan kebanggaan  menyebut  sebagai  negara 
industri  baru.  Makin  maraknya  pembangun- 
an  dan/'atau  pengembangan  beberapa  ka- 
wasan  industri  (zona  industri)  dan  sangat 
besamya  dukungan  sektor  industri  dalam 
men}-umbang  pertumbuhan  ekonomi  nasio- 
nal merupakan  pelengkap  kebanggaan  guna 
menyebut  Indonesia  sebagai  negara  indus- 
tri baru. 

Akibatnya  lebih  lanjut,  budaya  masyara- 
kat  Indonesia  pun  makin  berubah  menjadi 
budaya  industri.  Menurut  Rogers  (1969).  ciri- 
ciri  budaya  mas\arakat  agraris  bisa  dilihat 
dalam  mas>arakat  pedesaan,  di  mana  seba- 
gian besar  anggota  masyarakatnya  masih 
mengembangkan  subkultur  petani.  Ada  se- 
puiuh  ciri  yang  dirumuskan  Rogers  menge- 
nai  budaya  mas\arakat  agraris:  (a)  ada  rasa 
ketidakpercayaan  yang  timbal-balik  di  ka- 
langan  petani  dalam  hubungannya  dengan 
orang  lain;  (b)  ada  pandangan  yang  sempit 
di  kalangan  petani,  sehingga  hai-hal  yang 
baik  atau  kesempatan  untuk  maju  selalu  di- 
pandangnya  tcrbatas:  (c)  ada  kctergantung- 
an  dan  sekaligus  perasaan  curiga  di  kalang- 
an fxjtani  terhadap  otoritas  pcmerintah;  (d) 
ada  kceratan  dalam  kehidupan  keluarga;  (e) 
ada  kelambanan  dalam  mencrima  inovasi; 
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(f)  ada  keengganan  untuk  merencanakan 
masa  depan  yang  lebih  baik,  terutama  yang 
berkaitan  dengan  upaya  untuk  mengubah 
nasib  atas  kemauannya  sendiri;  (g)  memi- 
liki  aspirasi  yang  terbatas;  (h)  memiliki  si- 
fat  tidak  bisa  mengekang  diri,  terutama  da- 
lam  mengorbankan  kenikmatan  sekarang  de- 
mi  mencapai  kenikmatan  yang  lebih  besar  di 
masa  datang;  (i)  memiliki  pandangan  yang 
terbatas  tentang  dunia  luar;  dan  (j)  memiliki 
kemampuan  yang  rendah  dalam  mengandai- 
kan  peran  orang  lain. 

Meskipun  dalam  mekanisine  kerja  sistem 
sosial,  komponen  budaya  berada  sebagai 
the  inner  subsystem,  namun  komponen  ter- 
sebut  juga  bisa  mengalami  pembahan.  De- 
ngan menggunakan  metode  yang  andal,  ber- 
bagai  pembahan  budaya  bisa  diketahui,  di- 
analisis  dan  bahkan  diprediksi.  Dalam  me- 
tode sosiologi,  pengukuran  pembahan  bu- 
daya bisa  dilakukan  dengan  melihat  tipe 
masyarakatnya.  Misalnya,  mengidentifikasi 
seberapa  jauh  terjadi  perubahan  ketaatan 
pada  tradisi  dan  nilai  sosial,  atau  perilaku 
lain  yang  bersifat  normatif/  Merebaknya  bu- 
daya kekerasan  sebenarnya  bisa  dilihat  da- 
ri  seberapa  jauh  nilai-nilai  kekerasan  (misal- 
nya, kebringasan,  holiganisme,  amuk  massa, 
sadistis,  atau  perilaku  kekerasan  lainnya),  te- 
ngah  dan/atau  telah  menjadi  acuan  bagi  se- 
bagian  besar  anggota  masyarakat  dalam  ber- 
perilaku  sosial,  baik  yang  dilakukan  secara 
tcmporer  maupun  permanen. 

Dalam  kenyataan  di  lapangan,  berbagai 
pembahan  budaya  bisa  diidentifikasi  secara 
baik,  asalkan  kita  memiliki  kejernihan  dalam 
pemikiran  teoretis  dan  ketajaman  pengalam- 


Dalam  teori  sosiologi,  acuan  teori  untuk  peru- 
bahan budaya  bisa  dilihat  dalam  teori  Max  Weber 
tentang  tipologi  masyarakat  tradisional  dan  rasional. 


an  di  lapangan.  Kedua  hal  tersebut  sangat 
diperlukan  karena  pada  umumnya  dalam  per- 
ubahan budaya  hanya  kulit  luarnya  saja 
yang  mudah  terlihat,  sementara  inti  dari  bu- 
daya tersebut  dalam  beberapa  hal  sulit  ter- 
lihat meskipun  sebenarnya  inti  budaya  ju- 
ga bisa  mengalami  pembahan.  Oleh  karena 
itu  menumt  Ponsioen  (1969),  untuk  melihat 
pembahan  budaya  tidak  bisa  dilepaskan  da- 
ri pembahan  stmktur  sosial,  di  mana  kedua- 
nya  mempakan  dua  unsur  dasar  dari  terjadi- 
nya  pembahan  sosial. 

Menurut  Ponsioen,  diperlukan  skema 
analisis  sebagai  berikut.  Pertama,  memperha- 
tikan  terjadinya  pembahan  dalam  hubungan 
produksi.  Kedua,  memperhatikan  dampak  so- 
sial primer  dari  proses  pembahan  hubungan 
produksi,  misalnya  meningkatnya  urbanisasi, 
mobilitas  horisontal  dan  vertikal,  pembahan 
kelas  sosial,  dan  perkembangan  masyarakat 
secara  umum.  Ketiga,  memperhatikan  dampak 
sosial  sekunder  dari  kedua  proses  tersebut, 
misalnya  perubahan  dalam  kehidupan  ke- 
luarga  atau  kelembagaan  lainnya. 

Namun  yang  hams  disadari  sejak  awal 
adalah  bahwa  antara  stmktur  sosial  dan  bu- 
daya hanya  bisa  dibedakan,  namun  sulit  di- 
pisahkan.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat, 
keduanya  menjadi  instmmen  yang  sama-sa- 
ma  mampu  membuat  keseimbangan  atau  se- 
baliknya  membuat  ketidakseimbangan  suatu 
sistem  sosial.  Dengan  kata  Iain,  untuk  mem- 
benahi  keseimbangan  sistem  sosial  harus 
terlebih  dulu  membenahi  stmktur  sosial  dan 
budayanya. 

Keseimbangan  Dinamis  dalam  Sis- 
tem Sosial  di  Indonesia 

Disadari  atau  tidak,  berbagai  pembahan 
stmktur  dan  budaya  masyarakat  Indonesia 
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sebenarnya  merupakan  proses  yang  wajar 
teijadi.  Artinya,  dalam  kehidupan  bermasya- 
rakat  tidak  akan  peraah  terjadi  kemandegan 
stmktural  maupun  budaya,  karena  masyara- 
kat  selalu  bergerak  secara  evolusioner.  Me- 
nurut  Hoogvelt  (1985),  gerak  evolusioner  ma- 
syarakat  bisa  disebabkan  oleh  tiga  kemung- 
kinan.  Pertama,  adanya  proses  pertumbuhan 
dan/atau  perubahan  organisasi  sosial  dan 
budaya.  Kedua,  adanya  interaksi  antarsistem 
sosial.  Ketiga,  adanya  upaya  perencanaan 
yang  terarah  dan  terpadu  untuk  membangun 
masyarakat. 

Namun  apa  pun  kemungkinan  yang  me- 
nyebabkan  perubahan  dalam  masyarakat, 
adanya  hubungan  keseimbangan  yang  dina- 
mis  antarkomponen  sistem  sosial  harus  te- 
tap  dijaga.  Adanya  hubungan  keseimbang- 
an dinamis  itulah  yang  menyebabkan  sis- 
tem sosial  bisa  tetap  bertahan,  terutama  da- 
lam menjalankan  berbagai  fungsi  utamanya. 
Seiring  dengan  berlangsungnya  krisis  pada 
saat  ini,  barangkali  kita  lupa  bahwa  persoal- 
an  hubungan  keseimbangan  dinamis  dalam 
sistem  sosial  merupakan  syarat  yang  mutlak 
diperlukan.  Hubungan  keseimbangan  dina- 
mis akan  terjadi  dengan  sendirinya  jika  ma- 
sing-masing  komponen  sistem  sosial  saling 
berhubungan  secara  fungsional;  bukan  seba- 
liknya,  di  mana  masing-masing  komponen 
bcrjalan  sendiri-sendiri,  dan  seakan-akan 
terlepas  tidak  memiliki  saling  ketergantung- 
an  dengan  komponen  lainnya. 

Dalam  hal  ini,  jika  ada  komponen  sistem 
sosial  yang  mcngalami  gangguan,  harus  di- 
upayakan  seccpatnya  agar  gangguan  tersc- 
but  tidak  menjalar  ke  komponen  lainnya.* 


Dari  sudut  pandang  sosiologi,  gangguan  dalam 
sistem  sosial  bisa  bcrupa  disfungsi  dan/atau  tidak  bcr- 


Krisis  yang  dialami  masyarakat  Indonesia 
saat  ini  misalnya,  pada  awalnya  merupakan 
krisis  moneter  yang  pada  gilirannya  meng- 
ganggu  roda  perekonomian  nasional.  Dalam 
pemikiran  sistem  sosial,  mestinya  krisis  ter- 
sebut  dilokalisir  agar  tidak  menjalar  dan 
mengganggu  berbagai  fungsi  komponen 
lainnya.  Misalnya,  mengganggu  komponen 
poUtik  yang  menjalankan  fimgsi  pencapai- 
an  tujuan,  mengganggu  komponen  hukum 
yang  menjalankan  fungsi  integrasi,  dan 
mengganggu  komponen  budaya  yang  men- 
jalankan fungsi  pemeliharaan  pola  laten. 

Adanya  kenyataan  itulah  yang  menye- 
babkan semua  orang  Indonesia  di  semua  ke- 
lompok,  lapisan  dan  golongan  sosial  men- 
jadi  resah,  stres  dan  panik  berkepanjangan. 
Akibatnya  mekanisme  keija  sistem  sosial  — 
yang  biasanya  diteorikan  sebagai  mekanisme 
konversi  masukan  dan  keluaran  ~  mengalami 

9 

kedodoran.  Mengikuti  analisis  konversi  ma- 
sukan dan  keluaran  sebagaimana  dinyatakan 
oleh  Buckley  (1967),  bisa  dijelaskan  mengapa 
proses  penanganan  krisis  di  Indonesia  ter- 
kesan  lamban  dan  memakan  waktu  lama. 

Lebih  jauh,  bisa  juga  dipersoalkan  me- 
ngapa di  saat  berbagai  krisis  merebak,  har- 
ga  sembako  sering  mengalami  fluktuasi  har- 

fimgsinya  suatu  komponen  sistem  sosial.  Lihat  Mer- 
ton  (1961). 

'Berbagai  sumber  daya  masukan  (misalnya, 
cncrgi  biotik  dan  abiotik,  teknologi  dan  informasi), 
tidak  banyak  mcnghasilkan  keluaran  dalam  berba- 
gai bcntuk  (misalnya.  sarana  nutritif.  sarana  protek- 
tif  dan  sarana  prokrcatiQ-  Dalam  analisis  sistem  so- 
sial, keluaran  yang  bcrupa  sarana  nutritif  biasanya 
adalah  bahan  pangan  atau  bahan  lain  yang  bisa  me- 
nimbulkan  encrgi;  keluaran  yang  berupa  sarana  pro- 
tcktif  biasanya  adalah  sandang,  pcrumahan  dan  kc- 
butuhan  kcamanan  fisik  lainnya;  dan  sarana  pro- 
kreatif  biasanya  bcrupa  berbagai  kemungkinan  indi- 
vidu  agar  bisa  eksis,  dan  mencruskan  kehidupan  gc- 
nerasinya.  Lihat  Buckley  (1967). 


KRISIS,  KERUSUHAN  MASSA  DAN  KESEIMBANGAN  SISTEM  SOSIAL 


47 


ga  yang  tidak  menentu,  atau  mengapa  har- 
ga  sembako  naik  di  saat  terjadi  kerusnhan 
massa?  Pada  tingkatan  sistem  sosial,  per- 
soalan  tersebut  muncul  karena  apa  pun  sum- 
ber  daya  masukan  yang  ada  dalam  sistem 
sosial  tidak  bisa  dikonversi  secara  maksimal 
hingga  menghasilkan  keluaran  yang  diha- 
rapkan.  Dengan  kata  lain,  sangat  diperlukan 
terciptanya  keseimbangan  sistem  sosial. 

Dalam  hal  ini,  barangkali  kita  bisa  bela- 
jar  dari  masyarakat  Jepang,  terutama  di  saat 
sistem  sosial  Jepang  mengalami  perubahan 
dari  sistem  sosial  agraris  ke  industri.  Menu- 
rut  hasil  penelitian  Bellah  (1992),  ada  sesua- 
tu  yang  bisa  menjaga  keseimbangan  sistem 
sosial  Jepang,  di  saat  sistem  tersebut  me- 
ngalami perubahan.  Sesuatu  tersebut  adalah 
akar  budaya  masyarakat  Jepang,  yang  salah 
satunya  bempa  nilai  universalisme  etis.  Sa- 
lah satu  manifestasi  dari  nilai  universalisme 
etis  adalah  adanya  ikatan  yang  erat  dalam 
kelompok  sehingga  menuntut  adanya  kese- 
tiaan  dan  penutupan  diri  dari  simpati  orang 
di  luar  kelompok.  Dalam  konteks  itulah, 
struktur  sosial  Jepang  terbentuk,  yaitu  struk- 
tur  sosial  yang  memadukan  kesetiaan  ke- 
lompok di  satu  sisi,  dan  pencapaian  tujuan 
individu  serta  kolektif  di  sisi  lain.  Sebagai- 
mana  dijelaskan  oleh  Bellah,  struktur  sosial 
seperti  itu  ~  yang  sangat  dibutuhkan  dalam 
masyarakat  modern  ~  telah  dipersiapkan  pem- 
bentukannya  sejak  zaman  Tokugawa  (1600- 
1868). 

Namun  sayangnya,  dalam  sistem  sosial 
Indonesia  struktur  sosial  sebagaimana  disya- 
ratkan  pembenlukannya  dalam  masyarakat 
modem  justru  belum  terbentuk  atau  kalau- 
pun  telah  terbentuk  tampak  sangat  kaku.  Ha- 
dirnya  beberapa  konglomerat  yang  bisa  men- 
dominasi  perekonomian  nasional  pada  masa 


Orde  Bam  misalnya,  adalah  karena  mereka 
telah  mengembangkan  jaringan  struktur  so- 
sial tersendiri.  Di  saat  Orde  Baru  runtuh,  ja- 
ringan struktur  sosial  tersebut  tercerai-berai 
dan  tidak  lagi  memiliki  saling  ketergantung- 
an.  Di  sinilah  persoalaimya,  karena  saat  sis- 
tem sosial  Indonesia  mengalami  berbagai  kri- 
sis  yang  berkepanjangan,  semestinya  semua 
komponen  sistem  sosial  diarahkan  untuk 
menjaga  keseimbangannya.  Fungsi  masing- 
masing  komponen  mestinya  bisa  saling  men- 
dukung  fungsi  komponen  laiimya,  karena 
secara  esensial  adanya  ketergantungan  antar- 
komponen  itulah  yang  menyebabkan  suatu 
sistem  sosial  mampu  bertahan.  Sebagaimana 
dijelaskan  dalam  teori  sistem  sosial,  meski- 
pun  dalam  perkembangan  lebih  lanjut  se- 
mua komponen  sistem  sosial  mengalami  di- 
ferensiasi  struktural,  sistem  sosial  tersebut 
hams  tetap  memiliki  kemampuan  integratif 
yang  tinggi. 

Kesimpulan 

Seiring  dengan  berlangsungnya  krisis 
yang  berkepanjangan  dalam  masyarakat  In- 
donesia, sebenamya  bukan  hanya  komponen 
ekonomi  yang  mengalami  gangguan,  melain- 
kan  juga  semua  komponen  dalam  sistem  so- 
sial Indonesia,  baik  komponen  politik,  hu- 
kum  maupun  budaya.  Hal  ini  karena,  dalam 
mekanisme  kerjanya,  semua  komponen  ter- 
sebut memiliki  saling  ketergantungan  yang 
sangat  tinggi  antara  satu  komponen  dengan 
komponen  lainnya. 

Bersamaan  dengan  terjadinya  krisis  ter- 
sebut, telah  pula  terjadi  pembahan  struktur 
dan  budaya  yang  sangat  dahsyat  dalam  ma- 
syarakat, dan  pembahan  tersebut  menuntut 
dicermati  secara  lebih  konsepsional.  Pem- 
bahan struktur  tampak,  misalnya,  dari  pem- 
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bahan  hubimgan-hubungan  sosial  di  semua 
sektor  kehidupan,  sejak  dari  sektor  agraris 
di  pedesaan  hingga  sektor  industri  di  perko- 
taan.  Sementara  itu,  pembahan  kultural  tam- 
pak,  misalnya,  dari  makin  digunakannya  acu- 
an  nilai  selain  nilai-nilai  masyarakat  agra- 
ris, meskipmi  sebenamya  nilai-nilai  dasar  ma- 
syarakat kita  masih  bersifat  agraris. 

Dalam  kaitan  tersebut  di  atas,  sangat  di- 
perlukan  kemampuan  integratif  dari  semua 
anggota  sistem  sosial  di  Indonesia.  Sebab, 
mereka  adalah  pelaku  utama  dalam  menja- 
lankan  mekanisme  kerja  sistem  sosial,  yakni 
terutama  untuk  menciptakan  keseimbangan 
yang  dinamis. 
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Redistribusi  dan  Pelestarian 
Manfaat  Sumber  Daya  Hutan 

Hambatan  Struktural  dan  Masalah 
Implementasi  Paket  IMF 

Hariadi  Kartodihardjo 

Dalam  era  reformasi  saat  ini,  program  redistribusi  manfaat  sumber  daya  hutan  menjddi 
program  utama  pemerintah  untuk  mewujudkan  keadilan  ekonomi.  Paket  IMF  dapat  membu- 
ka  peluang  perbaikan  kebijakan  pengelolaan  hutan  antara  lain  melalui  perubahan  dari 
transaksi  pemberian  hak  yang  selama  ini  diberikan  pemerintah  secara  administratif  melalui 
pemberian  hak  pengusahaan  hutan,  menjadi  transaksi  hak  dengan  mekanisme  pasar  mela- 
lui lelang  dan  terbukanya  peluang  untuk  melakukan  pengalihan  hak  yang  sudah  ada.  Na- 
mun  demikian  paket  IMF  diperkirakan  tidak  efektif  dalam  memperbaiki  kinerja  pengelola- 
an hutan  jika  tidak  disertai  dengan  upaya  untuk  memperbaiki  masalah  institusi  dan  ekonomi- 
politik  yang  menjadi  hambatan  utama  upaya  pelestarian  manfaat  sumber  daya  hutan. 


Hambatan  Struktural 

KETIMPANGAN  distribusi  manfaat 
ekonomi  pengelolaan  hutan  secara 
nasional  dapat  dilihat  dari  struk- 
tur  perolehan  hak  pengusahaan  hutan 
(HPH).  Saat  ini  terdapat  34  grup  perusaha- 
an  pemegang  HPH  dengan  jumlah  areal 
kerja  seluas  sekitar  25  juta  ha  (DepHutBun, 
1998).  Berdasarkan  data  grouping  pemegang 
HPH  dan  industri  pengolahan  kayu  ditun- 
jukkan  bahwa  secara  nasional  22  persen  da- 
ri pemilik  HPH  memegang  seluas  62  perseri 
dari  jumlah  hutan  produksi  dan  mempunyai 
industri  perkayuan  dengan  kapasitas  sebe- 
sar  58  persen  dari  total  kapasitas  izin  indus- 
tri perkayuan  nasional.  Konsentrasi  pemilik- 
an  HPH  dan  industri  perkayuan  tidak  men- 
dukung  distribusi  pendapatan  dan  kesempat- 
an  berusaha  secara  adil. 


Pemberian  HPH  nyata-nyata  dimanfaat- 
kan  pemerintah  masa  lalu  untuk  kepenting- 
an  perolehan  dana  perorangan  dan  kelom- 
pok-kelompok  tertentu  yang  memiliki  kekua- 
saan  dan  yang  sangat  dekat  dengan  kekua- 
saan.  Keadaan  tersebut  sampai  kini  menim- 
bulkan  tingginya  potensi  conflict  of  interest 
dalam  pengambilan  keputusan  pelaksana- 
an  pengelolaan  hutan  (Ascher,  1993;  Dau- 
vergne,  1994;  King,  1996;  Ross,  1996).  De- 
ngan demikian,  upaya  untuk  meningkatkan 
efisiensi  tidak  cukup  dipecahkan  melalui 
mekanisme  pasar  dengan  instrumen  harga 
dan  pajak  seperti  yang  dilakukan  IMF.  Ciri 
mekanisrhe  pasar  bersaing  yang  dapat  mem- 
berikan  kesamaan  informasi  serta  kebebas- 
an  masuk  dan  keluar,  dapat  dihalangi  oleh 
praktek-praktek  kolusi  dengan  dasar  kekua- 
saan  dan  kedekatan  ataupun  tekanan  terha- 
dap  para  pengambil  keputusan. 
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Struktur  pemilikan  HPH  juga  menyebab- 
kan  mudah  diabaikannya  segala  bentuk  per- 
aturan  pemerintah  serta  tidak  mudahnya  ma- 
syarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  di  se- 
kitar  hutan  untuk  mendapatkan  akses  dan 
manfaat  ekonomi  hutan.  Di  samping  itu,  kon- 
disi  tersebut  juga  menyebabkan  lamanya  pe- 
riode  status  quo,  karena  penyelenggaraan 
sistem  pengusahaan  hutan  yang  tertutup, 
sehingga  antara  pengatur  dan  yang  diatur 
sama-sama  mendapat  untung  melalui  perilaku 

2 

pencari  rente  dan  free  rider  (Kartodihardjo, 
1998). 

Stagnasi  Kebijakan 

Kebijakan  pengusahaan  hutan  yang 
menganggap  bahwa  kayu  di  hutan  tetap  se- 
bagai  aset  negara  telah  menyebabkan  hutan 
produksi  menjadi  aset  cuma-cuma  bagi  para 
pelaku  pengiisahaan  hutan.  Para  pengelola 
hutan  tidak  pediili  terhadap  kerusakan  hu- 
tan karena  memang  hutan  yang  rusak  tidak 
memgikan  mereka.  Kayu  di  hutan  tidak  per- 
nah  masuk  sebagai  fixed  asset  dalam  pem- 
bukuan  siapa  pun,  sehingga  siapa  pun  tidak 
peduli  atas  kerusakan  sumber  daya  hutan. 

^Status  quo  institusi  pengusahaan  hutan  alam 
produksi  selama  kurang  lebih  30  tahun  memberikan 
indikasi  bahwa  selama  periode  tersebut  kerusakan 
hutan  dapat  "dikompensasi"  oleh  keuntungan  peme- 
gang  HPH  dan  perilaku  pencari  rente  pengambil  ke- 
putusan  yang  timbul  dari  lemahnya  institusi.  Pem- 
benaran  adanya  kompensasi  tersebut  diakibatkan  ka- 
rena visi  pengusahaan  hutan  dibangun  di  atas  suatu 
f)engertian  bahwa  hutan  berada  di  bawah  penguasa- 
an  pemerintah  dan  pemegang  HPH.  Proses  kalku- 
lasi  pcngambilan  keputusan  pengusahaan  hutan  ku- 
rang atau  bahkan  tidak  mengikutsertakan  kepen- 
tingan  masyarakat  luas. 

2 

Free  rider  adalah  individu  atau  kelompok  ma- 
syarakat yang  ikut  serta  memanfaatkan  suatu  ba- 
rang  dan/atau  jasa  tctapi  tidak  ikut  serta  mcnang- 
gung  biaya  pcngadaan  barang  dan/atau  jasa  tersebut. 


Kerangka  kebijakan  demikian  telah  diyakini 
membawa  semua  pihak  sebagai  free  rider 
(Kartodihardjo,  1998). 

Saat  ini  seluruh  aktivitas  pengusahaan 
hutan  diatur  dan  diawasi  oleh  pemerintah, 
sehingga  melahirkan  banyak  peraturan  pe- 
merintah untuk  menetapkan  hal-hal  teknis 
pelaksanaan  manajemen  hutan.^  Transaksi 
administratif  demikian  itu  terbukti  mengan- 
cam  eksistensi  hutan,  karena  untuk  mendu- 
kung  proses  administrasi  dan  interaksi  antar- 
pelaku  pengusahaan  hutan  perlu  biaya  tran- 
saksi tinggi  yang  dibebankan  pada  eksis- 
tensi hutan.  Pertanyaannya  adalah,  menga- 
pa  pemerintah  masih  saja  mengatur  aspek- 
aspek  teknis  manajemen  hutan,  setelah  pro- 
fesi  kehutanan  berkembang?  Sebagai  perban- 
dingan,  perlukah  instansi  kesehatan  mem- 
buat  petunjuk  pelaksanaan  (juklak)  bagi  dok- 
ter  untuk  menyuntik  pasiennya?  Perlukah 
instansi  perindustrian  membuat  juklak  bagi 
perajin  sepatu  imtuk  membuat  sepatu? 

Hutan  bagi  negara  tentunya  hams  diarti- 
kan  secara  lengkap  sebagai  ruang,  sumber 
daya  alam,  modal,  faktor  produksi,  serta  pe- 
ngertian  lainnya  yang  menyangkut  public 
maupun  private  goods.  Sedangkan  bagi 
suatu  trnit  usaha  komersial,  hutan  pasti  le- 
bih diartikan  sebagai  faktor  produksi  dan 

^Selama  periode  1989-1995  terdapat  penambah- 
an  dan/atau  penggantian  peraturan  di  bidang  pengu- 
sahaan hutan  sebanyak  132  peraturan.  Sumbcn  (1) 
Hasil  cvaluasi  peraturan  pengusahaan  hutan  tahun 
1989-1995  oleh  Ditjen  Pengesahan  Hutan.  DepHut; 
(2)  Kumpuian  Peraturan  Pengusahaan  Hutan  sam- 
pai  dcngan  1995,  Buku  I  dan  Buku  II;  (3)  Peraturan 
Pcrundangan  Bidang  Pengusahaan  Hutan,  DepHut 
Tahun  1989  sampai  dcngan  1996.  Peraturan  terse- 
but bclum  termasuk  16  buah  surat  cdaran  yang  dike- 
luarkan  oleh  Kanwil  Kehutanan,  Dinas  Kehutanan 
sebanyak  tiga  buah  surat  edaran  dan  Litbang  Kehu- 
tanan sebanyak  satu  buah  surat  cdaran,  scperti  >-ang 
telah  diidcntifikasi  oleh  Bennet  (1997). 
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modal  {fixed  asset),  meskipun  pengertian  hu- 
tan lainnya  dipertimbangkan  dalam  kebijak- 
an  perusahaannya.  Dengan  demikian,  apabila 
kayu  di  hutan  bukan  sebagai  aset  perusaha- 
an,  maka  kualitas  hutan  dan  kuantitas  grow- 
ing stock  kayu  di  hutan  tidak  akan  masuk 
dalam  kalkulasi  yang  menentukan  baik  bu- 
ruknya  kesehatan  finansial  perasahaan. 

Implementasi  kebijakan  untuk  memasuk- 
kan  nilai  hutan  sebagai  aset  akan  mendu- 
kung  perhitungan  sumber  daya  hutan  yang 
lebih  luas  yang  berupa  forest  resources 
accounting  yang  selama  ini  tidak  pernah 
dilakukan,  baik  dalam  pengelolaan  hutan 
di  luar  Jawa  maupun  di  Jawa.  Pelaksanaan 
inventarisasi  hutan  yang  selama  ini  dilaku- 
kan hanya  untuk  keperluan  penebangan 
kayu  dan  rehabilitasi  hutan  pada  tahun  ber- 
jalan,  sedangkan  growing  stock  kayu  di  hu- 
tan tidak  pemah  diketahui  statusnya. 

Meskipun  sejak  akhir  tahun  1980-an  im- 
plementasi kebijakan  ini  telah  dibahas,  na- 
mun  sampai  saat  ini  tidak  pernah  dilaksaria- 
kan.  Sebab  jika  dilaksanakan  akan  ada  pe- 
ningkatan  risiko  usaha  kehutanan,  teruta- 
ma  bagi  pengusahaan  hutan  alam.  Dalam 
kondisi  demikian  semua  pengusaha  akan  ru- 
gi  jika  kayu  di  hutannya  hilang  atau  rusak 
oleh  berbagai  sebab.  Di  samping  itu,  adanya 
forest  resources  accounting  akan  memper- 
jelas  kinerja  lembaga  pemerintah,  seperti 
BUMN  kehutanan,  yang  secara  langsung 
mengelola  hutan.  Maksudnya,  kinerja  lem- 
baga tersebut  akan  dikaitkan  dengan  status 
kayu  di  hutan,  apakah  utuh  sebagaimana 
yang  seharusnya  atau  berkurang  jumlah- 
nya,  tidak  seperti  yang  ditetapkan  oleh  De- 
partemen  Keuangan  selama  ini.  Departemen 
Keuangan  menetapkan  kinerja  BUMN  Kehu- 
tanan hanya  diUtikberatkan  pada  kesehatan 


keuangannya.  Dengan  demikian  yang  ter- 
jadi  adalah,  perusahaan  sehat  secara  finan- 
sial, tetapi  hutannya  rusak. 

Kerangka  pemikiran  yang  memasukkan 
kayu  di  hutan  sebagai  aset  perusahaan  ti- 
dak pemah  menganggap  aset  tersebut  dite- 
rima  pengusaha  secara  cuma-cuma.  Aset  ter- 
sebut hams  dibayar  oleh  penerima  hak,  apa- 
kah secara  langsung  ataupun  berupa  dana 
jaminan  kinerja  {performance  bond).  Impli- 
kasi  atas  pembayaran  nilai  aset  tentunya 
akan  memminkan  tingkat  kelayakan  finan- 
sial pemsahaan.  Oleh  karena  itu  kelayakan 
finansial  ini  hams  diperbaiki,  antara  lain  de- 
ngan meningkatkan  harga  kayu  bulat  mela- 
lui  kebebasan  menjual  kayu  bulat  baik  im- 
tuk  pasar  dalam  negeri  maupun  ekspor."^  De- 
ngan demikian  ekspor  kayu  bulat  menjadi 
paket  kebijakan  yang  tidak  terpisahkan  de- 
ngan kebijakan  untuk  mengupayakan  peles- 
tarian  hutan,  bukan  semata-mata  memenuhi 
paket  IMF.  Atau  sebaliknya,  jika  mengekspor 
kayu  bulat  hanya  memenuhi  paket  IMF,  tan- 
pa  diikuti  oleh  kebijakan  menilai  hutan  seba- 
gai aset,  maka  kayu  di  hutan  cenderung  akan 
dieksploitasi  secara  cepat. 

Jika  profesi  kehutanan  diakui,  sehams- 
nya  pemerintah  memmuskan  kebijakan  pe- 
ngelolaan hutan  sedemikian  mpa,  sehingga 
profesi  kehutanan  mendapat  kesempatan 
untuk  berinovasi  dan  berkreasi  menentukan 
teknik-teknik  manajemen  hutan  sesuai  de- 
ngan tipe  hutan  dan  watak  sumber  daya  hu- 

Verhitungan  pada  tahun  1996  menunjukkan 
bahwa  jika  nilai  asct  yang  harus  dibayar  di  muka  olch 
pcmcgang  HPH  ditetapkan  bcrdasarkan  rata-rata 
tarif  luran  Hasil  Hutan  (IHH),  hasil  analisis  finan- 
sial menunjukkan  bahwa  usaha  tersebut  sudah  tidak 
layak  secara  finansial.  Jika  harga  kayu  bulat  scting- 
gi  harga  internasional,  nilai  IRR  pengusahaan  hutan 
sebcsar  antara  35,34  persen  sampai  53,26  persen 
jika  variabcl  lainnya  tetap. 
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tan  yang  dihadapi.  Tugas  pokok  pemerintah 
seharusnya  dibatasi  hanya  sebagai  penga- 
tur  alokasi  manfaat  hutan  kepada  masyara- 
kat  secara  adil  dan  pengatur  usaha  kehu- 
tanan  secara  efisien. 

Stniktur  ekonomi  politik  kehutanan  te- 
lah menekan  para  pengambil  keputusan  ke 
arah  pengelolaan  hutan  alam  sebagai  ajang 
bisnis  semata.^  Kelemahan  kebijakan  penge- 
lolaan hutan  alam  produksi,  seperti  diurai- 
kan  di  atas,  tidak  menjadi  perhatian,  sehing- 
ga  selama  hampir  30  tahun  kebijakan  terse- 
but  berjalan  tidak  pernah  mengalami  peru- 
bahan  secara  fundamental.  Meskipun  impli- 
kasi  kebijakan  tersebut  telah  nyata-nyata  me- 
rusak  hutan  dan  menutup  manfaat  ekonomi 
bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan 
di  sekitar  hutan. 

Hambatan  Implementasi  Paket  IMF 

Paket  IMF  (lihat  Tabel  1)  menawarkan  so- 
lusi  terhadap  masalah  pengelolaan  hutan. 
IMF  menggimakan  kerangka  pemikiran  bah- 
wa  masalah  pokok  dalam  pengelolaan  hu- 
tan terletak  pada  rendahnya  efisiensi  peman- 
faatan  hutan  akibat  under  price  hasil  hutan 
dan  rendahnya  kepastian  usaha.  Rekomen- 
dasi  IMF  pada  dasamya  sempa  dengan  re- 
komendasi  studi-studi  awal  tahun  1990-an 
yang  telah  dilakukan  oleh  para  peneliti  eko- 
nomi kehulanan  dari  berbagai  perguruan 
tinggi,  lembaga  penelitian,  LSM,  Bank  Du- 
nia,  dan  Bank  Pembangunan  Asia  (ADB). 
Institusi  pasar  digunakan  untuk  memecah- 
kan  masalah  melalui  perubahan  sistem  per- 
pajakan,  pungutan,  pemberian  dan  pengalih- 
an  hak  pengelolaan  hutan  melalui  lelang, 

^Data  pada  tahun  1996/1997  menunjukkan  bah- 
wa  HPH  yang  baik  kinerjanya  hanya  6  persen. 


serta  dibukanya  pasar  ekspor  kayu  bulat  dan 
kayu  gergajian  yang  selama  ini  dibebani 
pajak  ekspor  sangat  tinggi.  Pemerintah  te- 
lah menjabarkan  paket  IMF  tersebut  beru- 
pa  keputusan  menteri  dan  peraturan  peme- 
rintah, seperti  disajikan  dalam  Tabel  2. 

Salah  satu  bentuk  perubahan  penting 
yang  perlu  dilakukan,  untuk  menjalankan 
paket  IMF  tersebut,  adalah  adanya  keterbu- 
kaan  untuk  memberi  nilai  sumber  daya  dan 
potensi  hutan,  serta  kekayaan  alam  hutan.  ^ 
Nilai  siunber  daya  tersebut  digunakan  seba- 
gai dasar-dasar  penentuan  jumlah  pajak,  pu- 
ngutan, maupun  pengalihan  hak  yang  dila- 
kukan melalui  mekanisme  pasar.  Saat  ini  pe- 
merintah belum  siap  untuk  melakukan  peni- 
laian  tersebut,  karena  keberadaan  sumber 
daya  dan  potensi  hutan  sampai  saat  ini  be- 
lum diketahui  secara  pasti.  Organisasi  De- 
partemen  Kehutanan  dan  Perkebunan  saat 
ini,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  belum 
mampu  melakukan  penilaian  sumber  daya 
hutan  secara  tepat. 

Di  pihak  lain,  dalam  suasana  ekonomi  po- 
litik yang  diwamai  maraknya  gerakan  refor- 
masi  saat  ini,  masyarakat  menuntut  redistri- 
busi  manfaat  simiber  daya  hutan,  dengan  tu- 


Status  sumber  daya  hutan  diklasifikasikan  ke 
dalam  tiga  strata  yaitu  sumber  daya,  potensi  dan  ke- 
kayaan alam  dalam  hutan.  Dinamakan  sumber  daya 
hutan  apabila  telah  diketahui  manfaatnya,  terdapat 
pasar  atau  pengguna  produk/jasa  dimaksud  dan  telah 
tersedia  teknologi  pemanfaatannya.  Sedangkan  apa- 
bila manfaat  diketahui  dan  pasamya  tersedia,  maka 
sumber  daya  hutan  dimaksud  dikelompokkan  seba- 
gai potensi  hutan.  Selanjutnya  jika  baru  manfaatnya 
saja  yang  diketahui  maka  sumber  daya  hutan  terse- 
but dikclompxikkan  sebagai  kekayaan  alam.  Penilai- 
an terhadap  sumber  daya  hutan  yang  berupa  barang 
dan  jasa,  dilakukan  dengan  memberikan  pengharga- 
an  terhadap  nilai  kcgunaan  (^utility  value),  nilai  kegu- 
naan  yang  kini  belum  diketahui  {option  value),  dan 
nilai  keberadaan  {existence  value). 
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label  1 

GARIS  BESAR  ARAH  KEBUAKAN  PAKET  IMF,  IMPLEMENTASI  DAN  IMPLKASINYA 


Paket  RI-IMF 


Arab  Kebijakan 


Implementasi 


Implikasi 


Perpanjangan  waktu 
konsesi  (no.  50) 


Memberikan  insentif  bagi 
pengamanan  investasi 
jangka  panjang 


1.  Waktu  konsesi  sebagai  insentif 
tergantung  dari  rotasi  tebang 

2.  Rotasi  tebang  ditentukan  oleh 
sistem  silvikultur  yang  sesuai 
dengan  kondisi  setempat 

.  3 .    Perpanj  angan  waktu  tidak 
sama  untuk  kondisi  wilayah 
yang  berbeda 


Mekanisme  pemberi- 
an  hak  pengusahaan 
hutan  dengan  lelang 
(no.  50) 


Meningkatkan  pendapatan 
negara  dan  transparansi 
alokasi  pemanfaatan 
sumber  daya  hutan 


5. 


6. 


Perlu  rumusan  jenis  aset 
yang  diperhitungkan 
Perlu  rumusan  cara 
penilaian  setiap  jenis  aset 
Bentuk  kelembagaan  yang 
mengatur 


Kebebasan  jual-beli 
hak  {transferability) 
(no.  50) 


Memberikan  iklim  penting- 
nya  mempertahankan  dan 
meningkatkan  nilai  aset 
pengusahaan  hutan 


7.  Perlu  rumusan  jenis  aset 
yang  diperhitungkan 

8.  Perlu  rumusan  cara 
penilaian  setiap  jenis  aset 

9.  Bentuk  kelembagaan 


Diperlukan  Perubahan  Sistem 
Pengusahaan  Hutan: 

1.  Penentuan  nilai 
sumber  daya  hutan 

2.  Mekanisme  alokasi  hak 
pengusahaan  hutan 

3.  Penguatan  hak-hak  properti 

4.  Perumusan  kriteria  dan 
indikator  kinerja 

5.  Rumusan  penetapan 
"harga"  aset 

6.  Bentuk  kelembagaan 


Obligasi  kinerja 
{performance  bond) 
(no.  50) 


Mengintemalisasikan 
"biaya"  lingkungan  dan 
sosial  akibat  praktek 
pengusahaan  hutan 


10.  Penetapan  kriteria  dan 
indikator  kinerja 

11.  Penetapan  biaya  dan 
mekanisme  pembayaran 
dan  penarikannya 

12.  Bentuk  kelembagaan 


Pajak  lahan  dan 
bangunan  naik  40 
persen  {land  & 
building  tax)  (no.  10) 


Meningkatkan  pendapatan 
pemerintah  dan  disinsentif 
bagi  praktek  menelantar- 
kan  lahan 


Dapat  dipadukan  dengan  luran 
Hak  Pengusahaan  Hutan 


Pajak  sewa  sumber 
daya  {resources  rent 
tax)  (no.  37) 


Meningkatkan  pendapatan 
pemerintah  dan  disinsentif 
bagi  praktek  over  cutting 


1.  Dikaitkan  dengan  luran 
Hasil  Hutan 

2.  Penetapan  besarannya 

3.  Bentuk  kelembagaan 


Dua  instrumen  kebijakan  ini 
dapat  berpengaruh  terhadap 
luas  maksimal  unit  manajemen 
hak  pengusahaan  hutan  dan 
efisiensi  pemanfaatan  sumber 
daya  hutan 


Penghapusan  penga- 
turan  pemasaran 
(no.  40) 

Pengurangan  pajak 
ekspor  kayu  bulat  s/d 
10  persen  (no.  37,  38) 


Meningkatan  efisiensi 
pemasaran 


Mengalokasikan  sumber 
daya  kayu  bulat  untuk  da- 
pat dimanfaatkan  secara 
efisien 


Merumuskan  kebijakan  pemerin- 
tah untuk  meningkatkan  efisiensi 
pemasaran  produk  hasil  hutan 

Merumuskan  kebijakan  pemerin- 
tah untuk  mengalokasikan  kayu 
ke  dalam  negeri  secara  efisien 


Peningkatan  harga  kayu  bulat 
dapat  mematikan  pabrik  per- 
kayuan  yang  tidak  efisien. 
Jika  adaptasi  tcknologi  tidak 
cepat  terjadi,  industri  pcr- 
kayuan  dapat  dikuasai  para 
pemodal  asing 
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Paket  RI-IMF             Arab  Kebijakan  Implementasi 

Implikasi 

Pengurangan  pajak       Meningkatkan  nilai  tambah    Merumuskan  kebijakan  agar 
ekspor  kayu  gergaji-     kayu  gergajian  dan  rotan        pengembangan  industri  pengger- 

an  dan  rotan  sampai                                            gajian  dan  rotan  tetap  dapat  di- 
1 0  persen  (no.  37)                                            nikmati  usaha  menengah  dan  kecil 

jLK.a  iiuaK  mcnoapai  periin~ 
dungan,  pemodal  menengah 
dan  kecil  akan  digantikan 
atau  dikuasai  oleh  pemodal 
besar  dan  para  pemodal 
asing 

Kebebasan  investasi      Menjalankan  prinsip             Merumuskan  kebijakan  agar 
asing  di  bidang           perdagangan  bebas;              investor  domestik  tetap  berperan 
perkayuan  (no.  39)       non  discriminatory              dalam  pengembangan  industri 

perkayuan 

Penghapusan              Meningkatkan  efisiensi          Kebijakan  alokasi  nilai  tambah 
retriDUSi  (no.     i          laia  niaga pruuuK.  ncuii           iiooii  iiuuui  a^uagai  ^cnuajjauui 
hutan                              asli  daerah  (PAD) 

Diharapkan  pemerintah 
daerah  mendapat  sumber 

Dana  Reboisasi           Memastikan  penggunaan       Kebijakan  alokasi  DR  sebagai 
dimasukkan  dalam       DR  untuk  upaya-upaya         dana  daerah  untuk  penyeleng- 
.APBN(no.  12)            rehabilitasi  hutan  dan            garaan  rehabilitasi  hutan  dan 
lahan  kritis                         lahan  kritis 

pendanaan  baru 

Catatan:  Arab  Kebijakan,  hnplementasi  dan  Implikasi  paket  IMF  adalah  hasil  penjabaran  penulis. 


label  2 

BEBERAPA  SK  MENTERI  DAN  PERATURAN  PEMERINTAH 
YANG  BERKATTAN  LANGSUNG  DENGAN  PENJABARAN  PAKET  IMF 

1.  SK  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  26/MPP/Kep/l/1998  tentang  Pencabutan  Tata  Niaga 
Ekspor  Kayu  Lapis. 

2.  SK  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  27/MPP/Kep/l/1998  tentang  Penghapusan  Kelompok 
Pemasaran  Bersama  Kayu  Lapis. 

3.  SK  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  28/MPP/Kep/l/1998  tentang  Ketentuan  Ekspor  Kayu 
Lapis. 

4.  SK  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  29/MPP/Kep/l/I998  tentang  Pencabutan  Jatah  Ekspor 
Kayu  Lapis. 

5.  SK  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  30/MPP/Kep/l/1998  tentang  Pencabutan  Tata  Niaga 
Kayu  Gergajian  dan  Kayu  Olahan. 

6.  SK  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  31/MPP/Kep/I/1998  tentang  Pencabutan  Kelompok 
Pemasaran  Bersama  Kayu  Gergajian  dan  Kayu  Olahan. 

7.  SK  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  32/MPP/Kep/l/1998  tentang  Ketentuan  Ekspor  Kayu 
Gergajian  dan  Kayu  Olahan. 

8.  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  24/KMK.01/I998  tentang  Penetapan  Besamya  Tarif  dan  Tata 
Cara  Pembayaran  Serta  Penyetoran  Pajak  Ekspor  Alas  Beberapa  Komoditas  Tertentu. 

9.  Peraturan  Pemerintah  No.  51  Tahun  1998  tentang  Provisi  Sumber  Daya  Hutan. 

10.  Keputusan  Presiden  No.  67  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Kepprcs  No.  30  Tahun  1990  tentang  Pe- 
ngcnaan,  Pemungutan,  dan  Pembagian  luran  Hasil  Hutan  sebagaimana  telah  diubah  tcrakhir  dengan 
Kepprcs  No.  41  Tahun  1993. 

11.  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  No.  728/Kpts-II/1998  tentang  Luas  Maksimum  Pengu- 
sahaan  Hutan  dan  Pelcpasan  Kawasan  Hutan  Untuk  Budidaya  Perkebunan. 

12.  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  No.  731/Kpts-II/1998  tentang  Tata  Cara  Pelclangan  Hak 
Pcngusahaan  Hutan. 

n.  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  No.  732/Kpts-II/1998  tentang  Persyaratan  dan  Tata 
Cara  Pcmbaharuan  Hak  Pengusahaan  Hutan.  
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juan  memberi  peluang  seluas-luasnya  bagi 
rakyat  untuk  mendapat  manfaat  ekonomi  da- 
ri  sumber  daya  hutan.  Dari  kepentingan  ini 
jelas  bahwa  peran  keputusan  politik  lebih 
menonjol  daripada  peran  mekanisme  pasar 
sebagai  instrumen  untuk  melakukan  redis- 
tribusi  yang  dimaksud.  Pemerintah  hams  me- 
netapkan  batas  maksimal  kepemilikan  HPH 
bagi  setiap  holding  company  dan  harus 
memberikan  pengakuan  hutan  adat  dan  mem- 
berikan  kesempatan  bagi  komunitas  lokal 
untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi  yang 
berbasis  sumber  daya  hutan. 

Komite  Reformasi  Pembangunan  Kehu- 

7 

tanan  dan  Perkebunan  telah  meiriberikan  re- 
komendasi  berupa  rancangan  reorganisasi 
Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan  dan 
rancangan  perubahan  peraturan  pemerintah 
tentang  hak  pengelolaan  dan  pengusahaan 
hutan  kepada  Departemen  Kehutanan  dan 
Perkebunan,  guna  memfasilitasi  aspek  legal- 
itas  pelaksanaan  redistribusi  manfaat  sum- 
ber daya  hutan.  Namim  demikian,  perjalan- 
an  rekomendasi  tersebut  nampak  mengalami 
hambatan  akibat  adanya  conflict  of  interest 
di  dalam  tubuh  Departemen  Kehutanan  dan 
Perkebiman  sendiri. 

Dalam  pelaksanaan  penurunan  pajak  eks- 
por  kayu  bulat  dan  kayu  gergajian  yang 
membawa  implikasi  terbukanya  peluang  eks- 
por  dua  komoditas  tersebut,  pemerintah  dan 
pengusaha  masih  dihinggapi  symptom  (ke- 
kurangan  bahan  baku  industri  perkayuan  da- 
lam negeri).  Pengusaha  berani  memutuskan 
untuk  berinvestasi  di  bidang  industri  per- 
kayuan, meskipun  tidak  didukung  sumber 

7 

Komite  Reformasi  Pembangunan  Kehutanan 
dan  Perkebunan  adalah  Icelompok  independen  yang 
terdiri  dari  berbagai  kaiangan  yang  bekerja  merumus- 
kan  perubahan  peraturan  perundangan,  organisasi  dan 
kebijakan  Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan. 


kayu  bulat  secara  legal,  karena  didorong 
oleh  banyaknya  pencurian  kayu  dan  ber- 
bagai backing  untuk  mendapat  kayu  ilegal 
di  masa  lalu  (dan  hingga  kini).  Akibatnya, 
sejak  awal  1990-an  kapasitas  industri  perka- 
yuan secara  nasional  (47  juta  meter  kubik/ 
tahun)  lebih  besar  daripada  jumlah  produk- 
si  HPH  (22  juta  meter  kubik/tahun)  sesuai 
jatah  tebangan  yang  diberikan  pemerintah. 
Masalah  yang  sebenarnya  adalah  penye- 
lenggaraan  sistem  pengelolaan  hutan  yang 
tidak  mampu  melaksanakan  perlindungan 

g 

hutan  dengan  baik. 

Dengan  symptom  seperti  itu,  pemerin- 
tah membatasi  jiunlah  kayu  bulat  yang  da- 
pat  diekspor  sebesar  5  juta  meter  kubik  per 

9 

tahun,  dengan  maksud  untuk  melindungi 
industri  perkayuan  yang  tidak  efisien  dan 
tidak  siap  menerima  harga  kayu  bulat  inter- 
nasional  jika  harus  bersaing  dengan  indus- 
tri perkayuan  negara-negara  lain.  Kebijakan 
seperti  itu  secara  implisit  memmjukkan  bah- 
wa pemerintah  tidak  menganggap  bahwa 
ekspor  kayu  bulat  bagian  dari  upaya  peles- 
tarian  hutan  sebagaimana  diuraikan  di  atas. 
Pertanyaannya  adalah,  mengapa  pemerintah 
tidak  menutup  pabrik  perkayuan  yang  tidak 
efisien,  melalui  persaingan  harga  kayu  bu- 
lat sesuai  harga  pasar?  Padahal  jelas  bahwa 
kelebihan  kapasitas  industri  perkayuan  se- 

8 

Berkaitan  dengan  masalah  perlindungan  hutan, 
Arie  J.  Kumaat  (mantan  Aster  Kasum  ABRI,  yang 
menulis  makalah  "Sistem  Pcngamanan  Hutan  dan 
Distribusi  Hasil  Hutan"  pada  seminar  Hari  Pulang 
Kampus  Alumni  IPB  di  Bukit  Tinggi,  Agustus  1997) 
mengatakan  bahwa  sumber  ketidakefektifan  organi- 
sasi pcngamanan  hutan  (TKPH)  adalah  adanya  ma- 
nipulasi  dan  pemalsuan  SAKO/SAKB,  masalah  pc- 
nyelundupan,  masalah  kolusi,  masalah  kerancuan  ke- 
bijakan daerah,  masalah  kcrawanan  perbatasan,  ser- 
ta  adanya  proses  yustisi  yang  tidak  fair. 

Ekspor  log  dibatasi  5  juta  meter  kubik.  Bisnis  In' 
donesia,  2  September  1998. 
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cara  nasional  menjadi  salah  satu  faktor  pen- 
ting  yang  menentukan  percepatan  kemsakan 
hutan  alam. 

Implementasi  paket  IMF  untuk  meniada- 
kan  pengaturan  tata  niaga  hasil  hutan  di  da- 
lam  negeri  pun  mengalami  hambatan.  Secara 
formal  memang  pengaturan  tata  niaga  hasil 
hutan  telah  dihapus.  Namun  demikian  hasil 
pengamatan  lapangan  di  beberapa  pusat  in- 
dustri,  menunjukkan  bahwa  para  perajin  ma- 
sih  hams  membeli  bahan  baku,  yang  harga 
dan  biaya  administrasi  untuk  memperolehnya 
serupa  pada  waktu  pengaturan  tata  niaga  di- 
jalankan.'° 

Pendekatan  IMF  tidak  menyentuh  ma- 
salah-masalah  yang  berkaitan  dengan  insti- 
tusi  pengelolaan  hutan  seperti  ketidakpas- 
tian  hak  atas  hutan  dan  lahan/'  rendahnya 

12 

intensitas  pengelolaan  hutan,  banyaknya 
campur  tangan  pemerintah  pada  unit  mana- 
jemen  yang  mengakibatkan  biaya  transaksi 
tinggi,  dan  tingginya  conflict  of  interest 
dalam  pengambilan  keputusan/'^  Dengan  ti- 

'"informasi  ini  diperoleh  dari  Tim  Peneliti 
WALHI  yang  saat  ini  sedang  melakukan  peneliti- 
an  mengenai  tata  niaga  rotan.  Diperoleh  penjelasan 
bahwa  pengurus  Koperasi  adalah  mantan  anggota 
Asmindo. 

"Konversi  kawasan  hutan  yang  diusahakan  pe- 
megang  HPH  menjadi  lahan  peruntukan  lain  seper- 
ti perkebunan  dan  transmigrasi  antara  tahun  1985- 
1995  sebesar  rata-rata  0,93  persen  per  tahun. 

'Rendahnya  intensitas  pengelolaan  hutan  alam 
dapat  ditunjukkan  oleh  rendahnya  jumlah  investasi 
yang  hanya  sebesar  rata-rata  1  persen  dari  nilai  kayu 
yang  ada  di  hutan. 

'^Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  pada  ta- 
hun 1996,  biaya  yang  dikeluarkan  pcmegang  HPH 
untuk  entertainment  sebesar  antara  28  persen  - 
46  persen  dari  biaya  variabel. 

14 

Selain  pemegang  hak  pcngusahaan  hutan  ba- 
nyak  diberikan  kcpada  elite  politik,  pcnguasa  dan 
perorangan  yang  sangat  dekat  dengan  penguasa,  tim- 


dak  disentuhnya  masalah-masalah  institusi 
pengelolaan  hutan  tersebut  berarti,  secara 
implisit,  pendekatan  IMF  menerima  status 
quo  sistem  pengusahaan  hutan.  Hal  ini 
tentu  saja  tidak  sejalan  dengan  tujuan  pe- 
ngelolaan hutan  untuk  mencapai  equity 
dan  efisiensi  sebagai  perangkat  pencapaian 
sustainability  fungsi-fungsi  hutan,  karena 
masalah-masalah  institusi  inilah  yang  men- 
jadi masalah  pokok  dalam  pengelolaan  hu- 
tan di  Indonesia. 

Redistribusi  dan  Pelestarian  Man- 
faat  Sumber  Daya  Hutan 

Redistribusi  dan  pelestarian  manfaat  sum- 
ber daya  hutan  hendaknya  dilaksanakan  de- 
ngan tetap  memperhatikan  pemecahan  ma- 
salah pokok  serta  penyempumaan  rancang 
bangun  pengelolaan  hutan  nasional. 

Pemecahan  Masalah  Pokok 

Institusi  pengelolaan  hutan  yang  telah 
berjalan  hampir  30  tahun  mengakibatkan  dua 
masalah  pokok: 

1.  Ketimpangan  pendapatan  dan  kekayaan 
masyarakat,'^  serta  degradasi  kearifan  ma- 
syarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  di 


bulnya  kebijakan  yang  menempatkan  pejabat  peme- 
rintah sebagai  direktur  dan  komisaris  pemegang  hak 
pengusahaan  hutan  juga  memberikan  potensi  conflict 
of  interest  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  yang 
berkaitan  dengan  pelaksanaan  pengusahaan  hutan. 

'^Dalam  pidato  pengukuhan  jabatan  Guru  Besar 
dalam  Ilmu  Administrasi  Ncgara  Universitas  Tanjung- 
pura,  Syarif  Ibrahim  Alqadrie  mcnyebutkan  bahwa 
kehadiran  HPH  telah  mcnycbabkan  berkurangnya 
pcnghasilan  masyarakat  Dayak  di  pedalaman  Kali- 
mantan Barat.  Pada  tahun  1963-1965  pcnghasilan 
masyarakat  Dayak  sebesar  Rp  42.665,-  (US$1 02,79) 
per  bulan  sedangktm  pada  tahun  1990-1992  pcng- 
hasilan tersebut  sebesar  Rp  88.750.-  (US$46,71)  per 
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sekitar  hutan  terhadap  sumber  daya  hu- 
tan. 

2.  Pelaksanaan  pengusahaan  hutan  cende- 
rung  tidak  mempedulikan  pelestarian  pro- 
duksi  hasil  hutan.  Jika  masalah  pelestari- 
an produksi  tidak  dapat  diselesaikan,  ma- 
ka  masalah  pelestarian  fungsi  lingkung- 
an  dan  sosial  akan  jauh  lebih  terabaikan. 

Dua  masalah  pokok  di  atas  perlu  disele- 
saikan secara  simultan  dengan  pelaksanaan 
redistribusi  manfaat  sumber  daya  hutan.  De- 
ngan demikian,  penjabaran  redistribusi  man- 
faat sumber  daya  hutan  hams  mengandung 
arti  manfaat  siunber  daya  hutan  secara  ber- 
kelanjutan.  Sebaliknya  bukan  diartikan  se- 
kadar  membagi-bagi  sumber  daya  hutan  ~ 
yang  karena  struktur  atau  institusi  penge- 
lolaan  hutan  tidak  dapat  mengarahkan  pa- 
ra pelakunya  melakukan  pelestarian  hutan  ~ 
sehingga  semua  pihak  akan  cenderung  se- 
gera  menghabiskan  sumber  daya  hutan  ter- 
sebut. 

Rancang  Bangun  Pengelolaan  Hutan 

Beberapa  prinsip  penyusunan  rancang 
bangun  pengelolaan  hutan  yang  diperkira- 
kan  dapat  menjadi  pondasi  pelaksanaan  re- 
distribusi dan  pelestarian  manfaat  sumber 
daya  hutan  adalah  sebagai  berikut: 


bulan.  Turunnya  penghasilan  masyarakat  ini  an- 
tara  lain  akibat  dilarangnya  penduduk  setempat  me- 
ngumpulkan  hasil  hutan. 

'^Rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  upa- 
ya  memadamkan  kebakaran  hutan  dan  lahan  negara 
yang  terjadi  pada  tahun  1997/1998  menunjukkan 
ketidakpedulian  masyarakat  terhadap  hancurnya  hu- 
tan negara. 

Kerangka  pemikiran  dan  substansi  rancang  ba- 
ngun pengelolaan  hutan  ini  disarikan  dari  penje- 
lasan  pcraturan  pcmerintah  pengganti  PP  No.  21 


1.  Pengelolaan  hutan  produksi  diseleng- 
garakan  secara  terbuka  dengan  memadu- 
kan  secara  seimbang  berlangsungnya  me- 
kanisme  pasar  dan  pengaturan  yang  ber- 
sifat  administratif.  Keduanya  perlu  di- 
rancang  agar  dapat  menghasilkan  peri- 
laku  sinergis  di  antara  para  pihak  ke  arah 
pencapaian  manfaat  optimal  dari  sum- 
ber daya  hutan.  Dengan  demikian,  pene- 
tapan  hak  dan  kewajiban  atas  pengelo- 
laan hutan  produksi  pada  dasamya  ada- 
lah untuk  membangun  iklim  sinergis  di 
antara  para  pihak  dalam  sistem  penge- 
lolaan dan  pengusahaan  hutan. 

2.  Faktor  penting  untuk  mewujudkan  pe- 
ngelolaan hutan  produksi  secara  berke- 
lanjutan  adalah  meminimumkan  biaya 

18 

transaksi.  Biaya  transaksi  adalah  biaya 
dan  pengorbanan,  selain  biaya  langsung 
{direct  cost)  untuk  melakukan  pengelo- 
laan hutan  produksi,  yang  hams  ditang- 
gung  para  pihak  yang  terlibat  dalam  pe- 
ngelolaan dan  pengusahaan  hutan  pro- 
duksi. Biaya  transaksi  yang  tinggi  meng- 
gambarkan  situasi  ekonomi  biaya  tinggi 
yang  melemahkan  daya  saing  dan  pro- 
duktivitas.  Agar  biaya  transaksi  dapat 
ditekan  serendah  mungkin  maka  sema- 
ngat  debirokratisasi  dan  deregulasi  men- 
jadi demikian  penting.  Oleh  karena  itu 
peran  dan  fungsi  pemerintah  lebih  pada 


tahun  1970  dan  PP  No.  7  tahun  1990  yang  tciah  di- 
rumuskan  oleh  Komite  Reformasi  Pembangunan  Ke- 
hutanan  dan  Perkebunan. 

Pengcrtian  sclengkapnya  mcngenai  biaya  tran- 
saksi {transaction  cost)  adalah  biaya  untuk  mengu- 
kur  nilai  atribut  barang  dan  jasa  {information  cost) 
yang  akan  dipcrtukarkan,  biaya  untuk  mclindungi 
hak  atas  barang  {exclusion  cost),  scrta  biaya  untuk 
menctapkan  kontrak/pcrjanjian  {contractual  cost) 
dan  biaya  untuk  menjalankan  perjanjian  {policing 
cost). 
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pengaturan  dan  penyediaan  prakondisi 
dan  promosi  serta  fasilitasi  untuk  tum- 
buh  dan  berkembangnya  iklim  pengelo- 
laan  dan  pengusahaan  hutan  secara  pro- 
fesional.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam 
pengelolaan  dan  pengusahaan  hutan  pro- 
duksi  mendapat  kesempatan  untuk  ber- 
inovasi  dan  berkreasi  secara  profesional 
dalam  penetapan  aspek-aspek  teknis,  se- 
perti  sistem  silvikultur,  yang  hams  dise- 
suaikan  dengan  tipe  dan  watak  sumber 
daya  hutan  produksi  yang  dikelolanya. 

3.  Masyarakat  adat  atau  komunitas  lokal 
bukan  hanya  diperhatikan  hak-haknya 
akan  sumber  daya  hutan,  tetapi  peran 
dan  fiingsinya  dipandang  setara  atau  da- 
lam beberapa  hal  lebih  tinggi  daripada 

;  ;  masyarakat  luar.  Masyarakat  adat  dan  ko- 
munitas lokal  yang  dimaksud  khusus- 
nya  yang  memiliki  modal  sosial  {social 
capital)  seperti  tradisi  hidup  harmonis 
dengan  alam  di  sekitamya  (kearifan  bu- 
daya)  dan  pengetahuan  serta  teknologi 
{tacit  knowledge  atau  local  genius)  yang 
memiliki  peran  sangat  penting  dalam  me- 
wujudkan  pola  pengelolaan  dan  pengu- 
sahaan hutan  secara  berkelanjutan.  Mo- 
dal sosial  ini  dipandang  sebagai  lan- 
dasan  pengembangan  pola  pengelolaan 
hutan  yang  berintikah  pada  semangat 
pemberdayaan  ekonomi  rakyat. 

4.  Dengan  demikian,  dalam  pengelolaan  hu- 
tan produksi  terdapat  tiga  jenis  status 
hak  kepemilikan  hutan,  yaitu  hutan  ne- 
gara,  hutan  adat,  dan  hutan  milik.  Di 
luar  hutan  adat  yang  dikelola  oleh  me- 
reka  sendiri,  masyarakat  adat  dapat  mem- 
peroleh  hak  untuk  mengelola  dan  meng- 
usahakan  hutan  negara.  Demikian  halnya 
dengan  komunitas  lokal.  Sedangkan  ba- 
dan  usaha,  baik  Badan  Usaha  Milik  Ne- 


gara maupun  Badan  Usaha  Milik  Swas- 
ta  serta  Koperasi  dapat  memperoleh  hak 
pengelolaan  hutan  di  dalam  kawasan  hu- 
tan negara.  Namun  demikian,  badan-ba- 
dan  usaha  tersebut  juga  tetap  diwajib- 
kan  untuk  memperhatikan  kepentingan 
masyarakat  melalui  pemberian  hak-hak 
tertentu  yang  diatur  pemerintah.  Selain 
itu  pemerintah  juga  harus  mendorong 
berkembangnya  hutan  produksi  pada  la- 
han  hak  milik. 

5.  Untuk  mencegah  timbulnya  konflik  atas 
penggunaan  kawasan  hutan,  pemerintah 
harus  menyusun  rancang  bangun  penge- 
lolaan hutan.  Rancang  bangun  tersebut 
merupakan  dasar-dasar  pedoman  bersa- 
ma  untuk  menjalankan  aktivitas  penge- 
lolaan dan  pengusahaan  hutan  produksi. 
Rancang  bangun  tersebut  disusun  ber- 
dasarkan  prinsip-prinsip  partisipatif  se- 
hingga  dapat  menumbuhkan  pengakuan, 
rasa  memiliki,  dan  manfaat  bagi  masyara- 
kat dalam  penyelenggaraan  pengelolaan 
hutan  produksi. 

Tanggapan  Terhadap  Kebijakan 
Pemerintah 

Dengan  memperhatikan  institusi  dan  per- 
masalahan  pengelolaan  hutan  seperti  telah 
diuraikan  di  atas,  rekomendasi  untuk  perbaik- 
an  kebijakan  pengelolaan  hutan  yang  dida- 
sarkan  atas  beberapa  perkembangan  kebijak- 
an pemerintah  adalah  sebagai  berikut: 

1..  Kesempatan  untuk  melakukan  deregula- 
si  dan  debirokratisasi  dalam  pengelolaan 
hutan  saat  ini  harus  segera  dimanfaatkan, 
terutama  untuk  menghapus  atau  paling 
tidak  meminimumkan  tingginya  conflict 
of  interest  yang  mengakibatkan  kelam- 
batan  birokrasi  dan  ekonomi  biaya  ting- 
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gi.  Pemecahan  masalah  struktural  atau  in- 
stitusi  ini  menjadi  landasan  utama  untuk 
melakukan  redistribusi  manfaat  sumber 
daya  hutan  dan  sekaligus  pencapaian  efi- 
siensi  pengelolaan  hutan  yang  instrumen 
kebijakannya  seperti  dikandung  dalam  pa- 
ket  IMF.  Di  samping  itu  kelambatan  biro- 
krasi  dalam  pengambilan  keputusan  juga 
menghambat  upaya  pemulihan  krisis  eko- 
nomi  yang  menyandarkan  pada  kecepat- 
an  produksi  dan  ekspor  hasil  hutan. 

2.  Pelaksanaan  pemecahan  masalah  struk- 
tural atau  institusi  yang  dimaksud  nam- 
paknya  bisa  berjalan  hanya  jika  dido- 
rong  dan  dikontrol  oleh  masyarakat  luas 
{stakeholders).  Oleh  karena  itu  informa- 
si  mengenai  proses  perubahan  peraturan 
perundangan,  organisasi,  kebijakan  serta 
pelaksanaan  redistribusi  manfaat  sumber 
daya  hutan  hendaknya  disebarluaskan 
kepada  masyarakat.  Karena  hutan  di  In- 
donesia sebagian  besar  berupa  hutan  ne- 
gara,  maka  informasi  mengenai  forest 
resources  accounting  hendaknya  menjadi 
domain  publik. 

3.  Pelaksanaan  redistribusi  manfaat  sumber 
daya  hutan  hendaknya  tidak  diartikan  se- 
bagai  membagi-bagi  hutan  negara  yang 
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dirancang  dari  pusat.  Perlu  ditegaskan 
bahwa  masalah  utama  pelestarian  hutan 
di  Indonesia  bukanlah  masalah  organi- 


ly 

Saat  ini  tcrdapat  areal  bekas  HPH  seluas  selci- 
tar  21,2  juta  Ha  dari  186  unit  HPH  (15,7  juta  Ha) 
yang  tidak  diperpanjang  lagi  dan  77  HPH  (5,5  juta 
Ha)  yang  dicabut  haknya  dan  dikembalikan  ke  pe- 
merintah.  Terhadap  hutan  tersebut,  pemcrintah  me- 
nempuh  langkah-langkah  berikut;  (a)  Dilelang  pc- 
ngeiolaannya  kepada  Koperasi/BUMN/Swasta;  (b) 
Dikelola  dengan  sistem  patungan  Koperasi/BUMN 
atau  Koperasi/Swasta;  (c)  HPH  skaia  kecil  akan  dise- 
rahkan  ke  Kqperasi;  (d)  HPH  skaia  besar  akan  di- 
kelola koperasi  dalam  bentuk  konsorsium;  (e)  Di- 


sasi  tetapi  masalah  institusi.  Bentuk  ba- 
dan  usaha  seperti  koperasi,  yang  sudah 
ditunjuk  pemerintah,  lebih  berkaitan  de- 
ngan distribusi  manfaat  sumber  daya  hu- 
tan. Oleh  karena  itu  hams  dibarengi  de- 
ngan formulasi  kebijakan  pengelolaan  hu- 
tan berkelanjutan  yang  sesuai  dengan 
karakteristik  ekologi  dan  sosial  budaya  di 
mana  hutan  tersebut  berada.  Pemerintah 
daerah  dan  instansi  kehutanan  di  daerah 
seharusnya  mengajukan  formulasi  ben- 
tuk redistribusi  yang  disesuaikan  de- 
ngan virtue  masyarakat,  kondisi  dan  wa- 
tak  sumber  daya  hutan  setempat,  serta 
kinerja  pengusahaan  hutan  di  wilayah 
masing-masing. 

4.  Sehubungan  dengan  butir  (3)  tersebut, 
pemerintah  daerah  dan  instansi  kehutan- 
an di  daerah  dalam  merancang  redistribu- 
si manfaat  sumber  daya  hutan  perlu  mem- 
perhatikan  efisiensi  ekonomi  di  tingkat 
mikro,  yaitu  bagi  setiap  unit  usaha.  Hal 
pertama  yang  hams  dilakukan  adalah  me- 
nata  ulang  kawasan  HPH  yang  telah  ada, 
sehingga  dicapai  kepastian  hukum  bagi 
lokasi  hutan  negara,  hutan  adat,  dan  hu- 
tan milik.  Kepastian  kawasan  bagi  tiga 

kelola  oleh  BUMN  dengan  bentuk  hutan  kemasya- 
rakatan;  (f)  Dilakukan  rehabilitasi  (seluas  9,5  juta 
Ha).  Lihat  Departemen  Kehutanan  (1998). 
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Sangat  penting  dibedakan  pengertian  antara 
institusi  dan  organisasi.  Seperti  halnya  institusi,  or- 
ganisasi menyediakan  mekanisme  yang  mcngatur 
hubungan  antarindividu.  Namun  demikian  dapat  di- 
bedakan, bahwa  aturan  yang  ada  dalam  institusi  di- 
gunakan  untuk  menata  aturan  main  dari  pemain- 
pemaitl  atau  organi sasi-organisasi  yang  terlibat.  S&: 
dangkan  aturan  yang  ada  dalam  organisasi  ditujukan 
untuk  memenangkan  pcrmainan  tersebut.  Ruttan 
(1986)  mendcfinisikan  institusi  sebagai  "behavioral 
rules  that  govern  pattern  of  action  and  relation- 
ships". Sedangkan  organisasi  didefmisikan  sebagai 
"the  decision  making  units  —  families,  firms,  bur- 
eaus —  that  exercise  control  of  resources". 
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pemilikan  tersebut,  de  jure  dan  de  facto, 
adalah  landasan  kepastian  usaha  jangka 
panjang  bagi  upaya  pelestarian  hutan. 
Untuk  kepentingan  efisiensi  unit  usaha, 
hendaknya  rancangan  redistribusi  man- 
faat  sumber  daya  hutan  tidak  terjebak  pa- 
da  penetapan  batasan  luas  seperti  yang 
diatur  pemerintah  (sebesar  100.000  ha  un- 
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tuk  setiap  unit  manajemen).  Di  samping 
alasan  penyederhanaan  variabel  yang  di- 
gunakan  dan  misi  yang  sentrahstis,  re- 
distribusi manfaat  sumber  daya  hutan 
negara  tidak  hams  diartikan  sebagai  re- 
distribusi kawasan  hutan.  Melainkan  da- 
pat  dilakukan  melalui  pemberian  peluang- 
peluang  kegiatan  bagi  masyarakat  oleh 
HPH  yang  sudah  ada  atau  yang  akan 
mendapatkannya. 

5.  Jika  pemerintah  mencari  solusi  untuk 
mengatasi  krisis  ekonomi  yang  sedang 
berlangsung  melalui  peningkatan  ekspor 
komoditas  industri  perkayuan  —  pada 
kondisi  lemahnya  institusi  pengelolaan 
hutan  dan  struktur  industri  perkayuan 
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yang  tidak  optimal  ~  berarti  pemerintah 
"merelakan"  degradasi  hutan  alam  yang 
tersisa  karena  daya  dukungnya  jauh  di 
bawah  kebutuhan  bahan  baku  industri 
perkayuan.  Memberlakukan  kuota  eks- 
por kayu  bulat  agar  industri  perkayuan 


Ditetapkan  oleh  Surat  Keputusan  Menteri  Ke- 
hutanan  dan  Perkebunan  No.  728/Kpts-II/1998  ten- 
tang  Luas  Maksimum  Pengusahaan  Hutan  dan  Pele- 
pasan  Kawasan  Hutan  untuk  Budidaya  Perkebunan. 
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Dan  seluruh  industri  perkayuan  (kode  ISIC 
33),  nilai  tambah  industri  kayu  lapis  (ISIC  33.113) 
menempati  urutan  keenam  seteiah  industri  kera- 
jinan  dan  ukiran  kayu  (ISIC  33.140),  perabot  rumah 
tangga  (ISIC  33.210),  moulding  (ISIC  33.112),  kayu 
gergajian  (ISIC  33.111),  dan  barang  lain  dari  kayu 
(ISIC  33.190).  Sementara  itu  industri  kayu  lapis 
menduduki  urutan  pertama  dalam  menyerap  kayu 
bulat  nasional,  yaitu  sebesar  71,8  persen. 


(kayu  lapis)  mendapat  bahan  baku  yang 
cukup,  berarti  mempertahankan  status 
quo  struktur  industri  perkayuan  nasio- 
nal. Dalam  waktu  3  tahun  ~  yaitu  batas 
waktu  maksimum  pelaksanaan  kuota  ter- 
sebut (butir  38  paket  IMF)  -  industri 
yang  masih  menggunakan  kayu  bulat  di 
bawah  harga  internasional  serta  belum 
adanya  kepastian  situasi  pasar  diperki- 
rakan  tidak  terdorong  untuk  segera  me- 
laksanakan  efisiensi  dan  diversifikasi 
produk.  Oleh  karena  itu  kebijakan  mem- 
pertahankan industri  perkayuan  yang 
ada  melalui  penetapan  kuota  ekspor  kayu 
bulat  dipandang  tidak  tepat.  Di  samping 
upaya  seperti  itu  hanya  memperpanjang 
waktu  kematian  industri  kayu  lapis  na- 
sional, kebijakan  tersebut  akan  memper- 
tahankan kondisi  terjadinya  eksploitasi 
kayu  bulat  melebihi  produksinya  secara 
lestari. 

6.  Dorongan  ekspor  kayu  bulat  dan  komo- 
ditas primer  hasil  hutan  lainnya,  yang 
cenderung  menguras  sumber  daya  hutan, 
dapat  ditanggulangi  melalui  penguatan 
suatu  sistem  yang  tidak  bertentangan  de- 
ngan  regulasi  perdagangan  internasio- 
nal. Antara  lain  dapat  dilakukan  melalui 
percepatan  implementasi  sertifikasi  ling- 
kungan,  seperti  sertifikasi  pengelolaan 
hutan  lestari  {sustainable  forest  man- 
agement) dan  penelusuran  kayu  {chain 
of  custody),  yang  berkaitan  dengan  ko- 
moditas-komoditas  tersebut. 
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Teknologi  Bagi  Daya  Saing  Ekonomi: 

Masalah  Indonesia 

Anwari 


Krisis  ekonomi  yang  menimpa  Indonesia  hingga  membawa  kejatuhan  rezim  Soeharto  me- 
rupakan  momentum  yang  sangat  tepat  untuk  memeta-ulang  strategi  pengembangan  teknologi. 
Pelajaran  berharga  dari  krisis  tersebut  adalah  bahwa  bagi  Indonesia,  yang  merupakan  net  im- 
porter di  pasdr  teknologi,  peningkatan  daya  saing  ekonomi  dengan  hanya  menyerap  teknologi 
dari  luar  tidaklah  memadai.  Strategi  yang  sangat  relevan  guna  meningkatkan  daya  saing 
ekonomi  Indonesia  di  masa  depan  adalah  pengembangan  teknologi  mutakhir  yang  practical 
dan  sekaligus  sellable  secara  mandiri. 

Namun  demikian,  industri  canggih  di  masa  depan  harus  dikembangkan  atas  pertimbang- 
an  untuk  memenuhi  kebutuhan  end  user  dan  bukan  merupakan  keinginan  subjektif  para  pe- 
rancang  teknologi.  Oleh  karena  itu,  terasa  sekali  pentingnya  memperhatikan  state-of-the-art 
dari  pengembangan  teknologi  masa  depan  yang  relevan  dengan  kebutuhan  pasar. 


SUDAH  menjadi  keniscayaan  bahwa 
teknologi  dewasa  ini  semakin  me- 
warnai  proses  metamorfosis  pem- 
bentukan  paradigma  ekonomi  pascamodem. 
Dalam  ekonomi  pascamodem,  model-model 
pengelolaan  ekonomi  yang  berlaku  hingga 
abad  XX  dikoreksi  secara  total  untuk  di- 
gantikan  oleh  model  baru  yang  jauh  lebih 
relevan.  Model  pengelolaan  ekonomi  hingga 
abad  XX  masih  kental  diwamai  oleh  hierar- 
ki  organisasi,  stmktur  yang  bersifat  self-suffi- 
ciency, ekspektasi  lapisan  tenaga  kerja  akan 
security,  kepcmimpinan  yang  otokratik.  ling- 
kungan  kerja  yang  homogen,  pasar  yang  sa- 
ngat bcroricntasi  domestik,  keunggulan  yang 
semata  ditumpukan  pada  harga.  fokus  yang 
semata  pada  laba  barang  modal  sebagai  sa- 
tu-satunya  sumber  daya,  kckuasaan  yang 
selalu  berada  di  langan  sekclompok  kccil 
elite  ekonomi,  dan  kualitas  yang  masih  ber- 
sifat relatif. 


Dengan  paradigma  postmodern  itu,  ben- 
tuk  organisasi  lebih  menyerupai  jaringan 
kerja,  stmktur  ekonomi  lebih  bersifat  inter- 
dependen,  ekspektasi  tenaga  kerja  pada  per- 
sonal growth,  kepcmimpinan  bercorak  in- 
spirasional,  lingkungan  kerja  lebih  menga- 
komodir  perbedaan-perbedaan  kultural,  be- 
kerja  selalu  didasarkan  pada  tim,  pasar  yang 
berorientasikan  global,  keunggulan  yang 
bertumpu  pada  waktu,  fokus  pada  pelang- 
gan,  informasi  yang  dijadikan  sumber  daya, 
kektiasaan  yang  mulai  dialihkan  pada  con- 
stituents yang  sangat  bervariatif,  serta  ada- 
nya  kemutlakan  untuk  menciptakan  kualitas 
{Business  Week,  1992  Special  Bonus  Issue). 
Pembahan  dari  paradigma  lama  menuju  para- 
digma bam  itu  antara  lain  ditenttikan  oleh 
perkembangan  teknologi. 

Berdasarkan  pengalaman  di  berbagai  ne- 
gara  tentang  keterkaitan  teknologi  dengan 


TEKNOLOGI  BAGI  DAYA  SAING  EKONOMI 


63 


daya  saing  ekonomi  dapat  dijelaskan  bah- 
wa  hingga  saat  ini  ekonomi  dan  tingkat  pro- 
duktivitas  bergantung  pada  perubahan  dan 
peningkatan  kemampuan  secara  teknis  selu- 
mh  proses  ekonomi  dan  industri  yang  ber- 
langsung  di  tengah-tengah  masyarakat.  Ka- 
rena  itu  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi 
dalam  ekonomi  lebih  bersifat  learning  by 
doing  daripada  sekadar  menjiplak  cetak  bim 
dan  cara  kerja  teknologi  yang  sudah  ada  dan 
yang  dihasilkan  oleh  bangsa  lain. 

Dilihat  dari  sisi  eksplorasi  sumber  daya 
alam,  teknologi  berperan  besar  dalam  usaha 
menemukan  sumber-sumber  daya  baru.  Pe- 
nemuan  teknologi  baru  pengelolaan  sum- 
ber daya  alam  yang  misalnya  dilakukan  me- 
lalui  inventory  techniques,  instrumeiitasi, 
adanya  konsep  dan  metode  eksplorasi  yang 
semakin  baik,  juga  telah  memperbesar  arti 
teknologi  bagi  pengelolaan  sumber  daya 
alam.  Di  antara  berbagai  metode  geofisika 
yang  dikembangkan  ke  dalam  kerangka  pe- 
ngembangan  teknologi,  antara  lain  dituju- 
kan  untuk  menemukan  sumber-sumber  daya 
ekonomi  baru  yang  disediakan  oleh  alam. 
Negara  yang  dikenal  kaya  sumber  daya  alam 
seperti  Indonesia  jelas  kini  harus  berpacu 
dengan  negara  lain  dalam  pengembangan 
teknologi  agar  kekayaan  alam  itu  tidak  mu- 
bazir. 

Ekonomi  Pendukung  Pengembangan 
Teknologi  di  Indonesia 

Negara  berkembang  seperti  Indonesia 
belum  mampu  mcngembangkan  sendiri  dan 
secara  mandiri  teknologi-teknologi  yang  di- 
butuhkan  untuk  tujuan  pengelolaan  dan 
penggunaan  sumber  daya  ekonomi  yang 
sangat  besar  di  berbagai  penjuru  tanah  air. 
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  pembangunan 


ekonomi  yang  berlangsung  di  Indonesia  se- 
lama  ini  membuktikan  bahwa  teknologi  im- 
por  berperan  besar  dalam  memanfaatkan 
sumber-sumber  daya  ekonomi  itu.  Dengan 
kata  lain,  Indonesia  benar-benar  menjadi 
net  importer  teknologi  di  dunia. 

Indonesia  yang  secara  geografis  terdiri 
dari  13.700  pulau  dan  menjadi  salah  satu  ne- 
gara dengan  sumber  daya  alam  terbesar  di 
dunia,  temyata  belum  tergolong  sebagai  ne- 
gara dengan  Produk  Nasional  Bruto  (PNB) 
yang  luar  biasa  besar  di  Asia.' 

Karena  sumber  daya  alam  itu  sebagian 
besar  masih  tetap  tersimpan  sebagai  endow- 
ment yang  belum  dapat  dikelola  dengan 
baik,  maka  akibat  yang  ditimbulkan  ialah 
belum  berfungsinya  sumber  daya  alam  se- 
bagai landasan  pelaksanaan  pembangunan 
ekonomi  berkelanjutan.  Persoalannya  seka- 
li  lagi  kembali  pada  ketidakmampuan  secara 
teknologis.  Oleh  karena  itu,  tidaklah  meng- 
herankan  bahwa  ketika  Indonesia  dilanda 
krisis  moneter  sejak  Juli  1997  dan  yang  ke- 
mudian  dilanjutkan  dengan  krisis  ekono- 
mi, banyak  pihak  yang  kembali  menoleh 
pada  pentingnya  pengelolaan  sumber  daya 
alam  dengan  pendekatan  teknologis.  Krisis 
ini  mempakan  penegasan  bahwa  cadangan 
minyak,  gas,  timah,  nikel,  batu  bara,  bauxite 
dan  kandungan  alam  lainnya  yang  besar 
di  Indonesia  tidak  dapat  terus  dimanfaatkan 


Wilayah  laut  Indonesia  menyimpan  sumber  da- 
ya yang  besar,  yaitu  mcncapai  tiga  setcngah  kali  li- 
pat  dibandingkan  dengan  wilayah  daratan  dan  kaya 
akan  ikan,  udang,  kepiting  dan  Iain-lain.  Hingga  saat 
ini,  produktivitas  organis  itu  masih  sebagian  kecil 
yang  ditcliti.  Sumber  produktivitas  organis  laut  se- 
perti pantai  Sumatera  Utara,  Aceh,  Sclat  Malaka, 
Sulawesi  Selatan,  Selat  Makasar,  Muncar  (Selat  Bali), 
Air  Tembaga  (Minahasa),  Maluku,  Laut  Banda  dan 
Iain-lain  dengan  .sendirinya  belum  dapat  dikelola  se- 
cara ckonomis.  Lihat  Djojohadikusumo  (1979:89). 
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secara  optimal  karena  lemahnya  penguasa- 
an  dan  pengembangan  teknologi. 

Begitu  pula  halnya  dengan  sumber  daya 
alam  berupa  hutan  yang  perannya  dalam 
perekonomian  nasional  dapat  disimak  dari 
kontribusinya  terhadap  pendapatan  nasio- 
nal maupun  penerimaan  devisa  melalui  eks- 
por  kayu.  Sebelum  perekonomian  Indonesia 
dilanda  krisis,  devisa  ekspor  hasil  hutan, 
khususnya  jenis  kayu  gelondongan,  cukup 
penting  dan  menentukan.  Masalahnya  sam- 
pai  sekarang,  Indonesia  belum  optimal  me- 
ngembangkan  industri  pengolahan  hasil- 
hasil  hutan.  Pemanfaatan  teknologi  dalam 
hal  ini  adalah  mengolah  kayu  gelondongan 
menjadi  produk  yang  bemilai  tambah  ting- 
gi.  Kalau  ini  tidak  dilakukan,  maka  ekspor 
kayu  gelondongan  akan  mempercepat  pro- 
ses deforestasi  hutan  di  Indonesia  (Smith, 
1992). 

Pada  umumnya,  kebutuhan  teknologi  un- 
tuk  pengelolaan  sumber-sumber  daya  alam 
itu  meliputi  teknologi  maju  {advanced  tech- 
nology), teknologi  adaptif  (adaptive  tech- 
nology) dan  teknologi  protektif  {protective 
technology).  Teknologi  maju  dibutuhkan  un- 
tuk  usaha-usaha  ekstraktif,  penelitian  serta 
pengembangan  bidang  energi  yang  dikem- 
bangkan  untuk  meningkatkan  kemampu- 
an  nasional  Indonesia.  Teknologi  adaptif 
merupakan  teknologi  yang  dikembangkan 
di  negara  lain.  Pcnggunaannya  di  Indone- 
sia untuk  mcmpcrbcsar  pemanfaatan  sumber 
daya  alam  masih  harus  disesuaikan  atau 
diadaptasikan  dengan  kondisi-kondisi  so- 
sial  ekonomi  yang  ada.  Teknologi  protektif 
merupakan  teknologi  yang  pcncrapannya 
ditujukan  untuk  mclindungi  atau  mcnga- 
mankan  ekosistem.  Kata  kunci  dalam  pcng- 
gunaan  teknologi  protektif  itu  adalah  kon- 
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servasi,  restorasi  dan  regenerasi.  Dengan 
uraian  di  atas,  jelas  bahwa  sumber  daya  alam 
merupakan  bagian  yang  sangat  penting  da- 
lam proses  perekonomian  Indonesia.  Pada 
saat  Indonesia  kelak  berubah  menjadi  ne- 
gara industri,  pengelolaan  sumber  daya  alam 
dengan  intensitas  yang  sangat  tinggi  dan 
dengan  kapasitas  yang  sangat  besar  sema- 
kin  tidak  mungkin  dielakkan.  Bahkan  bagi 
mereka  yang  berpandangan  optimistis  da- 
lam melihat  kaitan  antara  pertumbuhan  eko- 
nomi dan  pemanfaatan  sumber  dalam  alam, 
kekurangan  dan  kelangkaan  sumber  daya 
alam  dianggap  bersifat  sementara.  Artinya, 
masalah  ini  dapat  diatasi  dengan  adanya 
kemajuan  teknologi  yang  terkait  dengan  po- 
la  eksplorasi  dan  pengolahan  sumber  daya 
alam  secara  baru.  Kekurangan  sumber  daya 
alam  dalam  pengertian  absolut  tidak  akan 
benar-benar  teijadi  (Suparmoko,  1989:  43). 
Untuk  itu,  yang  dibutuhkan  adalah  tekno- 
logi yang  mampu  mengefisienkan  pengo- 
lahan dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam, 
yang  dalam  realitas  Indonesia  masih  belum 
cukup  ditangani  dengan  baik. 

Kebijakan  Pemerintah 

Teknologi  dalam  konteks  pengertian  di 
atas  menjadi  semakin  penting  tatkala  pe- 
ngelolaan sumber  daya  alam  berkaitan  erat 
dengan  sumber  daya  yang  tak  dapat  dipcr- 
barui.  Perspektif  ekonomi  sumber  daya  alam 
dalam  hal  ini  benar-benar  bersinggungan  de- 
ngan masalah  optimasi  yang  bcrkesinam- 
bungan  hingga  kc  masa  dcpan.  Masalahnya 
di  Indonesia,  peran  teknologi  dalam  pcrkcm- 
bangan  ekonomi  mcmiliki  kecendcrungan 
yang  berlawanan  dengan  prcskripsi  tekno- 
logi di  banyak  negara  -  yang  bcrperan  sc- 
bagai  variabcl  pcningkatan  daya  saing  eko- 
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nomi.  Proses  optimalisasi  sumber  daya  pro- 
duklif  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  pe- 
ngembangan  teknologi  dalam  kaitannya  de- 
ngan  usaha  peningkatan  daya  saing  eko- 
nomi  mendesak  untuk  dirumuskan  secara 
lebih  tepat  pada  tingkat  kebijakan.  Dengan 
mengikuti  beberapa  preskripsi  teoretis,  jelas 
bahwa  kebijakan  pemerintah  dalam  mencip- 
takan  keterkaitan  yang  organik  antara  pe- 
ngembangan  teknologi  dan  peningkatan 
daya  saing  ekonomi  itu  merapakan  variabel 
penentu  keberhasilan  memasuki  proses  in- 
dustrialisasi. 

Baik  teknologi  produksi  yang  dimanfaat- 
kan  untuk  peningkatan  nilai  tambah  indus- 
tri  manufaktur  maupun  teknologi  informasi 
untuk  mempercepat  dan  memperbesar  inten- 
sitas  pengembangan  ekonomi  di  luar  sek- 
tor  manufaktur,  merupakan  kenyataan  yang 
tak  terbantahkan  sekarang  ini.  Oleh  karena 
itu,  istilah  "tekno-ekonomi"  yang  sejak  ta- 
hun  1980-an  merupakan  nomenklatur  baru 
pengelolaan  ekonomi,  di  tingkat  kebijakan 
berubah  menjadi  faktor  sentral  dalam  meng- 
antisipasi  perubahan-perubahan  ekonomi  ~ 
yang  sulit  diprediksikan.  Tekno-ekonomi 
juga  merupakan  peristilahan  yang  menco- 
ba  menyederhanakan  kompleksitas  seluruh 
masalah  dalam  menemukan  format  keter- 
kaitan antara  pengembangan  teknologi  dan 
daya  saing  ekonomi. 

Hanya  saja,  dalam  konteks  Indonesia,  pen- 
jelasan  tentang  pentingnya  keterkaitan  an- 
tara pengembangan  teknologi  dan  pening- 
katan daya  saing  ekonomi  tcrnyata  tidak- 
lah  cukup  memadai  untuk  dijadikan  alasan 
penyusunan  kebijakan  pengembangan  tek- 
nologi secara  lebih  tepat  di  masa-masa  yang 
akan  datang.  Alasan  lain  yang  tak  kalah 
fundamentalnya  ialah  masih  lemahnya  kc- 
mampuan  Indonesia  dalam  melakukan  upa- 
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ya  terobosan,  bempa  inovasi,  untuk  memper- 
luas  technology  frontier  yang  ada  selama 
ini. 

Bagi  Indonesia  jelas  bahwa  untuk  me- 
ningkatkan  daya  saing  ekonomi  dalam  per- 
gulatan  antarbangsa  memasuki  abad  XXI, 
peningkatan  peran  teknologi  tidak  cukup 
jika  hanya  ditujukan  untuk  memperoleh  dan 
menyerap  teknologi  yang  datang  dari  luar 
~  mungkin  dengan  biaya  murah.  Teruta- 
ma  dalam  rangka  mengoptimalisasikan  pe- 
manfaatan  teknologi  untuk  industri  pengo- 
lahan  hams  dilakukan  dengan  menyediakan 
teknologi  yang  dikembangkan  dari  proses 
belajar  dengan  kemungkinan  kegagalan  yang 
cukup  besar.  Upaya-upaya  untuk  memper- 
kuat  kedudukan  lembaga-lembaga  pengem- 
bangan sains  dan  teknologi  pada  akhirnya 
menentukan  penyediaan  teknologi  yang  di^ 
kembangkan  sendiri. 

Data  dalam  Tabel  1  merupakan  satu  con- 
toh  soal  yang  memperlihatkan  bahwa  untuk 
memenuhi  kebutuhan  akan  teknologi,  yang 
sebenarnya  tidak  terlalu  canggih,  seperti  me- 
sin  untuk  mengerjakan  tekstil  dan  kulit,  In- 
donesia tidak  mampu  menciptakan  sendiri, 
kecuali  mengimpornya  dari  negara  lain.  Im- 
por  teknologi  semacam  ini  dari  Taiwan  se- 
lama satu  dekade  (1986-1995)  berkisar  anta- 
ra 15,90  persen  hingga  26,82  persen  dari  to- 
tal impor  Indonesia  terhadap  Taiwan,  atau 
antara  US$26,1  juta  hingga  US$111,7  juta. 
Teknologi  serupa  yang  diimpor  Indonesia 
dari  Korea  Selatan  antara  tahun  1988-1993 
berkisar  antara  14,00  persen  hingga  31,16 
persen  dari  total  impor  Indonesia  terhadap 
negara  tersebut,  atau  setara  dengan  nilai 
US$25,7  juta  hingga  US$129,8  juta. 

Dengan  demikian,  selama  kurun  waktu 
satu  dekade  antara  tahun  1986  hingga  1995 
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label  1 

IMPOR  INDONESIA  TERHADAP  MESIN  UNTUK  MENGERJAKAN  TEKSTIL  DAN  KULIT 

1986-1995 


No. 

Tahun 

Nilai  Impor  Persentase 

Total  Impor  Indonesia 

(US$  Juta) 

dari  Taiwan/Korea  Selatan 

(US$  Juta) 

Dari  Taiwan 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 


26,2 
26,1 
37,7 
74,5 
111,2 
107,0 
63,5 
51,1 
82,3 
63,7 


23,46 
15,90 
18,22 
20,02 
26,82 
26,15 
21,27 
18,00 
24,89 
16,21 


111,7 
164,1 
206,9 
338,4 
414,6 
409,2 
298,5 
283,9 
330,6 
392,9 


Dari  Korea  Selatan 


If: 

1986 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

2. 

1987 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

3. 

1988 

25,7 

21,78 

118,0 

4. 

1989 

55,5 

31,16 

178,1 

5. 

1990 

80,4 

29,78 

270,0 

6. 

1991 

77,2 

16,98 

454,7 

7. 

1992 

84,1 

14,00 

600,6 

8. 

1993 

129,8 

18,70 

694,0 

9. 

1994 

n.a. 

n.a. 

647,8 

10. 

1995 

n.a. 

n.a. 

652,3 

n.a. 


Sumber.  BPS,  diolah  dari  berbagai  penerbitan. 

nilai  keseluruhan  impor  mesin  Indonesia 
untuk  mengerjakan  tekstil  dan  kulit  men- 
capai  sekitar  US$1,01  milyar.  Indonesia  se- 
benarnya  dapat  melakukan  penghematan 
devisa  jika  teknologi  jenis  ini  dapat  dipe- 
nuhi  sendiri  oleh  kemampuan  pengembang- 
an  teknologi  di  dalam  negeri.  Sebab,  lang- 
sung  maupun  tidak  langsung,  terdapat  bia- 
ya  tersembunyi  (hidden  cost)  terhadap  per- 
ekonomian  nasional  sccara  keseluruhan  de- 
ngan  adanya  impor  teknologi. 

Impor  teknologi  seperti  ini,  dalam  jang- 
ka  panjang,  jelas  merupakan  masalah  besar 


bagi  Indonesia.  Usaha  meningkatkan  daya 
saing  perekonomian  nasional  yang  memper- 
syaratkan  ketersediaan  teknologi,  secara  te- 
rus-menerus  mengharuskan  Indonesia  ber- 
gantung  pada  kemampuan  luar  negeri.  Bebe- 
rapa  wacana  tentang  pengembangan  tekno- 
logi di  negara-negara  dengan  status  lote 
comer  industry  seperti  Indonesia,  memang 
sudah  sejak  lama  memandang  penting  ma- 
salah alih  teknologi  baik  yang  dilakukan 
oleh  perusahaan-perusahaan  transnasional 
terhadap  perusahaan  domestik  di  Indonesia 
maupun  melalui  kerja  sama  teknik  pemerin- 
tah  Indonesia  dengan  pemerintahan  nega- 
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ra-negara  lain.  Alih  teknologi  dilaksanakan 
berdasarkan  konteks  hubungan  company 
to  company  (C  to  C).  Sedangkan  kerja  sama 
teknik  bersifat  government  to  goverment 
(G  to  G).  Di  antara  dua  model  alih  teknologi 
itu,  maka  C  to  C  memiliki  intensitas  dan  ka- 
pasitas  yang  lebih  besar. 

Persoalan  pokoknya  ialah,  bahwa  tidak 
adanya  kebijakan  dan  stiategi  nasional  yang 
komprehensif  untuk  mengarahkan  alih  tek- 
nologi akan  memperkecil  harapan  kemam- 
puan  meningkatkan  penguasaan  teknologi 
oleh  adanya  alih  teknologi  perusahaan-pe- 
nisahaan  transnasional  maupun  oleh  ada- 
nya kerja  sama  teknik.  Kebijakan  dan  stra- 
tegi  nasional  yang  komprehensif  itu  antara 
lain  ditandai  oleh  adanya  political  will  un- 
tuk membangun  dan  menyediakan  berba- 
gai  fasilitas  bagi  usaha  penyerapan  tekno- 
logi. Tidak  adanya  political  will  memuncul- 
kan  implikasi  yang  amat  serius.  Sebuah  stu- 
di  yang  dilakukan  khusus  untuk  menelaah 
alih  teknologi  di  Indonesia^  memperlihatkan 
bahwa,  berbeda  dengan  di  Malaysia  dan 
Filipina,  Indonesia  tidak  mengatur  alih  tek- 
nologi. Padahal,  pasar  teknologi  di  negara 
berkembang  ternyata  tidak  sempurna  dan 
menghasilkan  sewa  monopoli  dalam  jumlah 
besar  bagi  para  pemasok  teknologi,  yakni 
perusahaan  transnasional.  Secara  gamblang, 
studi  tersebut  menegaskan  bahwa: 


Kerja  sama  teknik  itu  merupakan  salah  satu 
hal  yang  mengemuka  sebagai  agenda  pembicaraan 
dalam  kcrangka  kerja  sama  ekonomi  Asia  Pasifik 
(APEC  -  Asia  Pacific  Economic  Cooperation).  Sejak 
berlangsungnya  APEC  Ministerial  Meeting  di  Osaka 
pada  November  1995,  kerja  sama  teknik  memiliki 
kedudukan  yang  sejajar  dengan  isu  liberalisasi  pcr- 
dagangan  dan  investasi  maupun  dengan  masalah  fa- 
silitasi  kerja  sama  ekonomi  APEC. 

3 

Pembahasan  khusus  tentang  masalah  ini  dapat 
dilihat  dalam  Thee  (1994:  233-245). 


Mengingat  lemahnya  posisi  para  pembeli 
teknologi,  yakni  perusahaan-pemsahaan  na- 
sional, di  pasar  teknologi,  ada  alasan  kuat 
bagi  pemerintah  untuk  memperkecil,  bila  ti- 
dak menghapuskan  saina  sekali,  ketimpangan 
kekuatan  tawar-menawar  antara  penjual  dan 
pembeli  teknologi.  Karena  lemahnya  kekuatan 
tawar-menawar  pihak  pembeli,  maka  biaya 
ekonomi  pun  menjadi  tinggi  sebagai  akibat 
harga  teknologi  impor  yang  terlalu  mahal, 
teristimewa  berdampak  buruk  terhadap  ne- 
raca  pembayaran. 

Oleh  karena  itu,  dukungan  terhadap  dila- 
kukannya  campur  tangan  pemerintah  di  pa- 
sar teknologi  menjadi  bertambah  besar.  Di 
sini  terlihat,  bukan  saja  adanya  biaya  lang- 
sung  alih  teknologi,  tetapi  juga  biaya  tidak 
langsung  atau  biaya  tersamar  {implicit  cost), 
termasuk  juga  harga  yang  terlalu  mahal  da- 
ri  bahan  masukan  antara  {intermediate  in- 
puts), pungutan  laba  dari  pemberian  modal 
berupa  ketrampilan,  dan  pungutan  untuk 
modal  dan  alat  perlengkapan  teknis  yang  di- 
impor  (Lim,  1985). 

Mengacu  pada  semakin  pentingnya  upa- 
ya  pengembangan  teknologi  secara  mandiri 
untuk  meningkatkan  daya  saing  ekonomi 
Indonesia,  maka  kebijakan  pemerintah  harus 
mengandung  dua  unsur  berikut  ini:  Pertama, 
pengembangan  teknologi  harus  disertai  oleh 
visi  pengembangan  ekonomi  secara  sektoral. 
Perubahan  dan  gerak  dinamik  perekonomi- 
an  nasional  yang  mutlak  membutuhkan  du- 
kungan teknologi  dewasa  ini  mendesak  un- 
tuk dirinci  ~  baik  kekuatan,  kelemahan,  pe- 
luang  maupun  tantangannya  ~  secara  sek- 
toral. Asumsi  yang  dipakai  di  sini  ialah 
bahwa  masing-masing  sektor  ekonomi  me- 
miliki kebutuhan  khusus  akan  teknologi, 
sehingga  teknologi  pun  dikembangkan  de- 
ngan mengikuti  kekhususan  itu.  Kedua,  se- 
bagai konsekuensi  dari  adanya  cara  pan- 
dang  pengembangan  teknologi  secara  sek- 
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toral  di  bidang  ekonomi  itu,  dengan  sendiri- 
nya  dibutuhkan  kelembagaan  ekonomi  dan 
kelembagaan  pengembangan  teknologi  yang 
dikoordinasikan  dengan  baik  oleh  peme- 
rintah. 

Habibie  dan  Teknologi 

Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  selama 
masa  Orde  Bam,  kebijakan  teknologi  di  In- 
donesia antara  lain  diwamai  oleh  pemikir- 
an  Menteri  Riset  dan  Teknologi  Prof.  Dr. 

4 

B.J.  Habibie  tentang  industrialisasi,  trans- 
formasi  dan  teknologi  dalam  kaitannya  de- 
ngan pembangunan  bangsa  (Habibie,  1986: 
42-43).  Bahkan  dengan  kemampuannya  me- 
ngembangkan  industri  pesawat  terbang 
yang  berbasiskan  hi-tech,  pemikiran  Habibie 
menjadi  salah  satu  dasar  kebijakan  teknolo- 
gi di  Indonesia.  Berangkat  dari  potensi  eko- 
nomi yang  besar  di  Indonesia,  Habibie  me- 
ngaitkan  kebijakan  pengembangan  teknolo- 
gi di  Indonesia  dengan  apa  yang  ia  sebut 
sebagai  Matrik  Nasional  Riset  dan  Tekno- 
logi untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhan  da- 
sar manusia,  pengelolaan  sumber  daya  alam 
dan  energi,  mendukung  proses  industriali- 
sasi, memperkuat  pertahanan  dan  keamanan 
nasional  serta  mendukung  pengembangan 
sosial,  ekonomi,  budaya  dan  falsafah  bang- 
sa. Menurut  Habibie,  pengembangan  tekno- 
logi di  Indonesia  memiliki  lima  prinsip  po- 
kok,  yaitu: 

•   Indonesia  memerlukan  sistem  pendidik- 
an  dan  pelatihan  yang  relevan  bagi  upa- 

4 

B.J.  Habibie  adaiah  Mcntcri  Riset  dan  Teknolo- 
gi selama  kurang  lebih  20  tahun,  antara  tahun  1978 
hingga  1998.  Beberapa  pcngamat  Indonesia  mencm- 
patkan  Habibie  sebagai  tokoh  sentral  yang  menco- 
ba  memberikan  momentum  bagi  terbcntuknya  kon- 
sep  tentang  takeoff  Indonesia  menuju  abad  XXI. 
Lihat  Raillon  (1990:2). 
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ya  pengembangan  teknologi.  Pendidikan 
maupun  pelatihan  yang  telah  ada  atau 
yang  direncanakan  ada  sudah  seharusnya 
memberikan  perhatian  sungguh-sungguh 
terhadap  pengembangan  teknologi. 

•  Indonesia  hams  memiliki  konsep  yang 
jelas  dan  realistis  tentang  masyarakat 
yang  ingin  dibangun  di  masa  depan  ser- 
ta teknologi  yang  diperlukan  untuk  me- 
wujudkannya.  Konsep  ini  hams  dilaksa- 
nakan  secara,  konsekuen. 

•  Teknologi  dialihkan,  diterapkan  dan  di- 
kembangkan  untuk  memecahkan  masalah- 
masalah  kongkret.  Dengan  prinsip  ini, 
berarti  teknologi  tidak  akan  dimengerti 
kalau  dikembangkan  secara  abstrak. 

•  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  ingin 
mengembangkan  dirinya  secara  teknolo- 
gis  hams  memecahkan  sendiri  masalah- 
nya.  Indonesia  dalam  hal  ini  jangan  men- 
jadi importir  netto  teknologi. 

•  Pada  tahap  permulaan  pengembangan 
teknologi  maju,  pengembangan  kemam- 
puan  nasional  di  bidang  teknologi  ha- 
rus  dilindungi  hingga  mencapai  daya 
saing  nasional. 

Dalam  pandangan  Habibie,  proses  dan 
wahana  transformasi  teknologi  meliputi  ta- 
hap penggunaan  teknologi  yang  sudah  ada, 
tahap  integrasi  teknologi  yang  sudah  ada 
dengan  desain  yang  dibuat  sendiri,  tahap 
pengembangan  teknologi  sendiri,  serta  tahap 
penelitian  secara  besar-besaran  untuk  menu- 
tupi  kekosongan  teori  pada  tahap  ketiga  dari 
proses  transformasi.  Secara  teoretis,  menumt 
Habibie,  keempat  tahap  transformasi  itu  da- 
pat  dilaksanakan  pada  sctiap  bidang  ke- 
giatan  maupun  yang  mendasarkan  diri  pada 
teknologi.  Namun  pada  kenyataannya,  dana 
dan  daya  terbatas.  Ini  berarti  bahwa  priori- 
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tas  penggunaan  dana  dan  daya  yang  ter- 
batas  itu  harus  diberikan  pada  pengalihan 
dan  pengembangan  teknologi  di  dalam  pro- 
ses nilai  tambah  yang  memenuhi  persyarat- 
an  untuk  menjadi  suatu  wahana  transfor- 
masi  teknologi  dan  industri. 

Kasus  Indonesia:  Sebuah  Anomali 

Meskipun  demikian  penting  dan  menda- 
Sarnya  hal  yang  digagas  oleh  B.J.  Habibie, 
Indonesia  boleh  dikata  mengalami  anomali 
atau  keanehan  dalam  melakukan  pengem- 
bangan teknologi.  Tidak  seperti  yang  kita 
kenal  di  banyak  negara,  teknologi  di  Indone- 
sia belum  merupakan  variabel  yang  mem- 
bentuk  atau  mendorong  terjadinya  pening- 
katan  daya  saing  ekonomi  bangsa.  Perkem- 
bangan  teknologi  di  Indonesia  justru  dido- 
rong  oleh  keberhasilan  pengembangan  eko- 
nomi. Pembiayaan  untuk  pengembangan  tek- 
nologi pesawat  terbang,  umpamanya,  anta- 
ra  lain  diperoleh  dari  Dana  Reboisasi  Hu- 
tan.  Dari  kasus  ini  tampak  bahwa  resources- 
based  economy  mendukung  pengembang- 
an teknologi  canggih.  Bukan  sebaliknya  tek- 
nologi canggih  memacu  perkembangan  re- 
sources-based economy. 

Mengapa  Indonesia  tertinggal  dalam  men- 
jadikan  teknologi  sebagai  variabel  pencipta- 
an  daya  saing  ekonomi?  Pada  sisi  manakah 
dalam  integrasi  teknologi  ke  dalam  ekono- 
mi terdapat  kelemahan? 

Secara  kelembagaan,  pengembangan  tek- 
nologi di  Indonesia  bergantung  pada  ke- 
beradaan  Badan  Pengembangan  dan  Pene- 
rapan  Teknologi  (BPPT).  Dari  sini  orang  me- 
lihat  bahwa  ketidakmampuan  Indonesia  men- 
jadikan  teknologi  sebagai  variabel  pendukung 
daya  saing  ekonomi  merupakan  kegagalan 


BPPT.  Sepintas  lalu,  cara  berpikir  seperti  ini 
benar  jika  BPPT  dipahami  sebagai  satu-satu- 
nya  lembaga  yang  bertugas  melakukan  pe- 
ngembangan teknologi  di  Indonesia. 

Masalahnya  adalah  bahwa  selama  Orde 
Baru  pengembangan  teknologi  terjebak  ke 
dalam  kepentingan  sempit.  Masing-masing 
sektor  dalam  perekonomian  nasional  me- 
ngembangkan  sendiri  teknologi-teknologi 
"unggulan"  mereka.  Namun  pengembangan 
itu  tidak  memiliki  benang  merah  dengan 
teknologi  yang  dikembangkan  oleh  sektor 
ekonomi  yang  lain.  BPPT  mengembangkan 
teknologi  tak  ubahnya  dengan  mengembang- 
kan sesuatu  untuk  keperluan  sektoral,  se- 
perti halnya  teknologi  dikembangkan  oleh 
sektor  industri,  pertanian,  kehutanan,  kese- 
hatan,  perumahan,  pertambangan,  infrastruk- 
tur  dan  Iain-lain.  Itulah  sebabnya  mengapa 
dunia  luar  selalu  mengidentifikasi  pengemr. 
bangan  teknologi  oleh  BPPT  yang  tampak 
ditonjolkan  pada  pengembangan  industri 
pesawat  terbang,  sektoral  sifatnya  dan  bu- 
kan Suatu  usaha  untuk  mewujudkan  sebuah 
cetak  biru  {blue  print)  pengembangan  tek- 
nologi secara  nasional. 

Selama  Orde  Baru,  BPPT  sebenarnya  ti- 
dak memiliki  kekuasaan  mutlak  untuk  me- 
nyusun  blue  print  pengembangan  teknolo- 
gi. Kalaupun  BPPT  berpikir  ke  arah  itu  dan 
benar-benar  mewujudkan  blue  print  terse- 
but  implementasinya  pun  tidak  ditentukan 
oleh  BPPT.  Ini  karena  perekonomian  Indo- 
nesia selama  Orde  Baru  adalah  perekonomi- 
an yang  digerakkan  oleh  berbagai  kepen- 
tingan yang  bersifat  parokial.  Di  luar  BPPT 
terdapat  Departemen  Perindustrian  dan  Per- 
dagangan,  Departemen  Pertanian,  Departe- 
men Kehutanan  dan  Iain-lain  yang  memi- 
liki pola  dan  corak  sendiri-sendiri  dalam  me- 


70 

ngembangkan  maupun  memanfaatkan  tekno- 
logi.  Di  balik  itu  semua,  departemen-departe- 
men  itu  berpikir  dengan  menitikberatkan  pa- 
da  kepentingan  mereka  masing-masing. 

Selama  lebih  dari  30  tahun  pemerintah- 
an  Orde  Bam,  pengembangan  teknologi  lalu 
tidak  memiliki  garda  besar.  Kebijakan  pe- 
manfaatan  dan  pengembangan  teknologi 
oleh  sekian  banyak  departemen  dianggap 
sebagai  pengejawantahan  atas  kepentingan 
masing-masing  departemen.  Langkah  BPPT 
yang  terlalu  jauh  pada  peramusan  kebijak- 
an teknologi  di  departemen-departemen  itu 
justru  dengan  mudah  mencuatkan  anggap- 
an  kelim  bahwa  BPPT  "mencampuri"  urusan 
departemen  lain.  Oleh  karena  itu,  kesan  pa- 
ling dalam  atas  peran  teknologi  di  bidang 
ekonomi  selama  Orde  Baru  ialah  mimcul- 
nya  tiga  aras  pemikiran  tentang  industriali- 
sasi  di  Indonesia.  Aras  pertama  diwakili 
oleh  para  ekonom  yang  memandang  pen- 
ting  pendekatan  keunggulan  komparatif 
untuk  memanfaatkan  secara  optimal  sumber- 
sumber  daya  alam  nasional.  Teknologi  di- 
kembangkan  di  sini  terutama  untuk  tujuan 
optimalisasi  penggunaan  sumber  daya  alam 
yang  sangat  besar  di  Indonesia.  Aras  ke- 
dua  adalah  pemikiran  tentang  keterkaitan 
industri  hulu  dan  industri  hilir  dalam  pro- 
ses industrialisasi.  Teknologi  dibutuhkan  di 
sini  untuk  mempererat  keterkaitan  antara 
industri  hulu  dan  industri  hilir  itu.  Aras  ke- 
tiga  adalah  pemikiran  tentang  transformasi 
teknologi  industri  yang  dikemukakan  oleh 
B.J.  Habibie  melalui  delapan  wahana  dan  de- 
ngan empat  pentahapan. 

Dengan  demikian,  pengembangan  tekno- 
logi nampak  sebagai  adanya  tiga  garis  yang 
bergerak  sendiri-sendiri  hingga  tanpa  disa- 
dari  menciptakan  labirin  yang  memenjara 
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kita  bersama.  Kita  pada  akhimya  lengah  un- 
tuk secara  tenang  dan  berhati-hati  merumus^ 
kan  garda  besar  pengembangan  teknologi 
nasional,  dengan  jalan,  misalnya,  berusaha 
menjawab  secara  lebih  kritis  pertanyaan  ten- 
tang apa  yang  sesungguhnya  dibutuhkan 
oleh  perekonomian  bangsa  ini  terhadap  tek- 
nologi. Karena  pertanyaan  dan  jawaban  atas 
permasalahan  ini  tidak  benar-benar  dapat 
dipetakan  dengan  jelas,  maka  akibatnya  sa- 
ngat serius.  Sampai  akhimya  terjadi  krisis 
ekonomi,  yang  membawa  kejatuhan  rezim 
Orde  Bam,  seluruh  strategi  pengembangan 
teknologi  yang  ada  selama  ini  tampak  me- 
miliki kekeliman  yang  sama,  yaitu  tidak 
mampu  menjadi  basis  daya  saing  perekono- 
mian nasional  dari  ancaman  krisis. 

Setelah  berakhimya  Orde  Bam  mulai  di- 
sadari  bahwa  aras-aras  pemikiran  tentang 
teknologi  tersebut  muncul  dan  tak  dapat  di- 
lepaskan  dari  dinamika  kekuasaan  Presiden 
Soeharto.  Sebagaimana  kita  tahu,  Presiden 
Soeharto  adalah  pemimpin  Orde  Bam  yang 
begitu  piawai  memainkan  kartu  manajemen 
konflik  demi  menjaga  kelanggengan  kekua- 
saan otoritemya.  Masing-masing  aras  pemi- 
kiran dalam  pengembangan  teknologi  itu  ti- 
dak dilihat  sebagai  sebuah  mosaik  yang  ha- 
ms ditransendensikan  untuk  menghasilkan 
garda  besar  pengembangan  teknologi.  Oleh 
Pak  Harto  ketiga  aras  pemikiran  itu  diartikan 
sebagai  adanya  saling  tarik-menarik  kepen- 
tingan politik.  Sebagai  penguasa  yang  ke- 
kuasaannya  bertumpu  pada  manajemen  kon- 
flik, maka  semua  itu  diarahkan  untuk  men- 
ciptakan stmktur  ketergantungan  pada  diri 
Pak  Harto.  Pengembangan  teknologi  untuk 
tujuan  daya  saing  perekonomian  nasional 
akhirnya  benar-benar  menjadi  labirin  yang 
membingungkan. 
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Menuju  Strategi  Baru 

Krisis  ekonomi  yang  menimpa  Indonesia 
hingga  membawa  kejatuhan  rezim  Soeharto 
merupakan  momentum  yang  sangat  tepat 
untuk  memeta-ulang  strategi  pengembang- 
an  teknologi.  Krisis  ekonomi  merupakan  per- 
wujudan  yang  paling  nyata  dari  tidak  ada- 
nya  integrasi  teknologi  yang  komprehensif 
ke  dalam  dinamika  ekonomi  nasional.  Pen- 
dekatan  teknologis  dalam  perekonomian  se- 
lalu  memperkenalkan  cara  pengelolaan  eko- 
nomi secara  rasional  dengan  output  yang  le- 
bih  besar.  Berbagai  dampak  buruk  dari  ke- 
tidakpastian  akibat  fluktuasi  ekonomi  dico- 
ba  diperkecil  oleh  teknologi.  Dengan  tekno- 
logi, upaya  meraih  peluang  tidak  lagi  dida- 
sarkan  pada  keberanian  mengambil  risiko, 
melainkan  pada  kemampuan  memperhitung- 
kan  risiko  secara  tepat.  Sementara  itu,  biaya 
yang  besar  dalam  rangka  pemanfaatan  tek- 
nologi terletak  pada  biaya  pengadaan,  bu- 
kan  pada  operasionalisasi  teknologi  itu  sen- 
diri.  Di  Indonesia,  logika  ini  tidak  menjadi 
kenyataan,  karena  teknologi  dalam  perkem- 
bangan  industrinya  memiliki  keterbatasan. 
Dalam  hal  ini,  krisis  ekonomi  yang  terjadi 
lebih  dikarenakan  ketidakmampuan  memper- 
hitungkan  risiko  secara  tepat. 

Strategi  baru  yang  dibutuhkan  Indone- 
sia dalam  mengembangkan  teknologi  pada 
dasamya  bertumpu  pada  dua  hal  mendasar, 
yaitu:  (1)  dikembangkannya  teknologi  mu- 
takhir  yang  antara  lain  ditujukan  untuk  mem- 
bantu  mengatasi  krisis  ekonomi;  (2)  tekno- 
logi masa  depan  yang  landasannya  antara 
lain  telah  diletakkan  oleh  B.J.  Habibie. 

Menuju  Penyelesaian  Krisis 

Pelajaran  berharga  dari  terjadinya  krisis 
ekonomi  di  Indonesia  ialah  bahwa,  perta- 


ma,  perekonomian  Indonesia  belum  memiliki 
basic  work  yang  kuat  menghadapi  gejolak 
berskala  global.  Krisis  ekonomi  di  Indone- 
sia, bagaimanapun  merupakan  resultante  da- 
ri amalgamasi  atau  persinggungan  yang  sa- 
ngat kuat  antara  perekonomian  nasional  de- 
ngan perekonomian  global.  Krisis  yang  prak- 
tis  tidak  dapat  diperhitungkan  sebelumnya 
itu,  termasuk  oleh  Bank  Dunia  dan  Dana 
Moneter  Intemasional  (IMF),  membuka  tabir 
yang  selama  ini  terselubung  bahwa  mem- 
baiknya  kinerja  perekonomian  nasional  mun- 
cul  sebagai  proses  dari  pengelolaan  ekono- 
mi yang  berlangsung  secara  "alamiah".  Ka- 
pasitas  produksi  dalam  perekonomian  na- 
sional berjalan  tanpa  memperoleh  dukungan 
yang  kuat  dari  teknologi,  sehingga  kinerja 
perekonomian  nasional  yang  dinilai  baik 
itu  merupakan  gambaran  yang  terbatas  pa- 
da kondisi  ekonomi  makro. 

Akibat  dari  terjadinya  krisis  moneter, 
perekonomian  Indonesia  kembali  ke  titik 
nol.  Perekonomian  pasar  yang  digulirkan  se- 
jak  tahun  1980-an  melalui  serangkaian  de- 
regulasi  dan  debirokratisasi,  tampak  gagal 
dengan  terjadinya  krisis  itu.  Dengan  demi- 
kian  tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bah- 
wa krisis  merupakan  cerminan  dari  terjadi- 
nya market  failure  di  Indonesia  dalam  jang- 
ka  waktu  yang  cukup  lama.  Desain  ekonomi 
baru  yang  dirancang  Indonesia  dengan  de- 
mikian  sudah  sangat  mendesak  untuk  me- 
masukkan  teknologi  sebagai  faktor  pemben- 
tuk  daya  saing  perekonomian  nasional. 

Dengan  latar  belakang  krisis  itu,  pengem- 
bangan  teknologi  sekarang  ini  sangat  re- 
levan  apabila  diorientasikan  pada  pengem- 
bangan  teknologi  mutakhir.  Krisis  ekono- 
mi yang  kembali  mengangkal  peran  strate- 
gis  sektor  pertanian,  perkebunan,  kehutan- 
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an  dan  sektor  ekonomi  lain  yang  bercirikan 
resources  based-economy  bagaimanapun  ti- 
dak  mungkin  dilakukan  secara  apa  adanya. 
Besarnya  tumpuan  harapan  pada  sektor-sek- 
tor  ini  membawa  konsekuensi  yang  serius 
bahwa  semua  sektor  ini  hams  dikelola  de- 
ngan  visi  teknologi.  Kebijakan  teknologi 
hams  secara  serius  menjadikan  semua  sek- 
tor ini  memiliki  nilai  tambah  yang  tinggi. 
Makna  kehadiran  teknologi  di  sini  juga  ti- 
dak  terbatas  hanya  memberikan  keuntungan 
secara  ekonomi,  tetapi  juga  memberikan  ke- 
untungan sosial.  Jadi,  pengembangan  mau- 
pun  penerapan  teknologi  berada  dalam  kon- 
teks  social  capital,  di  mana  teknologi  men- 
jamin  terbentuknya  skill  for  productivity 
sektor  pertanian,  perkebunan,  kehutanan  dan 
Iain-lain. 

Teknologi  mutakhir  yang  hams  dikem- 
bangkan  Indonesia  mengacu  pada  kenyata- 
an  adanya  embodied  technology  dan  dis- 
embodied technology  di  tengah-tengah  ma- 
syarakat.  Embodied  technology  adalah  tek- 
nologi yang  ada  dalam  peralatan  dan  ba- 
rang-barang.  Karena  peralatannya  kebanyak- 
an  buatan  luar  negeri  maka  disebut  embo- 
died technology  luar  negeri.  Kita  sesung- 
guhnya  membutuhkan  embodied  techno- 
logy buatan  Indonesia.  Hanya  dalam  kenya- 
taan,  kebanyakan  embodied  technology  itu 
diimpor. 

Disembodied  technology  ialah  teknolo- 
gi yang  tidak  ada  dalam  barang  atau  pro- 
duk,  tetapi  terdapat  dalam  SDM.  Oleh  ka- 
rena itu,  disembodied  technology  ada  da- 
lam diri  orang-orang  Indonesia  maupun 
pada  diri  orang  asing.  Disembodied  techno- 
logy Indonesia  itu  mendesak  untuk  dimmus- 
kan  hingga  menjadi  sebuah  sistem  yang  da- 
pat  dijalankan  untuk  tujuan  mengurangi  pe- 
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ran,  atau  bahkan  menggantikan  peran,  em- 
bodied technology  yang  hams  diimpor.^ 

Berangkat  dari  disembodied  technology, 
teknologi  mutakhir  yang  hams  dikembang- 
kan  di  Indonesia  adalah  teknologi  yang 
practical  dan  sekaligus  sellable.  Inilah  tek- 
nologi yang  terlupakan  selama  ini,  sehing- 
ga  sekarang  diperlukan  suatu  reorientasi 
pemikiran.  Teknologi  mutakhir  dengan  sen- 
dirinya  mempakan  teknologi  di  depan  ma- 
ta,  "teknologi  sehari-hari",  yang  dalam  ke- 
nyataan  diimpor  dari  negara-negara  seperti 
Taiwan,  Korea  Selatan,  Cina  maupun  Hong- 
kong. Mulai  dari  barang-barang  konsumsi 
(produk  yang  banyak  dibutuhkan  masyara- 
kat)  hingga  pada  alat  dan  kemasan  pendu- 
kung  produk  itu  (plastik,  kertas,  pembung- 
kus  dan  Iain-lain)  mempakan  mang  lingkup 
teknologi  mutakhir. 

Teknologi  Masa  Depan 

Secara  skematis,  teknologi  masa  depan 
merupakan  teknologi  yang  dikembangkan 
untuk  memenuhi  kebutuhan  peningkatan 
kegiatan  ekonomi  Indonesia  pasca  krisis 
ekonomi.  Apabila  diskenariokan  bahwa  kri- 
sis ini  akan  berlangsung  selama  tiga  tahun, 
maka  sekitar  tahun  2001  atau  2002  Indone- 
sia hams  memulai  langkah  mengembang- 
kan  teknologi  masa  depan.  Dalam  kerangka 
teknologi  masa  depan  itu,  terjadi  peningkat- 
an kegiatan  rancang  bangun  dan  pereka- 
yasaan  teknologi,  sehingga  kelak  teknologi 
benar-benar  menjadi  bagian  dari  upaya  pe- 
ningkatan daya  saing  perekonomian  nasio- 
nal.  Hal-hal  mendasar  dalam  pengembang- 


Krisis  ekonomi  antara  Iain  terjadi  karena  ter- 
lalu  banyak  embodied  technology  yang  diimpor  dari 
luar  negeri  sehingga  membutuhkan  begitu  banyak 
dolar  (devisa). 
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an  teknologi  yang  telah  dilakukan  selama 
masa  Orde  Baru,  dalam  konteks  ini  masih 
penting  dan  relevan  untuk  dilanjutkan  dan 
dikembangkan.  Dari  sini  akan  terlihat  trend 
teknologi  yang  secara  saksama  dikembang- 
kan oleh  Indonesia. 

Sebagai  bagian  dari  strategi  memasuki 
abad  XXI,  pengembangan  teknologi  cang- 
gih  di  Indonesia  sengaja  dikaitkan  secara 
erat  dengan  usaha  menyeluruh  untuk  me- 
majukan  ekonomi  dan  organisasi-organisasi 
yang  secara  aktif  menciptiakan  nilai  tambah. 
Teknologi  canggih,  di  masa  depan,  menjadi 
aspek  paling  penting  terciptanya  keunggul- 
an  ekonomi,  organisasi  dan  bahkan  mensti- 
mulir  terjadinya  keunggulan  pada  jaringan 
kerja  birokrasi  pemerintah.  Inilah  imperatif 
yang  inherent  dalam  perspektif  teknologi 
masa  depan.   Dengan  imperatif  ini,  berarti 
kegagalan  dalam  mengaitkan  secara  organik 
teknologi  canggih  dan  pengembangan  eko- 
nomi merupakan  kegagalan  membangun  se- 
buah  perspektif.  Kegagalan  membangun  per- 
spektif tersebut  dapat  dilihat  pada  terobos- 
an  yang  dilakukan  oleh  para  ilmuwan  {sci- 
entist) yang  hanya  terfokus  pada  teknologi 
itu  sendiri  dan  mengabaikan  hal-hal  lain 
di  luar  teknologi.  Sementara  itu  kegagalan 
perspektif  yang  dilakukan  pihak  lain  (eko- 
nom,  ahli  keuangan,  ahli  hukum  dan  Iain- 
lain)  dibuktikan  oleh  adanya  pandangan 
bahwa  usaha  pengembangan  teknologi  ha- 
nyalah  menghambur-hamburkan  uang.  Di 
masa  depan,  unitary  decision  hams  men- 


Untulc  pembahasan  lebih  lanjut  tentang  impe- 
ratif ini  lihat  Porter  (1983)  serta  Hayes,  Wheelwright 
and  Clark  (1988). 

Dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  unitary  de- 
cision bisa  berarti  tekno-ekonomi  atau  pengembang- 
an teknologi  yang  bertumpu  pada  kebutuhan  untuk 
memajukan  ekonomi. 


jembatani  dua  pandangan  yang  berbeda  se- 
cara diametral  itu. 

Untuk  menjamin  adanya  unitary  deci- 
sion, industri  canggih  di  masa  depan  ha- 
rus  dikembangkan  atas  pertimbangan  un- 
tuk memenuhi  kebutuhan  end  user  dan  bu- 
kan  merupakan  keinginan  subjektif  para 
perancang  teknologi.  Ini  berarti  teknologi 
masa  depan  yang  dikembangkan  Indonesia 
benar-benar  ditujukan  untuk  end  user  dan 
oleh  karena  itu  end  user  hams  memperoleh 
jaminan  akan  biaya,  akuntabilitas,  risiko, 
waktu,  ]dneTjsL,  features,  dan  Iain-lain.  Di 
sinilah  pada  akhimya  terasa  sekali  penting- 
nya  memperhatikan  state-of-the-art  atau 
seni  pengembangan  teknologi  masa  depan 
yang  relevan  dengan  kebutuhan  pasar.  Kon- 
sekuensinya  bagi  para  ahli  teknologi  ialah 
bahwa  mereka  hams  selalu  merasa  berada 
dalam  situasi  persaingan  pasar  yang  ber- 
gerak  dengan  sangat  cepat  (Starling,  1981: 
231). 
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Perilaku  Tabungan  Rumah  Tangga 

Kasus  Industri  Pedesaan  di  Bantul 


Aloysius  Gunadi  Brata 


Tabungan  yang  dimiliki  oleh  rumah  tangga  industri  pedesaan  sangatlah  penting  berkait- 
an  dengan  pemenuhan  kebutuhan  modal  di  tengah  terbatasnya  akses  industri  pedesaan  ter- 
hadap  sumber  pinjaman  dari  luar.  Dalam  kasus  industri  pedesaan  di  Bantul  ditemukan  bahwa 
rumah  tangga  industri  pedesaan  memiliki  kemampuan  untuk  menabung  yang  umumnya  sudah 
dalam  bentuk  aset  finansial,  terutama  di  lembaga  keuangan  bukan  bank.  Meskipun  demikian 
ada  indikasi  bahwa  kemampuan  menabung  tersebut  justru  masih  diabaikan  oleh  lembaga 
keuangan.  Selain  itu.  dari  analisis  regresi  dapat  disimpulkan  bahwa  selain  ditentukan  oleh 
besamya  pendapatan,  nilai  tabungan  rumah  tangga  industri  pedesaan  juga  dipengaruhi  oleh 
variabel-variabel  lain,  seperti  tingkat  pendidikan,  jenis  kelamin  dan  jenis  industri. 


Pendahuluan 

BANYAK  kendala  yang  dihadapi 
oleh  industri  kecil  dan  rumah  tang- 
ga, termasuk  yang  berada  di  wila- 
yah  pedesaan,  untuk  bisa  berkembang  de- 
ngan baik.  Salah  satunya  adalah  keterbatas- 
an  modal,  seperti  yang  diungkapkan  oleh 
Tambunan  (1995)  maupun  PUPUK  Bandung 
(lihat,  Yayasan  Abhiseka,  1998).  Tambunan 
menunjukkan  bahwa  kendala  utama  yang  di- 
hadapi oleh  industri  kecil  di  Indonesia  ada- 
lah permodalan  (27,24  persen),  sedangkan 
PUPUK  Bandung  menemukan  bahwa  priori- 
tas  masalah  usaha  kecil  yang  hams  dipecah- 
kan  pertama-tama  adalah  modal  (65  persen). 
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  industri  pe- 
desaan umumnya  masih  membiayai  usaha- 
nya  dengan  menggunakan  modal  sendiri. 

Pembiayaan  dengan  modal  sendiri  bukan 
hanya  pada  saat  usaha  dibentuk  atau  dimu- 
lai,  tetapi  juga  dalam  proses  keberlangsung- 
an  usaha  selanjutnya.  Namun,  pembiayaan 


dengan  modal  sendiri  ini  tidaklah  memadai. 
Misalnya  manakala  terdapat  pesanan  dalam 
jumlah  besar  namun  secara  kredit  ataupun 
tanpa  uang  muka,  maka  industri  pedesaan  ti- 
dak  mampu  memenuhinya  karena  tidak  me- 
miliki modal,  terutama  modal  kerja,  yang 
memadai. 

Pembiayaan  usaha  dengan  modal  sendiri 
sangat  erat  kaitannya  dengan  tabungan  ru- 
mah tangga  yang  bersangkutan.  Hal  ini  ka- 
rena sumber  pembiayaan  dengan  modal  sen- 
diri sebetulnya  tidak  lain  adalah  tabungan. 
Dan,  secara  teoretis,  tabungan  memberikan 
banyak  manfaat  bagi  rumah  tangga,  terlebih 
bila  tabungan  tersebut  terlembagakan  dengan 
baik.  Manfaat-manfaat  tersebut  menurut  Ro- 
binson (1994)  adalah  sebagai  berikut: 

•  Untuk  memenuhi  kebutuhan  likuiditas. 

•  Untuk  mendapatkan  penghasilan  bunga. 

•  Untuk  keperluan  konsumsi  terutama  bagi 
rumah  tangga  yang  berpendapatan  ren- 
dah  dan  tidak  menentu. 


76 

•  Untuk  keperluan  investasi,  bukan  hanya 
berkaitan  dengan  industri  tetapi  juga 
termasuk  jenis-jenis  investasi  lairmya  se- 
perti  pendidikan  anak-anak,  membangun 
mmah  ataupun  pemasangan  listrik. 

•  Untuk  memenuhi  keperluan-keperluan  so- 
sial  dan  keagamaan  maupun  untuk  ba- 
rang-barang  konsumsi  lainnya. 

•  Untuk  menghadapi  masa  pensiun,  sakit, 
ataupun  cacat. 

•  Untuk  mengganti  atau  menambah  kredit. 

•  Untuk  membangun  credit  rating  dan  se- 
bagai  jaminan  kredit. 

Dengan  memperhatikan  manfaat-manfaat, 
tabungan  tersebut,  tampaklah  bahwa  bagi 
rumah  tangga  industri  pedesaan  tabungan 
bukan  hanya  berkaitan  dengan  persoalan 
mempertahankan  taraf  hidup  atau  memenuhi 
kebutuhan  konsumsi  semata-mata  tetapi  ju- 
ga dapat  berperan  bagi  kelangsungan  dan 
perkembangan  industri  yang  dijalankan, 
baik  secara  langsung  ataupun  tidak  lang- 
sun'g.  Manfaat  secara  langsung  adalah  de- 
ngan menggunakan  tabungan  untuk  keper- 
luan permodalan  usaha  atau  investasi.  Se- 
dangkan  secara  tidak  langsung  misalnya 
adalah  dengan  melalui  mekanisme  pinjam- 
an  di  mana  tabungan  merupakan  salah  satu 
komponen  penentu  kemampuan  untuk  me- 
lunasi  pinjaman  {repayment  ability)  atau- 
pun untuk  membentuk  credit  rating  dan  se- 
bagai  jaminan.  Dengan  adanya  tabungan, 
persoalan  keterbalasan  modal  dapat  teratasi 
sekalipun  mungkin  tidak  secara  tuntas  me- 
ngingat  dalam  banyak  kasus  masih  juga 
harus  meminjam  dari  sumber  informal  yang 
umumnya  diketahui  memiliki  beban  bunga 
yang  tidak  kecil  (Ghatc,  1988;  Nugroho  dan 
Moeljarto,  1994). 

Dengan  dilandasi  oleh  pemikiran  bahwa 
tabungan  rumah  tangga  berkait  erat  de- 
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ngan  permodalan  industri  pedesaan,  tulisan 
ini  dimaksudkan  untuk  menelaah  perilaku 
tabungan  nmiah  tangga  industri  pedesaan. 
Ada  dua  aspek  tabungan  yang  akan  coba 
diungkapkan  di  sini.  Kedua  aspek  tersebut 
adalah:  (1)  gambaran  tentang  bentuk-bentuk 
akumulasi  tabungan  yang  dilakukan  oleh 
rumah  tangga  industri  pedesaan,  (2)  variabel- 
variabel  penentu  atau  determinan  tabungan 
rumah  tangga  industri  ppdesaan. 

Kasus  yang  akan  diamati  di  sini  ada- 
lah industri  pedesaan  di  Bantul  (Kabupaten 
Bantul,  DIY)  dengan  memanfaatkan  data  ba- 
sil survei  usaha  kecil  bidang  pengolahan 
yang  dilakukan  November  sampai  Desem- 
ber  1996.  Survei  tersebut  memang  tidak  se- 
cara khusus  dirancang  untuk  mengkaji  pe- 
rilaku tabungan  rumah  tangga  industri  pe- 
desaan. Namun,  beberapa  bagian  dari  hasil 
survei  ini  dapat  digunakan  untuk  kepen- 
tingan  tulisan  ini. 

Bentuk  Akumulasi  dan  Determinan 
Tabungan:  Temuan  Lapangan 

Sebanyak  72  persen  dari  93  responden 
yang  disurvei  di  Kabupaten  Bantul  menga- 
takan  bahwa  mereka  mempunyai  tabungan. 
Persentase  ini  terhitung  cukup  tinggi  ka- 
rena  Rahardjo  dan  Ali  (1992)  hanya  menda- 
patkan  temuan  46,78  persen  UKM  di  Kabu- 
paten Klaten  yang  memiliki  tabungan.  Na- 
mun, hal  ini  bisa  dimengerti  karena  Rahar- 
djo dan  Ali  menggunakan  data  hasil  studi 
lapangan  tahun  1984.  Untuk  saat  ini,  mung- 
kin saja  kondisi  di  Klaten  tidak  jauh  ber- 
beda  dengan  temuan  di  Kabupaten  Bantul 
tersebut. 

Dalam  kaitan  ini  kiranya  menarik  untuk 
dilihat  karakteristik  responden  penabung 
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label  1 


BEBERAPA  KARAKTERISTIK  PENABUNG  DAN  BUKAN  PENABUNG 


Karakteristik 


Keterangan 


Penabung 
(n  =  67) 


Bukan  Penabung 
(n  =  26) 


Total 


Pendapatan  Total  (Rp  000/bulan) 

Industri  sebagai  sumber  utama 
pendapatan  (persen) 

Jenis  Industri  (persen) 

Pendidikan 

Umur  (tahun) 

Jenis  Kelamin  (persen) 


Rata-rata 
Dev.  Std 

Utama 

Bukan  Utama 

mPK 
HMKA 

Rata-rata 
Dev.  Std 

Rata-rata 
Dev.  Std 

Laki-laki 
Perempuan 


312,56 
350,50 

79,10 
20,10 

59,70 
40,30 

2,12 
0,99 

45,70 
13,30 

31,30 
68,70 


201,75 
139,15 

84,60 
15,40 

46,20 
53,80 

1,92 
0,89 

56,40 
16,74 

34,60 
65,40 


281,58 
309,66 

80,60 
19,40 

55,90 
44,10 

2,06 
0,96 

48,14 
15,08 

32,30 
67,70 


Keterangan:  (1)  Aktivitas  industri  disebut  sebagai  sumber  utama  pendapatan  bila  andil  penda- 
patan mdustri  terhadap  total  pendapatan  rumah  tangga  adalah  lebih  dari  50  per- 
sen; (2)  Jenis  industri:  IHPK  =  Industri  Hasil  Pertanian  dan  Kehutanan;  ILMKA  = 
Industri  Logam,  Mesin,  Kerajinan  dan  Aneka;  (3)  Pendidikan:  1  =  tidak'  pemah  se- 
kolah;  2  =  SD;  3  =  SMTP;  4  =  SMTA;  5  =  perguruan  tinggi 


dan  responden  yang  bukan  penabung.  Be- 
berapa  karakteristik  tersebut  disajikan  pada 
Tabel  1.  Dari  tabel  tersebut  terlihat  adanya 
perbedaan  yang  cukup  kentara  antara  ka- 
rakteristik penabung  dan  bukan  penabung, 
yaitu  terutama  dalam  hal  pendapatan  rumah 
tangga,  tingkat  pendidikan,  dan  umur.  Di- 
lihat  dari  jenis  industri,  sebagian  besar  pe- 
nabung adalah  responden  pada  kelompok 
industri  IHPK.  Sedangkan  dari  sisi  jenis  ke- 
lamin, sebagian  besar  penabung  adalah  pe- 
rempuan, dengan  catatan  bahwa  sebagian 
besar  responden  memang  berjenis  kelamin 
perempuan. 


Bentuk  Akumulasi  Tahungan 

Bentuk  akumulasi  tabungannya  perlu 
diperhatikan  karena  berkaitan  dengan  ting- 
kat kemanfaatan  tabungan.  Sccara  teoretis, 


ada  dua  bentuk  akumulasi  tabungan,  yaitu 
aset  riil  dan  aset  fmansial.  Berkaitan  dengan 
bentuk  akumulasi  tabungan  tersebut,  Asian 
Development  Bank  (1985)  pernah  mengung- 
kapkan  bahwa  akumulasi  tabungan  di  se- 
bagian besar  negara  berkembang  umumnya 
masih  dalam  bentuk  aset  riil.  Sementara  Ra- 
hardjo  dan  Ali  (1992),  berdasarkan  peneliti- 
an  lapangan  di  Klaten  tahun  1984,  menda- 
patkan  temuan  bahwa  masih  cukup  banyak 
pemilik  UKM  (Usaha  Kecil  dan  Menengah) 
yang  tidak  menabung  dalam  bentuk  uang. 

Tabungan  dalam  bentuk  aset  riil  misal- 
nya  dalam  wujud  ternak,  perhiasan,  tanah, 
ataupun  bahan  pangan.  Namun,  seperti  di- 
ungkapkan  oleh  Rahardjo  dan  Ali,  tabung- 
an dalam  bentuk  aset  riil  agak  sulit  untuk 
digunakan  bagi  kegiatan  produksi  ataupun 
mengcmbangkan  modal  usaha  lebih  lanjut. 
Sebagai  contoh  adalah  ternak  sapi.  Bagi  ru- 
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mah  tangga  petani,  sapi  bisa  digimakan  un- 
tuk  mempersiapkan  lahan  sawahnya  sebe- 
lum  ditanami.  Namun  bagi  nimah  tangga 
industri,  temak  sapi  kurang  produktif  bagi 
usaha  industri  yang  dijalankannya.  Kalau 
butuh  tambahan  modal,  sapi  hams  dijual 
terlebih  dulu  agar  menjadi  aset  cair  (likuid). 
Sementara  itu,  uang  yang  dibutuhkan  mung- 
kin  tidak  senilai  harga  jual  sapi.  Katakan- 
lah  dibutuhkan  tambahan  modal  Rp  100  ribu 
sementara  harga  sapi  Rp  1  juta.  Dalam  hal 
ini  tidaklah  mungkin  hanya  menjual  satu 
kaki  sapi  saja  sekalipun  harga  daging  kaki 
sapi  Rp  100  ribu.  Tabungan  dalam  bentuk 
tanah  (lahan),  juga  kurang  likuid  sehingga 
makin  hari  makin  kurang  diminati  selain  ka- 
rena  kian  terbatasnya  lahan  yang  menyebab- 
kan  kesempatan  untuk  menabung  dalam  ben- 
tuk tanah  menjadi  berkmrang.  Dari  tabung- 
an berbentuk  aset  riil,  hanya  perhiasan 
(emas)  yang  masih  bisa  dikatakan  likuid. 

Dengan  adanya  kelemahan-kelemahan  ta- 
bungan dalam  bentuk  aset  riil  itu,  rumah 
tangga  akan  terdorong  untuk  menabimg  da- 
lam bentuk  aset  fmansial.  Tabungan  beru- 
pa  aset  finansial  ini  bisa  pada  lembaga  ke- 
uangan  bank  ataupun  bukan  bank,  terma- 
suk  menabimg  secara  tunai  di  rumah.  Dalam 
kaitan  ini  akses  kepada  lembaga  keuangan 
yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  likuidi- 
tas  ini  menjadi  penting.  Sejauh  lembaga  ke- 
uangan seperti  ini  dapat  diakses  oleh  ru- 
mah tangga,  akan  semakin  besar  peluang  ba- 
gi bentuk  tabungan  finansial. 

Dalam  hal  ini  perlu  diingat  bahwa  lem- 
baga keuangan  bukan  bank,  yang  sifatnya 
cenderung  informal,  masih  berperan  cukup 
besar  di  wilayah  pedesaan.  Salah  satu  se- 
babnya  adalah  karena  lembaga  keuangan 
formal  umumnya  belum  cukup  menjangkau 


Tabel2 

DISTRBUSI  PENABUNG  MENURUT 
BENTUK  AKUMULASI  TABUNGAN 


Bentuk  Akumulasi 

Jimilah 

Persen 

A  0£»+  "Dili 

Asei  Kill 

1  fi 

1  o 

Aset  Finansial 

60 

89,6 

a.  Bukan  Bank 

39 

58,2 

Koperasi 

6 

9,0 

Koperasi  Simpan  Pinjam 

7 

10,4 

Arisan 

25 

37,3 

Di  rumah  (tunai) 

6 

9,0 

b.  Bank 

25 

37,3 

BPR 

1 

1.5 

Bank  Pemerintah  (BRI) 

21 

31,3 

Bank  Swasta  Lainnya 

4 

6,0 

Keterangan:  Persentase  dihitung  dari  jumlah  pe- 
nabung  (67  responden). 


wilayah  pedesaan.  Di  sinilah  lalu  pengenal- 
an  lembaga  keuangan  seperti  perbankan  di- 
pandang  sangat  strategis  dalam  meningkat- 
kan  tabimgan  berbentuk  aset  finansial.  Lem- 
baga keuangan  ini  diharapkan  bukan  ha- 
nya sebagai  tempat  untuk  menabung  tetapi 
juga  sebagai  penyedia  fasilitas  pinjaman. 

Pada  Tabel  2  tampak  bahwa  tabungan 
berbentuk  aset  finansial  lebih  banyak  dipa- 
kai  ketimbang  tabungan  berbentuk  aset  riil. 
Tabungan  berupa  aset  finansial  tersebut  ada 
di  lembaga  keuangan  bank  maupun  bukan 
bank.  Terdapat  60  responden  yang  mempu- 
nyai  tabungan  berupa  aset  finansial.  Sedang- 
kan  yang  memiliki  tabungan  dalam  bentuk 
aset  riil  sejumlah  16  responden,  misalnya 
berupa  temak  dan  emas  ataupun  bentuk 
lainnya.  Juga  tampak  bahwa  ada  responden 
yang  menabung  bukan  hanya  di  satu  tem- 
pat dan  juga  bukan  hanya  berupa  satu  ben- 
tuk aset. 

Sebagian  besar  tabungan  dalam  bentuk 
aset  finansial  berada  di  lembaga  keuangan 
bukan  bank  yang  juga  merupakan  lembaga 
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keuangan  informal  seperti  koperasi,  kelom- 
pok  simpan  pinjam/KSP  {credit  unionlOJ), 
arisan,  ataupun  dengan  cara  menyimpan 
uang  secara  tunai  di  nimah.  Hal  ini  membe- 
rikan  gambaran  bahwa  keberadaan  lembaga 
keuangan  informal  masih  cukup  penting  ba- 
gi  rumah  tangga  industri  pedesaan. 

Konsekuensi  lebih  jauh  dari  kondisi  ini 
adalah  bahwa  kurang  tepat  bila  peran  lem- 
baga keuangan  informal  dalam  dinamika  ru- 
mah tangga  industri  pedesaan  diabaikan  be- 
gitu  saja,  terlebih  pada  kondisi  di  mana  ak- 
ses  mereka  terhadap  lembaga  keuangan  for- 
mal (bank)  masih  minim.  Sekalipun  begitu, 
tabungan  dalam  bentuk  aset  fmansial  yang 
ditempatkan  pada  lembaga  keuangan  infor- 
mal ini  mungkin  pula  akhirnya  ditempat- 
kan di  lembaga  keuangan  formal,  terutama 
bank. 

Dengan  mengikuti  kegiatan  arisan  atau 
KSP  misalnya,  setiap  anggota  bukan  ha- 
nya  melakukan  aktivitas  menabung  tetapi 
bisa  pula  mendapatkan  fasilitas  pinjaman. 
Dengan  adanya  fasilitas  pinjaman  ini  di- 
harapkan  persoalan  kelangkaan  uang  dapat 
sedikit  teratasi,  misalnya  manakala  ada  ke- 
butuhan  untuk  mengatasi  persoalan  modal 
usaha.  Dalam  format  arisan,  setiap  anggota 
merasa  sebagai  penabung  sekaligus  pemin- 
jam.  Anggota  yang  mendapatkan  arisan  pa- 
da putaran-putaran  awal  akan  lebih  tepat 
untuk  disebut  sebagai  peminjam,  sedangkan 
yang  mendapatkan  arisan  pada  putaran  ter- 
akhir  sesungguhnya  adalah  penabung  se- 
mata-mata. 

Rata-rata  tabungan  melalui  arisan  dari 
sembilan  responden  adalah  sekitar  Rp  122 
ribu  (lihat  Tabel  3).  Sebagai  upaya  untuk 
menabung,  angka  Rp  122  ribu  memang  cu- 
kup berarti.  Namun  kalau  untuk  kepenting- 


Tabel  3 

NILAI  TABUNGAN  BERDASARKAN 
BENTUK  AKUMULASINYA 


Bentuk  Akumulasi 

Rata-rata 

(Rp  000) 

Aset  Riil 

845,9 

Aset  Finansial 

1.348,9 

a.  Bukan  Bank 

205,1 

Koperasi 

45,8 

Koperasi  Simpan  Pinjam 

214,6 

Arisan 

121,8 

Di  rumah  (tunai) 

529,6 

b.  Bank 

1.505,8 

BPR 

150,0 

Bank  Pemerintah  (BRI) 

1.410,0 

Bank  Swasta  Lainnya 

12.737,5 

Total 

1.410,0 

Keterangan:  Khusus  untuk  tabungan  dalam  ben- 
tuk aset  riil,  perlu  diungkapkan  bahwa  nilai- 
nya  belum  tentu  betul-betul  akurat  karena  me- 
rupakan  hasil  konversi  ke  dalam  satuan  mo- 
neter.  Konversi  dilakukan  berdasarkan  per- 
kiraan  responden  terhadap  harga  pasar  per 
unit  aset  riil.  Catatan  ini  kiranya  periu  di- 
perhatikan,  terutama  manakala  membanding- 
kan  nilai  tabungan  berbentuk  aset  riil  dengan 
yang  berbentuk  aset  fmansial. 

an  pengembangan  usaha,  tampaknya  masih 
terlalu  kecil.  Sehubungan  dengan  itu,  kuat 
dugaan  bahwa  arisan  lebih  banyak  berfung- 
si  sebagai  bentuk  menabung  daripada  sa- 
rana  untuk  menambah  modal  industri.  Dari 
hasil  studinya  di  daerah  Bandung,  Hardjo- 
no  (sebagaimana  dikutip  dalam  Diermen, 
1998)  juga  pernah  mengemukakan  bahwa 
arisan  lebih  berfungsi  sebagai  tabungan  da- 
ripada sebagai  upaya  mendapatkan  kredit. 
Kecenderungan  yang  sama  juga  terjadi 
pada  koperasi.  Ada  indikasi  bahwa  kope- 
rasi lebih  berfungsi  sebagai  sarana  untuk 
menabung  ketimbang  untuk  mendapatkan 
pinjaman.  Hal  ini  karena  ternyata  hanya  se- 
dikit penabung  di  koperasi  yang  memanfaat- 


80 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXVIiyi999,  No.  1 


kan  fasilitas  pinjaman  yang  tersedia.  Ke- 
cenderungan  seperti  itu  tampaknya  ber- 
kaitan  dengan  masih  sangat  terbatasnya  ke- 
mampuan  lembaga  keuangan  tersebut  untuk 
memberikan  pinjaman  kepada  anggotanya. 
Kalaupun  ada,  itu  hanya  sebatas  pinjaman 
berskala  kecil.  Dalam  hal  ini,  kelompok  sim- 
pan  pinjam  (KSP)  jauh  lebih  baik  daripada 
koperasi  pada  umumnya,  setidaknya  tampak 
dari  nilai  tabungannya.  Dari  angka  yang  di- 
ungkapkan  oleh  responden,  didapatkan  ra- 
ta-rata  tabungan  di  koperasi  sekitar  Rp  46 
ribu  sedangkan  pada  KSP  sekitar  Rp  215 
ribu.  Bahwa  koperasi  kurang  berperan  da- 
lam penyelesaian  persoalan  permodalan  in- 
dustri  pedesaan  tampaknya  terkait  pula  de- 
ngan citra  jelek  yang  sering  masih  melekat 
pada  lembaga  koperasi. 

Sebagaimana  diketahui,  bukanlah  hal 
yang  bam  bila  koperasi  selama  ini  dinilai 
sering  cuma  mengutip  iuran  saja  dari  para 
anggotanya,  kurang  memperhatikan  aspirasi 
dan  kepentingan  anggotanya  tetapi  justru 
hanya  digunakan  atau  dimanfaatkan  oleh 
pengurusnya  saja.  Padahal,  fungsi  koperasi 
yang  diharapkan  oleh  para  anggota  adalah 
sebagai  sumber  dana  murah,  penyedia  ba- 
han  baku  murah  ataupun  lainnya  yang  di- 
butuhkan  oleh  para  anggota.  Dalam  kasus 
industri  kecil  di  desa  Batur  (Kabupaten  Kla- 
ten)  keadaan  yang  kurang  menguntungkan 
itu  dialami  oleh  pengusaha  industri  kecil, 
seperti  tampak  dari  hasil  studi  Effendy  dan 
Weber  (1993).  Sementara  dalam  kasus  in- 
dustri kecil  di  Kalimantan  Timur,  Kuncoro 
(1997)  bahkan  menunjukkan  bahwa  keang- 
gotaan  dalam  koperasi  justru  memberikan 
dampak  negatif  terhadap  omset  usaha  in- 
dustri kecil  maupun  terhadap  posisi  ber- 
saing.  Hal-hal  seperti  itu  membuat  banyak 
pengusaha  kecil  menjadi  enggan  untuk 


menjadi  anggota  koperasi.  Di  Kabupaten 
Bantul  sendiri,  jumlah  koperasi  di  lingkung- 
an  industri  kerajinan  masih  sangat  terbatas. 
Berdasarkan  laporan  yang  ada,  tahun  1996 
hanya  ada  tiga  koperasi  di  lingkungan  in- 
dustri kerajinan  dengan  anggota  kurang  da- 
ri 2.000  orang.  Adapim  jumlah  industri  ke- 
cilnya  mencapai  lebih  dari  17.000  unit  usa- 
ha (tahun  1995).  Di  Kecamatan  Bantul  sen- 
diri, di  mana  survei  dilakukan,  pada  tahun 
1996  terdapat  41  unit  usaha  industri  kecil 
dan  179  industri  rumah  tangga. 

Responden  yang  mempunyai  tabungan 
di  bank  sejumlah  25  orang  atau  lebih  dari 
37  persen  dari  responden  penabung.  Dalam 
kasus  industri  kecil  di  Klaten,  Rahardjo  dan 
Ali  hanya  mendapatkan  lima  responden 
yang  menabung  di  bank,  sedangkan  Dier- 
men  (1998)  dalam  kasus  industri  pakaian 
jadi  dan  mebel  di  sekitar  Jakarta  mendapat- 
kan lebih  dari  setengah  jumlah  responden. 
Dibandingkan  dengan  temuan  Rahardjo  dan 
Ali  (1992)  serta  Diermen  (1998)  bisalah  di- 
sebutkan  bahwa  temuan  kasus  dari  Ban- 
tul tersebut  cukup  realistis,  karena  studi  Ra- 
hardjo dan  Ali  didasarkan  pada  temuan  la^ 
pangan  tahun  1980-an  sedangkan  studi  Dier- 
men didasarkan  pada  survei  di  perkotaan. 

Kalau  diperhatikan  lebih  jauh,  respon- 
den yang  menabung  di  bank  sebagian  besar 
memilih  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI),  yaitu 
21  responden,  disusul  kemudian  bank  swas- 
ta  dan  terakhir  BPR.  Banyaknya  responden 
yang  menabung  di  BRI  tersebut  bisa  dime- 
ngerti  mengingat  BRI  merupakan  bank  (pe- 
merintah)  yang  jangkauannya  luas.  Dalam 
kaitan  ini,  BRI  memang  dinilai  cukup  berha- 
sil  dalam  menjalankan  sistem  Unit  Desa  (li- 
hat,  Boomgard  and  Angell,  1994).  Namun  de- 
mikian,  nilai  tabungan  di  BRI  lebih  rendah 
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daripada  di  bank  swasta.  Rata-rata  tabung- 
an  di  BRI  adalah  sekitar  Rp  1,4  juta  sedang- 
kan  di  bank  swasta  sekitar  Rp  12,7  juta,  dan 
di  BPR  hanya  senilai  Rp  150  ribu.  Nilai  ta- 
bungan  di  bank  swasta  lebih  tinggi  barang- 
kali  karena  didasari  pertimbangan  bahwa  su- 
ku  bunganya  lebih  tinggi  daripada  di  BRI. 

Seperti  halnya  pada  lembaga  keuangan 
bukan  bank,  perbankan  dalam  kasus  ini  ter- 
nyata  juga  lebih  berfungsi  sebagai  lembaga 
tempat  menabung  saja.  Berdasarkan  data 
yang  ada,  dari  25  responden  yang  memiliki 
tabungan  di  bank,  hanya  tujuh  responden 
saja  yang  pemah  mendapatkan  kredit  per- 
bankan. Padahal,  tabungan  di  perbankan  ni- 
lainya  cukup  besar.  Secara  rata-rata,  sekitar 
Rp  1,5  juta  per  penabung.  Bahwa  lembaga 
keuangan  bank  lebih  berftmgsi  sebagai  sa- 
rana  untuk  menabung  diperkuat  pula  dengan 
kenyataan  bahwa  hanya  sedikit  responden 
yang  berminat  untuk  mengambil  kredit  per- 
bankan (hanya  sembilan  responden  dari  se- 
luruh  responden  penabung  di  bank).  Me- 
mang,  ada  kemungkinan  bahwa  alasan  me- 
reka  tidak  berminat  mengambil  kredit  per- 
bankan adalah  karena  tambahan  modal  yang 
dibutuhkan  tidaklah  besar  sehingga  dirasa 
belum  periu  mencari  pinjaman  dari  bank. 
Dengan  kata  Iain,  sejauh  kebutuhan  tam- 
bahan modalnya  kecil,  industri  pedesaan  le- 
bih banyak  menggunakan  tabungannya  sen- 
diri  ataupun  memakai  fasilitas  pinjaman  da- 
ri lembaga  keuangan  informal  sekalipun  be- 
ban  bunganya  lebih  tinggi. 

Namun,  periu  diperhatikan  adanya  indi- 
kasi  bahwa  responden  tidak  berminat  me- 
ngambil kredit  dari  bank  karena  persoalan 
prosedur,  jaminan,  dan  semacamnya  yang 
menyulitkan  industri  pedesaan  sekalipun  se- 
betulnya  mereka  mampu  melunasinya.  Ke- 


nyataan tersebut  tampak  sejalan  dengan  ba- 
sil studi  Diermen  (1998),  yaitu  bahwa  hanya 
sedikit  responden  yang  mengajukan  pinjam- 
an dari  bank  dan  lebih  sedikit  lagi  yang  ber- 
hasil  mendapatkannya,  sekalipun  lebih  dari 
separo  yang  menggunakan  rekening  bank. 
Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  bahwa 
fimgsi  bank  memang  bam  sebatas  untuk  ke- 
pentingan  menabung  saja,  terutama  untuk 
menjaga  likuiditas,  dan  belum  banyak  ber-.. 
manfaat  sebagai  "jembatan"  untuk  menda- 
patkan kredit  perbankan.  Demikian  pula,  ti- 
dak beriebihan  bila  dikatakan  bahwa  penge- 
nalan  lembaga  keuangan  bank  belum  mem- 
berikan  manfaat  langsung  secara  berarti 
bagi  industri  pedesaan  dalam  hal  permodal- 
an.  Jadi,  tidaklah  terlalu  mengada-ada  kalau 
sampai  saat  ini  masih  diyakini  bahwa  gerak 
roda  industri  pedesaan  memang  lebih  ba- 
nyak ditopang  oleh  modal  sendiri,  yaitu  da- 
ri tabungan  yang  bisa  mereka  sisihkan  dari 
pendapatannya  yang  bukan  hanya  berasal 
dari  industri  yang  dijalankan  tetapi  bisa  ju- 
ga dari  usaha  lainnya.  Bila  dikaitkan  dengan 
manfaat-manfaat  tabungan  sebagaimana  di- 
ungkapkan  oleh  Robinson  (1994),  tampak 
bahwa  manfaat  tabungan  dalam  rangka 
credit  rating  dan  jaminan  kredit  nyata  be- 
lum banyak  terjadi. 

Sebagai  konsekuensi  dari  persoalan  di 
atas,  hams  ada  pembahan  cara  pandang  da- 
ri lembaga  keuangan,  utamanya  perbankan, 
terhadap  kemampuan  industri  pedesaan  da- 
lam mengambil  kredit.  Yang  hams  digaris- 
bawahi  di  sini  adalah  bahwa  industri  pede- 
saan sebetulnya  pantas  mendapatkan  kredit 
dari  perbankan.  Tanpa  adanya  perubahan 
cara  pandang,  tabungan  yang  dihimpun  da- 
ri mmah  tangga  industri  pedesaan  lebih  ba- 
nyak menguntungkan  bank  saja,  sementara 
bagi  para  penabung  manfaat  itu  belum  cu- 
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kup  jelas.  Di  lain  pihak  kalau  toh  lembaga 
keuangan  informal,  tenitama  arisan  dan  ke- 
lompok  simpan-pinjam,  lebih  berperan  seba- 
gai  tempat  menabung  saja,  dan  bukan  seba- 
gai  penyedia  fasilitas  kredit,  hal  ini  masih 
bisa  dimaklumi.  Sebab,  lembaga  keuangan 
informal  di  pedesaan  bukanlah  semata-mata 
berfimgsi  sebagai  lembaga  keuangan,  tetapi 
juga  bisa  berperan  sebagai  suatu  lembaga 
sosial.  Lembaga-lembaga  ini  dikenal  pula  se- 
bagai lembaga  mediasi  yang  bisa  berperan 
dalam  pemberdayaan  masyarakat  lapis  ba- 
wah,  temtama  bila  lembaga  tersebut  diben- 
tuk  atas  dasar  inisiatif  masyarakat  sendiri, 
bukan  instruksi  dari  atas  (Nugroho,  1997). 

Determinan  Tabungan 

Salah  satu  pendekatan  dalam  menelusuri 
variabel-variabel  penentu  atau  determinan 
tabungan  rumah  tangga  adalah  hipotesis 
daur  hidup  (life-cycle  hypothesis).  Hipotesis 
iiii  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  rumah 
tangga  memiliki  siklus  hidup.  Dengan  asum- 
si ini  maka  tingkat  pendapatan  dan  konsum- 
si  akan  mengikuti  siklus  hidup  rumah  tang- 
ga. Secara  sederhana,  siklus  hidup  dapat  di- 
pilah  menjadi  tiga  tahap  mengikuti  struktur 
umur  manusia.  Tahap  pertama  adalah  ketika 
yang  bersangkutan  masih  muda  (early  age 
period),  tahap  kedua  adalah  masa  bekerja 
(working  years),  dan  terakhir  adalah  masa  ti- 
dak  bekerja  atau  pensiun  (retirement  period). 

Pada  tahap  pertama,  yang  terjadi  adalah 
dissaving  atau  tabungan  negatif.  Hal  ini 
karena  pada  tahap  tersebut  seseorang  belum 
memiliki  pendapatan  atau  kalaupun  ada  jum- 
lahnya  masih  minim.  Sementara  itu,  konsum- 
si  tetap  harus  diadakan  dan  lebih  besar  da- 
ripada  pendapatan,  sehingga  akhimya  terja- 
di dissaving.  Dalam  satu  rumah  tangga,  pem- 
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biayaan  konsumsi  tersebut  dipenuhi  oleh 
orang  tua.  Atau  bisa  pula  konsumsi  ini  di- 
penuhi dengan  cara  utang  terlebih  dulu.  Ba- 
rn pada  tahap  kedua  pendapatan  dapat  di- 
peroleh  dan  bisa  digunakan  untuk  melunasi 
utang  yang  sebelumnya  diambil  ataupun  un- 
tuk menabung.  Tabungan  pada  masa  beker- 
ja inilah  yang  kemudian  dipakai  untuk  me- 
menuhi  konsumsi  pada  masa  pensiun.  Dari 
sini  tampak  bahwa  tabungan  secara  teoretis 
akan  berkaitan  dengan  struktur  umur  di 
mana  bentuk  hubungannya  cenderung  ber- 
sifat  parabolik. 

Hipotesis  daur  hidup  kemudian  dikem- 
bangkan  dengan  mengintroduksi  variabel- 
variabel  demografi  (lihat,  Mason,  1988).  Da- 
lam studi  Elfindri  (1990)  yang  mengambil 
kasus  rumah  tangga  di  Smnatera  bagian  Te- 
ngah  variabel  demografi  tersebut  adalah  jum- 
lah  anggota  keluarga  dan  jumlah  anak  yang 
sedang  sekolah  yang  menyiratkan  beban  ke- 
tergantungan  dalam  satu  rumah  tangga.  Ber- 
dasarkan  analisisnya  terhadap  data  Susenas 
1987,  Elfindri  sampai  pada  kesimpulan  bah- 
wa variabel  jumlah  anggota  rumah  tangga 
sangat  menentukan  tingkat  tabungan  de- 
ngan arah  hubungan  negatif,  sedangkan  va- 
riabel jumlah  anak  yang  sedang  sekolah  ter- 
nyata  tidak  memberikan  pengaruh  dengan 
arah  yang  pasti. 

Studi  Kelley  dan  Williamson  dengan 
mengambil  kasus  rumah  tangga  di  Yogya- 
karta  antara  lain  menggunakan  variabel  umur 
rumah  tangga  dan  tercatat  sebagai  perintis 
dalam  sUidi  mikro  tentang  perilaku  tabung- 
an di  wilayah  Asia-Pasifik  (lihat,  Chanda- 
varkar,  1993).  Studi  tersebut  menggunakan 
data  hasil  survei  tahun  1958-1959  dengan  te- 
muan  antara  lain  bahwa  marginal  propensity 
to  save  (MPS)  meningkat  seiring  dengan  ber- 
tambahnya  umur  rumah  tangga. 
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Tentu  saja,  variabel-variabel  demograf! 
lainnya  bisa  juga  digunakan,  misalnya  ting- 
kat  pendidikan  dan  jenis  kelamin.  Demikian 
pula  halnya  dengan  variabel-variabel  lain. 
Pada  kasus  nimah  tangga  petani  misalnya, 
luas  lahan  pertanian  yang  dimiliki  merupa- 
kan  variabel  yang  periu  diperhatikan.  Se- 
dangkan  pada  kasus  nimah  tangga  industri, 
yang  lebih  tepat  untuk  diintroduksi  adalah 
karakteristik  industri  yang  dimiliki  oleh  ni- 
mah tangga  yang  bersangkutan  dan  seba- 
gainya.  Dengan  kata  lain,  hal-hal  spesifik  da- 
ri  objek  kajian  periu  pula  diakomodasi  dalam 
model  tabungan  yang  dirumuskan. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  dan  dikaitkan 
dengan  objek  kajian,  model  selengkapnya 
yang  akan  diestimasi  di  sini  adalah  sebagai- 
mana  dinyatakan  dalam  persamaan  (1)  be- 
rikut: 


Model  tersebut  akan  diestimasi  dengan 
menggunakan  metode  Two  Stage  Least 
Square  (TSLS)  dengan  pertimbangan  bahwa 
pendapatan  merupakan  fimgsi  dari  banyak 
variabel  yang  dalam  hal  ini  mencakup  va- 
riabel demografi  maupun  variabel  industri. 
Dengan  metode  TSLS,  langkah  pertama  ada- 
lah meregresikan  seluruh  variabel  bebas  pa- 
da model  di  atas  (kecuali  PRT)  terhadap  PRT. 
Selanjutnya,  nilai  residual  PRT  dari  hasil  re- 
gresi  tersebut  digunakan  untuk  mensubsti- 
tusi  nilai  PRT  hasil  observasi.  Hasil  regresi 
model  tabungan  disajikan  pada  Tabel  4. 

Hasil  estimasi  memiliki  presisi  yang  cu- 
kup  memadai  seperti  tampak  dari  nilai  ko- 
efisien  determinasi  berganda  (Adj.  R^)  sebe- 
sar  36,78  persen.  Ini  berarti  bahwa  model 
yang  digunakan  di  sini  cukup  mampu  un- 
tuk menjelaskan  variasi  tingkat  tabungan 


TRT  =     +  a,PRT  +  ttjUMUR  +  ajCUMUR)^  +  a^PDDK  +  apjK  +  a^DKI  +  a^UP  +  e  (1) 

(aj>0;  a2>0;  a3<0;  a4>0;  a5>0;  ag>0;  ay>0) 


di  mana: 

TRT 

PRT 

UMUR 

CUMUR)^ 

PDDK 

DJK 
DKI 
DUP 


tabungan  rumah  tangga" 
pendapatan  rumah  tangga 
umur  pengusaha 
kuadrat  umur  pengusaha 

tingkat  pendidikan  formal  pengusaha  (tidak  pemah  sekolah  =  1;  SD  =  2; 

SMTP  =  3;  SMTA  =  4;  perguruan  tinggi  =  5) 

dummy  jenis  kelamin  pengusaha  (perempuan  =  0;  laki-laki  =  1) 

dummy  kelompok  industri  (IHPK  =  0;  ILMKA  =  1) 

dummy  industri  sebagai  sumber  utama  pendapatan  (bukan  utama  =  0; 

utama  =  1) 

variabel  gangguan  acak 


*Nilai  tabungan  rumah  tangga  dihitung  sebagai  sclisih  antara  total  pendapatan  rumah  tangga  dan  total 
konsumsi  rumah  tangga.  Pertimbangan  tidak  digunakannya  nilai  tabungan  akumulasi.  lihat  ketcrangan  pada 
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label  4 


HASIL  REGRESI  MODEL  TABUNGAN 


Variabel 

Koefisien 

T-Stat. 

Sig.T 

Konstanta 

■150,040443 

-1,238 

0,2206 

PRT 

0,152489 

4,785 

0.0000 

UMUR 

4,332072 

0,901 

0,3710 

 2 

UMUR 

-0,017643 

-0,354 

0,7249 

PDDK 

23,263343 

1,940 

0,0571 

DJK 

66,345084 

2,797 

0,0070 

DKI 

51,589503 

2,491 

0,0156 

DUP 

-17,302295 

-0,659 

0,5126 

Adj.  R-squared 

F-statistik 

!n 

0,36783 
6,48615 
67 

nmiah  tangga  industri  pedesaan.  Pada  ting- 
kat  signifikansi  10  persen,  dari  tujuh  va- 
riabel bebas,  terdapat  empat  variabel  yang 
penganilinya  signifikan  terhadap  tabungan 
ramali  tangga,  yaitu  PRT,  PDDK,  DJK  dan 
DKI. 

Koefisien  regresi  PRT  yang  bertanda  po- 
sitif  menimjnkkan  bahwa  PRT  memberikan 
pengaruh  "positif  dalam  meningkatkan  besar- 
nya  tabungan  nimah  tangga.  Koefisien  re- 
gresi PRT  merupakan  marginal  propensity  to 
save  (MPS)  sehingga  dengan  demikian  bisa 
disebutkan  bahwa  MPS  dari  pendapatan  ru- 
mah  tangga  (PRT)  adalah  15,25  persen.  De- 
ngan model  regresi  sederhana,  MPS  yang  di- 
dapatkan  adalah  sekitar  17  persen.  Perkira- 
an  yang  ada,  MPS  rumah  tangga  di  Indone- 
sia adalah  antara  10  dan  20  persen  (Robin- 
son, 1994).  PDDK  berpengaruh  positif  se- 
cara  signifikan  terhadap  TRT.  Ini  berarti, 
semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  formal 
pengusaha  maka  tabungan  rumah  tangga- 
nya  semakin  tinggi  pula.  Variabel  DJK  yang 
koefisien  regresinya  bertanda  positif  menun- 
jukkan  bahwa  perbedaan  jenis  kelamin  mem- 
bawa  pengaruh  yang  signifikan  terhadap 
tabungan  rumah  tangga.  Ada  kecenderung- 
an  bahwa  bila  pengusaha  industri  berje- 
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nis  kelamin  laki-laki,  maka  tabungan  rumah 
tangganya  lebih  tinggi  dibandingkan  de- 
ngan pengusaha  industri  berjenis  kelamin 
perempuan. 

Berkaitan  dengan  karakteristik  industri, 
yang  pengaruhnya  signifikan  terhadap  ta- 
bungan rumah  tangga  hanyalah  DKI  dengan 
koefisien  regresi  bertanda  positif.  Hal  ini 
menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  yang  in- 
dustrinya  termasuk  pada  kelompok  ELMKA 
memiliki  tabungan  yang  lebih  besar  ketim- 
bang  yang  termasuk  dalam  IHPK.  Hal  ini 
sedikit  banyak  juga  merupakan  indikasi 
adanya  perbedaan  kinerja  antara  IHPK  dan 
ELMKA.  Berdasarkan  analisis  data  sekunder, 
memang  terdapat  indikasi  bahwa  ILMKA  di 
Kabupaten  Bantul  memiliki  kinerja  yang  le- 
bih baik  ketimbang  IHPK. 

Tidak  signifikannya  pengaruh  UMUR  dan 
UMUR^  terhadap  tabungan  rumah  tangga 
menunjukkan  bahwa  hipotesis  daur  hidup 
kurang  berlaku  dalam  kasus  ini,  sekalipun 
arah  pengaruhnya  sesuai  dengan  yang  di- 
hipotesiskan.  Hipotesis  tersebut  dalam  ke- 
nyataannya  memang  masih  banyak  diper- 
debatkan  dalam  studi-studi  tentang  tabung- 
an (lihat,  Mason,  1988;  Shumakerdan  Clark, 
1992;  Doshi,  1994).  Namun  perlu  dicatat 
pula  bahwa  variabel  umur  berkorelasi  posi- 
tif secara  erat  dengan  tingkat  pendidikan 
formal.  Kecenderungannya,  semakin  tinggi 
umur  responden,  semakin  rendah  tingkat 
pendidikannya.  Dari  data  yang  ada,  respon- 
den yang  sudah  berumur,  banyak  yang  ti- 
dak pernah  mengenyam  pendidikan  formal. 

Selain  UMUR  dan  UMUR^  DUP  juga  ti- 
dak signifikan  pengaruhnya  terhadap  ta- 
bungan rumah  tangga.  Ini  mengindikasi- 
kan  bahwa  aktivitas  di  bidang  industri  be- 
lum  cukup  berperan  dalam  menentukan  be- 
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samya  tabungan.  Sehubungan  dengan  itu, 
tidak  mengherankan  bila  pekerjaan  yang 
menjadi  sumber  pendapatan  rumah  tangga 
bukan  hanya  di  bidang  industri.  Lebih  da- 
ri  40  persen  responden  penabung  nyatanya 
memiliki  pula  sumber  pendapatan  atau  pe- 
kerjaan lain.  Catatan  penting  di  sini  adalah 
bahwa  DUP  berkorelasi  negatif  erat  dengan 
PDDK. 


Penutup 

Rumah  tangga  industri  pedesaan  me- 
miliki kemampuan  untuk  menabung  yang 
umumnya  sudah  dalam  bentuk  aset  fman- 
sial,  terutama  di  lembaga  keuangan  bukan 
bank.  Namim,  baik  lembaga  keuangan  bu- 
kan bank  maupun  lembaga  keuangan  bank 
tampak  lebih  banyak  berfungsi  sebagai 
tempat  untuk  menabung  saja.  Dalam  kon- 
teks  pemecahan  kendala  permodalan  bagi 
industri  pedesaan  (maupun  usaha  kecil  pa- 
da  umumnya),  lembaga-lembaga  tersebut 
mestinya  bukan  hanya  sebagai  tempat  me- 
nabung tetapi  sekaligus  juga  sebagai  pe- 
nyedia  fasilitas  kredit.  Kondisi  ini  mengin- 
dikasikan  bahwa  manfaat  tabungan  rumah 
tangga  sebagai  penentu  credit  rating  atau- 
pun  jaminan  kredit  belum  seperti  yang  di- 
harapkan.  Kemampuan  rumah  tangga  indus- 
tri pedesaan  dalam  menabung  tampak  ma- 
sih  diabaikan.  Pengabaian  ini  tidak  lepas 
dari  masih  adanya  anggapan  yang  tidak 
tepat  tentang  kelayakan  industri  pedesaan 
untuk  mendapatkan  fasilitas  kredit  entah 
itu  berkaitan  dengan  kemampuan  pelunas- 
an  {repayment  ability),  biaya  transaksi  atau- 
pun  hal-hal  lainnya.  Cara  pandang  seperti 
ini  mesti  diubah  bila  peningkatan  modal 
dianggap  penting  agar  industri  pedesaan 
bisa  berkembang  dengan  baik. 


Adapun  dari  analisis  regresi,  bisa  disim- 
pulkan  bahwa  selain  ditentukan  oleh  besar- 
nya  pendapatan,  tabungan  rumah  tangga  in- 
dustri pedesaan  juga  dipengaruhi  oleh  ting- 
kat  pendidikan,  jenis  kelamin  dan  jenis  in- 
dustri. Dengan  demikian,  variabel-variabel 
tersebut  perlu  pula  diperhatikan  dalam  upa- 
ya  meningkatkan  tabungan  pada  rumah 
tangga  industri  pedesaan.  Tentu  saja  de- 
ngan menempatkaimya  dalam  konteks  peme- 
cahan masalah  permodalan.  Catatan  penting 
untuk  analisis  regresi  di  sini  adalah  bahwa 
variabel  umur  berkorelasi  dengan  tingkat 
pendidikan  sedangkan  status  industri  bagi 
rumah  tangga  (DUP)  berkorelasi  erat  juga 
dengan  tingkat  pendidikan.  Catatan  terse- 
but kiranya  perlu  diperhatikan  agar  selan- 
jutnya  dapat  disusim  model  altematif  yang 
lebih  tepat  atau  dengan  teknik  regresi  yang 
mampu  mengatasi  persoalan  kolineritas  ter- 
sebut. 
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Dokumen 


KTT  APEC  dan  KTT  ASEAN 
di  Masa  Krisis 

Faustinus  Andrea 


PERTEMUAN  tahunan  Forum  Kerja 
Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik  (APEC) 
1998  di  Malaysia  November  1998 
menghasilkan  kesepakatan  untuk  melakukan 
tindakan  bersama  dalam  mengatasi  krisis  eko- 
nomi yang  melanda  Asia.  Upaya  vintuk  meng- 
atasi krisis  ini  sejak  semula  menjadi  tema  uta- 
ma  pertemuan  di  Kuala  Lumpur,  yaitu  sejak 
SOM  APEC  dan  KTM  APEC.  Sementara  itu 
upaya  liberalisasi  perdagangan  dan  investasi 
yang  selalu  menjadi  tema  pertemuan -perte- 
muan APEC  sebelumnya,  mendapat  porsi  le- 
bih  kecil.  Hal  ini  karena  masalah  krisis  eko- 
nomi di  Asia  lebih  mendesak  untuk  dibahas 
mengingat  pengaruhnya  terhadap  perekono- 
mian  dunia.  Para  pemimpin  APEC  mengang- 
gap  bahwa  tindakan  bersama  dalam  menga- 
tasi krisis  ekonomi  ini  sangat  diperlukan  gu- 
na  memperlancar  arus  modal  di  sektor  swas- 
ta.  Tindakan  bersama  tersebut  dituangkan  da- 
lam Deklarasi  Cyberjaya. 

Dalam  deklarasi  yang  beijudul  Strengthen- 
ing the  Foundations  for  Growth  (Memper- 
kuat  Dasar  bagi  Pertumbuhan),  para  pemim- 
pin ekonomi  APEC  sepakat  untuk  mengatasi 
krisis  dengan  menjalankan  kebijakan  eko- 
nomi makro  yang  berorientasi  pada  pertum- 
buhan, dukungan  intemasional  bagi  pencip- 
taan  lapangan  kerja  dan  jaring  pengaman  so- 
sial,  restrukturisasi  sektor  dan  fmansial,  ka- 
talisasi  arus  modal  swasta  dan  memperkuat 
arsitektur  keuangan  intemasional.  Deklarasi 
ini  merupakan  langkah  maju  APEC,  karena  se- 
lama  ini  APEC  dinilai  kurang  memberi  res- 
pons  terhadap  krisis  keuangan  yang  melan- 
da anggotanya.  Meskipun  upaya  untuk  meng- 
atasi krisis  ekonomi  akan  sulit  dilakukan 
oleh  APEC,  karena  APEC  tidak  dibentuk  se- 


bagai  lembaga  penyelesaian  krisis,  namun  se- 
bagai  wadah  APEC  tetap  menjadi  harapan 
bagi  anggotanya  untuk  melakukan  aksi-aksi 
kolektif  yang  secara  kongkret  mampu  mem- 
bangkitkan  kembali  perekonomian  dari  keter- 
purukan. 

Ide  untuk  melancarkan  Program  Pemu- 
lihan  Asia  Bersama  (Concerted  Asian  Re- 
covery Program)  oleh  anggota  APEC  guna 
mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  negara- 
negara  yang  dilanda  krisis  merupakan  upaya 
untuk  mengatasi  krisis.  Bantuan  Jepang  me- 
lalui  Miyazawa  Plan  dengan  menyediakan 
dana  sebesar  30  milyar  dolar  AS  dan  sikap 
AS  yang  mendorong  negara-negara  dan  pi- 
hak  intemasional  untuk  meningkatkan  bantu- 
an guna  menimjang  program  jaring  penga- 
man sosial,  membantu  usaha  kecil  dan  me- 
nengah,  dan  penciptaan  lapangan  kerja  di 
negara  yang  dilanda  krisis  juga  mempakan 
upaya  untuk  mengatasi  krisis.  Di  samping 
itu,  gagasan  Asian  Debt  Plan  dari  AS  guna 
mengatasi  krisis  melalui  perbaikan  sistem 
perbankan  dan  penyelesaian  utang  swasta 
serta  langkah  AS  untuk  mengurangi  suku 
bunga  telah  banyak  membantu  pemulihan 
kepercayaan  pada  kurs  mata  uang  di  negara 
yang  dilanda  krisis.  Berbagai  lobi  dan  perte- 
muan bilateral  dalam  kerangka  APEC  juga 
diharapkan  mampu  mendorong  berbagai  ker- 
ja sama  yang  mengarah  pada  pemulihan  eko- 
nomi anggota  APEC. 

Sehubungan  dengan  hal  itu,  APEC  perlu 
terus  meningkatkan  kerja  sama  dan  mampu 
menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan 
bam  sehingga  dapat  menentukan  keberhasil- 
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an  dalam  pencapaian  pembangunan  di  masa 
yang  akan  datang.  Liberalisasi  perdagangan 
dan  investasi  perlu  terus  ditingkatkan  bagi 
pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  di 
kawasan  Asia  Pasifik.  Hasil-hasil  pertemuan 
APEC  di  Kuala  Lumpur  akan  memberi  man- 
faat  bagi  para  anggotanya,  apabila  para  ang- 
gota APEC  mampu  memanfaatkan  peluang 
yang  tersedia  dengan  mempertahankan  ke- 
bijakan  ekonomi  makro  yang  tepat,  khusus- 
nya  efisiensi  dan  daya  saing  ekonomi  dari 
masing-masing  negara  anggota. 

KTT  ASEAN  keenam  yang  berlangsung 
di  Hanoi  Desember  1998  telah  mengambil 
langkah-langkah  untuk  mengatasi  berbagai 
kesulitan  dari  krisis  ekonomi  di  Asia.  Lang- 
kah-langkah tersebut  tertxiang  dalam  Dekla- 
rasi  Hanoi  dan  Rencana  Aksi  Hanoi  untuk 
melaksanakan  Visi  ASEAN  2020,  dengan 
memperkuat  persatuan  dan  kerja  sama  di  an- 
tara  negara  anggotanya.  Namun  demikian 
langkah-langkah  itu  nampaknya  sulit  dila- 
kukaru  apabila  tidak  ada  kesamaan  pandang- 
an  maupun  front  bersama  dalam  menghadapi 
krisis  ekonomi  secara  sxingguh-sungguh. 

Di  samping  itu  respons  negara  anggota 
ASEAN  yang  terkena  krisis  berbeda-beda 
dan  bertentangan  satu  sama  lain.  Thailand, 
FiUpina  dan  Indonesia  misabya  memilih  pa- 
ket  IMF,  sedangkan  Malaysia  melakukan  ke- 
bijakan  foreign  exchange  control  yang  ber- 
tentangan dengan  prinsip  liberalisme  dan 
perdagangan  bebas  yang  selama  ini  dianut 
ASEAN.  Akibatnya  yang  terjadi  adalah  pi- 
lihan  kebijakan  yang  saling  bertentangan  di 
antara  sesama  anggota  ASEAN.  Krisis  ini 
memperUhatkan  bahwa  struktur  ASEAN  yang 
mementmgkan  "ketahanan  nasional"  dari- 
pada  collective  action  cukup  mempersulit 
langkah  ASEAN  dalam  mengatasi  krisis. 
Langkah  ASEAN  untuk  melakukan  perda- 
gangan dengan  mata  uang  regional,  pertu- 
karan  informasi,  pemantauan  kebijakan  ke- 
uangan  dan  negara  anggota  ASEAN  misal- 
nya,  justru  tidak  efektif  untuk  mengatasi  kn- 
sis  {Republika,  19-10-1998). 

Oleh  karena  itu,  masalah  yang  dihadapi 
ASEAN  adalah  bagaimana  ia  dapat  melaku- 
kan "reformasi"  secara  mtemal  guna  menja- 
wab  tantangan-tantangan  di  masa  menda- 


tang.  Diperlukan  banyak  penyesuaian  dan 
perubahan  mendasar  agar  ASEAN  tetap  re- 
levan  di  masa  mendatang.  Untuk  itu  ASEAN 
perlu  melakukan  beberapa  langkah  penting, 
yaitu:  (1)  redefinisi  identitas,  dimaksudkan 
sebagai  upaya  pemberdayaan  masyarakat 
umum  untuk  ikut  menentukan  agenda-agenda 
kerja  sama  secara  kongkret  {state-society  re- 
lationship); (2)  mengkaji  ulang  prinsip-prin- 
sip  yang  selama  ini  mendasari  kerja  sama 
antamegara  anggota  guna  mengefektifkan 
kerja  sama;  misahiya,  masalah  polusi  asap  ke- 
bakaran;  (3)  perhatian  terhadap  isu-isu  non- 
konvensional,  seperti  masalah  hak  asasi  ma- 
nusia,  demokratisasi,  lingkungan  hidup  dan 
masalah  keadilan  sosial;  (4)  peningkatan  ke- 
biasaan  dialog  {habit  of  dialogue)  yang  seka- 
rang  nampak  menurun;  (5)  perhatian  serius 
terhadap  peran  intemasional  ASEAN  seba- 
gai organisasi  kunci  dalam  mendorong  kerja 
sama  yang  lebih  luas  di  Asia  Pasifik,  khusus- 
nya  dalam  ARE  dan  APEC  {Amanat  Nasional, 
22-10-1998). 

Ringkasan  peristiwa  edisi  ini  akan  menya- 
jikan  berita  tentang  KTT  APEC  ke-10  di  Ma- 
laysia, November  1998  dan  KTT  ASEAN  ke-6 
di  Hanoi,  Vietnam,  Desember  1998. 

L  PERSIAPAN  PERTEMUAN  APEC  KE-10 

A.  PERTEMUAN  SOM  APEC 

Pertemuan  Tingkat  Pejabat  Tinggi  {Senior 
Official  Meeting/SOM)  APEC  berlangsung 
di  Kuala  Lumpur,  Malaysia,  tanggal  12-13 
November  1998  dihadiri  oleh  pejabat  dari  21 
negara  anggota  APEC,  yaitu  Indonesia,  AS, 
Kanada,  Australia,  Selandia  Baru,  Papua  Niu- 
gini,  Meksiko,  Chile,  Jepang,  Cina,  Korea  Se- 
latan.  Hong  Kong,  Taiwan,  Singapura,  Ma- 
laysia, Brunei  Darussalam,  Filipina,  Thailand, 
Rusia,  Vietnam  dan  Peru.  Pertemuan  tersebut 
dimaksudkan  untuk  menyusun  persiapan  pe- 
nyelenggaraan  pertemuan  APEC  tanggal  17- 
18  November  1998,  berupa  pembahasan  me- 
ngenai  liberalisasi  dini  secara  sukarela  {Early 
Voluntary  Sectoral  Liberalisation/EYSL),  upa- 
ya mengatasi  masalah  krisis  kcuangan  dan 
masalah  usaha  kecil  dan  menengah.  Pertemu- 
an tersebut  tidak  mencapai  konsensus,  teru- 
tama  yang  menyangkut  masalah  liberalisasi 
dini  secara  sukarela  (EVSL). 
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Ketua  SOM  Indonesia,  Sumadi  Brotodi- 
ningrat  mengatakan  bahwa  tidak  tercapainya 
konsensus  karena  masing-masing  anggota 
APEC  tetap  pada  sikapnya  dalam  membuka 
sektor  tertentu  bagi  EVSL.  Di  satxi  pihak  ada 
anggota  yang  menghendaki  paket  EVSL  flek- 
sibel  dengan  sedikit  pengecualian,  sedang- 
kan  di  pihak  lain  ada  anggota  yang  menghen- 
daki paket  EVSL  tetap  pada  prinsip  sukarela- 
nya.  Jepang  misalnya,  menekankan  pada  si- 
kap  sukarela  di  mana  tiap  negara  APEC  pu- 
nya  hak  untuk  secara  sukarela  ikut  atau  tidak 
ikut  dalam  program  EVSL.  Sementara  itu,  Ma- 
laysia dan  anggota  ekonomi  maju  APEC  lain- 
nya  menghendaki  disiplin.  Hal  lain  adalah 
berkaitan  dengan  perhitung'an  fleksibilitas 
dari  masalah  endrates  (tingkat  tarif  akhir 
yang  dikehendaki)  dan  enddates  (batas  akhir 
tarif  sudah  diturunkan).  Masing-masing  pihak 
tetap  dengan  sikapnya,  terutama  yang  ber- 
kaitan dengan  unsur  sukarela  dan  disiplin  ini. 

Di  samping  itu,  tidak  tercapainya  kon- 
sensus juga  berkaitan  dengan  keinginan 
untuk  mengaitkan  EVSL  dengan  Organisasi 
Perdagangan  Dunia  (WTO).  Jepang  menghen- 
daki EVSL  dibawa  ke  WTO,  sementara  ang- 
gota lain  seperti  Chile  dan  Meksiko  meno- 
lak,  karena  tidak  menghendaki  masalah  sek- 
toral  dibawa  ke  WTO.  Chile  dan  Meksiko 
menghendaki  bahwa  masalah  yang  lebih  ter- 
padu  saja  yang  diteruskan  ke  WTO,  sedang- 
kan  EVSL  tetap  dalam  APEC. 

Hambatan  lainnya  bagi  pencapaian  kon- 
sensus adalah  masalah  diferensiasi  dalam 
APEC  antara  anggota  negara  maju  dengan 
anggota  negara  berkembang.  Negara  maju 
ingin  masalah  liberalisasi  lebih  cepat,  sedang- 
kan  negara  berkembang  ingin  lebih  lambat 
{Kompas,  14-11-1998). 

Sehubungan  dengan  masalah-masalah 
tersebut,  para  pejabat  tinggi  SOM  sepakat 
untuk  meneruskan  masalah  tersebut  ke  si- 
dang  yang  lebih  tinggi,  yaitu  pada  Konfe- 
rensi  Tingkat  Menteri  (KTM). 

B.  KONFERENSI  TINGKAT  MENTERI  APEC 
KE-10 

Konferensi  Tingkat  Menteri  (KTM)  APEC 
ke-10  berlangsung  di  Kuala  Lumpur,  Malay- 


sia, tanggal  15-16  November  1998  dihadiri 
oleh  Menteri  dari  21  negara  anggota  APEC 
sebagaimana  disebutkan  di  atas. 

Pernyataan  Bersama  {Joint  Statement) 
KTM  yang  dibacakan  oleh  Menteri  Industri 
dan  Perdagangan  Internasional  (MITI)  Ma- 
laysia, Rafidah  Aziz  menyatakan:  (1)  menye- 
tujui  program  liberalisasi  dini  secara  suka- 
rela (EVSL)  berdasarkan  prinsip  sukarela  dan 
fleksibel,  terutama  dalam  kebijakan  penurun- 
an  tarif  yang  menjadi  hambatan  utama,  de- 
ngan catatan  bahwa  EVSL  dalam  sembilan 
sektor  (ikan  dan  produk  ikan,  produk  kehu- 
tanan,  produk  kimia,  produk  pelestarian  ling- 
kungan,  energi,  peralatan  medis,  batu  permata 
dan  perhiasan,  standar  dalam  komunikasi, 
dan  mainan  anak-anak)  diupayakan  untuk  di- 
ikuti  pihak  lain  di  luar  APEC,  dengan  kemung- 
kinan  dibahas  dalam  WTO;  (2)  keprihatinan 
para  menteri  APEC  atas  krisis  keuangan  yang 
melanda  anggota  APEC  dan  kemungkinan 
dampaknya  meluas  ke  kawasan  lain.  Di  sam- 
ping itu  mereka  prihatin  dengan  dampak  so- 
sial  ekonomi  sekarang  ini  yang  menggang- 
gu  pertumbuhan  ekonomi,  lapangan  kerja, 
dan  kemiskinan  di  negara  anggota  APEC; 
(3)  EVSL  merupakan  langkah  penting  un- 
tuk mempercepat  laju  liberalisasi  APEC;  (4) 
endrates  dan  enddates  dan  produk  yang 
masuk  dalam  EVSL  tetap  berpatokan  pada 
fleksibilitas.  Langkah  ini  diambil  setelah  Je- 
pang menolak  menerapkan  EVSL  pada  ikan 
dan  produk  ikan,  serta  produk  kehutanan,  de- 
ngan alasan  politik  dalam  negeri  (Kompas, 
16-11-1998);  (5)  dukungan  bagi  pelaksanaan 
kerja  WTO  di  bidang  liberalisasi  perdagangan 
dan  investasi  dan  pembuatan  peraturan.  Ang- 
gota-anggota  APEC  akan  memberikan  kon- 
tribusi  bagi  persiapan  konferensi  Menteri- 
menteri  WTO  ketiga;  (6)  beberapa  rencana 
aksi  individu  (lAP)  menyangkut  masalah  re- 
formasi  sektor  keuangan  secara  keseluruhan 
sebagai  respons  terhadap  krisis  keuangan 
yang  terjadi  akhir-akhir  ini;  (7)  para  pemimpin 
dan  menteri-menteri  APEC  akan  bertemu  di 
Beijing  tahun  2001  dan  menerima  Meksiko 
untuk  menjadi  tuan  rumah  pertemuan  APEC 
tahun  2002  (Suara  Karya,  16-11-1998). 
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n.  PERTEMUAN  APEC  KE-10 

Pertemuan  Informal  Para  Pemimpin  Eko- 
nomi  Kerja  Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik  (Asia 
Pacific  Economic  Leaders  Meeting/AELM) 
atau  KTT  APEC  KE-6,  berlangsung  di  Kuala 
Lumpur,  Malaysia  tanggal  17-18  November 
1998  dihadiri  oleh  para  pemimpin  ekonomi 
dari  21  negara,  yaitu  Presiden  B.J.  Habibie, 
Wakil  Presiden  AS,  Al  Gore,  PM  Kanada, 
Jean  Cretien,  PM  Australia,  John  Howard, 
PM  Selandia  Baru,  Jenny  Shipley,  PM  Papua 
Niugini,  Bill  Skate,  Presiden  Meksiko,  Er- 
nesto Zedillo  Ponce  de  Leon,  Presiden  Chile, 
Eduardo  Frei  Ruiz  Tagle,  PM  Jepang,  Keizo 
Obuchi,  Presiden  Cina,  Jiang  Zemin,  Presiden 
Korea  Selatan,  Kim  Dae- Jung,  Ketua  Eksekutif 
Hong  Kong  SAR,  Tung  Chee  Hwa,  Ketua  Ba- 
dan  Perencanaan  dan  Pengembangan  Ekono- 
mi Taiwan,  Chiang  Pin-Kving,  PM  Singapura, 
Goh  Chok  Tong,  PM  Malaysia,  Mahathir 
Mohamad,  Sultan  Brunei  Darussalam,  Has- 
sanal  Bolkiah,  Presiden  Filipina,  Joseph  Es- 
trada, PM  Thailand,  Chuan  Leekpai  dan  tiga 
anggota  baru  anggota  APEC,  yaitu  PM  Ru- 
sia,  Yevgeny  Primakov,  PM  Vietnam  Phan 
Van  Khai  dan  Presiden  Peru,  Alberto  Fujimori. 

Deklarasi  pemimpin  ekonomi  APEC  ber- 
tema  Strengthening  the  Foundations  for 
Growth,  yang  dibacakan  oleh  PM  Malaysia, 
Mahathir  Mohamad  menyatakan  sebagai  ber- 
ikut:  (1)  krisis  keuangan  yang  melanda  se- 
bagian  anggota  APEC  (Thailand,  Indonesia, 
Malaysia,  Filipina,  Korea  Selatan,  Jepang, 
Hong  Kong  dan  Rusia)  telah  menimbulkan 
dampak  pada  kehidupan  sosial,  seperti  pe- 
ngangguran,  tingkat  pendapatan  yang  me- 
nurun  dan  kemiskinan.  Bahkan,  krisis  juga 
mulai  meluas  ke  luar  kawasan  Asia  Pasifik, 
seperti  Amerika  Latin  dan  Amerika  Utara. 
Oleh  karena  itu,  pemimpin  APEC  sepakat  be- 
kerja  sama  untuk  mendukung  upaya  pemu- 
lihan  krisis  secara  dini  dan  berkelanjutan;  (2) 
para  pemimpin  APEC  berupaya  mencegah 
meluasnya  pengaruh  resesi  ke  kawasan  dan 
mencegah  kemungkinan  resesi  dunia.  Untuk 
itu  diperlukan  fundamental  ekonomi  yang 
kuat  bagi  prospek  pcmulihan  ekonomi  Asia 
Pasifik,  dengan  menekankan  proses  kchati- 
hatian,  kebijakan  ekonomi  makro  yang  ber- 
orientasi  kepada  pcrtumbuhan,  pasar  dan  in- 


stitusi  keuangan  yang  kuat.  Di  samping  itu, 
liberalisasi  perdagangan  dan  investasi  serta 
pengembangan  kemampuan  sumber  daya  ma- 
nusia,  merupakan  landasan  bagi  pembaruan 
dan  pertumbuhan  berkelanjutan;  (3)  mene- 
gaskan  krisis  keuangan  sebagai  tantangan 
utama  yang  hams  diatasi;  (4)  walaupun  su- 
dah  terlihat  kemajuan  dalam  program  re- 
formasi  sistem  keuangan  di  Indonesia,  Ko- 
rea Selatan,  Thailand  dan  Filipina,  para  pe- 
mimpin APEC  tetap  menegaskan  perlunya 
bantuan  dari  negara  maju  guna  mengatasi 
krisis  ini;  (5)  diperlukan  kerja  sama  untuk 
mendorong   pertumbuhan,  restrukturisasi 
sektor  perusahaan  dan  keuangan,  menggalang 
arus  modal  swasta,  memperkuat  arsitektur  ke- 
uangan intemasional  serta  dukungan  inter- 
nasional  bagi  lapangan  kerja  dan  sistem  ja- 
ring  pengaman  sosial;  (6)  mendulaing  upaya 
bank-bank  pembangunan  multilateral  dalam 
menggimakan  instnimen-instrumen  keuangan 
baru,  guna  membantu  dan  memperlancar  arus 
modal  sektor  swasta.  Langkah  ini  bisa  me- 
ngurangi  beban  utang  dan  memulihkan  ak- 
ses  mereka  pada  pembiayaan  perdagangan 
dan  modal  kerja  yang  kritis.  Untuk  itu  ang- 
gota APEC  yang  dilanda  krisis  perlu  terus 
memperkuat  sistem  keuangan  dalam  nege- 
ri,  dengan  disertai  kebijakan  ekonomi  makro 
yang  hati-hati  dan  berorientasi  pada  pertum- 
buhan; (7)  peningkatan  kemampuan  penga- 
turan  ekonomi  dalam  negeri  merupakan  lang- 
kah yang  baik  untuk  mempersiapkan  setiap 
anggota  APEC  dalam  menghadapi  tantangan 
maupun  menghindari  krisis  keuangan  seperti 
yang  terjadi  sekarang  ini;  (8)  peningkatan 
perdagangan  dan  investasi  merupakan  ele- 
men  penting  pemulihan  ekonomi  yang  lebih 
cepat;  (9)  kerja  sama  ekonomi  dan  teknik 
perlu  ditingkatkan  guna  mengurangi  kesen- 
jangan  antara  anggota  maju  dan  anggota 
berkembang  dalam  APEC  (Kompas,  19-11- 
1998);  (10)  pendekatan  baru  untuk  mengka- 
talisasi  arus  modal  yang  stabil  dan  berke- 
lanjutan di  kawasan  Asia  Pasifik;  (U)  mem- 
perbarui  kembali  komitmen  Deklarasi  Bogor 
bagi  pcncapaian  investasi  dan  perdagangan 
terbuka  dan  bebas  di  APEC;  (12)  untuk  jang- 
ka  panjang,  perlu  kerja  sama  di  antara  ang- 
gota APEC  dengan  negara  dan  institusi  lain 
guna  mcngembangkan  dan  menerapkan  lang- 
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kah-langkah  memperkuat  sistem  keuangan 
internasional;  (13)  mobilisasi  bantuan  tam- 
bahan  guna  mendorong  percepatan  restruk- 
turisasi,  antara  lain  dengan  menggvinakan  ja- 
minan  bank  pembangunan  multilateral  dan 
mekanisme  inovatif  lainnya;  (14)  meningkat- 
kan  ketersediaan  pembiayaan  perdagangan 
dan  modal  keija,  antara  lain  melalui  kerja 
sama  antara  lembaga  kredit  ekspor  dan  lem- 
baga  asuransi;  (15)  mobilisasi  investasi  dan 
modal  ekuitas  sektor  swasta  yang  kuat;  (16) 
menghapus  semua  peraturan  dan  hukum 
yang  menghambat  kemampuan  lembaga-lem- 
baga  keuangan  swasta  untuk  ikut  serta  se- 
cara  konstruktif  dalam  restrukturisasi  utang 
sektor  swasta  (Kompas,  20-11-1998). 

Berikut  ini  adalah  butir-butir  Deklarasi 
APEC  di  Kuala  Lumpur: 

1 .  Tantangan  Penting  APEC 

•  Tantangan  krisis  keuangan 

•  Kebijakan  makro  berorientasi  pertumbuhan 

•  Dukungan  internasional  bagi  tenaga  kerja 
dan  jaring  pengaman  sosial 

•  Restrukturisasi  sektor  swasta  dan  keuangan 

•  Katalisasi  arus  modal  swasta 

•  Memperkuat  arsitektur  keuangan  interna- 
sional 

•  Tantangan  pada  kemudahan  (fasilitasi),  li- 
beralisasi  investasi  dan  perdagangan 

•  Tantangan  bagi  kerja  sama  teknik  dan  eko- 
nomi 

2.  Pencapaian  Penting  Tahun  1 998 

•  Rencana  aksi  individu  (ZAP) 

•  Sukses  dalam  paket  EVSL  pada  sembilan 
sektor 

•  Semakin  kuatnya  kerja  sama  ekonomi  dan 
teknik 

3.  Memperkuat  Landasan  bagi  Pertumbuhan  Ber- 
kelanjutan  Memasuki  Abad  Ke-21 

•  Memperkuatjaring  pengaman  sosial 

•  Memperkuat  sistem  keiiangan  masing-ma- 
sing  dan  global 

•  Memperkuat  arus  investasi  dan  perdagangan 

•  Memperkuat  basis  sains  dan  teknologi 

•  Memperkuat  pembangunan  sumberdayama- 
nusia 

•  Memperkuat  infrastniktur  ekonomi 

•  Memperkuat  jaringankomersial  dan  bisnis 
Sumber.  Kompas,  1 9- 1 1  - 1 998. 


in.  REKOMENDASI  ABAC  UNTUK  APEC 

Pertemuan  APEC  Business  Advisory  Coun- 
cil (ABAC)  berlangsung  di  Kuala  Lumpur 
tanggal  15-16  November  1998  dan  dihadiri 
oleh  kalangan  usahawan  negara-negara  ang- 
gota  APEC  untuk  memberikan  rekomendasi 
kepada  para  pemimpin  ekonomi  APEC. 

Rekomendasi  yang  dibacakan  oleh  Ke- 
tua  ABAC,  Tan  Sri  Dato  Tajudin  Ramli,  me- 
nyatakan  sebagai  berikut:  (1)  mendesak  para 
pemimpin  APEC  imtuk  mengambil  langkah 
segera,  baik  secara  individu  maupun  kolek- 
tif,  mencegah  krisis  keuangan  yang  terjadi 
sekarang  ini  agar  tidak  meluas  menjadi  kri- 
sis global;  (2)  mendesak  para  pemimpin 
APEC  segera  mengembalikan  kepercayaan 
para  investor,  mendorong  stabilitas  mata 
uang,  mengupayakan  kembalinya  arus  modal 
asing  langsung  dan  arus  modal  jangka  pan- 
jang  lainnya.  Oleh  karena  itu  ABAC  menga- 
jukan  beberapa  inisiatif  regional  sebagai  ber- 
ikut: (a)  membentuk  sebuah  mekanisme  un- 
tuk meningkatkan  kredit  dari  obligasi  peme- 
rintah,  dalam  satuan  mata  uang  yang  diper- 
caya  secara  lims  (hard  currencies),  dikeluar- 
kan  oleh  ekonomi  yang  terkena  krisis  mela- 
lui jaminan,  obligasi  pemerintah  yang  dapat 
diperjual-belikan  atau  obligasi  kolateral  lain- 
^y^;  (b)  mengembangkan  mekanisme  untuk 
menyangga  dampak  dari  ketidakstabilan  nilai 
mata  uang  terhadap  sektor  swasta,  termasuk 
struktur  multilateral  currency  swap;  (c)  me- 
macu  IMF  untuk  memperluas  pendekatani 
nya  dan  memperhitungkan  dampak  sosial  dari 
program-programnya;  (d)  mengundang  fo- 
rum regional  untuk  melakukan  koordinasi 
kerja  sama  dalam  menghadapi  krisis  keuang- 
an; (e)  memperkuat  infrastniktur  pasar  mo- 
dal dalam  negeri  melalui:  restrukturisasi  bank, 
menggairahkan  investasi,  reformasi  hukum 
dan  memperbaiki  pasar  modal;  (f)  mengurangi 
utang  perusahaan  dengan  membangun  me- 
kanisme restrukturisasi  utang  dan  mengem- 
bangkan mekanisme  pertukaran  mata  uang; 
(g)  memfasilitasi  ekspor  dengan  menggairah- 
kan penggunaan  struktur  perdagangan  efek 
dengan  agunan  penerimaan  perdagangan  (ta- 
gihan  ekspor)  untuk  kebutuhan  trade  fin- 
ancing dan  meningkatkan  peran  lembaga 
kredit  ekspor  untuk  memperbesar  pemenuhan 
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kebutiihan  keuangan  dari  perusahaan-perusa- 
haan  eksportir  (Bisnis  Indonesia,  13-11-1998); 
(3)  dalam  mencapai  tujuan  APEC  bagi  suatu 
liberalisasi  investasi  dan  perdagangan,  perlu 
diperhitungkan  krisis  ekonomi  dan  keuangan 
yang  berlangsung  sejak  Juli  1997;  (4)  ABAC 
menilai  sekalipun  ada  kemajuan  signifikan 
dalam  liberalisasi  perdagangan  barang  dan 
jasa  di  APEC,  namxin  pengaturan  perdagang- 
an mata  uang  yang  bersifat  spekulasi  belum 
meniinjukkan  kejelasan;  (5)  mendesak  para 
pemimpin  APEC  agar  menekankan  penting- 
nya  stabilitas  mata  uang  bagi  kegiatan  dunia 
usaha;  (6)  liberalisasi  yang  prematur  dalam 
pasar  modal  di  sejumlah  anggota  APEC  telah 
mengundang  sejumlah  akibat  dan  biaya  yang 
tidak  terduga;  (7)  mendesak  para  pemimpin 
APEC  untuk  menekankan  pentingnya  suatu 
tanggung  jawab  bersama  untuk  menjamin 
tujuan  dan  kebersamaan  APEC.  Untuk  itu 
perlu  diambil  tindakan  bersama  dalam  me- 
nanggapi  sejumlah  kesulitan  yang  dihadapi 
oleh  kalangan  swasta;  (8)  beberapa  sasaran 
yang  harus  dilakukan  oleh  para  pemimpin 
APEC  berkaitan  dengan  masalah  krisis,  ada- 
lah:  (a)  hberahsasi  dini  secara  sukarela  (EVSL); 
(b)  kerja  sama  ekonomi  dan  teknologi  (Eco- 
tech);  (c)  usaha  kecil  dan  menengah  (SMEs); 
(d)  optimalisasi  kemajuan  elektronik  untuk 
bisnis  (electronic  commerce);  (e)  sistem  pa- 
ngan  (APEC  Food  System);  dan  (f)  komite 
pemantauan  rencana  aksi  (APMC)  (Kompas, 
18-11-1998). 

IV.  KTT  ASEAN  VI 

Pertemuan  Puncak  (KTT)  ASEAN  VI  ber- 
langsung di  Hanoi,  Vietnam  tanggal  15-16 
Desember  1998,  dihadiri  oleh  Presiden  B.J. 
Habibie,  Sultan  Bnonei  Darussalam,  Hassanal 
Bolkiah,  PM  Thailand,  Chuan  Leekpai,  PM 
Malaysia,  Mahathir  Mohamad,  PM  Singa- 
pura,  Goh  Chok  Tong,  PM  Vietnam,  Phan  Van 
Khai,  PM  Laos,  Sisavat  Keobounphanh,  Ke- 
tua  Dewan  Pembangiinan  dan  Perdamaian  Ne- 
gara  Myanmar,  Than  Shwe,  Presiden  Filipina, 
Joseph  Estrada,  dan  hadir  sebagai  peninjau 
PM  Kamboja  Hun  Sen,  untuk  membahas  ma- 
salah krisis  ekonomi  dan  keuangan  yang  me- 
landa  kawasan  ASEAN. 


KTT  yang  didahului  dengan  Pertemuan 
Pejabat  Tinggi  (Senior  Official  Meeting/SOM), 
Pertemuan  Para  Menteri  Ekonomi  ASEAN 
(ASEAN  Economic  Ministerial  Meeting/ 
AEMM)  dan  Pertemuan  Para  Menteri  Luar 
Negeri  ASEAN  (ASEAN  Foreign  Affairs),  me- 
rupakan  KTT  bersejarah  karena  dalam  acara 
makan  malam  (Informal  Working  Dinner)  pa- 
ra pemimpin  ASEAN  menerima  Kamboja  se- 
bagai anggota  ASEAN.  Dengan  demikian,  ci- 
ta-cita  para  pendiri  ASEAN  untuk  mengga- 
bungkan  ke-10  negara  Asia  Tenggara  dalam 
satu  perhimpunan  regional  kini  terwujud. 

Dalam  acara  pembukaan  para  pemimpin 
ASEAN  menyatakan  pentingnya  Kawasan 
Perdagangan  Bebas  ASEAN  (ASEAN  Free 
Trade  Area/AFTA)  direahsasikan,  untuk  me- 
ngembalikan  kepercayaan,  mempercepat  pe- 
mulihan  ekonomi,  dan  meningkatkan  pertum- 
buhan  serta  insentif  dan  perlakuan  khusus 
guna  menarik  investasi  asing  ke  Asia  Teng- 
gara. Enam  negara  ASEAN,  yaitu  Indone- 
sia, Filipina,  Brunei  Darussalam,  Malaysia, 
Singapura  dan  Thailand  sepakat  memperce- 
pat pelaksanaan  AFTA  dari  tahun  2003  men- 
jadi  tahun  2002.  Sementara  itu,  tiga  negara 
ASEAN  lainnya,  Vietnam,  Laos  dan  Myan- 
mar akan  menyesuaikan  diri  dengan  kondi- 
si  ekonomi  masing-masing. 

Langkah-langkah  terobosan  ASEAN  un- 
tuk memulihkan  krisis  dimasukkan  dalam 
Deklarasi  Hanoi  1998,  Rencana  Aksi  Hanoi, 
dan  Pemyataan  mengenai  Langkah-langkah 
Terobosan  (Bold  Measures)  serta  Protokol 
dan  Perjanjian  Kerangka  Kerja  yang  akan 
memandu  ASEAN  menuju  milenium  ketiga 
untuk  mencapai  Visi  ASEAN  2020  (The 
Straits  Times,  17-12-1998). 

Presiden  B.J.  Habibie  mengatakan  bahwa: 
(1)  dampak  krisis  ekonomi  dan  keuangan 
yang  terjadi  di  kawasan  sangat  hebat  tetapi 
tidak  mempengaruhi  situasi  politik  dan  ke- 
amanan  di  kawasan;  (2)  situasi  perdamaian 
di  kawasan  Asia  Tenggara  dapat  memulihkan 
perekonomian  ASEAN.  Untuk  itu  negara- 
negara  ASEAN  perlu  meratifikasi  perjanjian 
Zona  Bebas  Senjata  Nuklir;  (3)  pencapaian 
AFTA  melalui  skema  CEPT  (Common  Effect- 
ive Preferential  Tariff)  dan  Kawasan  Inves- 
tasi ASEAN  perlu  dipercepat. 
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PM  Singapura  Goh  Chok  long  mengata- 
kan  bahwa  situasi  ASEAN  akhir-akhir  ini  sa- 
ngat  memprihatinkan  sehingga  negara-nega- 
ra  mitra  dialog  mempertanyakan  tentang  ma- 
sa  depan  ASEAN.  Beberapa  di  antara  mereka 
tidak  lagi  menganggap  ASEAN  penting  dan 
percaya  bahwa  ASEAN  tidak  lagi  efektif. 
Bahkan,  persatuan  dan  kesatuan  ASEAN  di- 
anggap  melemah  karena  persoalan  bilateral 
di  antara  anggotanya.  Oleh  karena  itu 
ASEAN  dengan  jumlah  penduduk  500  juta 
jiwa  perlu  bersatu  menggunakan  pengaruh- 
nya  di  arena  intemasional  untnk  bersaing  di 
bidang  ekonomi  dengan  blok  ekonomi  lain- 
nya  {The  Straits  Times,  16-12-1998). 

Sultan  Brunei  Darussalam,  Hassanal  Bol- 
kiah,  mengatakan  bahwa  tantangan  yang  di- 
hadapi  ASEAN  adalah  segera  menarik  ne- 
gara-negara  anggotanya  keluar  dari  ketidak- 
pastian  ekonomi.  Untuk  itu  ASEAN  perlu 
mendapatkan  kepercayaan  dari  para  investor 
negara-negara  luar  ASEAN,  dan  tetap  mem- 
biarkan  sistem  ekonomi  terbuka  untuk  me- 
mulihkan  ekonomi  di  kawasan. 

PM  Thailand  Chuan  Leekpai  menekankan 
pentingnya  peningkatan  kerja  sama  ASEAN 
dengan  negara-negara  dalam  menghadapi 
tantangan  globalisasi  dunia.  Untuk  itu  ia  bar- 
harap  agar  KTT  ini  dapat  menemukan  jalan 
keluar  bagi  pemulihan  dan  pembaruan  eko- 
nomi ASEAN. 

Pada  acara  yang  sama  PM  Malaysia  Ma- 
hathir Mohamad,  menyayangkan  bahwa  kri- 
sis  ekonomi  yang  terjadi  di  ASEAN  telah 
mengakibatkan  hubungan  di  antara  negara 
ASEAN  menegang  sehingga  mimcul  kesan 
bahwa  ASEAN  pecah  dan  anggotanya  sa- 
ling  bermusuhan.  Untuk  itu  Malaysia  mendu- 
kung  inisiatif  memperkuat  kerja  sama  eko- 
nomi regional,  dan  upaya  mengkonsolidasi- 
kan  fundamental  ekonomi  masing-masing  ne- 
gara anggota  ASEAN  dan  mendukung  in- 
tegrasi  ekonomi  ASEAN  yang  lebih  luas  da- 
lam mengakselerasi  tercapainya  AFTA  {Kom- 
pas,  16-12-1998). 

PM  Vietnam  Phan  Van  Khai  mengatakan 
pada  acara  penutupan  KTT  bahwa:  (1)  KTT 
Hanoi  menjadi  jembatan  yang  menghubung- 
kan  dua  abad  yang  mencerminkan  tekad  un- 


tuk memperkuat  persatuan  dan  kerja  sama 
perdamaian  di  masa  depan,  stabilitas  dan 
pembangunan  sesuai  dengan  aspirasi  bangsa 
ASEAN  dan  masyarakat  dunia;  (2)  ASEAN 
menyetujui  sejumlah  langkah,  termasuk  mem- 
perkuat persatuan  untuk  meningkatkan  kerja 
sama  dan  membangxm  semangat  masyarakat 
atas  dasar  nilai-nilai  setiap  negara  dan  selu- 
ruh  kawasan  serta  prinsip  dasar  dan  cara-cara 
yang  telah  membantu  memajukan  ASEAN 
pada  tahun-tahun  sebelumnya;  (3)  ASEAN 
sepakat  memperkuat  kerja  sama  politik,  upaya 
terpadu  untuk  meningkatkan  peran  ASEAN 
Regional  Forum  (ARF),  memelihara  stabili- 
tas kawasan  dan  meningkatkan  kemakmur- 
an  setiap  negara  anggotanya  di  kawasan;  (4) 
ASEAN  berusaha  memanfaatkan  potensi 
sumber  daya  manusia  dengan  menciptakan 
landasan  yang  kuat  untuk  mengatasi  kri- 
sis  ekonomi  yang  terjadi  sekarang  ini;  (5) 
ASEAN  setuju  mempercepat  reformasi,  khu- 
susnya  di  bidang  perbankan  dan  lembaga  ke- 
uangan  dan  meningkatkan  integrasi  untuk 
menciptakan  kawasan  ekonomi  ASEAN  yang 
dinamis  dan  kompetitif  sehingga  mampu 
menjawab  tantangan  ekonomi  global;  (6) 
ASEAN  bertekad  melaksanakan  rencana-ren- 
cana  aksi  individu  dan  kolektif  dan  serang- 
kaian  langkah  berani  dengan  mempertimbang- 
kan  kondisi  dan  kemampuan  setiap  negara 
anggotanya  dalam  mewujudkan  AFTA,  Ka- 
wasan Investasi  ASEAN  dan  Skema  Kerja 
Sama  Industri  ASEAN;  (7)  pentingnya  pem- 
bangunan kebudayaan  yang  sesuai  dengan 
pembangunan  perkotaan  dengan  pemberan- 
tasan  kemiskinan,  penciptaan  lapangan  keija 
dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  ma- 
nusia; (8)  ASEAN  akan  melanjutkan  kebijak- 
an  melihat  keluar  dan  memperkuat  kerja  sa- 
ma dengan  negara  mitra  dialognya,  organisa- 
si  dan  forum-forum  regional  dan  berpartisipa- 
si  aktif  dalam  perdamaian  dan  kemakmuran 
Asia  Pasifik  dan  dunia  {Antara,  16-12-1998).. 

Deklarasi  Hanoi  berisi  antara  lain:  (1)  para 
pemimpin  ASEAN  menegaskan  kembali  ko- 
mitmen  untuk  memperdalam  integrasi  ekono- 
mi di  antara  negara-negara  anggotanya.  Un- 
tuk itu  upaya  stabilitas  ekonomi  makro  dan 
keuangan  perlu  ditingkatkan,  pemulihan  eko- 
nomi perlu  dilakukan  secara  dini,  dan  pertum- 
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buhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  perlu  di- 
pertahankan;  (2)  para  pemimpin  ASEAN  me- 
negaskan  kembali  bahwa  peran  ASEAN  tidak 
tergantikan  dalam  menciptakan  perdamaian 
dan  kesejahteraan  regional,  dengan  mengga- 
risbawahi  prinsip-prinsip  utama  yang  meno- 
pang  peran  ASEAN  sebagai  kekuatan  perda- 
maian dan  stabilitas  di  Asia  Tenggara,  yaitu 
saling  menghormati,  tidak  mencampuri  unis- 
an  dalam  negeri  masing-masing,  konsensus, 
dialog  dan  konsultasi;  (3)  pergolakan  ekono- 
mi dan  keuangan  yang  teijadi  saat  ini  telah 
membawa  kemunduran  pencapaian  yang  te- 
lah diraih  ASEAN.  Untuk  itu  ASEAN  akan 
mengatasi  kesulitan-kesulitan  ekonomi  dan 
sosial  itu  dengan  peningkatan  kerja  sama, 
yaitu  meningkatkan  efektifitas  ASEAN  dalam 
menghadapi  tantangan  ekonomi  global  dan 
mengintensifkan  kebiasaan  berdialog  dalam 
berbagai  persoalan  serta  mengupayakan  pe- 
ningkatan konsolidasi  dan  solidaritas  (Kom- 
pas,  18-12-1998). 

Rencana  Aksi  Hanoi  yang  merupakan 
penjabaran  Visi  ASEAN  2020,  antara  lain 
menyatakan:  (1)  tekad  ASEAN  untuk  memper- 
kuat  ekonomi  makro  dan  kerja  sama  keuang- 
an. Hal  ini  antara  lain  dilakukan  melalui  pe- 
meliharaan  stabilitas  ekonomi  makro  dan  ke- 
uangan regional,  memperkuat  sistem  keuang- 
an, mening)catkan  liberalisasi  sektor  jasa  ke- 
uangan, mengintensifkan  kerja  sama  keuang- 
an, pajak  dan  asuransi,  dan  mengembangkan 
pasar  modal  ASEAN;  (2)  peningkatan  inte- 
grasi  ekonomi;  misalnya  melalui  percepat- 
an  implementasi  AFTA,  implementasi  AIA 
(ASEAN  Investment  Area);  liberalisasi  perda- 
gangan  jasa,  meningkatkan  pengamanan  pa- 
ngan  dan  daya  saing  produk  pangan,  perta- 
nian  dan  kehutanan,  mengintensifkan  kerja 
sama  industri,  memperkuat  perusahaan  kecil 
dan  menengah,  memperluas  kerja  sama  di  bi- 
dang  intellectual  property  rights,  meningkat- 
kan pariwisata  ASEAN,  serta  membangun 
infrastruktur  regional  (Kompas,  18-12-1998). 

Pernyataan  tentang  Langkah-langkah  Te- 
robosan  menyatakan  sebagai  berikut:  (1)  pa- 
ra pemimpin  ASEAN  sepakat,  keenam  ne- 
gara  inti  ASEAN,  yaitu  Indonesia,  Brunei 
Darussalam,  Filipina,  Malaysia,  Singapura  dan 
Thailand  penandatangan  pertama  Skema 


CEPT  bagi  pelaksanaan  AFTA,  mempercepat 
satu  tahvm  pelaksanaan  AFTA  secara  pe- 
nuh,  dari  tahun  2003  menjadi  tahun  2002. 
Secara  individual,  masing-masing  negara 
akan  menurunkan  tarif  sampai  nol  persen, 
atau  tidak  lebih  dari  lima  persen,  dari  sesedi- 
kitnya  85  persen  produk  yang  diikutsertakan 
dalam  Inclusion  List  (daflar  produk  yang  di- 
ikutsertakan dalam  AFTA),  pada  tahun  2000. 
Tahun  2001,  daflar  produk  yang  terkena  tarif 
antara  0-5  persen  akan  ditingkatkan  menjadi 
sedikitnya  90  persen.  Tahun  2002,  100  persen 
dari  produk  yang  termasuk  dalam  Inclusion 
List  akan  bertarif  antara  0-5  persen,  dan  pe- 
laksanaaimya  akan  dilakukan  secara  fleksi- 
bel;  (2)  sepakat  untuk  memperdalam  masalah 
penurunan  tarif  menjadi  nol  persen,  dan  mem- 
percepat masuknya  produk-produk,  yang 
saat  ini.  belum  masuk  dalam  skema  penurun- 
an tarif  ke  dalam  Inclusion  List.  Kesepakatan 
untuk  memaksimalkan  pengenaan  tarif  0-5 
persen  terhadap  produk-produk  yang  terma- 
suk Inclusion  List,  juga  berlaku  bagi  nega- 
ra-negara  baru  ASEAN.  Namun  bagi  Vietnam 
baru  mulai  berlaku  tahvm  2003,  sedangkan 
bagi  Laos  dan  Myaimiar  tahun  2005.  Untuk 
pengenaan  tarif  nol  persen,  bagi  Vietnam  ber- 
langsung  tahim  2006,  sedangkan  bagi  Laos 
dan  Myanmar  tahun  2008;  (3)  sepakat  me- 
ningkatkan iklim  investasi  di  ASEAN.  Lang- 
kah  yang  diambil  adalah  memberi  tambahan 
perlakuan  khusus  kepada  investor  ASEAN 
dan  luar  ASEAN  di  bidang  manufaktur  dan 
apUkasinya  diterima  antara  tanggal  1  Januan 
1999  sampai  dengan  31  Desember  2000  dan 
dipenuhi  sesudahnya;  (4)  langkah-langkah 
baru  yang  ditawarkan  oleh  masing-masing 
negara  anggota  ASEAN,  antara  lain:  (a)  Bru- 
nei Darussalam  akan  mengijinkan  kepemi- 
likan  saham  asing  100  persen  dalam  bidang 
manufaktur  teknologi  tinggi  dan  industri  ber- 
orientasi  ekspor;  (b)  Indonesia  menawarkan 
perdagangan  grosir  dan  eceran  dengan  kepe- 
milikan  saham  asing  sampai  100  persen  bagi 
investor  yang  memenuhi  syarat.  Sebagai  tam- 
bahan, Indonesia  mengijinkan  kepemilikan  sa- 
ham asing  sampai  100  persen  dalam  semua 
sektor  manufaktur.  Indonesia  secara  prinsip 
mempersingkat  proses  pengurusan  investasi. 
Untuk  investasi  kurang  dari  100  juta  dolar 
AS,  waktu  pengurusannya  10  hari  kerja.  Da- 
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lam  sektor  perbankan,  bank-bank  terdaftar 
dimungkinkan  kepemilikan  saham  asing  100 
persen;  (c)  Laos  menawarkan  pembebasan 
bea  masuk  bagi  barang-barang  modal;  (d) 
Malaysia  mengijinkan  kepemilikan  saham 
asing  100  persen  dalam  semua  sektor  manu- 
faktur,  kecuali  untuk  tujuh  aktivitas/produk 
khusus.  Tidak  ada  keharusan  untuk  meng- 
ekspor  yang  dikenakan  pada  semua  investasi 
baru,  yang  dikembangkan  dan  didiversifika- 
si;  (e)  Myanmar  akan  memberi  pembebasan 
pajak  perusahaan  selama  tiga  tahun  bagi  se- 
mua proyek  investasi  di  segala  sektor  dan 
membebaskan  bea  masuk  bahan  mentah  bagi 
industri  untuk  tiga  tahun  pertama;  (f)  Filipi- 
na  dalam  proses  membuka  perdagangan  ecer- 
an  dan  bisnis  distribusi  bagi  saham  asing. 
Di  samping  itu,  Filipina  juga  membuka  kon- 
struksi  swasta  di  pasar  domestik  kepada  per- 
usahaan asing;  (g)  Singapura  menurunkan 
biaya  bisnis  secara  drastis  sebagai  bagian 
dari  paket  penurunan  biaya  sampai  10  milyar 
dolar  Singapura,  untuk  tambahan  kelong- 
garan  pajak  investasi  perusahaan  atas  pro- 
yek industri  dan  industri  jasa  tertentu;  (h) 
Thailand  akan  mengijinkan  100  persen  kepe- 
milikan saham  asing  bagi  investasi  manu- 
faktur,  tanpa  memperhatikan  lokasi  proyek 
itu;  (i)  Vietnam  membebaskan  bea  masuk  ba- 
rang  modal  bagi  semua  proyek,  serta  bebas 
bea  masuk  bahan  mentah  bagi  proyek-pro- 
yek  yang  berlokasi  di  luar  kota,  dan  bagi  in- 
vestasi yang  baru  beroperasi  lima  tahun  per- 
tama. Pemberian  ijin  investasi  bagi  beberapa 
proyek  tertentu  diturunkan  waktu  pemroses- 
annya  menjadi  15  hari  kerja;  (5)  perlakuan 
investasi  ASEAN  sebagai  investasi  nasional 
akan  dimungkinkan  dalam  waktu  enam  bulan 
sesudah  tanggal  penandatanganan  Kesepa- 
katan  Investor  ASEAN  dalam  sektor  manu- 
faktur,  dengan  beberapa  pengecualian.  Pe- 
ngecualian  itu  secara  progresif  akan  diha- 
puskan  pada  tahun  2003  sebagaimana  yang 
disepakati  semula;  (6)  Myanmar  akan  berga- 
bung  dengan  keenam  negara  inti  ASEAN  de- 
ngan menghapuskan  semua  pengecualian 
pada  tahun  2003.  Vietnam  dan  Laos  akan  'me- 
ngerahkan  usaha  terbaiknya  untuk  mereali- 
sasikan  AIA  sesegera  mungkin;  (7)    para  pe- 


mimpin  ASEAN  sepakat  menghapuskan  ke- 
harusan 30  persen  saham  nasional,  seperti 
yang  diisyaratkan  oleh  AICO  (ASEAN  In- 
dustrial Cooperation)  periode  1999-2000,  un- 
tuk menyediakan  ruang  kerja  sama  industri 
yang  lebih  besar  di  kawasan;  (8)  para  pe- 
mimpin  ASEAN  sepakat  untuk  memulai  pu- 
taran  peruridingan  baru  di  bidang  perda- 
gangan jasa  awal  tahun  1999  dan  akhir  tahun 
2001  (Kompas,  18-12-1998). 

Dalam  pertemuan  para  pemimpin  ASEAN 
dengan  Wakil  Presiden  Cina  Hu  Jintao,  Pre- 
sideri  Korea  Selatan  Kim  Dae-jung,  dan  PM 
Jepang  Keizo  Obuchi,  ASEAN  menyatakan 
penghargaan  atas  peran  dan  sumbangan  ke- 
tiga  negara  itu  dalam  pemulihan  perekono- 
mian  regional  dari  krisis  ekonomi  dan  ke- 
uangan.  Di  samping  itu,  ASEAN  menyambut 
baik  komitmen  Jepang  memberi  bantuan  se- 
besar  US$30  milyar,  sumbangan  Cina  sebe- 
sar  US$4,5  juta  imtuk  memulihkan  ekonomi 
negara-negara  Asia  Timur  dan  komitmen  Ko- 
rea Selatan  untuk  tetap  bekerja  sama  dengan 
ASEAN  meskipun  Korea  Selatan  sendiri  se- 
dang  mengalami  kesulitan  ekonomi. 

Pertemuan  tersebut  sepakat:  (1)  mening- 
katkan  kerja  sama  ekonomi  antara  kedua  be- 
lah  pihak  dalam  mengatasi  krisis  dan  pemu- 
lihan ekonomi;  (2)  meningkatkan  kerja  sama 
di  >  bidang  kebudayaan,  ilmu  pengetahuan 
dan  teknologi,  kesehatan  masyarakat  dan 
masalah  bersama  seperti  perlindungan  ling- 
kungan  hidup  dan  penyelundupan  obat  bins; 
(3)  meningkatkan  kerja  sama  di  bidang  refor- 
masi  sistem  keuangan  dan  moneter  intema- 
sional;  (4)  menjaga  perdamaian  dan  stabili- 
tas  di  Asia  Tenggara  dan  Asia  Timur;  (5)  me- 
ningkatkan pembangunan  kepercayaan  (Con- 
fidence Building  Measures/CBM)  dengan 
mendukung  ASEAN  Regional  Forum  (ARF); 
(6)  pertemuan  para  pemimpin  Asia  akan  di- 
langsungkan  pada  KTT  formal  maupun  In- 
formal ASEAN  di  masa  mendatang;  (7)  pem- 
bentukan  sebuah  kelompok  kerja  yang  akan 
mengkaji  usulan  mcndirikan  Forum  Asia  Ti- 
mur-Amerika  Latin  (EALAF)  untuk  mcmba- 
ngun  dialog  antara  negara-negara  kaWasan 
tersebut  (Antara,  17-12-1998). 
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